doaoak LY
s

I‘Ideukum IDPRRI ‘-

" - ‘- L8 I-I N -I




Seri Kajian Hukum

PELAKSANAAN HAK AMANDEMEN DPR
DALAM PEMBENTUKAN
UNDANG-UNDANG NO. § TAHUN 1995
TENTANG
PASARMODAL

Oleh
Tim Hukum P31 DPR-RI

Diterbitkan Oleh

Sekretariat Jenderal DPR Rl

Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi
1996




PELAKSANAAN HAK AMANDEMEN DPR
DALAM PEMBENTUKAN
UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1995
TENTANG
PASARMODAL



Swgn Prrngofian Paasl o

Livdapg-AMrigang Moo 7 Tetun 1887 Tardang
Pgvypainn aioe Lndeng-Undarsy Homard Tiduan 1948
Tty sk, Gipda

1 BuisngaEns denetn wesgals S0 npa Bk e ejuedipken pai medpddairyek susty cptaen sisu
rmrron e ik W ety pEraes pang lema 7 (wjuh) tahun dan/stau denda paling banyak
fip. 100, 000 000, - [Berane juta upcshl,

7 Barangelapa dengan Sengaja.roapyisrkan, el mEngetarian, g menkol kepadd
suaty ciptaan afau'kniang hasl polaswggees ik Tipty setesiaiomr disitond delem Bpal ). digsdona
dengan pidana penjara paling lama 5 (ma) fuhi ceresss dengan dends poe ey ak Fip S0 O (0,

{Lima puluh jsa rupiash)




PELAKSANAAN HAK AMANDEMEN DPR
DALAM PEMBENTUKAN
UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1995
TENTANG

PASARMODAL
Penerbil ; Sekretariat Jerderal DPR-RI
Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi (P3I)
Bekerjasama dengan Konrad Adenauer Stiftung

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh
isi buku ini tanpa izin dari Penerbit.

Dicetak oleh
Percetakan CV. Erasari
Jakarta



SAMBUTAN
SEKRETARIS JENDERAL DPR-RI

Assalamu'alaikum Wr. Wb,

Sejak tahun 1994, melalui Surat Keputusan Presiden No. 13 tahun 1994,
Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI)
telah memiliki satu unit kerja baru, yaitu Pusat Pengkajian dan Pelayanan
Informasi (P3I). tugas utama P3l adalah melaksanakan pengkajian dan analisis
serta penyediaan informasi. Dalam rangka itu, maka upaya P31 menerbitkan
buku tentang "Pelaksanaan Hak Amandemen DPR dalam Pembentukan
Undang-Undang No. 8 Tahun 1995, tentang Pasar Modal, merupakan suatu
bentuk pelaksanaan tugas utama yang telah digariskan. Untuk itu selaku
Pimpinan Sekretariat Jenderal DPR, saya menyambut baik upaya dan kerja
keras yang dilakukan oleh P3I untuk menerbitkan buku ini.

Topik tentang Pasar Modal yang dipilih sebagai obyek kajian juga
merupakan suvatu pilihan yang tepat, karena lembaga tersebut, termasuk
perangkat hukumnya, masih dianggap baru bagi masyarakat kita dan akan
mengalami perkembangan yang pesat sesuai dengan tuntutan era globalisasi
ekonomi saal ini.

Dengan semakin kokohnya landasan hukum kegiatan pasar modal,
sudah barang tentu, target yang ingin dicapai adalah meningkatnya kepercayaan
masyarakat lerhadap lembaga pasar modal sebagai wadah untuk melakukan
investasi. Hal ini perlu dilakukan karena aktivitas pasar modal kita masih
tertinggal bila dibandingkan dengan negara-negara tetangga termasuk di
kawasan ASEAN.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan Hak Amandemen yang juga
menjadi sorotan dalam buku ini, merupakan suatu refleksi terhadap pelaksanaan
tugas Dewan. Oleh kareNa itu, pemikiran-pemikiran yang dikemukakan dalam



buku ini sangat bermanfaal sebagai masukan dalam rangka meningkatkan
pelayanan data dan informasi bagi kegiatan Dewan, yang sekaligus dapat
mempengaruhi kualitas pelaksanaan Hak Amandemen Dewan.

Akhirnya, saya berharap usaha yang dilakukan oleh Pusat Pengkajian
dan Pelayanan Informasi ini tidak berhenti sampai di sini. Saya menunggu
setiap tindak lanjut yang berkaitan dengan kegiatan pengkajian dan analisis
untuk meningkatkan kinera dari Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat.

Saya menyampaikan penghargaan kepada semua pihak yang telah
dengan susah payah ikut membantu terwujudnya buku ini. Semoga apa yang
kita laksanakan ini bermanfaat bag kita semua.

Wassalamu,alaikum Wr. Wb.

Jakarta, Januari 1997




KATA PENGANTAR
Kepala Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi
Sekretariat Jenderal DPR-RI

Assalamu‘alaikum Wr, Wb,

Penerbitan buku tentang "Pelaksanaan Hak Amanden DPR Rl dalam
Pembentukan Undang-undang No. 8 Tahun 1995, tentang Pasar Modal"
didorong oleh keinginan urtuk menambah data dan informasi kepada
masyarakat lnas tentang peranan DPR dalam pembentukan undang-undang.

Upaya ini setapak demi setapak dilakukan antara lain melalui pengkajian
terhadap proses pembahasan RUU Pasar Modal dan Seminar tentang Undang-
undang Pasar Modal yang dilaksanakan oleh Pusat Pengkajian dan Pelayanan
Informasi Sekretariat Jenderal DPR-RI pada tanggal 23 Desember 1996.

Ada dua persoalan mendasar yang dicoba umtuk ditampilkan daiam
buku ini, yaitu pertama : masalah pelaksanaan Huk Amandemen DPR dan
Kedua : masalah pembangunan materi hukum, khususnya hukum di bidang
Pasar Modal.

Sebagaimana yang diketahui, bahwa masyarakat luas sering menyoroti
DPR khususnya berkaitan demgan pelaksanaan Hak Imisiatif. Memang
sampai sekarang, seperti halnya pengalaman-pengalaman di negara maju pun,
masih sedikit undang-undang yang lahir dan Hak Inisiatif ini Namun demikian,
tidaklah berarti bahwa DPR sama sekali kehilangan peranan dan pengaruhnya
dalam proses pembentukan undang-undang nasional, karena aspirasi masyarakat
dalam pembentukan undang-undang masih dapat diperjuangkan melalui
Hak Amandemen DPR.

Atas dasar itulah, Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi (P31) DPR



RI menarvh perhatian yang serius terhadap peningkatan kualitas pelaksanaan
Hak Amandemen. Upaya ini dilakukan melalui pengkajian dan analisis
terhadap materi-materi muatan RUU yang diajukan oleh Pemerintah, termasuk
RUU Pasar Modal Hasil kajian dan analisis tersebut disampaikan kepada
Dewan dalam rangka usul penyempurnaan terhadap RUU yang diajukan oleh
Pemerintah, baik dari sudut landasan yuridis, sosiologi dan filosofis dari materi
muatan dalam pasal-pasal suatu RUU.

Menyadari keterbatasan kemampuan sumber daya manusia dan data
yang ada di P31, dukungan terhadap peningkatan kualitas pelayanan kepada
Dewan diperoleh juga dari para pakar atau praktisi dari luar Sekretariat
Jenderal DPR-RI melalui P31 Hal ini dilakukanjuga selama proses pembentukan
undang-undang tentang Pasar Modal.

Tanpa mengurangi arti penting dari undang-undang bidang lainnya,
pembentukan undang-undang bidang ekonomi semakin mendapat perhatian
yang serius. Hal itu merupakan bentuk sikap antisipatif dart Pemerintah dan
DPR dalam melihat kebutuhan pembangunan hukum yang sesuai dengan
kebutuhan pembangunan nasional yang mempunyai implikasi global seperti
kegiatan pasar modal.

Sebagaimana diketahui, pelaksanaan pembangungan nasional 25 tahun
pertama telah berhasil secara nyata meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Dalam kurun waktu 25 tahun berikutnya, sesuai dengan amanat GBHN 1993,
kegiatan pembangunan harus dapat lebih ditingkatkan lagi sehingga diperlukan
dana investasi dalam jumlah yang makin besar. Sejalan dengan tekat
memperbesar kemampuan atas kekuatan sendiri, maka penyediaan sumber
dana investasi tersebut sebagian besar harus bersumber dari dalam negeri, terutama
dari sektor swasta. Dalam kaitan dengan mobilisasi dana inilah maka peranan
pasar modal dalam pembangunan nasional sangatlah penting.

GBHN 1993 telah menggariskan bahwa untuk mencapai sasaran
pembangunan nasional jangka panjang telah diprioritaskan-pada pelaksanaan
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Trilogi Pembangunan, yaitu pemerataan, periumbuhan, dan stabilitas ckonomi
nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat. Secara filosofis, kegiatan
pasar modal dapat mewujudkan aspek-aspek pemerataan pembangunan,
pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasiona! dalam trilogi pembangunan
tersebut. Melalui kegiatan pasar modal, perusahaan-perusahaan yang
sebelumnya merupakan perusahaan keluarga dapat melakukan "go publik”
menjadi perusahaan publik yang sahamnya dapat dimiliki oleh masyarakat luas
Kegiatan pasar modal dapat pula menunjang pertumbuhan ekonomi, karena
pada dasarnya pasar modal merupakan wadah pengerahan dana untuk
kepentmgan pembangunan ekonomi melalmi kegiatan investasi Di samping itu,
pemilikan saham oleh masyarakal banyak dapat menunjang terciptanya
stabilitas nasional.

Upaya menyempurnakan landasan hukum Pasar Modal merupakan salah
satu langkah yang telah dilakukan oleh DPR dan Pemerintah yaitu dengan
lahirnya Undang-undang No. 8 Tahun 995, tentang Pasar Modal yang
menggantikan Undang-undang Bursa No. |5 Tahun [952. Dengan demikian, kita
telah mencapai satu langkah maju dalam pembangunan hukum, khususnya

pembangunan hukum yang dapat menunjang pembangunan ekonomi.

Pembangunan hukum bidang ekonomi dalam menghadapi era
globalisasi khususnya yang berkaitan dengan bidang ekonomi mutlak diperlukan
untuk dapat menunjang kegiatan perekonomian yang penuh dengan persaingan
antara negara dan blok-blok ekonomi yang ada. Dengan kemampuan bersaing
yang ada bangsa kita dapat menempatkan posisi yang strategis dan ikut
menikmati keuntungan-keuntungan nasional, khususnya kesejahteraan rakyat.
Atas dasar itw, P3] mencoba mengangkat pelaksanaan pembentukan undang-
undang tentang Pasar Modal, yang dapat memberikan manfaat ganda,
memasyarakatkan undang-undang dan lembaga pasar modal yang sangat
penting bagi kegiatan perekonomian nasional.

Dengan diterbitkannya buku ini, diharapkan dapat memacu semangat



para peneliti dalam melaksanakan tugas pelayanan informas: kepada Dewan
dan sehaligus sebagar upays untuk memngkatkan kemampuan mereka
sebagai peneliti. Saya juga mengucaphan terima kasih kepada semua pihak yang
teluh membantu untuk terwujudnya penerbitan buku ini dan semoga upaya

kectt int bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamualaikum Wr. Wh.

Jakarta, Januart 1997

Kepala Pusat Pengkajian
Dan Pelayanan Informasi,

DRS. SOEHARTO
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BABI
PENDAHULUAN

Inosentius Samsul, SH.

A.  Latar Belakang dan Dasar Pemikiran

Salah sat implikasi penting dari penerapan asas demokrasi dalam negara
hukum adalah berperannya DPR sebagai wakil rakyat dalam pembentukan
undang-undang. Peranan DPR dalam pembentukan undang-undang. yang
merupakan salah sat perwujudan asas demokrasi ini sangat penting, karena
peraturan perundang-undangan, khususnya undang-undang mengatur aspek-aspek
kehidupan manusia atau rakyat banyak dan melahirkan akibal hukum, yaitu hak
dan kewajiban.

Ada dua hak DPR yang berkaitan dengan pembentukan undang-undang,
yaitu hak mengajukan Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif (RUU Usul
Inisiatif) dan hak untuk mengadakan perubahan atas Rancangan Undang-
undang (Hak Amandemen). Peran DPR dalam menggunakan kedua hak ini,
telah memunculkan berbagai penilaian terhadap DPR, terutama yang bernada
“minor” sehingga dicap sebagai DPR “tukang stempel”, karena ada penilaian bahwa
pembahasan suatu RUU di DPR hanya bersifat formalitas belaka.

Secara konstitusional, Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 menetapkan : “Presiden
memegang kekuasaan membentuk Undang-undang dengan persetujuan Dewan
Pcrwakllan Rakyat" Ketentuan ini menegaskan bahwa kekuasaan p&nbentukan
undang- undang ada pada Presiden, namun harus dilakukannya dengan persetujuan
DPR. Dalam konteks persetujuan DPR inilah pelaksanaan Hak Amandemen ini
penting artinya dalam proses pembentukan Undang-undang dalam arti formaj
{wet in formele zin), yaitu peraturan perundang-undangan yang dibentuk
Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.




Ketentuan Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 telah memunculkan beberapa
penafsiran mengenai siapa yang sesungguhnya sebagai pemegang kekuasaan
pembentukan undang-undang. Hamid Attamimi, berdasarkan penafsiran
gramatikal, berpendapat bahwa Presidenlah yang lebih utama sebagai pemegang
kekuasaan pembentukan undang-undang. Pendapat ini didukung oleh kenyataan
dalam praktek bahwa Pemerintah lebih dominan dalam melahirkan rancangan
undang-undang.

Hamid Attamimi berpendapat bahwa inisiatif untuk membentuk undang-
undang yang ada pada Presiden merupakan kewajiban, karena kewajiban
Presiden adalah menjalankan pemerintahan negara. Oleh karena itu, membentuk
undang-undang merupakan salah satu bagian dari menjalankan pemerintahan
negara. Sebaliknya bagi DPR merupakan hak yang tentu saja boleh dilakukan
dan boleh juga tidak, sehingga pelaksanaannya tergantung kepada DPR sendiri,
apakah hak tersebut mau digunakan atau tidak (Attamimi, 1993 :3),

Sebaliknya, Bagir Manan berpendapat bahwa kedudukan Presiden dan DPR
adalah seimbang (balancing). Hal itu tersirat dalam kata “persetujuan DPR”. Karena
dari ketentuan tersebut ada wewenang pada DPR untuk “tidak menyetujui” RUU
yang diajukan oleh Pemerintah (Bagir Manan, 1992 : 36). Kedudukan yang
seimbang antara Presiden dan DPR dapat ditentukan juga dalam beberapa
ketentuan yang ada, seperti penjelasan Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan : Presiden
bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat menjelaskan ‘“‘Legislative
Powey” dalam negara. Rumusan ini juga senada dengan ketentan dalam Pasal
89 UUDS 1950 yang berbunyi” . .. ... maka kekuasaan perundang-undangan,
sesual dengan ketentuan-ketentuan bagian ini, dilakukan oleh Pemerintah
bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Ketentuan dengan maksud
yang samna juga diatur dalam pasal 127 Konstitusi RIS.

Dengan demikian, pemikiran tentang peranan DPR dalam pembentukan
undang-undang di Indonesia sangat bermanfaat karena dengan Hak
Amandemen inilah dapat menunjukan adanya keseimbangan antara Presiden
dan DPR dalam pembentukan undang-undang. Ulasan terhadap pelaksanan



Hak Amandemen ini dirasakan penting, karena data empiris menunjukan bahwa
Sejak tahun 1992 - 1996, Pemenintah telah mengajukan 58 RUU. Sebagai negara
yang menganut sistem hukum tertulis, jumiah tersebut akan terus meningkat,
sehingga Hak Amandemen DPR akan semakin penting di kemudian hari. Walaupun
undang-undang menempau urutan ketiga dalam tata urutan peraturan perundang-
undangan, namun undang-undang merupakan sarana utama mewujudkan
kedaulatan rakyat dalam pembentukan hukumn.

Salah satu RUU yang diajukan oleh Pemerintah adaiah RUU Pasar
Modal, yang kemudian menjadi Undang-undang No. 8 Tahun 1995 (LN RI No
64 Tahun 1995). Sebagaimana halnya dengan pembahasan RUU umumnya, RUU
Pasar Modal mengalarni perubahan sebagai hasil pelaksanaan Hak
Amandemen, scbelum disetujui oleh DPR RI.

Adapun pemilihan RUU Pasar Modal sebagai contoh kasus pelaksanaan
Hak Amandemen ini tidak terlepas dari pertimbangan pentingnya Pasar
Modal sebagai salah satu sumber pengerahan dana investasi untuk
kepentingan pembangunan ekonomi Indonesia. RUU Pasar Modal diajukan
unituk memperkokoh landasan hukum kegiatan Pasar Modal yang sebelumnya
diatur dalam UU Bursa No. |5 Tahun 1952 dan beberapa peraturan
perundang-undangan di bawah Undang-undang, yaitu Keputusan Presiden
No. 53 Tahun 1990 dan Keputusan Menteri Keuangan No. 1199/KMK.010/1991
serta paket-paket deregulasi, yaitu paket deregulasi Desember 1987, Oktober
1988 dan Desember 1988. Undang-undang Bursa No. 15 tahun 1952 terdiri dari 9
pasal yang pada umumnya hanya mengatur tentang transaksi di Bursa Efek
Ketentuan jain yang diperiukan belum tercantum didalamnya, seperti periunya
keterbukaan dari para pelaku Pasar Modal.

Landasan hukum Pasar Modal yang kokoh dalam beniuk Undang-
undang yang jauh lebth lengkap, merupakan suatu keharusan antara lain untuk
menjamin adanya kepastian hukum dan sekaligus menciptakan rasa aman bagi
semua pihak terutama masyarakat pemodal.

Disamping itu, adanya landasan hukum yang kukuh memungkinkan



pembinaan pasar modal Indonesia dapal diarahkan kepada hal-hal yang dapat
memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat
banyak, serta dapat dikembangkannya semua potensi, inisiatif dan prakarsa
masyarakat dalam kehidupan perekonomian nasional yang berasaskan
demokrasi ekonomi. Landusun hukum Pasar Modal yang kukuh diharapkan juga
sebagal pendorong kemampuan pasar modal nasional untuk menyesuaikan din
dengan perkembangan keuangan dan pasar modal internasional. Dalam
kehidupan perekonomian yang semakin global, pasar modal nasional diharapkan
mampu meningkatkan sumbangannya dalam menggerakkan pembangunan
nasional.

B. Permasalahan

Permasalahan utama yang dibahas dalam buku ini adalah mengenai
beberapa aspek yang berkaitan Amandemen DPR dalam pembentukan Undang-
undang tentang Pasar Modal. Masalah-masalah pokok tersebut adalah menyangkut
aspek teknis perundang-undangan dan aspek substansi RUU.

Aspek teknis perundang-undang adalah berkaitan dengan masalah-
masalah bahasa hukum, redaksional dan sistematika undang-undang. Sedangkan
aspek substansi adalah menyangkut perubahan terhadap matert muatan Undang-
undang tentang Pasar Modal.

C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

Tujuan penulisan ini adatah untuk mengungkapkan substansi usulan
perubahan yang diajukan oleh DPR terhadap RUU Pasar Modal yang diajukan
oleh DPR terhadap RUU Pasar Modal yang diajukan oleh Pemerintah.
Penulisan im dapat mevupakan suatu bentuk evaluasi terhadap peluksanayan
Hak Amandemen DPR, yang tentunya sangat berguna sebagai masukan, baik
bagi Pemerintah maupun DPR sendiri. Penulisan yang bersifat evaluatif ini, juga
bermanfaat bagi Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai unsur pelayan dan
pendukung dalam pelaksanaan fungsi dan tugas-tugas DPR, termasuk
pelaksanaan Hak Amandemen.



D. Metode Penulisan

Penubisan smi merupakan hasil kajan yunidis normanf yang sifatnya
deskriptif. Data utama dalam pengkajian im adalah literatur dan dokumen
pembahasan RUU Pasar Modal Dengan demikian pengkajiannya dilakukan
melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif

E. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan buku ini adalah sebagai berikut :

Bab 1

Bab 11

Bab [II :

Bab IV ;

Pendahuluan

Dalam pendahuluan dibahas mengenai latar belakang masalah dan
dasar pemikiran tentang pentingnya pembahasan terhadap pelaksanaan
Hak Amandemen DPR dalam Pembentukan Undang-Undang No. 8
Tahun 1995, tentang Pasar Modal Permasalahan dan rvang lingkup
pembahasan, tujuan dan kegunaan penulisan, metode penulisan dan
sistematika penulisan.

Sejarah dan Perkembangan Pasar Modal di Indonesia. Bab ini
dimaksudkan untuk memberikan gambaran umum tentang masalah
Pasar Modal di Indonesia.

DPR dan Ketentuan Mengenai Pembentukan Undang-undang
Ulasan mengenai DPR adalah meliputi masalah wewenang dan
tugas. Wewenang dan Tugas DPR perlu dikemukakan sebagai
dasar untuk mencapai pernahaman yang sama mengenai peranan
DPR dalam pembentukan undang-undang. Kemudian bagian kedua
dari Bab I ini adalah mengenai ketentuan-ketentuan dalam
pembentukan undang-undang. Ketentuan-ketentuan ini merupakan
pedoman atau landasan yuridis normatifpembentukan undang-undang,

Amandemen DPR atau RUU Pasar Modal
Bab im merupakan analisis terhadap amandemen DPR dalam

pembahasan RUU Pasar Modal . Bab ini terdiri dari 3 (tiga) bagian
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Bab V

utama, yaitu pertama : Dasar Yuridis, Sosiologis dan Filosofis suatu
undang-undang yang baik. Ketiga landasan di atas merupakan kerangka
acuan yang digunakan oleh DPR dalam memberikan saran dan usul
perubahan terhadap RUU secara umum. Bagian kedua adalah analisis
terhadap Amandemen DPR dalam pasal demi pasal. Ketiga adalah
mengenai analisis terhadap fakior-faktor yang mempengaruhi
pelaksanaan hak amandemen DPR.

Penutup



BAB II
SEJARAH DAN PERKEMBANGAN PASAR MODAL INDONESIA

Ronny Bake S.H., M.H dan Witingsih Yuhelmi S.E.

A.  PENGANTAR

Pasar modal adalah sarana mempertemukan penjual dan pembeli dana
jangka panjang. Hal ini juga terkait dengan fungsi pasar modal sebagai sarana
mobilisasi dana masyarakat. Secara umum pasar modal dapat dikategorikan ke
dalam dua sekmen pasar terdiri atas pasar perdana dan pasar sekunder. Pasar
perdana adalah mekanisme penawaran langsung dari emitmen kepada
pemodal melalui perusahaan efek sebagai penjamin emisi dan/atau agen penjual
kepada pemodal. Pasar sekunder merupakan mekanisme yang mempertemukan
penawaran penjual dan permintaan beli efek dari dan diantara pemodal.

Landasan hukum pertama kali pasar modal Indonesia berpijak pada UU
Nomor 15 Tahun 1952 tentang Penetapan UU Darurat Nomor 13 Tahun 1951
tentang Bursa sebagai UU. UU Pasar Modal ini dianggap terlampau sumir
dan tidak cukup mengatur materi tentang pasar modal, sehingga baru pada
tahun 1995 dibentuk UU Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 yang menggantikan
UU Pasar Modal 1952.

Dasar hukum pembentukan pasar modal Indonesia melalui Keputusan
Presiden nomor 52 tahun 1976 tentang Pasar Modal. Sejak diundangkannya
Keppres 52 tahun 1976, perkembangan Pasar Modal Indonesia oleh Presiden
Soeharto pada tanggal 10 Agustus 1977, dalam sambutannya Presiden Soeharto
mengatakan bahwa sasaran pasar modal adalah :

a menggalang dan mengerahkan dana jangka panjang dari masyarakat untuk
disalurkan ke dalam proyek-proyek produkiif sesuai dengan pembangunan
nasional;

b memeratakan pemilihan saham dan pendapatan bagi masyarakat. Sebelum



terbentuknya UUPM 1995, pemerintah telah melakukan sejumlah
penelitian dan pengka jian yang mendalam yang bertujuan agar UUPM yang
diharapkan dapat menampung dinamika pasar modal di Indonesia serta
kondisi pasar modal di dunia. Dalam melakukan penelitian dan pengkajian
tersebut, pemerintah mengeluarkan se jumlah peraturan dalam bentuk paket
deregulasi yang dimulai sejak 1987 sampai sebelum terbentuknya
UUPM 1995.

Dalam rangka memberikan landasan hukum yang kukuh dan lebih
menjamin kepastian hukum bagi pihak-pihak yang melakukan kegiatan pasar
modal telah ditetapkan UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
{disingkat UUPM 1995), yang mulai berlaku tanggal 1 Januan 1996.

Keadaan pasar modal dalam tahun 1995/96 menunjukkan perkembangan
yang cukup menggembirakan. hal ini dapat dilihat dari jumlah perusahaan yang
memasarkan sahamnya meningkatl dari 2.233 perusahaan dengan nilai emisi
sebesar Rp. 27,3 triliun menjadi 248 perusahaan dengan nilai Rp. 36,8 triliun,
sedangkan jumiah perusahaan yang memasarkan obligasi meningkat dari 46
perusahaan dengan nilai Rp. 5.2 triliun menjadi 50 perusahaan dengan nilai
Rp. 74 triliun. Nilai emisi keseluruhan meningkat dari Rp. 32,5 triliun menjadi
Rp. 44,2 triliun,

Bandingkan dengan kondisi pasar modal Indonesia sampai akhir tahun
1996 yang menunjukkan prestasi yang menonjol, seperti sampai Desember 1996
ada 267 perusahaan yang telah menjual saham perusahaan dengan jumlah
kumulatif emisi perdana sebesar 24,9384 juta saham dengan nilai kumulatif
femisi perdana sebesar Rp. 49.801,4 miliar,

Sejarah perkembangan pasar modal Indonesia selain ditunjang dengan
adanya sejumlah deregulasi dan keberadaan UUPM 1995, kondisi pasar modal
Indonesia juga ditunjang dengan adanya Program Pembinaan Lembaga
Keuangan yang bertujuan untuk meningkatkan fungsi dan peranan lembaga
kevangan termasuk pasar modal agar mampu menampung dan menyalurkan



minat masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan. Melalui program
ini diharapkan dapat menmgkatkan fungsi pasar modal agar mampu berperan
sebagai penggerak dan sarana mobilisasi dana masyarakat yang efektif melalu
kepemilikan saham perusahaan yang go public.

B. SEJARAH PASAR MODAL INDONESIA

Sejarah pasar modal Indonesia dimulai sejak Pemerintahan Hindia
Belanda yang mendirikan Bursa Efek di Batavia pada tanggal i4 Desember
1912 yang diselenggarakan oleh Vereniging Voor de Effectenhandel. Dengan
mendasarkan pada pengalaman di negeri Belanda, pendirian bursa efek di
Batavia adalah dalam rangka memupuk sumber pembiayaan bagi perkebunan
milik Belanda yang tumbuh secara besar-besaran di Indonesia.

Selanjutnya perkembangan bursa di Batavia diikuti dengan dibukanya
Bursa Efek di Surabaya pada tanggal 11 Januari 1925 kemudian ditkuti di Semarang
pada tanggal | Agustus 1925 Aktivitas pasar modal Indonesia terpaksa terhenti
karena terjadi Perang Dunia ke-II.

Pada jaman pemerintahaan Republik Indonesia Serikat, Bursa Efek
tersebut diaktifkan kembali dengan diterbitkannya Obligasi Pemerintah
Republik Indonesia Tahun 1950 Kemudian disusul dengan diundangkannya
Undang-Undang Darurat Nomor 13 Tahun 1951 tentang Bursa, pada tanggal |
September 1951. Undang-undang Darurat tersebut kemudian ditetapkan
sebagai UU dengan Undang-Undang Nomor |5 Tahun 1952, Untuk
menindaklanjuti UU 15 Tahun 1952, pemerintah melalui Mentert Keuangan
mengeluarkan Keputusan Menteri Kevangan Nomor 28973/UU tanggal 1 No-
vember 195] yang menetapkan bahwa penyelenggaraan bursa diserahkan
kepada Perserikatan Perdagangan Uang dan Efek-efek (PPUE) dan menetapkan
bahwa Bank Indonesia sebagai Penasehat.

Kondis1 pasar modal di Indonesia mulai bergairah kembali sejak tahun
1977 melalui Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1976 tentang Pasar Modal
dan diikut dengan dikelvarkannya sejumlah peraturan dalam bentuk deregulasi



C. KONDISI PASAR MODAL INDONESIA PASCA UUPM 1995.

Pelaksanaan pasar modal di Indonesia udak terlepas darn amanat yang
terdapat dalam TAP MPR NO. I/MPR/1983 tentang GBHN 1983 yang berbunyi
- “penerangan dana tabungan masyarakat melalui lembaga keuangan
termasuk perbankan, lembaga keuangan bukan bank dan pasar modal
Pengembangan pasar modal perlu ditingkatkan agar tercapal pemerataan
pemilikan disamping sebagai sumber pembiayaan dalam negeri’.

UUPM 1995 telah memberikan pengaruh yang sangat besar tidak hanya
dalam bidang hukum tetapi juga sistem perekonomian Indonesia dimasa
mendatang. Hal ini dapat terbukti dari kondisi Pasar Modal Indonesia 7 tahun
terakhir. Dari sisi kelembagaan sampai dengan November 1996, terdapat lebih
dari 300 instansi dan perorangan yang telah memperoleh izin, pendaftaran dan
persetujuan. Dari sisi perdagangan saham dan obligasi di pasar modal sampai
dengan 13 Desember 1996 terdapat 295 emiten yang telah mendapatkan
persetujuan efektif dari Bapepam dengan total emisi sebesar Rp. 60,4 triliun.

Di bidang infrastruktur, pengembagan pasar modal ditandai dengan telah
berlakunya sistem yang tersentralisasi perdagangan dengan telah dilaksanakan-
nya sistem yang terkomputerisasi. Perubahan mendasar dan sistem perdagangan
manual kesistem perdagangan otomatis di Bursa Efek Jakarta (B.E.J) yang
diterapkan tanggal 22 Mei 1995. Melalui sistem otomatisasi im telah mampu
melayani 100.000 investor dengan 40.000 order per jam.

Indikator lain yang memperlihatkan perkembangan membaik setelah
sistern otomatisasi perdagangan efek diterapkan di BEJ, sclain ampak pajak
kecenderungan yang menguat pada Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)
diposisi akhir Mei 1995 sampai Desember 1996, angka IHSG tampak menguat
151, 29 point terhitung dari posisi akhir Mei 1995 yang hanya berada pada
skala angka 475. 29 point menjadi 626, 57 point pada tanggal 11 Desember
1996. Posisi IHSG tertinggi selama otomatisasi diterapkan terjadi pada
24 April 1996 dengan ketinggian mencapai 630, 22 point dan posisi terendah
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terjadi pada 21 Nopember 1995 dengan angka 454, 05 Ppoint

Dibidang penegakan hukum, Bapepam telah melakukan sejumlah
penegakan hukum seperti pengenaan denda, pencabutan izin serta beberapa
upaya atas pelanggaran tindak pidana di bidang pasar modal. Selain itu
Bapepam beserta sefuruh pelaku pasar modal telah berupaya menye-
barluaskan pengetahuan mengenai perundang-undangan pasar moda! kepada
masyarakat luas.

Upaya pengembangan pasar modal di Indonesia sebagai sarana sumber
pembiayaan di dalam negeri dilakukan antara lain dengan internasionalisasi
pasar modal Indonesia dengan mengizinkan investor asing membeli efek di
pasar perdana. Di sisi lain perkembangan terbesar pasar modal Indonesia yaitu
sudah diizinkannya beberapa BUMN untuk menjual sahamnya di pasar modal
Indonesia bahkan pasar modal di luar negeri.

Walapun pasar modal Indonesia telah menunjukkan perkembangan
yang sernakin baik dari tahun ke tahun, narmun masih diperlukan upaya yang
lebih giat dan keras untuk meningkatkan kinerja pasar modal Indonesia.
Oleh karena itu merupakan tantangan yang sangat serius bagi semua pihak yang
berkaitan dengan pasar modal, untuk menjadikan pasar modal Indonesia
menjadi swatu pasar modal yang mampu mendorong perturnbuhan ekonomi,
mendorong pemerataan pendapatan, serta marnpu bersaing dengan pasar modal
negara-negara lainnya.

Prospek pasar modal Indonesia diperkirakan akan cukup cerah di era pasar
global abad ke-21 mendatang, hal ini ditunjang dengan adanya perturnbuhan
ekonomi yang diperkirakan tetap kuat. Disamping itu potensi pasar yang cukup
besar baik dilihat dari banyaknya jumlah perusahaan yang potensial untuk
melakukan kegiatan go public, maupun dilihat dari jumlah pemodal potensial
mendukung prospek pasar modal yang cukup cerah tersebut.

Untuk mempertegas misi dan visi kegiatan pasar modal Indonesia,
Pemerintah melalui Bapepam telah melakukan kerjasama dengan masyarakat
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pasar modal telah mengeluarkan Cetak Biru Pasar Modal Indonesia, yaitu
Rencana Pengembangan Lima Tahun yang merupakan panduan dan kerangka
dasar dalam melakukan kegiatan pasar modal

Akhirnya perkembangan pasar modal antara lain ditentukan oleh
kerjasama dan pengertian antara Pemerintah, pelaku dan pendukung pasar
modal. Bila kerjasama dan pengertian tersebut dapat dibina masing-masing
pihak menjalankan profesionahsme yang tinggi, maka pasar modal Indonesia
diharapkan akan dapat menjadi salah satu pasar modal terbesar di Asia
Tenggara.
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BAB 11
DPR DAN KETENTUAN PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG

Hudiyat, SH.

A.  WEWENANG DAN TUGAS DPR

Wewenang dan tugas DPR diatur dalam UUD 1945, Ketetapan-ketetapan
Ma jelis Permusyawaratan dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat. Wewenang
dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat yang diatur dalam Undang-Undang Dasar
1945 sebagai berikut :

Pasal 5 ayat (1) :

Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 11 :

Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan
perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.

- Pasal 20:

Ayat (1) Tiap-tiap undang-undang menghendaki persetujuan Dewan
Perwakilan Rakyat.

Ayat (2) Jika suatu rancangan undang-undang tidak mendapat
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, maka rancangan

undang-undang tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam
persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.

- Pasal 21 :

Ayat (1) Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mema-
jukan rancangan undang-undang,
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Pasal 22.

Ayat (1)

Ayal (2)

Pasal 23 :
Ayat (1)

Ayal (2)

Ayal (5)

Peraturan-peraturan itu harus mendapat persetu juan Dewan
Perwakilan Rakyat dalam persidangan berikut.

Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan-peraturan
itu harus dicabut.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ditetapkan tiap-
tiap tahun dengan undang-undang. Apabila Dewan
Perwakilan Rakyat tidak menyetujui anggaran yang
diusulkan Pemerintah, maka Pemerintah menjalankan
anggaran tahun yang laha

Untuk memeriksa tanggungjawab tentang keuangan negara
diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang
penyusunannya ditetapkan dengan wndang-undang, hasil
pemeriksaan ini diberitahukan kepada Dewan Perwakilan
Rakyat.

Untuk memeriksakan tanggung jawab tentang keuangan
negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang
peraturannya ditetapkan dengan undang-undang. Hasil
pemeriksaan ini diberitahukan kepada Dewan Perwakilan
Rakyat. '

Selain itu Tugas dan Wewenang DPR diatur di dalam Ketetapan MPR No.

11I/MPR/1978 tentang kedudukan/atau antar Lembaga-lembaga Tinggi
Negara. Kemudian diatur pula dalam Peraturan Tata Tertib DPR, yaitu lampiran
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat RI No. 10/DPR/III/82-83 tertanggal 23
Pebruari 1983 tentang Peratran Tata Tertb Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia, mengatur juga tentang wewenang dan tugas Dewan Perwakilan
Rakyat RI, sebagaimana diatur dalam Pasal 4, yang menyatakan :
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Wewenang danTugas DPR :

a.  bersama-sama dengan Presiden membentuk undang-undang.

b.  bersama-sama dengan Presiden menctapkan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara.

c.  melakukan pengawasan atas,
. Pelaksanaan undang-undang:

2. Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara serta
pengelolaan keuangan negara;

3. Kebijaksanaan pemerintah; sesuai dengan jiwa UUD 1945 dan
ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia.

d  membahas untuk meratifikasi dan/atau memberikan persetujuan atas
pernyataan perang, pembuatan perdamaian dan perjanjian dengan
negard lain yang dilakukan oleh Presiden.

e, membahas hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangun
negara yang diberitahukan oleh Badan Pemenksa Keuangan.

f.  melaksanakan hal-hal yang ditugaskan oleh ketetapan-ketetapan
Majelis Permusyawaratan Rakyat kepada DPR.

Untuk kepentingan pelaksanaan wewenang dan tugasnya, DPR dapat
mengadakan konsultasi dan koordinasi dengan Lembaga Tinggi
Negara lainnya.

Dari ketentuan tentang wewenang dan tugas DPR yang diatur dalam

Pasal 4 Tatb DPR tersebut dapat disimpulkan adanya 3 (tiga) fungsi pokok
DPR, yaitu:

l.
2
3

Fungsi Membentuk Undang-undang;
Fungsi Pengawasan,
Fungsi Anggaran.
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ad 1. Fungsi membentuk undang-undang adalah suatu tindakan memutuskan
untuk membuat peraturan umum, maksudnya adalah dengan membuat
undang-undang dalam arti materiel. Sedangkan dalam arti formil maka
undang-undang berarti segala keputusan untuk membuat suatu undang-
undang yang dilakukan oleh satu badan/lembaga atau beberapa badan yang
mempunyail kewenangan dalam bentuk kerjasama (Max Boy. 1994.70)

ad. 2 Fungsi pengawasan. Fungsi ini diarahkan kepada dua hal, yanu pengawasan
terhadap kebijaksanaan pemerintah dan pengawasan terhadap undang-
undang Berdasarkan hak-hak yang ada pada DPR, pengawasan it biasanya
dilakukan oleh DPR melalui kegiatan-kegiatan antarz lain. rapat kerja dengan
pemerintah dan kunjungan kerja ke daerah-daerah yang dilakukan oleh
komisi-komisi.

ad 3 Fungsi Anggaran. Fungsi ini merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal
23 ayat (1) UUD 1945. Pasal 23 ayal (1) UUD 1945 berbuny: : “Anggaran
Pendapatan dan Belanja ditetapkan tiap-tiap 1ahun dengan undang-undang
Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui anggaran yang
diusulkan Pemerintah, maka Pemerintah menjalankan anggaran tahun yang
laln”.

Pembuat UUD 1945 menghendaki agar Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN) ditetapkan setiap tahun, dengan kata lain, agar APBN disusun
untuk jangka waktu satu tahun Semula jangka waktu satu tahun itu ialah dari
tanggal 1 Januani sampai dengan 31 Desember (Pasal 7 UU Perbendaharaan Negara
atau terjemahan dari “Indonesische Comptahiliteiswet” Stbl. 1925 448} Kemudian
diubah menjadi | April sampai dengan 3] Maret tahun berikutnya berdasarkan
Undang-undang No. 9 Tahun 1968 Sebagai perbandingan, UL} Belanda
memberikan kemungkinan menyusun anggaran untuk jangka waktu dua tahun
(Harun Alrasid: 1993: 3). Demikian pula dengan UUD 1949 Pasal 168 ayat (1)
dan UUD 1950 Pasal 114 ayat ().

Dalam melaksanakan fungsi-fungsi di atas Dewan Perwakilan Rakyat RI
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memiliki beberapa hak yang dapat digunakan, yaitu diatur dalam Pasal 8 Tatib
DPR Hak-hak tersebut adalah :

a. hak meminta keterangan kepada Presiden (hak interpelasi);
b. hak mengadakan penyelidikan (hak angket);

(B hak mengadakan perubahan atas Rancangan Undang-Undang (hak
amandemen);

d. hak mengajukan pemyataan pendapat;

e. hak mengajukan/menganjurkan seseorang jika ditentukan oleh suatu
peraturan perundang-undangan;

f. hak mengajukan Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif.

Disamping itu, anggota DPR memiliki beberapa hak sebagai anggota, yang
diatur dalam pasal 9 Tatib DPR :

(I)  Selain hak-hak DPR sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Anggota
mempunyal :

a.  hak mengajukan pertanyaan;
b.  hak protokol dan hak keuangan/administratif.
a Hak Meminta Keterangan Kepada Presiden

Hak ini biasa disebut hak interpelasi, yaitu hak untuk meminta kete-
rangan kepada Presiden tentang suatu kebijakan (policy) pemerintah.

Dalam melaksanakan hak ini ada beberapa persyaratan yang diatur dalam
Keputusan DPR RI tentang Tata Tertib DPR No\ I)/DPR-RI/III/82-83 yaitu,
dalam pasal 10 :

(1) Sekurang-kurangnya diajukan oleh dua puluh orang Anggota dapat
mengajukan usul kepada DPR untuk meminta keterangan kepada

Presiden tentang suatu kebijaksanaan Pemerinah.
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{2)  Usul sebagaimana dimaksud dalam ayat (|} disusun secara singkat dan
jelas, disampaikan dengan tertulis kepada Pimpinan DPR, dengan disertai
daftar nama dan tanda tangan para Pengusul.

Kemudian dalam pasal 11 Tatb DPR dijelaskan :

(ty Dalam Rapat Paripurna setelah permintaan keterangan kepada Presiden
diterima oleh Pirnpinan DPR, Ketua Rapat memberitahukan kepada para
Anggota tentang masuknya usul permintaan keterangan kepada
Presiden dan usul tersebut kemudian dibagikan kepada para Anggota
dan, apabila Ptmpinan DPR memandang perlu, dapat disampaikan
kepada Presiden.

(2)  Dalam Rapat Badan Musyawarah yang diadakan untuk menentukan waktu
pembicaraan usul permintaan keterangan kepada Presiden dalam Rapat
Paripurna. kepada para Pengusul diberikan kesempatan untuk memberikan
penjelasan tentang usul tersebut.

(3) Dalam Rapat Paripumna yang telah ditentukan para Pengusul memberikan
penjelasan tentang maksud dan tujuan usul permintaan keterangan kepada
Presiden tersebut. Keputusan apakah usul tersebut disetujur atau ditolak
untuk menjadi permintaan keterangan DPR kepada Presiden, ditetapkan
dalam Rapal Paripurna tersebut atau dalam Rapat Paripurna yang lain.

Dalam tugas pengawasan itu kedudukan DPR kuat, walaupun Dewan
tidak dapat men jatuhkan pemerintah, karena anggota-anggota DPR merangkap
sebagai anggota MPR yang memberi wewenang kepada DPR untuk mengawasi
secara langsung tindakan Presiden/pemerintah, apakah dalam tmdakannya it
tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasas 1945 dan ketetapan MPR.
Dewan Perwakilan Rakyat dapat senantiasa mengawasi undakan Presiden dan
jika DPR menganggap bahwa Presiden sungguh melanggar halvan negara yang
telah duetapkan oleh Undang-Undang Dasar atau ketetapan MPR, maka MPR
dapat diundangkan unwuk mengadakan sidang istimewa, agar supaya bisa
meminta pertanggungjawaban kepada Presiden.
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Hak interpelasi ini pernah diajukan oleh Dewan yakni tentang kebijak-
sanuan Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK) yang dituangkan dalam SK No.
0156/V/1978 tanggal 19 April 1978. Akan tetapi usul interpelasi tersebut gugur
karena dalam sidang pleno DPR tanggal 11 Februari 1980 hanya disetujui oleh
101 anggota dan 279 anggota menolak.

b.  Hak mengadakan Penyelidikan

Hak mengadakan penyelidikan biasa dikenal dengan hak angket, yaitu
hak DPR untuk mengajukan usul penyelidikan mengenai sesuatu hal sesuai
ketentuan undang-undang. Syarat mengajukan hak ini adalah diajukan oleh
sejumlah anggota DPR yang tidak hanya terdiri dari satu fraksi, harus disetujui
oleh sidang pleno dan diatur oleh Undang-undang. Hak ini pernah diatur dengan
UU No. 6/1945 di bawah Undang-Undang Dasar Sementara 1950, dalam
suasana demokrasi liberal. Karena undang-undangnya sampai sekarang belum ada,
maka praktis, hak ini belum dapat dilaksanakan sejak berlakunya kembali UUD
1945

[ Hak Mengadakan Perubahan atas RUU

Hak ini disebut hak amandernen DPR, yang mernberikan kesemf)atan
kepada anggota maupun fraksi di DPR untuk mengajukan perubahan atas RUU
yang berasal dan pemerintah.

Pasal 23 Tatib DPR Rl menetapkan tentang hak amandemen ini sebagai berikut :

e Anggota dapat mengajukan usul perubahan atas Rancangan Undang-
Undang yang berasal dari Pemerintah.

)

Pokok-pokok usul perubahan dikemukakan dalam pemandangan umum
para Anggota pada Pembicaraan tingkat [

3 Usul perubahan disampaikan oleh Anggota dalam pembicaraan tingkat
III, untuk dibahas dan diambil keputusan.



d.  Hak Mengajukan Pernyataan Pendapat

Hak mengajukan usul pernyataan pendapat dapat dibicarakan di DPR
apabila ditajukan oleh sekurang-kurangnya 20 orang anggota, yang terdiri tidak
hanya dari satu fraksi Hak mengajukan usul pernyataan pendapat diajukan
berhubungan dengan soal yang dibahas di DPR maupun mengenai soal lam Usul
pemyataan pendapat tersebut serta penjelasannya disampatkan dengan tertuhs
kepada pimpinan DPR, dengan disertai daftar nama dan tanda tangan para
pengusul dan fraksinya.

Hak mengajukan pernyataan pendapat DPR ini sebenamnya merupakan
pernyataan sikap DPR tentang suatu masalah atau soal yang sedang dibicarakan
maupun mengenal soal lain dalam fungsi pengawasan, dan mencerminkan
tanggungjawab DPR atas soal yang membawa dampak besar bagi negara dan
rakyat Indonesia. Hal ini tidak sama dengan mosi seperti yang dikenal dalam
demokrasi liberal.

Usul pernyataan pendapat oleh DPR dapat dianggap sebagai sikap DPR
terhbadap kebijakan dan kebijaksanaan pemerintah dalam menangant peristiwa
nastonal yang dianggap cukup serius. Wujud atau isi pernyataan pendapat DPR
dapat berupa memorandum, resolusi, apabila DPR menganggap presiden telah
melanggar GBHN.

Pernyataan DPR merupakan upaya DPk untuk mengingatkan presiden
bahwa ia telah melanggar Haluan Negara.

e Menga jukan/Mengan jurkan Seseorang

Apabila diminia oleb peraturan perundang-undangan agar menganjurkan
calon untuk mengisi suatu jabatan, rapat paripuma menugaskan Badan Musyawarah
untuk membicarakan dan memberikan pertimbangannya

f. Hak Mengajukan RUU usul Inisiatif

RUU usul imsiatif Salah satw hak DPR yang paling mendasar dan ikut
menentukan jalannya kehidupan negara ialah hak mengajukan RUU Usul Instatif
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g Hak Mengajukan Pertanyaan

Setiap anggota DPR secara perseorangan atau bersama-sama dengan
anggota lainnya dapat mengajukan pertanyaan kepada Presiden. Apabila
pertanyaan diajukan kepada Presiden, pertanyaan tersebut disusun dengan
tertulis, singkat, dan jelas serta disampaikan kepada Pimpinan DPR.

Hak DPR untuk mengajukan pertanyaan ini yang terpenting adalah hak
yvang dimiliki oleh setiap anggota untuk mengajukan pertanyaan secara
perorangan, dan juga terletak pada substansi pertanyaan itu sendiri.

B. KETENTUAN MENGENAI PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG

terdapat 4 (empat) ketentuan penting yang berkaitan dengan pem-
bentukan undang-undang di Indonesia, yaitu :

(I UUD 1945

(2) Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/i966 yang berkaitan dengan letak
undang-undang dalam tata urutan peraturan perundang-undangan.

{3) Peraturan Tata Tertib DPR
{4)  Instruksi Presiden No, 15 Tahun 1970.
1. Undang-Undang Dasar 1945

Sebagai landasan konstitusional pembangunan hukum di Indonesia, UUD
1945 mengatur dva hal tentang pembentukan hukum nasional, yaitu pertama :
menyangkul aspek formalitas pembentukan undang-undang dan kedua :
menyangkut aspek materi muatan undang-undang.

Ketentuan dalam UUD 1945 yang seca ra khusus mengatur prosedur
pembuatan undang-undang adalah Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (!). Pasal 5
ayat (1} UUD 1945 menetapkan : Presiden memegang kekuasaan membentuk
undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”. Kemudian
dalam Pasal 20 ayat (l) ditetapkan : “Tiap-tiap Undang-undang menghendaki
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”. A. Hamid S. Attamimi berpendapat



bahwa kekuasaan membentuk undang-undang ada pada Presiden. Tetapi tidak
dapat dilakukan begitu saja tanpa persetujuan DPR. Inisiatif uptuk membentuk
undang-undang yang ada pada Presiden merupakan keWajiban Presiden dalaam
menjalankan pemerintahan negara. Oleh karena itu, membentuk undang-
undang merupakan salah satu bagian dari menjalankan pemerintahan negara.
Sebaliknya inisiatif bagi DPR merupakan hak yang tentu saju boleh dilakukan
dan boleh juga tidak. Dengan demikian, penggunaannya terganiung kepada DPR
sendiri, apakah hak tersebut mau digunakan alau tidak (Attamimi, 1993: 3).

Point utama yang lazim diketahui dari ketentuan Pasal 5 (1) UUD 1945 dan
Pasal 20 (1) bahwa persyaratan formal yang harus dipenuhi dalam proses
pembentukan undang-undang adalah suatu undang-undang harus dibentuk oleh
lembaga yang berwenang yaitu Presiden (Pemerintah) bersama dengan DPR-RI,
melalui suatu prosedur tertentu. Di samping masalah teknis pembuatan
undang-undang, U1'D 1945 juga mengatur teniang materi tertentu yang harus
diatur dengan undang-undung, yaitu : Keanggotaan Maijelis (Pasal 2 avat 1), Syarat-
warat dan akibal keadaan bahaya (Pasal 12): Susunan Dewan Pertimhangan
Agung (Pasal 16 ayatl); Bentuk dan Susunan Pemerintahan Daerah (Pasal [§),
Susunan Dewan Perwakilan Rakyar (Pasal 19 uyul 1) Anggaran Pendapatan
Belanja Negara (Pasal 23 ayat 1); Pajak (Pasal 23 ayat 2); Macam dan Harga Mata
Uapg (Pasal 23e ayat 3); Hal Keuangan Negara (Pasal 23 ayat 4), Badan
Pemeriksaan Keuangan (Pasal 23 ayat 5); Susunan dan Kekuasaan Badan
Kehakiman (Pasal 24 ayat 2); Syarat menjadi dan diberhentikan sebagai hakim
{Pasal 25); Syarat-syarat kewarganegaraan (Pasal 26); Kemerdekaan Berserikat,
berkumpul, dan mengeluarkan pikiran dan (Pasal 28); Syarat-syarat pembelaan
negara (Pasal 30) dan sistem pengajaran (pendidikan) nasional (Pasal 31 ayat 2).

Dengan ditentukannya materi muatan undang-undang tersebut di atas, tidak
berarti hanya ada 16 undang-undang. Untuk suatu masalah terteniu rnungkin
dibuat beberapa undang-undang. Misalnya di bidang kekuasaan kehakiman, di
samping Undang-undang tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kebakiman, dibuat
pula berbagai undang-undang tentang Mahkamah Agung dan undang nndang
Hukum Acara (Bagir Manan, 1992 : 19-20).
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Asas-asas formal meliputi :

(1) Asas tujuan yang jelas (begmnsel van duidelijke doelstelling).

(2)  Asas organ/lembaga yang tepat (heginsel van het juisteorgaan).

(3)  Asas perlunya peraturan (het noodzakeli jkheisheginsel).

(4)  Asas dapat dilaksanakan (her beginsel van uitvoerbaarheid}.

(5)  Asas konsensus (het beginsel van den consensus).

Asas-asas material meliputi :

(1} Asas tentang terminologi dan sistematika yang benar (her beginsel van
duidelijke systematiek).

(2)  Asas tentang dapat dikenali (het beginsel can kenbaarheid).

(3)  Asas perlakuan yang sama dalam hukum (het rechtgelijkheid sbeginsel).

(4)  Asas kepastian hukum (het rechiszekerheodesbeginsel).

(5)  Asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual (her beginsel van de
individuale rechtsbedeling).

2. TAP MPRS Nomor XX/MPRS/1966

Ketetapan MPRS ini memuat tentang ketentuan mengenai jenis, bentuk,
dan tata urutan peraturan perundang-undangan di samping karena membenkan
identifikasi mengenai jenis, bentuk dan tata urutan, juga mengandung prinsip
mengenai sistem dan tertib peraturan perundang-undangan.

3 Instruksi Presiden No. 15 tahun 1970.

Instruksi Presiden No.15 Tahun 1970 mengatur tentang Tata cara mempersiapkan
Rancangan Undang-undang (RUU) dan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP).
Dalam Inpres tersebut ditegaskan, bahwa masing-masing Departemen dan Lembaga
Pemerintah Non Departemen (LDNP) dapat mengajukan prakarsa penyusunan
surat RUU/RPP untuk bidang atau sektor yang menjadi lingkungan tugasnya.
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Tahap perancangan peraturan perundang-undangan dapat dibagi ke dalam
dua tahaf) utama, yaitu tahap penyusunan naskah akademik dan tahap
perancangan. Dalam persiapan tahap perencanaan dan penyelessian proses
pembuatan RUU dalam bentuk Naskah Rancangan Akademus (Academic Draft)
dilaksanakan oleh Departemen Kehakiman Cq BPHN dengan dibantu oleh
Departemen-depaniemen/LNDP yang bersangkutan (Wargakusumah. 1994; 95).

Mengenai kedudukan dan naskah akademik, ada pendapat yang mengatakan
tidak ada perbedaan antara naskah akademik dengan naskah rancangan Kedua-
duanya telah tersusun dalam sistematika, bab-bab, pasal-pasal, ayat-ayat dan
seterusnya. Perbedaan hanya terletak pada pembuatnya. yaitu rancangan
peraturan perundang-undangan disiapkan oleh instansi atau pejabat yang berwenang
dalam perancangan atau pembuatan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan naskah akademik, disiapkan oleh mereka yang tidak memiliki
kewenangan formal menyiapkan atau membuat peraturan perundang-
vndangan, misalnya oleh ahli dari universitas atau badan-badan non pemerintah
seperti kantor konsultan (Bagir Manan, 1992, 18). Berdasarkan inpres No. 15
tahun 1970 ini. maka dari sudut pengorganisasian, pada saat im ada 3 forum
dikalangan pemerintah yang berperan besar dalarn menyelesaikan masalah RUU.
(1) Biro-biro hukum yang berwenang menyiapkan, (2) departemen Kehakiman,
(3) Sekretanat Negara (Sekneg)/Sekretariat Kabinel (Sekkab).

3 Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Tatib
DPR-R}).

Taub DPR-RI yang sekarang berlaku adalah Lampiran Keputusan
Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia No. 10/DPR-RI/ITI/82-83, tanggal 26
Pebruari Khusus mengenai pembentukan undang-undang diatur dalam
BAB XIII Pasal 122 sampai dengan Pasal 136.

Dalam Pasal 122 ayat (2) ditetapkan bahwa Rancangan Undang-
Undang dapat berasal dan Peienntah (berdasarkan Inpres No. 15 tahun 1970)
atau berupa Usul Inisiatif dari DPR-RI diatur datam Pasal 125 ayat (1) yang
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menctapkan - “Pembahasan Rancangan Undang-Undang dilakukan melalus
empat tingkat pembicaraan, kecuali apabila badan musyawarah menentukan
pembahasan dengan prosedur singkat”. Yang dimaksudkan dengan prosedur
singkat (short cut) adalah pembahasan RUU tanpa melalvi empat tahap dan
biasanya tidak melalui tahap kedua. Contoh terakhir pembahasan dengan
Jalur short cut ini adalah Pembahasan RUU tentang Pembentukan Kota Madya
Daerah Tingkat II Kendari pada tahun 1995 yang lalu (Setjen DPR-RI, 1996; tanpa
halaman).

Empat tingkat pembicaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125
ayat (1) adalah : (a) tingkat I dalam Rapat Paripurna, (b) tingkat II dalam Rapat
Paripurna, (c) tingkat III dalam Rapat Komisi, (d) tingkat IV dalam Rapat
paripurna.

Pembicaraan tingkat I : Tahap ini diisi dengan acara keterangan atau
renjelasan Pemerintah terhadap RUU yang berasal dari Pemerintah atau
keterangan oleh Pimpinan Komisi, Pimpinan Rapat Gabungan Komisi, atau
Pimpinan Panitia Khusus atas nama DPR terhadap RUU Usul Inisiatif. Dalam
praktek, penjelasan Pemerintah disampaikan oleh menteri yang terkait dan
khusus untuk RUU APBN selalu disampaikan oleh Menteri Kevangan, Dari
ketentuan ini juga terlihat bahwa terdapat tiga kemungkinan yang mewakili
DPR dalam memberikan penjelasan RUU Usul Inisiatif, yaitu Komisi, Pimpinan
Rapat Gabungan Komisi dan Pimpinan Panitia Khusus. Dalam pembicaraan
tingkat I pemerintah/sebagai pihak yang mengajukan RUU/Usul Inisiatif,
menjelaskan isi/dan tujuan mengajukan RUU tersebut. Sebelum melakukan
pembicaraan tingkat II, III dan IV terlebih dahulu diadakan rapat-rapat fraksi.
Dalam rapat ini dibahas dan dibicarakan langkah-langkah selanjutnya yang
akan dilaksanakan oleh fraksi terhadap RUU yang sedang dibahas dan bertujuan
untuk menetapkan anggota-anggotanya yang akan mewakili fraksi dalam
pembicaraan tingkat III, apakah ikut atau tidak kemudian fraksi apa yang dapat
dicapai secara maksimal dalam pembicaraan tingkat III tersebut dan rapat
menjelang tingkat IV ialah dalam membicarakan hasil pembahasan tingkat I
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dan menyusun pendapat akhir fraksinya pada pembicaraan tingkat IV dan
menunjuk anggota fraksi yang akan menyarnpaikan pendapat akhir fraksi pada
sidang pleno. Peraturan yang mengatur hal ini adalah Tatib DPR, pasal 126, yang
berbunyi:

a. Keterangan Penjelasan Pemerintah dalam Rapai Paripurna terhadap
Rancangan Undang-Undang yang berasal dari pemerintah; atau

b. Keterangan atau penjelasan dalam Rapat Paripurna oleh Pimpinan Komisi,
Pimpinan Rapat Gabungan Komisi, atau Pimpinan Panitia Khusus atas nama
DPR terhadap Rancangan Undang-undang Usul Inisitif.

Pembicaraan tingkat II : Dalam hal RUU berasal dari Pemerintah, acara
dalam pembicaraan tingkat Il adalah pemandangan umum masing-masing
Fraksi terhadap RUU dan keterangan atau penjelasan Pemerintah dan dilanjutkan
dengan penyampaian jawaban Pemerintah atas pemandangan umum masing-
masing fraksi. Sebaliknya untuk RUU Usul Inisiatif, Pemandangan Umum
terhadap RUU Usul Inisiatif disampaikan oleh pihak Pemerintah, kemudian
dilanjutkan dengan jawaban DPR terhadap Pemandangan Umum Pemerintah.
Dalam pemdangan umum ini fraksi-fraksi melalui anggotanya menyampaikan
/mengemukakan penilaian politiknya atas keadaan atau perkembangan dalam
masyarakat, walaupun sebenarnya hal tersebut tidak ada hubungan
dengan materi rancangan undang-undang yang sedang dibahas. Keadaan sepert:
ini sering dikemukakan pada saat membahas RUU terhadap Anggaran Pen-
dapatan dan Belanja Negara. Dalam pemandangan umum, pada garis besamya
disampaikan :

I Terhadap RUU yang diajukan oleh pemerintah. pihak pemerintah diberi
kesempatan untuk menanggapinya;

2. Terhadap RUU yang berasal dan wswl imisiauf, wakil dani para pengusul
diberi kesempatan untuk memberikan tanggapannya Hal ini diatur dalam
Tatib DPR pasal 127, yang berbunyi -
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Pembicaraan ungkat II ialah :

d. .

Dalam hal Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Pe-

merintah:

[

Pemandangan Umum dalam Rapat Paripurna oleh para
Anggota yang membawakan suara Fraksinya terhadap
Rancangan Undang-Undang beserta Keterangan atau Penjelasan
Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal I26 huruf g

Jawaban Pemerintah dalam Rapat Paripurna terhadap
Pemandangan Umum para Anggota sebagaimana dimaksud
pada angka | di atas, atau

Dalam hal Rancangan Undang-Undang usul Inisiatif:

1.

Tanggapan Pemerintah dalam Rapat Paripurna terhadap
Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif beserta penjelasan
Pimpinan Komisi, Pimpinan Rapat Gabungan Komisi, atau
Pimpinan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal
126 huruf b;

Jawaban Pimpinan Komisi, Pimpinan Rapat Gabungan
Komisi, atau Pimpinan Panitia Khusus atas nama DPR dalam
Rapat Paripurna terhadap tanggapan Pemerintah sebagaimana
dimaksud pada angka | di atas.

Pembicaraan Tingkat III : Tahap III adalah pembahasan terhadap suatu

RUU yang dapat dilakukan dalam Komisi, Rapat Gabungan Komisi atau Rapat
Panitia Khusus. Pembahasan pada tingkat III dilakukan bersama-sama dengan
Pemerintah. Dalam pembicaraan tingkat III, disamping diadakan dalam Komisi,
dapat juga dilakukan dalam Rapat Gabungan Komisi, Panitia Kerja yang
dibentuk oleh Gabungan Komisi tersebut apabila materinya menyangkut
beberapa Komisi dan Panitia Khusus apabila RUU tersebut harus diselesaikan
dalam waktu singkat dan atau menyangkut beberapa Komisi. Pembicaraan
dalam Komisi/Gabungan Komisi/Panitia Khusus dilakukan :

28



a Bersama-sama pemerintah bila RUU berasal dari pemerintah.

b. Bersama-sama dengan para pengusul dan pemerintah apabila RUU itu
suatu usul tnisiatif.

c. Di kalangan sendiri apabila dipandang periu. tanpa mengurangi
ketentuan butir a dan b (pasal 93 Tatib DPR).

Pembicaraan tingkat UI ini adalah yang menentukan bagaimana
kelanjutan pembahasan dari suatu RUU/Usul inisiatif, apakah akan disetu jui
DPR ataukah akan ditolak. Di sini akan terlihat sikap. kekuatan fraksi-fraksi di
DPR dan sikap, kekuatan pemerintah sendin. Bilamana suath RUU yang berasal
dan pemerintah akan memegang peranan yang penting dalam kebijaksanaan yang
akan dijalankan oleh pemerimtah nantinya. maka pemerintah akan berusaha
sekuat tenaga/kemampuan yang ada padanya (dalam ani demokratis) agar RUU
tersebut dapat disetujui di tingkat [II. Dalam ha! ini perlu juga dicatat suatu
sistemn baru dalam demokrast kita sekarang ini yaitu suatu fraksi yang stfatnya
minoritas. Fraksi yang merasa tidak kuat menahan RUU yang diajukan oleh
pemerintah (golongan mayoritas dalam DPR) yang dianggap bertentangan
dengan sikap dan pandangan fraksinya mengintrodusir suatu cara yang tidak
terdapat dalam Tatib DPR atau ketentuan-ketentuan lainnya yaitu mengancam
akan keluar dari sidang (walk-out) dan tidak akan memasuki pembicaraan
tingkat III. Dalam pembicaraan tingkat [II ini adalah tempat adu argumentasi/
perdebatan dan tawar-menawar/kompromi/musyawarah antara fraksi-fraksi di
DPR yang mendukung dan menolak atau yang menghendaki perubahan suatu
RUU atau pihak pemerintah sendiri. Adakalanya suatu RUU yang diajukan
kepada DPR mengalami perubahan setelah diherikan persetujuan oleh DPR.
Perubahan tersebut biasanya tercantum dalam surat Pimpinan DPR kepada
Presiden sebagai pengantar RUU yang telah disetujui oleh DPR. Sampai saat ini
belum pernah ada suatu RUU yang disetujui, ditolak atau mengalami perubahan
berdasarkan suara terbanyak walaupun hal tersebut dimungkinkan oleh
peraturan Tata Tertib DPR, seperti yang diatur dalam Tata Tertib DPR pasa 154



Keputusan berdasarkan suara terbanyak diambil. apabila keputusan
berdasarkan mufakat sudah tidak mungkin dicapai, karena adanya
pendirian dalam rapat dari sebagian anggota rapat yang udak dapat
dipertemukan lagi dengan pendirian anggota rapat lainnya, atau karena
waktu yang sudah mendesak.

Dalam Tata Tertib DPR, Pasal 155 :

(1

(2)

(3)

Keputusan berdasarkan suara terbanyak adalah sah, apabila :

a.  Diambil dalam rapat yang terdaftar hadirnya telah di tanda tangani
oleh lebih dari separuh jumlah anggota rapat (kuorum);

b. Disetujui oleh lebih dari separuh jumlah anggota rapall yang
menandatangani daftar hadir;

¢.  Didukung oleh tidak hanya satu fraksi.

Pemberian suara untuk menyatakan setuju, menolak atau tidak me-
nyatakan pilihan (abstain} dilakukan oleh para anggota rapat yang hadir
dengan cara lisan, mengangkat tangan, berdiri, atau tertulis.

Penghitungan suara dilakukan dengan menghitung secara langsung tiap-

tiap anggota rapat, Fraks: demi Fraksi, kecuali dalam hal pemungutan
suara secara rahasia.

Dalam Tata Tertib DPR pasal 156, ditentukan :

(1}

(2)

Apabila karena sifat masalah yang dihadapi tidak mungkin dicapai
keputusan berdasarkan suara terbanyak dengan satu kali pemungutan
suatu maka Ketua Rapat mengusahakan agar dapat diambil keputusan
terakhir mengenai masalah tersebut secara keseluruhan.

Apabila hasil pemungutan suara tidak memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 155 ayat (1) huruf b dan ¢, maka dilakukan
pemungutan suara ulang, yang pelaksanaannya ditangguhkan sampai
rapat berikutnya dengan tenggang waktu sekurang-kurangnya dua puluh
empat jam.
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(3) Apabila hasil pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud dalam
ayat (2) ternyata tidak juga memenuhi ketentwan dalam Pasal 155 ayat
{1} huruf b dan ¢, maka permasalahannya menjadi batal.

Dalam Tata Tertib DPR, pasal 157 :

(1)  Pemungutan suara tentang orang atau masalah yang dipandang penting oleh
rapat, dapat dilakukan secara rahasia.

{2) Pembenan suara secara rahasia dilakukan dengan cara :
a.  tertulis;
b. tanpa menyebut nama dan Fraksi pemberi suara;
c. tanpa ditandangani.

(3) Apabila hasil pemungutan suvara secara rahasia tidak memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 155 ayat (1) huruf b, maka
pemungutan suara diulang sekali lagi dalam rapat itu juga.

(4) Apabila hasil pemungutan suara ulangan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (3) ternyata tidak juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam pasal 155 ayat (1) huruf b, maka orang atau masalahnya menjadi
batal.

Pembicaraan Tingkat IV : Tahap pengambilan keputusan didahului oleh
laporan hasil pembicaraan tingkat IIl dan pendapat akhir dari Fraksi-fraksi yang
sering ditambah dengan catatan yang mengandung pendirian fraksinya
(minderheidsnota). Pada pembicaraan tingkat IV ini, apabila dipandang perlu
dapat pula disertai dengan catatan tentang pendirian Fraksi. Pada saat
mengakhiri pembicaraan tingkat IV ini, Pemerintah diberikan kesempatan
untuk menyampaikan sambutan atas pengambilan keputusan suatu RUU
Umumnya pembicaraan tingkat IV hanyasebagai pengesahan setiap RUU/
usul inisiatif yang telah disetujui pada pembicaraan tingkat IIL

Seperti yang telah dikemukakan bahwa ketentuan tentang Penggunaan
Hak Amandemen yang diatur dalam Pasal 23 Tatib DPR Rl adalah :
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(1) Anggota dapat mengajukan usul perubahan atas Rancangan Undang-
Undang yang berasal dari Pemerintah.

(2)  Pokok-pokok usul perubahan dikemukakan dalam Pemandangan Umum
para anggota pada pernbicaraan tingkat IL

(3)  Usul perubahan disampaikan oleh Anggota dalam pembicaraan tingkat
111, untuk dibahas dan diambil keputusan.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka tahap yang paling penting dalam
setiap proses pembahasan RUU adalah pada pembicaraan tingkat III. Dalam
praktek usulan perubahan itu diajukan oleh masing-masing fraksi, disusun
secara sistematis dalam suatu daftar isian invetarisasi masalah (DIM).

Dalam Tata Tertib DPR, dijelaskan mengenai Kedudukan DPR dalam
menjalankan tugas legislatif merupakan partner dari Presiden, maka harus
terdapat perimbangan kekuatan antara pemerintal/Presiden dan DPR. Dalam
perimbangan kekuatan itu nampak ada gejala pihak pemerintah dalam
kedudukannya sebagai lembaga legislatif lebih menonjol dari pada DPR. Hal ini
disebabkan karena DPR dalam membahas Rancangan Undang-Undang
memerlukan waktu lama. Selain dari pada itu DPR merupakan suatu forum
yang terdiri dari berbagai macamn golongan yang mewakili banyak kepentingan,
sehingga sifatnya lebih heterogen dari pada pemerintah dan yang terpenting
terlihat bahwa pemerintah lebih menguasai permasalahan dari pada DPR



BAB1Y
AMANDEMEN DPR ATAS RUU PASAR MODAL

Inosentius Samsul, SH dan Hudiyat, SH

Secara kumulatif, ada 455 permasalahan yang diajukan oleh DPR dalam
Dafwar Inventarisasi (DIM). Dari 455 tersebut, 229 masalah dibahas dan
diselesaikan dalam Pansus. Sedangkan 62 masalah ditambah 23 buur definisi
dibahas dan diputuskan di panitia kerja (Panja).

A.  Dasar Yuridis, Sosiologis dan Filosofis

Biasanya ada tiga dasar agar hukum mempunyai kekuatan berlaku
yang baik, yaitu mempunyai dasar yuridis, sosiologis dan filosofis. Karena
peraturan perundang-undangan (undang-undang) adalah hukum, maka
undang-undang yang baik harus mengandung ketiga unsur tersebut. (Bagir
Mapan, 1992:13).

Yang dimaksud dengan kekuwatan dasar yuridis dari suatu undang-
undang adailah keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan
perundang-undangan, keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan
perundang-undangan mengenai materi yang diatur, keharusan mengikuti tawa cara
tertentu dan keharusan tidak bertenwangan dengan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

Dasar berlaku secara sosiologis (sociologishe gelding) artinya
mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Sedangkan yang
dimaksudkan dengan dasar filosofis, adalah bahwa setiap masyarakat selalu
mempunyai “rechtsidee ", yaitu apa yang mereka harapkan dari hukum, misalnya
untuk menjamin keadilan, ketertiban, kesejahteraan masyarakatnya. Cita hukumn
atau rechisidee tersebut tumbuh dari sistem nilai mereka mengenai baik dan
buruk, pandangan mercka mengenai hubungan individual dan kemasyarakatan,
tentang kebendaan, tentang kedudukan wanita dan sebagaimana.



Dalam kaitannya dengan pertimbangan aspek yuridis, sosiologis dan

fitosofis. DPR telah memberikan sorotan kepada paling tidak 10 permasalahan
dalam RUU Pasar Modal, yaitu :

1.

Penajaman Landasan Filesollis RUU Pasar Modal

Landasan filosofis yang tercermin dalam Konsideran menimbang
memberi penekanan bahwa pasar modal mempunyai peran vang strategis
dalam pembangunan nasional vang diarahkan bagi terciptanya masyarakat
adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Landasan filosofts tersebut dipertajam dalam Penjelasan Umum, sehingga
jelas nampak bahwa pasar modal juga memberikan kesempatan kepada usaha
menengah dan kecil untuk memperoleh sumber pembivaan serta kesempatan
bagi pemodal kecil dan menengah untuk melakukan investasi di pasar modal

Penegasan Mengenai Fungsi Bapepam

Sebagaimana selama im telah dilaksanakan. Bapepam melaksanakan
fungsi pembinaan dan pengawasan pasar modal. Sedangkan kebijaksanaan
umum di bidang pasar modal yang langsung atau tidak langsung berkaitan
dengan kebijaksanaan fisikal, moneter, dan kebijaksanaan ekonomi makro
pada umumnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Dalam melaksanakan
fungsinya, Bapepam mempunyai berbagal wewenang termasuk perizinan,
persetujuan, dan pendafiaran lembaga dan profesi yang bergerak di pasar
modal, serta wewenang untuk melakukan pemeriksaan dan penyidikan atas
pelanggaran di bidang pasar modal.

Lembaga-lembaga Penunjang Pasar Modal

Tentang keberadaan Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjamin serta
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. RUU Pasar Modal memantapkan
posisi ketiga lembaga tersebut sebagai Self Reguintory Organization, yaitu
suatu lembaga yang diberi kewenangan untuk mengeluarkan peraturan yang
diberlakukan bagi para anggota dan pengguna jasa, serta memberikan sanksi
apabila terjadi pelanggaran. Walaupun bersifat “Self Regulatory
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Orgunization” naimun Ketiga lembaga tersebut diwa jibkan menyampaikan
peraturan yang dibuatnya kepada Bapepant untuk tendapatkan persetujuan
sebelum dinyatakan berlaku. Hal ini diperlukan untuk menjamin agar
peraturan ketiga lembaga tersebut sejalan dengan peraturan
perundang-undangan di bidang pasar modal serta menjamin
efisienst dan kewajaran pelaksanaan fungsinya masing-masing.

Bentuik Hukum Reksa Dana

Dalam RUU Pasar Modal, ditegaskan adanya 2 (dua) bentuk hukutn
Reksa Dana yaitu Reksa Dana berbentuk peseroan terbatas dan Reksa Dana
berbentuk kontrak investasi kolektif. Khusus untuk Reksa Dana berbentuk
perseroan, dibedakan antara Reksa Dana bersifat terbuka dun tertutup
Ketentuan mengenai Reksa Dana bersifat terbuka merupakan “les specialis”
terhadap Undang-undang tentang Perseroan Terbatas karena pemeg. mz
sabai Reksa Dana terbuka dapat menjual kemnbali sahamnya setiap s..
kepada Reksa Dana bersangkutan tanpa memerlukan persetujuan RUPS
Ketentuan mi diperiukan agar kegiatan Reksa Dana dapat lebih berkembang
sehingga memberikan kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat penodal,
termasuk petnodal menengah dan kecil, untuk berinvestasi di pasar modal,

Perusahaan Efek

Perusahaan merupakan “the real players" di dalwm kegiatan sebari-hari
di Pasar Modal yang melakukan usaha sebagai Penjamin Ennsi Efek.
Perantara Pedagang Efek, dan atau Manajer Investasi.

Masalah Penye¢lesaian Transaksi Bursa dan Penitipan Kolektif

RUU Pasar Modal memberikan beberapa «(wcn.atf tentang tala cara
penyelesaian transaksi bursa, yaitu penyelesaian melalui pemindah
bukuan, penyelesaian fisik, atau tata cara fam. Ketentuan mengenai penitipan
kolektif diperlukan untuk memungkinkan dilaksanakannya penyelesaian
transaksi bursa melalui pemindahbukuan. Ketentuan ini juga ditnaksudkan

1



untuk mengantisipast peluksanaan transaks anpa warkat atau “scripless
trading sysiem " I masa yang akan datang

Tentang Profesi Penunjang Pasar Modal

Dalam hubungannya dengan penentuan layak tidaknya suatu
perusahaan go pubiik, RUU Pasar Modal lebih menckankan pada sistem
keterbukaan informasi dan bukan pada sistem merit. Dengan sistem in,
peran profesi penunjang pasar modal, antara lain Akuntan, Konsultan
Hukum, Penilat dan Notaris, menjadi sangat penting. karena kedudukannya
sebagat pihak yang membertkan sertifikal alau optni terhadap nformasi
yang diungkapkan oleh Emiten kepada masyarakat

Ketentuap Mengenai Emiten dan Perusahaan Publik

Penawaran umum hanya dapat diakukan oleh Emiten yang pernyataan
pendaftarannya telah diajukan kepada Bapepam dan telah menjadi efekif.
Penyampaian pendaftaran tersebut dimaksudkan untuk memenuhi
persyaratan keterbukaan karena pernyataan pendaftaran memuat berbagai
informasi penting mengenai Emiten; diantaranya informas) mengenai
kegiatan uszhanya, keuangan, hukum, dan manajemen. yang diperlukan
oleh pemodal sebelum mengambii keputusan melakukan investasi.

Ketentuan mengenai penipuan, manipulasi, pasar, dan perdagangan
orang dalam

Berbeda dengan kejaharﬁn pada umumnya, pempuan. manipulasi dan
perdagangan orang dalam yang terjadi pada pasar modal merupakan
ke jahatan-kejahatan yang unik dan spesifik. Olen karena wu, RUU Pasar
Modal menetapkan tindakan-tindakan yang dapat digolongkan sebaga
penipuan, mampufast pasar, dan perdagangan orang dalam. Namun diberikan
juga kemungkinan adanya pengecualian, misalnya dalam hal penjualan dan
pembelian Efek oleh Perusahaan Efek selaku pembentuk pasar dalam
rangka menciptakan likuiditas pasat.
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Pemeriksaan dan Penyidikan serta Penerapan Sanksi

Pembahasan DPR membenkan penegasan mengenai pemeriksaan dan
penyidikan, serta penerapan sanksi. RUU Pasar Modal memberikan
kewenangan kepada Bapepam untuk melakukan pemeriksaan dan
penyidikan terhadap pelanggaran di bidang pasar modal dan membe ikan
wewenang kepada Bapepam untuk mengenakan sankst admmistratif atas
pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memperoleh izin,
persetu juan, atau pendaftaran dari Bapepam.

Amandemen DPR dalam Pasal Demi Pasal

Substansi dari amandemen DPR, dapat kami klasifikasi ke dalam dua

kelompok, yaiu aspek teknis perundang-undangan dan kedua adalah masalah
materi muatan atau substansi dari undang-undang tentang Pasar Modal.

1

Masalah Teknis Perundang-undangan.

Ada dua masalah teknis perundang-undangan yang muncul dalam
pembahasan RUU, yaitu :

a  Masalah Bahasa, Redaksional dan Sistematika. Bahasa Indonesia
Hukum sampal saat ini merupakan salah satu persoalan yang
kadang-kadang dapat mengganggu dan menyita waktu dalam
pembahasan RUU. Pada dasarnya bahasa hukum memiliki ciri yang
umum berlaku untuk bahasa ilmiah. Bahasanya harus jelas dan tepat,
harus dapat dibedakan dengan bahasa populer, selalu menekankan
makna denotatifbukan konotatif, tidak bersifat emotif, bersifat
monosemik bukan polisemik serta ekonomis dalam arti tidak bertele-
tele (Martinelli Imelda, 1996 : 43-44).

Beberapa persoalan bahasa Indonesia hukum yang dapat diangkat
dari RUU Pasar Modal adalah antara lain :



D

2)

3)

4

5)

Penulisan Nama Undang-undang

Dalam RUU, kata “Pasar Modal” ditulis dengan huruf kecil.
Penuhisan ini kemudian mengalami perubahan sehingga kata
Pasar Modal, sebagaimana undang-undang ditulis dengan hurut
besar seperti yang terlihat dalam konsiderans menimbang huruf
(b). (c).

Penulisan Kata Pembangunan Nasional

Dalam RUU Pasar Modal, kata pembangunan nasional selalu
ditulis dengan lruf besar, yang seharusnya ditulis dengan lwruf
kecil kecuali di awal kalimat. Hal ini dapat dilihat dalam
konsiderans menimbang huruf (b} (d).

Persoalan Redaksional Lainnya

Penggunaan kata “maka” dalam Pasal 75 RUU, penggunaan kata
“ataupun” dalam Pasal 76 RUU, penggunaan kata “atau” dalam
Pasal 79 RUU, penggunaan kata “dan” dalam Pasal 54.

Penulisan Sub Judul dalam Setiap Bab

Salah satu contoh adalah penulisan sub judul, judul, bab VII
mengenai Profesi Penunjang Pasar Modal. Bagian kesatu RUU
berbunyi Pendafiaran Profesi Penunjang Pasar Modal. DPR
mengusutkan perubahan agar kata profesi penunjang pasar modal
dihilangkan. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari
pengulangan yang berlebihan dan mempertegas sistematika
yang ada.

Masalah Sistematika

Salah satu aspek penting dalam pembuatan undang-undang
adalah masalali sistematika sesuar dengan materi muatannya
sangat membantu untuk memahami undang-undang maupun

38



penghematan datam bahasa

- Beberapa perubahan mendasar yang berkaitan dengan siste-
matika RUU Pasar Modal adalah :

Pertama . ketentuan Pasal 2 RUU yung semula dalam RUU
merupakan bagian dari Bab I mengenai Badan Pengawasan
Modal diubah menjadi bagian dari Bab I tentang Ketentuan
Umum. Kedua : Ketentuan datam Pasat 28 dan 29 UU Mo. 8
Tahun 1995 kedua pasal tersebut dalam sistematika RUU
Pasar Modal adalah bugian dari Bab XVI mengenai Ketentuan

Lain-lain.

Datam sistematika Undang-undang No. 8/1995 kedua pusal
tersebut dimasukkan dalam Bab III tentang Bursa Efek, Lembaga
Kliring dan Penjamin, serta Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian.

Bagian Konsidetrans Menimbang dan Mengingat. Salah satu
persoalan teknis perundang-undangan yang sering muncul dalam
setiap RUU adalah mengenai pencantuman peraturan perundang-
undangan dalam konsiderans mengingat. Bagir Manan (1992 : 65-66)
berpendapat bahwa konsiderans dasar hukum yang dibuka dengan
kata mengingat pada dasarnys menunjukkan dua hal, yaitw pertama
dasar kewenangan pembuat perawran perundang-undangan bahwa
pembual memang berwenang), misalnya Pasal 5 ayat (1) dan Pasat 20
ayat (1) UUD 1945 menun jukkan bahwa Presiden dan DPR berwenang
membuat undang-undang. Kedua adalah : dasar pembuatan peraturan
perundang-undangan yang menunjukkan bahwa obyek yang (akan)
diatur didasarkan pada satu atau beberapa peraturan perundung-
undangan.

Persoalan dasar hukum pembuatan undang-undang juga muncul
dalam RUU tentang Pasar Modal. Pertama adalah RUU
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mencantumkan GBHN sebagai salah salu konsiderans menimbang
GBHN tidak lazim digunakan sebagai dasar pembuatan undang-undang
karena GBHN hanya berlaku 5 (lima) tahun. Oleh karena itu DPR
melakukan perubahan dengan menghilangkan GBHN sebagai saluh
satu konsiderans menimbang. Dasar hukum kedua yang diusulkan
oleh DPR untuk tidak dicantumkan dalam RUU Pasar Modal adalah
pencantuman Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Tahun 1991 No 76, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3209.

Ada pendapal yang mengusulkan bahwa sebaiknya peraturan
perundang-undangan yang dicantumkan dibalasi pada undang-
undang yang benar-benar memerintahkannya.

Apabila mencantumkan undang-undang lain yang terkait, lentu harus
seluruh undang-undang dicantumkan dan akan menimbulkan
permasalahan pada saat melakukan pembaruan terhadap suatu
Undang-undang.

Masalah Substansi/Materi Muatan Undang-undang.

Beberapa materi muatan undang-undang yang diusulkan oleh DPR
sebagar pelaksanaan hak amandemen dalam pembentukan UU tentang
Pasar Modal adalah :

a. Bab | tentang Ketentuan Umum

Ketentuan Umum RUU Pasar Modal memuat 19 (sembilan belas)
definisi atau pengertian-pengertian istilah yang digunakan dalam
RUU. Hasil amandemen DPR, definisi atau pengertian yang semula
berjumiah 19 menjadi 30. Beberapa definisi atau pengertian yang
diusutkan oleh DPR adalah pengertian : pasar modal, manajer investasi,
menteri yang dimaksudkan dalam RUU, penjamin ermsi. perantara
perdagangan efek, informasi atau fakia material, perseroan, portofolio,



prinsip keterbukaan, dan unit penyertaan.
Tentang Kewenangan Bapepam

Pasal 5 RUU menetapkan 15 (lima belas) kewenangan Bapepam.
Setelah mengalami perubahan, kewenangan Bapepam ditambah satu,
yaitu menjadi Pasal 5 (q)” melakukan hal-hal lain yang diberikan
berdasarkan undang-undang Pasar Modal.”

Ketentuan Pasal 8 RUU

Pasal 8 ayat (3) RUU : “Rencana anggaran tahunan dan penggunaan
keuntungan Bursa Efek wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan
Bapepam"

Ketentuan tersebut kemudian diatur dalam Pasal 7 ayat (3} UU No. &
1995 dengan rumusan : “Rencana anggaran tahunan dan penggunaan
laba Bursa Efek wajib disusun sesuai dengan ketentuan yang
ditetapkan oleh dan dilaporkan kepada Bapepam™

Ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf ¢

RUU Pasar Modal mencantumkan “*Hakim™. Dalam Pasal 47 ayat (1)
huruf ¢ UU No. 8/1995 “hakim™ diganti dengan “Pengadilan”.

Ketentuan Pasal 46 ayat (2)

RUU Pasar Modal tertulis “rekening Efek dari Kustodian”. Dalam
UU No. 8 Tahun 1995 menjadi “rekening Efek nasabah dari
Kustodian™.

Pasal 57 ayat (4) RUU

RUU Pasar Modal menggunakan “putusan pengadilan”. Pasal 58
UU No. 8/1995 “putusan pengadilan” diganti dengan “penetapan
pengadilan™.

Pasal 83 RUU
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RUU Pasar Modal . “Perusahisen Pubkk atau Ematen vang
ditetapkan oleh Bapepam”. Ketentan tersebut dafum UL No. 3/1995
berubah menjadi : “Emiten atav Perusahaan Publik . .. vang
ductapkan oleh Bapepam dan perawran perundang-undangan yang
berlaku.

Pasal 97 RUU

Rumusan RUU . “Perusahaan Efek yang memiliki Informasi Orang
Dalam mengenai Perusahaan Publik atau Emiten tersebut. apabil: :
...... * Pasal 98 UU No. 8/1995: “Perusahaan Efek yang memiliki
informasi orang dalam mengenai Emiten alau Perusahaan Publik
dilarang melakukan transaksi Efek Emiten atau Perusahaan Publik
tersebut kecuali apabila;

Pasal 100 ayat (4) UU No. 8/1995:”

Setiap pengawat Bapepam yang diberi tugas atau Pihak lain yang
ditunjuk oleh Bapepam untuk melakukan pemeriksaan dilarang
memanf aatkan untuk dirt sendin atau mengungkapkan informasi yang
diperoleh berdasarkan Undang-undang mi kepada pihak manapun.
selain dalam rangka mencapai tujuan Bapepam atau jika dibaruskan
oleh Undang-undang lainnya”.

Ketentuan Pasal 100 ayat (4) ini merupakan ketentuan baru yang
tidak diatur dalam RUU Pasar Modal

Pasal 101 ayat (3) huruf a:”

Menerima laporan, pemberitahuan. atau pengaduan dari seorang
tentang adanya tindak pidana di bidang Pasar Modal™.

Pasal 101 ayat (3) huruf a merupakan ketentuan baru yang belum
tercantum dalum RUU.

Pasal- 101 ayat (7):



C.

“Setiap pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Bapepam
yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan dilarang memanfaatkan

“untuk diri sendiri atau mengungkapkan informasi yang diperoleh
berdasarkan Undang-undang ini kepada Pihak manapun, selain datam
rangka upaya untuk mencapai tujuan Bapepam atau jika diharuskan
oleh Undang-undang lainnya”.

Pasal 101 ayat (7) ini merupakan ketentuan baru yang belum diatur
dalam RUU Pasar Modal.

L Ancaman pidana :

dalam Pasal 102 ayat (1) adalah pidana penjara paling tama 3 (tiga)
tahun. Dalam UU No. 8 ancaman pidana menjadi paling lama 5 (lima)
tahun (Pasal 103).

m. Masalah Usaha Kecil dan Menengah

Salah saw perubahan atau tambahan penting yang diajukan oleh DPR
dalam penjelasan umum adalah dimasukkannya masalah Usaha Kecil
dan Menengah, yang dalam RUU Pasar Modal tidak disinggung secara
eksplisit.
Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Hak
Amandemen DPR.

Pelaksanaan hak amandemen yang dimiliki oleh DPR-RI sangat ter-

gantung pada beberapa hal benikut :

1.

Jadwal Pembahasan RUU

Daia yang ada di DPR menunjukkan bahwa jumlah RUU yang masuk
per tahun jumlahnya sangatlah bervariasi. Dalam masa bakti DPR
1992 - 1997 ini misalnya, perkembangan jumlah RUU yang masuk
cenderung meningkat dan bahkan menumpuk pada akhir masa bakti Dewan.



No.

0l
02
03
04

05

Pada saat menjelang akhir masa bakti Dewan, pihak Pemerintah
masing-masing departemen cenderung berlomba-lomba untuk
mengajukan RUU. Selama bulan November dan Desember 1996
Pemerintah mengajukan 12 Rancangan Undang-undang (RUU).

Dan pengajuan RUU di bawah ini dapat memberikan gambaran
tentang perkembangan pengajuan RUU oleh Pemerintah.

Data pengajuan RUU selama periode 1992 - 1996

Tahun Jumlah RUU
1992 1

1993 7

1994 13

1995 17

1996 20

“Sumber : Sekretariat Jenderal DPR Rl



[£*)

Penguasaan Materi oleh Anggota Dewan dan Dukungan Staf

~ Harus diakw bahwa anggota Dewan umumnya kurang mendalami suatu
bidang 1lmu tertentu, schingga mercka bukan seorang spesialis atau ahli

dalam bidang tertentu Kondisi tersebut dapat diatasi apabila didukung
oleh Staf ahli yang memadai seperti yang dimiliki oleh Pemerintah.

Sampai saat ini Sekretariat Jenderal DPR-RI secara struktural
belum memiliki staf ahll. Sejak tahun 1990 baru dirintis suatu lembaga
Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi yang pada saat i diisi oleh
24 orang penelili, masing-masing dalam bidang Hukum, Ekonomi.
Politik Dalam Negen, Hubungan Internasional dan Kesejahteraan Sosial,
Di samping mengandalkan tenaga peneliti intern, Pusat Pengkajian
dan Pelayanan Informasi (P3[) mengundang beberapa pakar sesuai
dengan kebutuhan RUU yang sedang dibahas. Dalam proses pembahasan
RUU Pasar Modal misalnya, menurut catatan yang ada di sekretariat,
P31 telah menyelenggarakan 6 (enam) seminar dan diskusi panel
dengan mengundang beberapa pakar atau praktisi seperti : Bacellius Ruru,
SH., LLM, Ahmad Daniri, Hasan Zein Ahmad, Basjirudin Siradj, Erwin
Alfred Koetin dan Dr. Rizal Ramli.

Seminar atau diskusi panel yang diselenggarakan oleh P3I, baik
secara langsung maupun tidak langsung telah berpengaruh
terhadap pelaksanaan amandemen DPR RI dalam pembentukan
undang-undang.



BABYV
PENUTUP

Oleh : Ronny Saustma Hotma Bako

Kekuasaan membentuk setiap UU berada di tangan Presiden dan harus
mendapat persetujuan dari DPR. Kewenangan yuridis untuk membentuk UU ini
diatur dalam Pasal 5 ayat (1) jo Pasal 20 ayat (1) UUD 1945. Berdasarkan
ketentuan yuridis yang diatur dalam UUD 1945 jelas terlihat bahwa setiap
RUU harus mendapat persetujuan dari DPR, termasuk dalam RUU Pasar Modal
yang diserahkan ke DPR dengan Amanat Presiden Nomor R.04 PU/MIVI995
tanggal 8 Maret 1995 dan telah disahkan menjadi UU Pasar Modal tanggal 2
Oktober 1995.

Ketentuan yuridis yang mengatur penggunaan hak Amandemen diatur
dalam Pasal 8 point (c) jo Pasal 23 ayat (1) Tatib DPR. Dalam Tatb DPR disebutkan
bahwa DPR telah mengadakan perubahan terhadap setiap RUU. Jadi RUU yang
diserahkan ke DPR, DPR telah melakukan hak amandemen terhadap RUU,
termasuk RUU Pasar Modal.

Bukti nyata penggunaan hak amandemen DPR dapat terlihat dari
Pembicaraan tingkat II berupa Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap
RUU Pasar Modal tanggal 29 Mei 1995. Dalam Pemandangan Umum Fraksi-
fraksi tersebut jelas terlihat bahwa DPR telah melakukan amandemen terhadap
ketentuan yang diatur dalam RUU Pasar Modal. Amandemen awal yang dilakukan
oleh DPR ini membuktikan bahwa DPR telah melakukan beberapa
pertimbangan yuridis terhadap muatan yang terkandung dalam RUU Pasar
Modal. Amandemen berikut yang dilakukan oleh DPR ketika DPR bersama
Pemerintah melakukan Pembicaraan tingkat III dalam Tahap Panitia Khusus
(Pansus) dan Panitia Kerja (Panja). Dalam Tingkat III ini setiap muatan yang
terdapat dalam RUU Pasar Modal dibahas bersama untuk diambil keputusan
terhadap setiap muatan yang terdapat dalam RUU Pasar Modal.
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DPR telah menggunakan Hak Amandemen terhadap RUU Pasar
Modal terlihat dari banyaknya perubahan yang terdapat dalam UU Pasar Modal.
Banyaknya perubahan yang terdapat dalam UU Pasar Modal ini telah
membuktikan bahwa penggunaan hak amandemen telah dilakukan DPR
seoptimal mungkin. Kualitas penggunaan pelaksanaan hak amandemen
dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain pengaturan jadwal pembahasan
RUU Pasar Modal, penetapan standar baku dalarn RUU Pasar Modal, penguasaan
materi Pasar Modal dan yang terpenting adalah dukungan staf dalam
menyiapkan materi untuk menunjang RUU Pasar Modal.
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PERBANDINGAN & PERUBAHAN
RUU PASAR MODAL & UU NO. 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL

T
RUU PASAR MODAL UU NO. 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL KETERANGAN
DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA, | DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
PRESIDEN REPUBLIK NDONESIA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA =
Menimbang . a ... Pembangungan Nasional ... Menimbang: -
... (ans-gans Besar Haluan Nagarg; ... e pembangunan nasional ... : ’
L8 i
b pasarmodal b ... Pasar Modal...
... Pembangunan Nasional ..... .... pambangunan nasional .. _ ~
sumber parvbiayaar .... ... 2iah saly Sumber pembiayagzn =
...... media investasi _._. . wahara investasi ., '
C ... pasar modal ... ¢ ... Pasar Modal ... . =
...... yang kokoh yang menjamin dipenuh- eer- YANG kukuh uniuk febih menjamin ke. |
nya kewajioan phakpihak ... pastan hukum pihak-pihek . S
...... di pasar modal, ...... ... O Pasar Modal, ___
...... perfindungan lerhadap masyarakat pe- ... mglindungai kepentingan masyarakat |
modal dari praklek yang menugikan ke- pemodal dari praktik yang merugikan; 1.
pentingan mereks; = = [
d...... Pembangunan Nasional ... d ... pembangunen nasional . _

B8

ppplhukumhudiya¥pasar moda



Menimbang : 1

Menimbang : 1.

2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 ten-

2 Undang-undang Nomor 1 Tatun 1995 tentang Persaroan

tang Hukum Acara Pidana (Lembaran Ng-

Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomer 13

gara Talwn 1991 Nomor 76, Tambehan Tambahen Lembaran Negara Nomaor3587);
Lembaran Negara Nomor 3209);
3 Undang-undang Namor _ ... Tahun 1995
tentang Persercan Terbatas (... . .. .)
Dengan persetujuan {argan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG Menetapkan:
PASAR MODAL UNDANG-UNDANG TENTANG PASAR MODAL
BABI BABI
KETENTUAN UMUM KETENTUAN UMUM

pppYhukumudiyalipasar modal



1 i 3
6 Kustodianadatah ...... & Emitan adalah Pihak ...
...... yang menjadi nasabahnya yany \erdini dari perusaha-
an Blek, Bank Umum atau Lembaga Penyelesaisn dan
Penyimpanan :
7. Lembaga Kiring dan Penjarn adalah .. . 7 Informasi atay Felda Material adalah intormasi atay
fakta panting dan relevanmengenai peristiva, kejadian,
atau fakia yang dapatmempangaruhi harga diek pada
Bursa Elek dan, alay keptusan pemodal, calon pemo-
dal atau piak lain yang berkepentingan atas infarmasi ~
alav fakia lersabut.
8 Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adakh Kusto- | 8 Kustodian adalah Pihak yang membsnkan jasa penitip-
dian Senkal yang menyelenggarakan jasa sebagai Kusto- anelekdn ......... . .. yag menjadi nasabahnya.
dian bagi Bank Kustodian, Perusahaan Bek dan Pihak
lain,
10. Penawaran Umum adalah penawaran Elek oleh Emilen | 10. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adaiah Fihak

yang dilakukan dalam wilayah Indonesia slau kepada

yang manyelenggarakan kegratan Kustodian Sental ba-

Warga Negara Indonasia dengan menggunalan media

9 Bank Kustodian,

massa alau dittwarkan kapada labih dani 100 (serafus)

Pihak alav tefan dipal kepada kebih dari 50 (kma puluh)

Pinak dalam baks nilal sectabalas wakly yang ddelap-

kan dengan Peraturan Pemeriniah,

pppihukumvhudiyatipasar modal



Pentipan Kotektd adalah ...

. Manajer Investas adalah

Pemnyataan Pendaftaran adelah dokumen yang waiib

. Menleri adalah Menteri Kevangan Republik Indonesia

disampaikan kepadaBaran Pengaway PasarModal

oleh Perusahagn Publik, atau Emiten dalam rangka Pe-

nawarsan umum

. Perusahaan Elekadalah ....

. Pasar Modal adalah .

Pary sahaan Pyblik adalah persaroan terbalas ...... atau

. Ponasehat Investasi adalah ..

. nagihal ...

sualy pmiah yang ditetapkan dengan Peraturan Pome-

fnlah

15 Pihak adaiah perorangan, ........ 15. Penawaran Umum adatah Vegiatan penawaran Elek
yarg difakukan leh Emilen untuk menjual Elek kepa-
da masyarakal berdasarkan fata cara yang diatur da-
fam Undang-undang it dan peraturan pefaksanaan-
wa

16, Prospakius adalah .. 16 Penitipan Kolaklil adalah

17 Reksa Dana adalah .......... 17. Penjamin Emis Elekadalah - . ....

18. Transaksi Bursa adalah . ......... 18 Perantara Perdagangan Efek adalah . .......
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19. WaliAmanat adalah ... ...

18, Pernyataan Pendaflaran adalah .. ........ olehEmiten

dalam rengka Penaweran Umum ateu Perusahaan Pu-

biik

20. Porseroan adaieh perseroan lerbatas sebagaimana df

maksud dalam Pasel 1 angka 1 katentuan Urmim

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tenlang

Persercan Terbalas

suatujumighpemegangn sahamdan modal diselor yang

diletapkan dengan Peraturan Permeririzh,

23 Pihak addah orang parseorangan. ......................

24_ Porlotolio Efek adalah ........ -

2, Prinsip Keterbukoan adalah ..........

26. Prospektus adalgh ..........

27. Reksa Dana adalah .......... :
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28 Transaksi Bursa addah ..., ...

23 Unit Penveriaan adakh Sualy uluran yang merunjuk-

kan bagian kepanlingan setiap Pihak dalam Porofolo

invesiasikolekiit

BABII
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL 30 Wai Amanat adalah Pak ...............
Pasal2 Pasal2
Mente ri Keuangan mane tapkan kebijaksana an umum di-
bidang pasar modal. Menteri menetapkan kebygksanaan umum di bidang Pasar
Modal
Pasal3
1. Pembinaan, ...... .. pasar modal.........
2 Bapepam..,....... pada Menteri Keuangan. BABN
Pasal4 BADAN PENGAWASA PASAR MODAL
Pembinaan, ........... dalam rangke mewuiudkan ........... ...
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Perbinaan, ..............gan mewujudkan ... ...

Pasals

a.  memben:

1). 1zn usaha kepada .................

2} lzn oreng persaorangan baag ..............

3 e e =

B coimcanmiiumssimaion emm———
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Monyatui pencalonan dan memberheniikan unisk se- | ¢ Menalpkan persyaratan dan fats care pencalonan dan
mentera waklu ... ......... memberhentikan untuk semaniera waku .................
Mengtapkan lala cara dan persyaratan ......... ... d Menetapkan persyaratan dan laka car................

miresssneiesneeneee. Q18U ponyelickan .. . .

P 11,1 1 |, 1| |

I e T pasar modal, .. __ ... ) S L E—

) Al =y

it 9. =

1). Seliap Perusahaan Pubik atau Emiten ... : 1} Seliap Emilen slau Perusahaan Publik ................

2} Settap Perusahaan Publk atey Emien .

2} e, ZINOMANG PArSBOTBNGAN

Pelaksangan tungsi Bapepam . ...

sl 1411 g by rrmmrar 12 2

menghantikan Transaksi bursa aiau Efek -

——

wronsnennnner, MENGHBNGKAN Transaksi Bursa atay Elek ter-

tertu untuk jangka wakly tertenty;

fantu untuk jangka wakhi terentu guna melindung; ke-

pentingan pemodal;
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K = =
I beriindaksebapai lembagabanding bagi Pihak.. ._......dan mameriksa keberalan yang diajukan oeh Pihak .. ..
Penyelesaian, dan Penyelesaian serta membenkan keputusan memba-
talkan atau menguatkan pengenaan sanksi dimaksud;
e s, T kegisten pasarmodal, 0 [ m . kegiatan Pasar Modal &

n molakukan tindakan terleniu yang diperukan._ ...

melakukan tindakan yang diperlukan

& Marbenkan penjelasan |abih lanat alas Uindang-undang

Mambankan penjelasan lebh ianut yang besilat teknis

in: dan atau peraluran pelaksanaannyz; dan alas Undang-undang ni alau peraturan pelaksanaan-
ma;
T yang Blah ditertukan dalm Pasal 1angkad | p ... yang lplah dientukan dalam Pasal 1 angka 5; dan
Pasalb melakukan hal-hal lan yang diberikan berdasarkan
Undang-undang ini
Satiap pegawai Bapepem yang ...
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2

BABI BABII
BURSA EFEK, LEMBAGA KLIRING DAN BURSA EFEK, LEMBAGA KLIRING DAN
PENJAMINAN, DAN LEMBAGA PENYIMPANAN PENJAMIN, SERTA LEMBAGA PENYIMPANAN
DAN PENYELESAIAN DAN PENYELESAIAN
Bagian Kesalu Bagian Kesatu

Bursa Efek BursaEfek

Paragra! Paragred 1

Pesizinan Bursa Efek Perizinan
Pasal§

{1} Yang capal menyelengarekan kegiatan Usaha sebagai

Bursa Efek adaih ............. &

{2) Persyaratan dan tala cara perizinan Bursa Efek . . _. ..

Poaragraf?

Tujuan dan Kepemilikan
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1 2 3
Pasal7 Paanl7
{f). Yang dapa! menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai | (f). Bursa Blek didrikan .......... ....
Bursa Efek adaleh ...............
{2) Parsyaratan dan fate cara Periznan Bursa Efok ... {2). Dalm rangka mencapai tuuan ............... = (AR x
{3). Rencana enggaran lahunan dan penggunaan laba
Bursa Efek wajb disusum dengan keteniuan
Paragral 2 yang dilelapkan oleh dan diaporian kapada Bapepam
Tujuan den Kepemifkan Bursa Fiek
Pasal Pasal8
(1), BursaaElokddikan ... Yang dapat menjach pamegang saham Bursa Elek adalah ...
{2). Dalam rangka mencapai tujuan ....................... e
{3). Rencana angyaran lahunan dan penggunaan keuntung:
en Bursa Elek wajb feriabh dahulu mendapat persotu-
juan Bapapam
Pesal®
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1 2 3
Paragrap 3
Peraturen B ursa E lek dan Satuan Pemeriks
Pasal 10 Pasald
{11 Bussa Efek wailb menelapkan . ........... {1). Bursa Efeh wajib mematapkan.............
{2). Tata cara pemlihan El ......... ..o {2). Tata cara peralihan Elok ... .._.......
(3. Bursa Elek dapd ..........oovennee {3) Bursa Elek dapat ...,

{4). Biayadanivman .................

{4 Bayadanluran .. .. _ ...

Pasal 11 Pasal 10
Bursa Elek dilarang Bursa Efek dilarang ........... u
Pasal 12 Pasal 11

Peraturan yang waijib dibuat oleh Bursa Elek ..............

Peraluran yang wajib dibuat oleh Bursa Efek ..........cuvee

Pasal13 Pusal 12
(1) Bursa Elek wajb mempunyai ... ........— {1). Bursa Elok wajib mempurwyai ... ...
{2). Pimpinan Elek wajib mempunyai ........ ..... = {3 Pimpinansaluan .......... e
{3) Bursa Eiek wajb menyediakan . ... ......... {3). BursaElekwajibmenyediakan . ...........cc.. i
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1 2 3
Bagian kedus Bagien Kedua
Lembage Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga LembagaKliring dan Panjaminansarta Lembaga
Penyim- Ponyim-
panan dan Penyedisan panan danpeny. ssalen
Paragraf 1 Paragret 1
Penzinan Lembaga Kliring dan Penaminan, dan Lembaga Perizinan
Penyimpanan dan Penyelesaian
Pasalld Pasal13
(). - .. pOrsercan terbatas .............. ] . Perseroan yang lelah ...
{2\ . ... alau Lembaga Penyimpanan ...... . 8. ..........5ena lembaga penyimpanan
Peragrai2 Paragrai2
Pasal 15 Pasal14
{1). ... . yanglertib, wajar dan eliwen s yang leratur, wajar, dan efisien
(& ... yang tertib, wajer dan sfislen. @ . ... yang teralr, wajar, dan efisian.
(. ... ... dan Lembaga Panyimpanan dan .......... e e serta Lembaga Penyimpanan dan ............
4 ...  keuntungan Lembaga . . .., dan Lembaga.. . | (4} ......Lsba Lembaga ._...... Sere Lembaga ..........
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1 2 3
Pasal15
Pasalté s sarta Lembaga Penyimpanan ... .
{1)............, dan Lembaga Penyimpanan ... @. !
B —
Peragraf 3 )
Paragrat 3
Peralturan Lembaga Kliing dan Panjamin serta | embaga
Peraturan Yang Wajb Diletapkan Lembaga Kliring dan Penyimpanan dan Panyelesaian,
Penjamin, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyalesaian
Pasal 16
Pasal 17 =
{1). ......... wajib menetapkan peraturan . .. . ..., fermasuk
= menatapkan peraturan ... ... termasuk ..., o
{2). - . ... waiib menetapkan peraluran . . . ., lermasuk
() e menatapkan peraturan temasuk. ........ | ...
@
(3]
Pasal7
Pasal 18
............ .., lemasuk perubahannya, .............. .
.................. termasuk perubahannya, ... ...
BABIY BABIV
REKSA DANA REKSADANA
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1 2 3
Bagian Kesatu Baglan Kessty
Bentuk Hukumdan Perizinan Reksa Dana Bentuk Hukum dan Perizinan
Pasal19 Pasal 18
{1} Reksa Dam ... ..o.coooeee... {1). Reksa Dana.................. :

a perseroan terbaias. atau

a  Persefoan; day

b Konlra Invesiasi Kolektf . .,

b kontra investasi koleldt ...

e

7] s et e
@) TR (e T : ,
# . .. hanya dapat diselenggarakan oleh Manajerin- | (4). ... ... hanya dapei dikelola oleh Manajer imvestasi
vestas berdasarkan Kontrak Investasi Kolekdil. bardasarkan kontrak
(5). 6 T
Pasal20 Pasal19
U (1 = ——t
Z @ e
i% @) -
i e portolatio a portofolic
B s portofolia [ pertololo
[ - c =
4 d .
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Pasal 2
) IR— Konlrak Investas) Kolektf  unit penyertaan (1. . konfrak investasi kolektt ... Unit Penyeriaan
{ 2). unit melakaskan | @ . Unit Panyertaan melakukan
I &
a e poriofolio . ..., a
b . .. poriofolio b . ..... Poroofo
(BiE ¢
d d
Baglan Kadua
Pengelotsan Reksa Dena
Passl 2
{1)...... persercan terbalas ... Konltrak investasi Kolektd . | (1). hontrak investasi kolektf ... .......
{2)...... Eammmterba\‘as 3 @
... Kontrak Iveslasi Kolekhi {31, kontrak vestasi koleldil
(= ¢
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1 2 3
Pasal2} Pasal22
...... perseroan rbatas ..... Kontrak Irvesiasi Kolekdif ... ... POISEfOEN . kontrak investasi kolektil ..........
Pasal24 Pasal2d
- . Parseroan terbatas ... Wonwak investast Kolektl ... | ... Perseroan........ konkrak rvestasi kolektif .........
Pasal25 Pasal2d -
" n .
(@) e Unit penyertzan Reksa Dara .......... (- Unit Penyartaan Reksa Dana ...........
@ @
Pasal 26 Pasal25
n ("
@ @
5] i
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2 3

Pasai2? Pasal 26
(1. ... persaroan tecbatas . (0. . ... Pefsaroan _._ ..
{@) e (P K
i : ] T

Pasal 20 Pesal2?7
e = tanggungjawab . ... . e tanggungjawab ... ... =
@ {2)

Pasni28

(1}. Saham Reksa Dana rerbuka berbentuk Persercan ... .,

{21 Pada saar pendinan Reksa Dana berbentik Persaroan.

{3). Pelaksanaan pambelian kembali saham Reksa Dana

berbentuk Parsaroan ... .-

(4} Dana yang digunakan ...... bebenluk Persaroan
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BABY

Pasal2g

PERUSAHAAN EFEK, WAKIL PERUSAHAAN

{1} Reksa Dana yang berbentsk Perseroan tidsk diwaib

EFEK DAN PENASEHAT INVESTAS!

kan unhk membentuk dana cadaangan.

BagianKesatu

{2). Dalam hal Reksa Dana membentuk cadangan, besamya

Perizinan Perusahaan Efek

dana cadangan sesuai dengan ketentuan yang dietapkan

oleh Bapepam.

Pasal28 BABY
{1} Yang dapat melakukan kegiaian . .... perseroan terhatas PERUSAHAAN EFEX, WAKIL PERUSAHAAN .
=] EFEK,
.............. DAN PENASIHAT INVESTASI
(2 Perusahaan Eik yang fetsh memperalgh izi ...............
H(S_]._Ehak yang melakuken kegatan ............... . Baglan Kesatu
(4). Persyaralan dan lata cara ... ... Perizinan Perusahaan Elek
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1 2 k|
Pasal32 Paal 33
(1). Perorangan ............... {1} Orang perssorangan . .......
{2) Peforangan _.......... {2). Orang perseorangan . . ...
Bagian Ketga Bagian Ketiga
Pesizinan Penasehsi lnves tasi Perizinan Penasihat invetasi
Pasal 33 Pasal 34
m ... Penasehat Investasi . ......... (1) ..... Penasihat investasi
2 ....Penasehat Investasi ... ._.. (@) ... .Ponseihet lnvestasi .. ...
Bagian Keempat Bagian Kesmpat
Pedoman P erilaku Peruashaan E fek dan Penasshal Pedoman Perllaku
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Paval 34

Peiusahiaan Efek alau Penasehat investasi dilarang :

Perusahaan Bk atau Penasehat Investasidilarang

K G

by nesabANYE, e

b ... . nasabah, ... ;

€ eoom. -Dasabah ... .

I 1) —

0 capnTiinasabahyinsisy

(TR ateu Agen Penjual, ...

O e agen penjuglan, ...

i
| ]
1
L

Parusahaan Elek atau Penaschat Investasi wajib :

Pasal 36
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1

Pagald?

Pasal 38

Perusahaan Efek yary bertindak sebaga Perantara Pedb-

Perusahaan Efek yang bertndak sabagai Peranlara Peda-

gang Elek

gang Elek

Pasalig

Pasal 39

Penjamin Emisi Eik waj .. __

Ponjamin Emisi Elek wajib _._...

Pasal 39

Pasal 40

Perusahaan Elek yang bertindak ssbagei Penjamin Emisi

Peyusahaan Elek yang bertindak ssbagai Penjamin Emisi

Efek ...

1) S—

Pesal 40

Pasal41

Dalrm: ha ; = =

Dadamhal ..........

Pasal 41

Pasald2

Perusahaan Efex . ..

Perusahaan Elek ............
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2 3
BABVI BABWI
LEMBAGA PENUNJANG PASAR MODAL LEMBEAGA PENUNJANG PASAR MODAL
BaglanKeastu BaglanK esatu
Kustodian Kustodian
Paragrat 1 Paragrat 1
Persstujuan sebagal Kusiodian Perastujuan
Pasal 42 Pall
Yo {n
2) ——. (@
Paragesl 2 Peragral 2
Bek Yang Dititipkan sk Yany Dltitipkan
Pasal 43 Pasal 4
[ T T
@) @
@3).ecene tersimpan .......... tercalat ... () .. fersimpan ....... larcatat
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Pasal 44 Pasal 45
Pasal 45 Pasal d6
Pasal 4 Pasal 47 i
{%. .......mangenai rekening Efek .. ...
[
Dy wisiamss
¢ Haom. ...
d  Pejabat Pajak, ..—.—...... =
B s
t ... danAkusian Publi
2. ..mengenei rekenng Elek dar Kustodian ... (2} . mengena rekening Elek nasabah dan Kustodiar ........
(3} ..., dan Direktwr Jonderal Pajak ......... .. Serta alasan (5} ........ alau Peyabat yang ditunjuk, dan Direlctur Jenderal
pengajan parmohonan permintaan Pajak .......... , dan alasan parmintaan dimaksud.
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Bagisn Kedue

Biro Administrasi£ fek

Pasel 48

1) [0

(v

Pasal48

Paaaldd

T e

[

Bagan Ketiga

Wall Amanat

Pasal50

L~

L}

-

[

(12 S . |1 ——
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Pasal 50 Pasal 51
] T — {1
() ——o. @
R et - engan pemagang Efek .......... (). . . dan wakd pemegang Efek .:_..
#e @
Pasal 51 Pasal52
o - Pasal52 Fasal 53
. Pasal53 Pasal 54
BABYII BABVII
_ PENYELESAIAN TRANSAKSI BURSA DAN PENYELESAIAN TRANSAKS! BURSA DAN
PENITIPAN KOLEKTF. PENITIPAN KOLEXTIF.
_BagianKesatu BagianKesaiu
PenyslesalanTranssisiBursa Penyelesalan Transaksi Bursa
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1 2 3
Pasal 54 Pasal 55
L) S—— {1}
@ (@
{3 = em .. 80 Lambaga Penyampanan .......... s serta Lembaga Penyimpanen ...
T ——— @ )
[ — (51
Begian Kedus BagianKedua
Pasal 55 Pasal56
[ m
[ a
{3). —-- povicilioElek unk penyertaan, Kontrak . ... portofofio Efek Unll Penyeriaan, kontrak
rvestoni nvestas
Kol Iotektf .
@) “
) ooy PervsahemnElek = alaw Porusahaan Bek . _____
Pasal s PasalsT
............... 17T J— B 1 T

ppplhukum/hudiyavpasar modal



1 2 3
Pasal 57 Pasal58
= [T
T @
! e - pulusan pangadiag ............ [} rmsitmer . . penétapan pengadilan ... ..
Passl 58 Pasal 99
(1) o oo rekenng Elexnya ... ... M= - rekening Eteknya .. .

@ .. ..... a4 djamokan

ey dijaminkan

(i .. Rekening Efek . ... .. Tekening Efek
Pasal 59 Pasal60

(o= ) FRE— 1)}

A== saham bomus, ... .......... ). ... oo, S2HAM bonus,
Pasal60 Pasaléi
Pasal 61 Pesal62

ppplhukum/hiudivalipasas modal
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Pasaltd

Pasal65

{1

{1}

3 e, i bidang pasarmodal ...

i Gibdang paser modd ... .

(3 ..o dengan pasal mogE! .. <

{3 .-

iwrmaen .o GONQAN Pasar Modal .

T

@

Bagan Kedua

BagianKedua

Kewnjlban Profest PenunjangPasar Modal

Kewafiban

Pasal 65

Pasal6b

Pasal 66

Pasal 67

Trmm pasar madal ...

,,,,,,, .. Pasar Modal ... e

pppvhukumhudiyal/pasar modal



i

2 3
Bagian Ketiga Bagian Ketiga
Standar skunisnsi Slandar akuntansi
Pasal 68 Fasal 69
(). : (1). e
(2], siruimisiins. - 3o pRSAR MG il [ P S ot 1 SRS
BABIX BABIX
EMITEN DAN KETENTUAN PERUSAHAAN EMITEN DAN PERUSAHAAN PUBLIK
PUBLIK -
Bagion Kesss Bagian Kesal
Pemyataan Pendaltaran Pemystaan Pendstiarsn it
Pasal69 Pasal70

{1).

M

(&) Ketentuan sebagamana dimaksid daiam ayal (1) tidak

(2) Kelenluan sebagaimana dmaksud dalam aydl (1) tdak

bdhkuhgipméwaﬁﬁekyangbersiﬂuhngyam

beriaku lagi phak yang metakukan :

jaluh lemponya tidak lebwh dari salu tahun, sedifikat

a penawaran Efek yang bersifal wang yang jatuh tem-

depostlo, potis asuransi, Etek yang dikeluarkan/diter-

pomya tidak lebih dari sau lahun;

bitkan atau diiamin. Pemerintah indanesia atau Elek

" b penerbilan serifikat deposite;

¢ ponerbitan polis asuransi

pppUhukumudiyalipasar modd



d penawaran Elek yang diterbitkan dan dijamin Peme-

nintah Indonesia; alau

. panawaran Efek tain yarg ditetapkan oleh Bapspam.

Pasal?0 Pasal i

Pasal?i Pasal72
) [ )
(Pl maka Penjamin Pelaksana Emisi Elek . ... ... ......;Penjamin Polaksana Emisi Etek _, .
() p— @

Pasal 72 Pasal73

Bagien Kedus Bagan Keda
Tata Cara Penyampaian Peryataan Pendaftaran Teta Cora Penyampaian Peryatasn Pendaftaran

pppihukum/Mudryalipasar modal



1 2 3
Pasal73 Pasal74
m = T J
@) @
3 e 3 -
([T R e {4 "
Pasal74 Pmal 75
v I pE—
3 — = @3 =
Pasalls Pasal76
e -, MK paNawaran alas ... .., PONBWAMAN AAS .. ... ...
Pasat76 Pasal 7T
Bagan Ketiga Baglan Ketiga
Prospeidur dan Pengumuman Prospeitur dan Pe ngumuman

pRpYRum/udyaY pasar modal




Pasal 77

Pasal?8

... ledda materal . .

@ o .. Faa Material .

. ., ataupun tefah

[ e - (e e L

Pasai78

Paaal?9

(I - v faida matenal ., ...

(... . ......... Faida Matenial . ... .. _.

Bagen Keampat

Bagan Keempal

Tanggung Jaweb Atas Informasi Yang_fuhk Benar

Tanggung Jawab Atas informasi Yang Tidak Banar

Alsy

Atay

Menyesatian.

Manyesatican.

Pasal79

Pasal 80

(1) e immiis i e, 10KE2 MAEAIGH ..o

(M. ... ... FadaMateral . .. ..

drektor atau . .

sl oo

PP R Gy RL AT mindal



1 ? 3
@ B .
) 1.
(8. @ ..
Pasal8d Pasal8{
- Y ). —omrn . FEKID Maler@l
Bagian Kelima Bagian Kefima

Mak Memesan Efek Terisbih Dahuly, Bertuk Kepen-

Hak Momesan Efek Torleblh Dahulu, Bentuk Kepen-

ngan Penawaran Tander, Penggabungan, pelebursn tingsn Penswaean Tender, Penggabungen, peleburan
dan Pengambilalihan. dan Pengambilalihan.
Paan b Pasar62 .
[} e PonsahaanPubdik atau Emvlen .. ... ). ..
@ ... ..... Perusahaan Publk ata Emiten .. [P el
3B o — — [/

popldum/hudyal/pasar modal




Pasal 82

PesalBd

... membel Efek Perusahaan Publi atau Emiten Wajl ......

Peruszhaan Publk atau Emsten .... yang ditetapkan oleh

Emiten atau Perusahaan Publk ...... yang ditstapkan oleh

Bapepam

Bapepam dan peraturan perndang-undangan yang berlaku.

BABX BABX
PELAPORAN DAN KETERBUKAAN PELAPORAN DAN KETERBUKAAN INFORMASI
Pasaitd Pasal 85
e T (S —— ., Penasehat Investasi ....... ...

pppUhukumhudiyat/pasar moga
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4 i i
Angil BABII
PENMIAM, MANPULLS! SAEAR SIAN PEHIPUAN, MANSLILAS FASAA DAN
PERDQRCANG AN QIAMNG [ALAM PERTUAGANGRN ORANG DALAN

Prail Padad 50

W B g

: - — 2

€ S
Pusil Pazmi?

e DR OGN

SPRN— | E T

o TL]]

Fracead 512

i DATAOTHE COGAN AN

N T T e T —

]

Fraal 23

pppthukumudiyat/pasar modal



1 2 3
Pasal93 Pasal94
snemeae . OS2l 90 dan Pasal 91 — ... Pasal 91 dan Pasal 92
P el i —
e bi— ” =
Pasal 94 Pasal95
e seee s PRTUSERAAN Publikatay Emiten PREN [P EmitenalauPerusahaan Publik .._.... . =
2. Perusahaan Publk atay Emilen ... oeees a. Emiten atau Perusahaan Publik ....... ... ...
b .........Perusahaan Publik atay Emiten ............... b EmitenatauPerusahaanPubbc .. ... ...
Pasal 95 Pasal 9%
Orang Datam ........ Pasal 94, . ..o Orang Dalam ....... Pasallani
Pasal 9% Pasai9?
{1 ... yang mengusahakan _.... Pasal 34 dan pasal 95 {1} ... yang mengusahakan ... Pasal 95 dan pasal 96
{2} ...yangmengusahakan ... . Pasat 4 chn Pasat85.. . | {2) .. yangmengusahakan .. ... Pasal 9 dan Pasal 96.....
Perysahaan Publik atau Emilen Emitan atau Perssahaan Publit
pppihukummudiyat/ pasar modal




Pasal97

Pasal S8

Perusahazan Efok yang memilk Informasi Orang Dalam

Parusehaan Elek yang memiliki Informast Orang Dalam

mengenai Penusahaan Publik atay Emiten depat melakukan

mengenai Emiten atau Perusahaan Publik dilarang melala-

trarsaksi Elek Perusahaan Pyblik atau Emiten tersebur,

kan transaksi Efek Emilan alau Perusahaan Publk tersebut

apabila:

kecuali apahila :

§

AT i :

Pasal 98 Pusd®
. OalamPasar M danPasal® 0000 | dalam Pasar 95 dan Pasal 96
BAB I BAB XN
PEMERIKSAAN PEMERIKSAAN

ppplhukumhudiyatpasar modal



1 2 3
Pasal93 Pesal100
T —— e
- J— o r—
a B———— [
[ == B s ey
4 R G
O M — .
@)....... Y8 (1), GO .o reerrere (3 s oyl (1) datur e :
(4)- Setiap pegawal Bapepam yeng diberi tuges alau Pihak t
lein yangditunjuk oleh Bapapam univk melakukan
pomeriksaan diarang memantastkan unfuk din sendii ala
mengungkapkan informasi yang diperoleh berdasarkan
Undang-undang i kepada Pihek Manaptn, salain dalam
rangka upaya mencapai fuuen Bapepam atau jka d-
haruskan okeh Undang-undang lainoya.
BAB X BABXH
PENVIDIKAN PENYIDIAN

pppvhukum/udiyat/pasar modal



1 2 3
Pasal 100 Pasal101
(). ..... Berpendapat bahwa suatu pelanggaran . ..pasar {1). .. berpendapat pelanggaran . .. PasarModal .....
moddl ........ , Bapepam dapat menetapkan ......... | ..., Bapepam dapat menetapl@n .. . ............
L) - katenkan dalam Undangundang nomar 8 Tahun @ = ketentuan dalam kitah Undang-undang Hukum
1981 tentang Hukum Acara Pidana. Acara Pidena :
] @)

a Mmelakukan peneflian ataskebenaran japaran atau a menanma laporan, pamberitahuan, atau pengadian
keterangan berkenaan dengan thdak pidana dibidang dari seseorang tentang adanya lindak priana dibldang
pasar modal; Pasar Modal:

b metakskan peneliban tethadap Pihak yang diduge b melakukanpenelitian atas kebenaran laporan ata u ke-
melakukan atau terfibat dalam tndak pidana di bi- terangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang
dang pasar modal; pasar modal

¢ memanggi, memeriksa, danmeminia kelerangan ¢ melalwkan penalitian terhadap Pihak yang diduga me-
dan bahan bukti dan safiap Pihakyang disangka me- lakuken atau terllbal dalam tindak pidara dbidang
lakukan tingak pidana di bidang paser modal, pasal modal

d  melakukan pemeriksaanatas pembukuan, catatan d mangglmmﬂksa,d;nmanimakommgandm

dan dokumen &in berkenaan dengan tindak pidana

barang buli dari seliap Pihak yang disangka melaku-

di bidang pasat modal;

kan, atal sabgai saks! dalam tindak pidana di bidang

pasaf modak

ppplhukum/hudiyatipasar modal



e melakukan pemerksaan disefiap tampal terteniu ¢ melakukan pemenksaan atas pembukuan, catatan,
dan
yang diduga terdapal Setiap bahan buldi pembukuan dokumen lain berkenaan dengan findak pidana d bi
pancalatan dan dokumen fain sera malakukan pe- dang Pasar Madal,
nyitaan tehadap bahan yang dapat dijadikan bahan
bukti dafam perkara tindak pidana di bidang pasar
modat;
f  Membloki Rekening pada bank alaw lembaga ke- melakikanpemenksaan diseiap tempat terientu yang

uangan [ain dari Pihak yang diduga melakukan atau

diduga terdapat setiap barang bukti pembukuan, pen-

tedibal dalam tindak pidana di bidang pasar modal;

catatan, dan dokumen kun serta melakukan penyitaan

dan

lerdahap barang yang dapatdijadikan bahan bukli da-

lam perkare tindak pidana d bidang Pasar Modal;

meminta baniuan ahk dafam rangka pelaksanaan fu-

membiokir rekening pada bark ataw tembaga ke-

gas penyidikan lindak pidana dibidang pasar modat

uangan lain dari Pihak yang diduga melakukan alau

teribat dalam tindak pidana dibidang Pasar Modal,

e kepada Manten Keuangan. .
meminta barttuan ahii dalam rangka pelaksanaan -
gas panyidikan tindok pidana dibidang Pasar Modal,
{5 dafam Undang-undang Nemor 8 Tahun 1981 ten- dan

lang Hukum Acara Pidana

ppplhukumvhudiyat/pasar modat



f. menyatakan saal dimulai dan dihentkannya panyt

kan

&

(4} ... ... kepada Menten . ...

{5). _ dalam kiah Undang-undang Hukum Acara Pidana.

6}

(7). Seliap pajabat Pegawai Neper Sipi tertents dling:

kungan Bapepam yang dben tugas uniuk melakukan

penyidikan dilarang memanfaatikan untuk dri sendin

ey mengungkapkan informast yang diparoleh berda-

sakan Undang-undang i kepada Pihak manapun,

selain dakm rangka upaya uniuk mencapal lujuan Bape-

pam atau jka dibaruskan okh Undang-undang lainmya

BABXIV

SANKSIADMNISTRATIF

SANKSI ADMNISTRASI

ppplhukumudiyal/pasar modal



Pazsal101

Pasal 102

(1) Bapepam dapat mengenakan sanksi acministratif alas

{11 Bapepam mengenakan sanksi administratd atas ...

(2).

(2} e e

w =la|ln| o)

el alal elw
|
|

)

@

BAB XV

BAB XV

SANKS| PIDANA

SANKSI PIDANA

pppihukum/hudiyat/paser modal



[t ]

Pasal102

Pasal103

(1} Sefiap Pihak yang letap menefuskan melakukan kegial-

{1} Setiap Pihak yang melakukan kegialan d Pasar Modal

an di pasar modal tanpa izin, persetujuan atau melaku-

lanpa izin, persetujuan, alau pendaftaran sebagaimana

kan pandaftaran sabagaimana dimaksud dalam pasal 7,

dimaksud dakem Pasal 6, Pasal 13, Pasal 18, Pasal 30,

Pasal 14, Pasal 19, Pasal 29, Pasal 33, Pasal 42,

Pasal 34, Pasal 45, Pasal 48, Pasal 50, Pasal 64

Pasal 47, Pasal 49 dan Pasal 63 maskipyn lelah di-

diancam dengan penyara pidana paing lama 5 (lna}

penngai oleh Bapepam, diancam dengan pidana penja-

tzhun dan danda paling banyak Rp. 5000.000 000.-

ra paling fama 3 {tiga) tahun dan denda setinggi-tinggi-

{ima milyar rupiah)

nya Ap. 5000.000,000,- (Ima Mityard rupiah).

.

Pasal 103

Pasal 104

Selap phak yang melanggar ketsrituan sebagaimana dr

Sefiap phak yang .. dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91

maksud dalam Pasal B9 Pasal 90, Pasal 1, Pasal 92

Pasal 92, Pasal 95 Fasal 96 Pasal &7 ayal {1) dan

Pasal 94, Pasal 95, dan Pasal 96 ayet (1), diancam dengan

Pasal 98 diancam dengan pidana penjara paling lama 10

pidana penjara peling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda

{sepuluh} tahun dan denda paling banyek Rp. © 000000

selinggHingginya Rp 15.000 000.000;- (lima belas milyar

000; (Lima Belas Milyar Rupiah)

fuman}

ppplhukumvhudiyat/pasar modal



Pasal 105

 dimaksud dabm Pesal 41 diancam ___._selngg-

linggi-

....... dimaksud dalam Pasal 42 diancam ...... paing

0] Vet e e

banyak

Pesal105

Pasal 106

{1)...... delam Pasal 69 meskipun ... sétinggi-

tinggrya

(1).......... dalam Pasal 70meskpun ... ... paing banyak ...

@ ...daAmPasa 72 ... salingge
linggmya {@). ... dalam Pasad 73 ... ... .. palig banyak - ...,
Pasal 106 Pasal107
e satinggi-tingginya -..............., paing banyak
Pasal107 Pasal108

(1). Ancaman pidana penjara ateu pidana kurungan dan

Ancaman pidana penjara afeu pdana kurungan den denda

denda sebagamana dimasud dalam Pasal 102,

seoagamana Gmaksud dalam Pasal 103, Pasal 104,

Pasal103, Pasal 104, Pasal 105, dan Fasal 106 ber

Pasal 105, Pasal 106, dan Pasal 107 beraku pulz bag

laku pula bag’ Phak yang baik lengsung maupun tdak

Pinak yang baik langsung maupun tidek langsung, men

langsung mempengaruhi Phak lain untuk melakukan

pengaruty Pihak lain untuk malakukan pelanggaran Pasak

pelanggaran pasal-pasal dimaksud

Pasal dimaksud

ppplhukumMudiyat/pasar modat



2 3
() Ancaman pidana Penjara atau pidana kurungan dan
derda sebagaimana dimaksud dalam ayal {1 tidak ber-
faku bag Pihak yang dapat membuklikan nahwa i B
dak menyebabkan baik langsung maupun tidak lang-
sung, lerjadi bndakan yang melarggar Kefsniuan Pasal
102, Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, alau Pasal 106
Pasal 108 Pasal109
galam Pasal 9 ... sefingg-hnggnya ....... w | vno.. dalam Pesal 100 ........ paling banyak . .
Pasal 109 Pasal110
(1. .. . dalam Pasal 102 ayat (2), Pasal 104 dan Pasal (s s dalam Pasal 103 ayal (2), Pasal 105, can Pasal
104 dan Pasal 108 adaiah . 109 adalah. . ...........
& ... . .daiam Pasar 102 ayat (1), Pasal 103, Pasal 105 | () ._ ...... dakim Pasal 103ayat(1), pasal 104, Pasal 106
dan Pasal 106 adalah dan Pasal 107 adah ...,
BAB XVI BABXVI
KETENTUAN LAIN-LAIN KETENTUAN LAN-LAIN

pppUhukummudiyalipasar modal



Pasal 110

Pasal111

(1) Saham Reksa Dana terbuka berbentuk perseroan terba-

Saliap Pihak yang menderila karugian sebagai akibat dari

tas diterbitkan tanpa nilay nominal

palanggaran alas Undang-undang i den alau perallran pe

laksanaan dapal menuntut ganti nugi, bak sendiri-sendiri

{2) Pada saat pendian Reksa Dana berbenluk persargan

maupun bersama-sama dengan Pihak lain yang mamiliki

terbatas, paling sedidt 1% (satu persen) dari modal

tunlutan yang sarupa, teshadap Phak atau Pihak-pihak

Reksa Dana telgh ditempatian dan diseter.

yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebul.

{3). Pelaksanaan pambelian kembal Saham Reksa Dana

Pasal {12

berbentuk parseroan tabatas dan pengalihan lebih lan-

it saham tersebut dilakukan tanpa mendapal persatujuan

Bapepam dan Bark Indonesia wajb mangadakan konsulta-

Rapat Umum Psmegang Saham.

5 dan ataw koordinasi sesuai dengan fungst masing-masing

dalam mengawasi kegiaten Kustodian dan Wl Amanat

{4). Dena yang digunakan untuk membeli kembali saham

serla kegiatan lain yang ditstapkan berdasarkan peraturan

Relsa Dana berbentuk perserean lerbatas berasal dari

perundang-undangan yang dilakukan olah Bank Umum d¢

kekayaan Reksa Dana

Pasar Modal.

pppthukumMudyat/pasar modal



Pasal 111

{!) Reksa Dana yang berbentuk perseroan terbatas tidak

diwajiokan untuk membentuk dana cadangan.

{2). Dalam hal Reksa Dana membentuk dana cadangan,

maka besamya dana cadangan sesuai dergan ketentu-

an yang ditetaphan okh Bapepam.

Pasal 112

Saiap Phak yang menderita kerugian sebagai akibal dar

palanggaran alau Undang-undang in dan atay peraturan

pelaksanaannya, dapat menuntut ganii rugi, bak sendii-

sendin maupun bersama-sama dengan Pihak fain yang me-

mills tunhuian yang serupa, terhadap Pihak alau Pihak-pi-

hak yang bertanggungiawab atau pelanggaran tersebul

peplhulkum/Mhudiyat/pasar modal



Pasal 113

Bapepam dan Bark Indonesia wajib mengadakan konsuita-
i sesual dengan fungsinya masing-masing dalam manga-
lain yang ditslapkan berdasarkan peraturan perundang-
undangan, yang ditakukan oleh Bank Umum di pasar modal

BAB XVl 8AB VI
KETENTUANPERALIHAN KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 114 Pasal 113

Pasal115 Pasal 114
a ... Undangundangini dinyatakan a ... Undang-undang ni, diny alakan ... ......
h woee, ITIT) POTOTANGAN, ......cooece v OB e b .. 1200 OFANG pOPSEOTANGAN, . .ouvee s BB e
[ persetijuan dan ... (R perselujuan, dan . .. ..........
g . lENSAKS Bk dan ............... = g \mnsaksi Bk, dan .................

pppihukumhudiyal/pasar inodal



KETENTUAN PENUTUP KETENTUAN PENUTUP
Poani 116 Pasall15
Pasal 117 Peaal116

PP — |t e s e a1

pppihulumudiyat/pasar modal



RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG

PASAR MODAL

BESERTA
PENJELASAN




Menimbang :

Mengingat

RANCANGAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR .... TAHUN .....
TENTANG
PASARMODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

bahwa wjuan Pembangunan Nasional adalah terciptanya suat
masyarakal adil dan makmur berdasarkan Pancasila, Undang-
undang Dasar 1945 dan Garis-garis Besar Haluan Negara;

bahwa pasar modal mempunyai peran yang strategis dalam
Pembangunan Nasional sebagai sumber pembiayaan bagi dunia
usaha dan sebagai media investasi bagi masyarakat;

bahwa agar pasar modal dapat berkembang dibutuhkan adanya
landasan hukum yang kokch yang menjamin dipenuhinya
kewajiban pihak-pihak yang melakukan kegiatan di pasar modal,
serta perlindungan terhapda masyarakat pemodal dari praktek
yang merugikan kepentingan mereka.

bahwa sejalan dengan hasil-hasil yang dicapai Pembangunan
Nasional serta dalam rangka antisipasi atas globalisasi
ekonomi, Undang-undang Nomor 15 1952 tentang penetapan
“Undang-Undang Darurat tentang Bursa® (Lembaran Negara
Tahun 1951 Nomor 79) sebagai Undang-Undang (Lembaran
Negara Tahun 1952 Nomor 67) dipandang sudah tidak sesuai
lagi dengan keadaan;

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dipandang
perlu membentuk Undang-undang tentang Pasar Modal.

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 33 Undang-Undang
Dasar 1345;

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara



Pidana {Lembaran Negara tahun 1981 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3209);

3. Undang-undang Nomor . . . .. Tahun 1995 tentang Perseroan
Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomer . . . ... , Tambahan
Lembaran Negara Nomor . .. _ .. ¥,

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PASAR MODAL

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :
. Afiliasi adalah :

a

£

hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik
secara horizontal maupun vertikal;

hubungan antara Pihak dengan pegawai, direktur, atau Komisaris dari Pihak
tersebut;

hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota
direksi atau dewan komisaris yang sama;

hubungan antara perusahaan dengan Pihak baik langsung maupun tidak langsung
mengendalikan ataud dikendalikan oleh perusahaan tersebut;

hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun
tidak langsung oleh Pihak yang sama, atau

hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham utama

2. Biro Administrasi Efek adalah Pihak yang berdasarkan kontrak dengan Emiten
melaksanakan pencatatan pemilikan Efek dan pembagian hak yang berkaitan
dengan Efek.
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Bursa Efek adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau
sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek Pihak-pihak lain
dengan tujuan memperdagangkan Efek diantara mereka.

Efek yang dikenal pula sebagai surat berharga adalah surat pengakuan utang, surat
berharga komersial, saham obligasi, tanda bukii utang, unit penyertaan Kontrak
Investasi Kolekuf, kontrak berjangka atas Efek dan setiap derivatif dari Efek seperti
hak memesan Efek terlebih dahulu, waran dan opsi.

Emiten adalah Pihak yang melakukan Penawaran Umum.

Kustodian adalah Pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang
berkaitan dengan Efek serta jasa lain termasuk menerima dividen, bunga dan hak-
hak lain, menyelesaikan transaksi Efek dan mewakili pemegang rekening yang
menjadi nasabahnya yang terdiri dari perusahaan Efek, Bank Umum atau
Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan.

Lembaga Kliring dan Penjaminan adalah Pihak yang menyelenggarakan jasa
kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa,

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah Kustodian sentral yang
menyelenggarakan jasa sebagai Kustodian bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek
dan Pihak lain.

Penasehat Investasi adalah Pihak yang memberi nasehat kepada Pihak lain
mengenai penjualan atau pembelian Efek dengan memperoleh imbalan jasa.

Penawaran Umum adalah penawaran Efek oleh Emiten yang dilakukan dalam
Wwilayah Indonesia atau kepada Warga Negara Indonesia dengan menggunakan media
massa atau ditawarkan kepada lebih dari 100 (seratus) Pihak atau telah dijual
kepada lebih dari 50 (lima puluh) Pihak dalam batas nilai serta baias wakw yang
ditetapkan dengan Perawran Pemerintah,

Penitipan Kolektif adalah jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh
lebih dari satu Pihak yang berkepentingannya diwakili oleh Kustodian.

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajid disampaikan kepada Badan
Pengawas Pasar Modal oleh Perusahaan Publik, atau Emiten dalam rangka
Penawaran Umum.



13. Perusahaan Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin
Emisi Efek. Perantara Pedagang Efek, dan atau Manajer Investasi.

14. Perusahaan Publik adalah perseroan terbatas yang sahamnya telab dimiliki
sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal
disetor sekurang-kurangnya Rp. 3.000.000,00 (tiga milyar rupiah) atau suvatu
jumlah yang ditetapkan dengan Peratran Pemerinah.

15. Pihak adalah perorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi atau kelompok
yang lerorganisasi.

16. Prospektus adalah setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum
dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek

17. Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan uyntuk menghimpun dana darni
masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio Efek oleh
Mana jer Investasi.

18. Transaksi Bursa adalah konirak yang dibval oleh anggota Bursa Efek sesvai
persyaratan yang ditentukan oleh Bursa Efek mengenai jual beli Efek, pinjam
meminjam Efek, atau kontrak lain mengenai Efek atau harga Efek

19. Wali Amanal adalah Pihak yang mewakili kepentingan pemegang Efek bersifat
utang.

BABII
BADAN PENGAWASAN PASAR MODAL

Pasal2
Menteri Keuangan menetapkan kebijaksanaan umum di bidang pasar modal.

Pasal 3

(1) Pembinaan, pengaturan dan pengawasan sehari-hari kegiatan pasar modal dilakukan
oleh Badan Pengawas Pasal Modal yang selanjutnya disebut Bapepam.

(2) Bapepam berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan.



Pasal 4

Pembinaan, pengaturan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dilaksa-
nakan oleh Bapepam dalam rangka mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang
teratur, wajar dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat.

Pasal 5
Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 3 dan Pasal 4,
Bapepam diberi kewenangan untuk :
a.  memberi:

(1) izin usaha kepada Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjamin, Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian, Reksa Dana, Perusahaan Efek, Penasehat
Investasi dan Biro Administrasi Efek;

(2) izin perorangan bagi Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara Pedagang
Efek dan Wakil Manajer Investasi dan

(3) persetujuan bagi Bank Kustodian.
b mewajibkan pendaftaran Profesi Penunjang Pasal Modal dan Wali Amanat;

¢. menyetujui pencalonan dan memberitahukan untuk sementara waktu komisaris dan
atau direktur serta menunjuk manajemen sementra Bursa Efek. Lembaga Kliring dan
Penjamin, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sampai dengan dipilihnya
komisaris dan atau direktur yang baru,

d.  menetapkan tala cara dan persyaratan Pemnyataan Pendaftaran serta menyatakan,
menunda atau membatalkan efektifnya Pernyataan Pendaftaran;

c. mengadakan pemeriksaan atau penyelidikan terhadap setiap Pihak dalam hal
terjadi peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang ini
dan peraturan pelaksanaannya;

f  mewajibkan setiap Pihak untuk :

1) menghentikan atau memperbaiki iklan atau promosi yang berhubungan dengan
kegiatan di pasar modal, atau

2} mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi akibat yang
timbul dari iklan atau promosi dimaksud;



g melakukan pemeriksaan terhadap :

1} setiap Perusahaan Publik atau Emiten yang telah atau diwajibkan menyam-
paikan Pernyataan Pendaftaran kepada Bapepam; atau

2)  Pihak yang dipersyaratkan memiliki izin usaha, izin perorangan, persetujua, atau
pendaftaran profesi berdasarkan Undang-undang ini;

h.  menumpuk Pihak lain untuk melakukan pemeriksaan tertentu dalam rangka
pelaksanaan fungsi Bapepam sebagaimana dimaksud dalam horuf g;

i mengumumkan hasil pemeriksaan ;

j ~ membekukan atau membatalkan pencatatan suatu Efck pada Bursa Efek, atau
menghentikan Transaksi Bursa atas Efek tertentu untuk jangka waktu tertentu;

k. menghentikan kegiatan perdagangan Bursa Efek untuk jangka waktu tertentu dalam
hal keadaan darurat;

. bertindak sebagai lembaga banding bagi Pihak yang dikenakan sanksi oleh Bursa
Efek atau Lembaga Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian;

m. menetapkan biaya perizinan, persetujuan, pendaftaran, pemeriksaan dan
penclitian serta biaya lain dalam rangka kegiatan pasar modal,

n. melakukan tindakan tertentu yang diperlukan untuk mencegah kerugian
masyarakat sebagai akibat pelanggaran atas ketentuan di bidang pasar modal,

o. memberitahukan penjelasan lebih lanjut atas Undang-undang ini dan atau peraturan
pelaksanaannya; dan

p- menetapkan instrumen lain sebagi Efek selain yang telah ditentukan dalam
Pasal 1 angka 4.

Pasal6

Setiap pegawai Bapepam yang diberi tugas untuk melakukan pemeriksaan atau penyi-
dikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf ¢ dan setiap Pihak yang ditujuk oleh
Bapepam uniuk melakukan tindakan terteniu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
huruf h, dilarang memanfaatkan untuk din sendiri atau mengungkapkan informasi yang
diperoleh berdasarkan Undang-undang ini kepada Pihak manapun, selain dalam rangka



upaya untuk mencapai tujuan Bapepam atau jika diharuskan oleh Undang-undang

lainnya.
BABHI
BURSA EFEK, LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN,
DAN LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN
Bagian Kesatu
Bursa Efek
Paragraf 1
Perizinan Bursa Efek
Pasal?7
(1) Yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Bursa efek adalah
perseroan terbatas yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam.
(2) Persyaratan dan taa cara perizinan Bursa Efek sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Paragraf2
Tujuan dan Kepemilikan Bursa Efek
(1) Bursa efek didirikan dengan wjuan menyelenggarakan perdagangan Efek yang
tertib, wajar dan efisien.
(2) Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bursa Efek

&)

wajib menyediakan sarana pendukung dan mengawasi kegiatan anggola Bursa efek.

Rencana anggaran tahunan dan penggunaan keuangan Bursa efek wajib terlebih
dahulu mendapat persetujuan Bapepam.

Pasal 9

Yang dapat menjadi pemegang saham Bursa Efek adalah Perusahaan Efek yang telah
memperoleh izizn usaha untuk melakukan kegiatan sebagaimana Perantara Pedagang
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Paragraf3
Peraturan Burss Efek dan Satuan Pemeriksa

Pasall0

Bursa efek wajib menetapkan peraturan mengenai keanggotaan, pencatatan,
perdagangan, kesepakatan Efek, kliring dan penyelesaian Transaksi Bursa dan
lain-lain yang berkaitan dengan kegiatan Bursa Efek.

Tata cara peralihan efek sehubungan dengan Transaksi Bursa ditetapkan oleh
Bursa Efek.

Bursa Efek dapat menetapkan biaya pencmtatan Efek, iuran keanggotaan, biaya
transaksi dan biaya lain berkenaan dengan jasa yang diberikan.

Biaya dan iuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) disesuaikan menurut
kebutuhan pelaksanaan fungsi Bursa efek.

Pasal 11

Bursa efek dilarang membuat ketentuan yang menghambat anggotanya menjadi anggota
Bursa Efek lain atau menghambat adanya persaingan yang wajar.

Pasal 12

Peraturan yang wajib dibuat oleh Bursa Efek termaksud perubshannya mulai berlaku
setelah mendapat persetujuan Bapepam,
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Pasal 3

Bursa Efek wajib mempunyai satuan pemeriksaan yang bertugas menjalankan
pemeriksaan sewaktu-wakiu terhadap anggotanya serta terhadap kegiatan Bursa
Efek.

Pimpinan satuan pemeriksaan wajib melaporkan seeara langsung kepads direksi,
dewan komisaris Bursa efek dan Bapepam tentang masalah-masalah material yang
ditemuinya yang dapat mempengaruhi suatu Perusahaan Efek anggota Bursa
Efek atau Bursa Efek yang bersangkutan.

Bursa efek wajib menyediakan semua laporan satuan pemeriksaan setiap saat
apabila diperlukan oleh Bapepam.
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Bagian Kedua
Lembaga Kliring dan Penjamin, dan Lembaga

Penyimpanan dan Penyelesaian

Paragraf 1
Perizinan Lembaga Kliring dan Penjaminan, dan

Lembaga Penyimpanan dan Penyclesaian

Pasal 14

Yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Lembaga Kliring dan
Penjaminan atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesalan adalah perseroan
terbatas yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam.

Persyaratan dan tata cara perizinan Lembaga Kliring dan Penjaminan atau
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat {1)
diatur lebib lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Paragraf2
Tujuan dan Kepemilikan Lembaga Kliring dan

Penjamin, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian

Pasal 15

Lembaga Kliring dan Penjamin didirtkan dengan tujuan menyediakan jasa kliring
dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa yang tertib, wajar dan efisien.

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian didirikan dengan tujuan menyediakan jasa
ustodian sentral dan penyelesaian transaksi yang tertib, wajar dan efisien.

Lembaga Kliring dan Penjamin, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dapat
memberikan jasa lain berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam.

Rencana anggaran tahunan dan penggunaan keuntungan Lembaga Kliring dan
Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, wajib teriebih dahulu
mendapat persetujuan Bapepam.
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Pasall 6

Yang dapat menjadi pemegang saham Lembaga Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian adalah Bursa Efek, Perusahaan Efek. Biro Administrasi
Efek, Bank Kustodian atau Pihak lain atas persetujuan Bapepam.

Mayoritas saham Lembaga Kliring dan Penjamin wajib dimiliki oleh Bursa Efek.

Paragraf3

Peraturan Yang Wajib Ditetapkan Lembaga Kliring dan Penjamin, dan Lembaga

Penyimpanan dan Penyelesaian

(1)

2

(3)

Pasal 17

Lembaga Kliring dan Penjamin menetapkan pefaturan mengenai kegiatan kliring dan
penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa termasuk ketentuan mengenai biaya
pemakaian jasa.

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian menetapkan peraturan mengenai jasa
Kustodian sentral danjasa penyelesaian transaksi Efek termasuk ketentuan mengenai
biaya pemakaian jasa,

Penentuan biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) disesuaikan
menurut kebutuhan pelaksanaan fungsi Lembaga Kliring dan Penjamiman aiau
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Pasal 18

Peraturan yang wajib ditetapkan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan atau Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian termasuk perubahannya, mulai berlaku setelah mendapat

persetujuan Bapepam.

-
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BABIV
REKSADANA

Bagian Kesatu
Bentuk Hukum dan Perizinan
ReksaDana

Pasal 19
Reksa Dana dapat berbentuk :
a.  Perseroan terbatas; atan
b.  Kontrak Investasi Kolektif.

Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, apat bersifat terbuka
atau tertutup.

Yang dapat menjalankan usaha Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) huruf a adalah perusahaan yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam.

Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b hanya dapat
diselenggarakan oleh Manajer Investasi berdasarkaa Kontrak Investasi Kolekdf,

Persayaaatan dan tata cara perizinan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam
ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 20

Pemegang saham Reksa Dana terbuka dapat menjual kembali sahamnya kepada
Reksa Dana

Dalam hal pemegang saham melakukan penjualan kembali, Reksa Dana terbuka
wajib membeli saham-saham tersebut.

Pengecualian ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya dapat
dilakukan apabila :

a Bursa Efek sebagian besar portofolio Efek Reksa Dana diperdagangkan
ditutup;
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b. perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Eftk Reksa Dana di Bursa
Efek dihentikan;
¢ keadaan darurat; alau

d.  terdapat hal-hal lain yang ditetapkan dalam kontrak pengelolaan investasi
setelah mendapat persetujuan Bapepam.

Pasal 21
Manajer Investasi sebagai pengelola Reksa Dana terbuka berbentuk Kontrak
Investasi Kolektif dapat menjual dan membeli kembali unti penyertaan secara terus
menerus sampai dengan jumah unit penyertaan yang ditetapkan dalam kontrak.
Dalam hal pemegang unit melakukan penjuaan kemnbali, Manajer Investasi wajib
kembali unit penyertaan tersebut.
Pengecualian kelentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya dapat
dilakukan apabila :
a  Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio Efek Reksa Dana diperdagangkan
ditutup;
b. perdagangan Efck atas bagian besar portofolio Efek Reksa Dana di Bursa Efek
dihentikan;
¢. keadaan darurat; atau

d. terdapat hal-hal lain yang ditetapkan dalam kontrak pengelolaan investasi
setelah mendapat persetujuan Bapepam.

Bagian Kedua
Pengelolaan Reksa Dana
Pengelolaan Reksa Dana, baik yang berbentuk perseroan terbatas maupun yang
berbentuk Kontrak Investasi Koleklif dilakukan oleh Manajer Invesasi ber-
dasarkan kontrak.

Kontrak pengelolaan Reksa Dana berbentuk perseroan terbatas dibuat oleh direksi
dengan Manajer Investasi.



3

)

Kontrak pengelolaan Reksa Dana terbuka berbentuk Kontrak Invesiasi Kolektf
dibuat antara Manajer Investa.si dengan Bank Kustodian.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) diatur lebib lanjut
oleh Bapepam.

Pasal23

Manajer Reksa Dana terbuka berbentuk perseroan terbatas dan Konirak Investasi
Kolektif wajib menghitung nilay pasar wajar dari Efek dalam poertefolio setiap han bursa
berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam.

Pasal 24

Nilai saham Reksa Dana terbuka berbemuk perseroan terbatas dan nilai umit penyertaan
Kontrak Investasi Kolektif ditentukan berdasarkan nila aktiva bersih.
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Pasal 25
Reksa Dane dilarang menerima dan atau memberikan pinjaman secara langsung.
Reksa Dana dilarang membeli saham atau unit pernyertaan Reksa Dana lainnya.

Pembatasan investasi Reksa Dana diatur lebih lanjut oleh Bapepam.

Pasal 26
Semua kekayaan Reksa Danas wajib disimpaan pada Bank Kustodian.

Bank Kustodian schbagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilarang terafilizsi dengan
Mamajer Investasi yang mengelola Reksa Danar.

Reksa Dana wajib menghitung nilai aktiva bersih dan mengumumkannya.

Pasal 27

Kontrak penyimpanan kekayaan Reksa Dana berbentuk persercan terbatas dibuat
oleh direksi Reksa Dana dengan Bank Kustodian.

Kontrak penyimpnan kckayaan investasi kolektif dibuat antara Manajer Investasi
degan Bank Kustodian.
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Ketenuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayal (2) diawr iebih lanjut
oleh Bapepam.

Pasal28

Manajer Investasi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan
tugas sebaik mungkin semata-mata untuk kepentingan Reksa Dana,

Dalam hal Manajer Investasi tidak melaksanakan kewa jibannya sebagaimanya
dimaksud dalam ayat (1), maka Manajer Investasi lersebut wajib bertanggung jawab
atas segala kerugian yang timbui karena tindakannya,

BABV
PERUSAHAAN EFEK, WAKIL PERUSAHAAN EFEK
DAN PENASEHATA INVESTASI

Bagian Kesatu
Perizinan Perusahaan Efek

Pasal 29

Yang dapat melakukan kegiatan usaha sebagai Perusahaan Efsk adalah perseroan
terbatas yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam.

Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) dapat melakukan kegiatan sebagaia Penjamin Emisi Efek, Perantara
Pedagang Efek dan atau Manjer Invesasi serta kegiatan lain sesuai dengn ketentuan
yang ditetapkan oleh Bapepam.

Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara
Pedagang Efek dan atau Manajer Investasi hanya untuk Efek yang bersifat utang
yang jatuh temponya idak lebih dari satu 1ahun, sertifikat deposito, polis asuransi,
Efek yang diterbitkan atau dijamin Pemerintah Indonessia atau Efek lain yang
ditetapkan oleh Bapepam, tidak diwajibkan untuk memperoleh izin usaha sebagai
Perusahaan Efek.
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Persyaratan dan tata eara perizinan Perusahaan Efek diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Pemerintah.

Pasal30

Perusahaan Efek bertanggung jawab terhadap segala kegiatan yang berkaitan degan
Efek yang dilakukan oleh direktur, pegawai serta Pihak lain yang bekerja untuk
perusahaan tersebut.
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Bagian Kedua
Perizinan Wakil Perusahaan Efek

Pasal 31

Yaang dapat melakukan kegiatan sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil
Perantara Pedagang Efek atau Wakil Manajer Investasi hanya perorangan yang
telah memperoleh izin dari Bapepam.

Persyaratan dan tata cara perizinan Wakil Perusahaan Efek diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 32

Perorangan yang memiliki izin untuk bertindak sebagai Wakil Penjamin Emisi
Efek dapat bertindak sebagai Waki Perantara Pedagang Efek.

Perorangan yang memiliki izin untuk bertindak sebagai Wakil Penjamin Emisi
Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek atau Wakil Manajer Investasi dilarang
bekerja pada lebih dari satu Perusahaan Efek.

Bagian Ketiga
Perizinan Penasehat Investasi

Pasal 33

Yang dapat melakukan kegiatan sebagai Penasehat Investasi adalah Pihak yang
telah memperoleh izin usaha dari Bapepam.



(2) Persyaratan dan tata cara perizinan Penasehat Investasi diatur lebih lanjut dengan

Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat
Pedoman Perilaku Perusahaan Efek dan Penasehat
Investasi

Pasal 34

Perusahaan Efek atau Penasehaat Investasi dilarang :

a

menggunakan pengaruh ataau mengadakan tekanan yang bertentang dengan
kepentingan nasabah;

mengungkapkan nama atau kegiatan nasabahnya, kecuali diberi instruksi secara
teerwulis oleh nasabahnya alau diwajibkan menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

mengemukakan secara tlidak benar atau tidak mengemukakan fakta yang maerial
kepada nasabahnya mengenai kemampuan usaha atau keadaan keuangannya;

merekomendasikan pada nasabahnya untuk membeli atau menjual Efek tanpa
memberiahukan adanya kepentingan Perusahaan Efek dan Penasehat Investasi
dalam Efek tersebut; atay

membeli atau memiliki Efek untuk rekening Perusahaan Efek itu sendiri atau
untuk rekening Pihak terafiliasi, jika terdapat kelebihan permintaan beli dalam
Penawaran Umum dalam hal Perusahaan Efek tersebut bertindak sebagai
Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjual, kecuali apabila pesanan Pihak yang
tidak terafiliasi telah terpenuhi seluruhnya.

Pasal 35

Perusahaan Efek atau Penasehat Investasi wajib :

b.

mengetahui latar belakang, keadaan kevangan dan tujuan investasi nasabahnya; dan

membuat dan menyimpan catatan dengan baik mengenai pesanan, transaksi dan
kondisi keuangannya.




Pasal 36
Perusahaan Efek yang menerima Efek dari nasabahnya wayjib :

a  menyimpan Efek tersebut dalam rekening yang terpisah dari rekening Perusahaan
Efek; dan

b. menyelenggarakan pembukuan secara terpisah untuk setiap nasabah dan menyediakan
tempat penyimpanan yang aman atas harta nasabahnya;

sesuai dengan tatacara yang ditetapkan oleh Bapepam.

Pasal 37

Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Perantara Pedagang Efek dilarang
melakukan transaksi atas Efek yang tercatal pada Bursa Efek, apabila nasabah yang tidak
teralifiasi dari Perusahaan Efek tersebut telah memberikan instruksi untuk membeli
dan atau menjual Efek yang bersangkutan dan Perusahaan Efek tersebut belum
meijaksanakan instruksi tersebut.

Pasal 38

Penjamin Emisi Efek wajib mematuhi semua ketentuan dalam kontrak penjaminan
emisi Efck sebagaimana dimuat dalam Pernyataan Pendaftaran.

Pasal39

Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek harus mengungkapkan
dalam Prospektus adanya hubungan Afiliasi atau hubungan lain yang bersifat material
antara Perusahaan Efek dengan Emiten,

Pasal 40

Dalam hal Perusahaan bertindak sebagai Manajer Investasi dan juga sebagai Perantara
Pedagang Efek, atau Pihak terafiliasi dari Perusahaan Efek tersebut bertindak sebagai
Perantara Pedagang Efek untuk Reksa Dana, perusahaan Efek atan Pihak teralifiasi
dimaksud dilarang memungut komisi atau biaya dari Reksa Dana yang lebih tinggi dari
komisi atau biaya yang dipungut oleh Peraniara Pedagang Efek yang tidak terafiliasi.



Pasal 41

Perusahaan Efck yang bertindak sebagai Manajer Investasi atau Pihak (erafiliasinya
dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun baik langsung maupun tidak
langsung yang dapat mempengaruhi Manajer Investasi yang bersangkutan untuk membeli
atau menjual Efek untuk Reksa Dana.

BABVI
LEMBAGA PENUNJANG PASAR MODAL
Bagian Kesatm
Kustodian

Paragrar 1
Persetu juan Sebagai Kustedian

Pasal £

(I) Yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian adalah
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Efek, atau Bank Umum yang
telah mendapat persetujuan Bapepam.

(2) Persyaratan dan tata cara pemberian persetujuan bagi Bank Umum sebagai
- Kustodian diatur lebih lanjut dengan Peratran Pemerintah.

Paragraf2
Efek Yang Dititipkan

Pasal 43

(1) Kustodian yang menyelenggarakan kegiatan penitipan bertanggung jawab untuk
menyimpan Efek milik pemegang rekening, dan memenuhi kewajiban lain sesuai
dengan kontrak antara Kustodian dan pemegang rekening dimaksud.

(2) Efek yang dititipkan wajib dibukukan dan dicatat secara tersendiri.

(3) Efek yang tersimpan atau tercatat pada rekening Efek Kustodian bukan merupakan
bagian dari harta Kustodian tersebut.



Pasaldd

Kustodian hanya dapal mengeluarkan cfek atou dana yang tercatat pada rekening Efek
atas perintah tertulis dari pemegang rekening atau Pihak yang diberi wewenang untuk
bertindak atas namanya.

Pasal 45

Kustodian wajib membcerikan ganti rugi kepada pemegang rekening atas setiap
kerugian yang timbul akibat kesalahannya.

Pasal 46

(1) Kustodian atau Pihak terafiliasinya dilarang memberikan keterangan mengenai
rekening efek kepada Pihak manapur, kecuali kepada :

2

a

Pihak yang ditunjuk secara tertulis olch pemegang rekening atau ahli waris
pemegang rekcning;

Polisi, Jaksa atav Hakim uatuk kepentingan peradilan perkara pidana;

Hakim untuk kepenatingan peradilan perkara perdaa atas permintaan Pihak-
pihak yang berperkara;

Pejaba Pajak untuk kepentingan perpajakan;

Bapepam, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Emiten, Biro

Administrasi Efek atau Kustodian lain dalam rangka melaksanakan fungsinya
masing-masing; atau

Pihak yang memberikan jasa kepada Kustodian termasuk konsuiltan,
Konsultan Hukum dan Akuntan Publik.

Setiap Pihak sebagaimana dimaksud dalama ayat (1) huruf a sampai dengan huoruf f
yang memperoieh keterangan mengenai rekening Efek dari Kustodian atau Afiliasinya
dilarang memberikan keterangan dimaksud kepada Pihak manapun, kecuali
dperiukan dalam pelaksanaan fungsinya masing-masing.

Permintaan untuk memperoleh keterangan mengenai rekening Efek nasabah
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, huruf ¢, dan huruf d diajukan oleh
Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung atau
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Direkwr Jenderal Pajak kepada Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung,
Ketua Mahkamah Agung atau Direktur Jenderal Pajak kepada Bapepam untuk
memperoleh persetujuan dengaan menyebutkan nama danjabatan polisi, jaksa, hakim
atau pejabat pajak, dan nama atau nomor pemegang rekening serta sebab-sebab
keterangan diperiukan serta alasan pengajuan permohonan permintaan.

Bagian Kedua
Biro Administrasi Efek

Pasal 47

Yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Biro Administrasi Efek
adalah perseroan terbatas yang telah mempefoleh izin usaha dari Bapepam.

Persyaratan dan tata cafa perizinan Biro Administrasi Efek sebagaimana
dimaksudkan dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 48

Pendaftaran pemilikan Efek dalam buku daftar pemegang Efek Emiten dan
pembangian hak yang berkaitan dengan Efek dapat dilakukan oleh Biro Administrasi
Efek berdasarkan konrak yang dibuat oleh Emiten dengan Biro Administrasi Efek
dimaksud.

Kontrak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib secara jelas memuat hak dan
kewa jiban Biro Administrasi Efek dan Emiten, termasud kew jiban kepada pemegang
Efek.

Bagian Ketiga
WaliAmanat

Pasal 49
Kegiatan usaha sebagaimana Wali Amanat dapat dilakukan oleh :
a  Bank Umum; dan

b, Pihak jain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
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Untuk dapat menyelenggaraan kegiatan usaha sebagai Wali Amanat. Bank Umum
atau Pihak lain. sehagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib terlebih dahulu terdaftar
di Bapepam.

Persyaratan dan tata cara pendafiaran Wali Amanat diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Pemerintah.

Pasal 50

Wali Amanat dilarang mempunyai hubunganAfiliasi dengan Emiten, kecuali hubungan
Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modai Pemerintab.

Wall Amanat mewakili kepentingan pemegang Efek bersifat utang baik di dalam
maupun di luar pengadilan.

Wali Amanat dilarang mempunyai hubungan kredit dengan Emiten dalam jumlab
sesuai dengan ketentuan Bapepam yang dapat mengakibatkan benturan kepentingan
antara Wali Amanat sebagai kreditur dengan pemegang Efek bersifat utang.

Penggunaan jasa Wali Amanal ditentukan dalam peraturan Bapepam.

Pasal 51

Emiten dan Wali Amanat wajib membuat kontrak perwaliamanatan sesuai dengan

ketentuan yang ditetapkan oleb Bapepam.

Pasal 52

Wali Amanat wajib memberikan ganti rugi kepada pemegang Efek bersifal utang atas
kerugian karena kelalaiannya dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana diatur daiam
Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya $erta kontrak perwaliamanatan.

Pasal53

Wali Amanat dilarang merangkap sebagai penanggung dalam emisi Efek bersifat
ulang yang sama
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BAB VII
PENYELESAIAN TRANSAKSI BURSA DAN
PENITIFAN KOLEKTIF

Bagian Kesatu

Penyelesaian Transaksi Bursa

Pasal54

Penyelesaian Transaksi Bursa dapat dilaksanakan dengan penyelesaian pembukuan,
penyelesaian fisik atau cara lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Lembaga Kliring dan Penjamin wajib menjamin penyelesaian Transaksi Bursa.
Tata cara dan jaminan penyelesaian Transaksi Bursa sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) dan ayat (2) didasarkan pada kontrak antara Bursa Efck. Lembaga Kliring
dan Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Untuk menjamin penyelesaian Transaksi Bursa sebagaimana dimaksud dalam ayat
(2). Lembaga Kliring dan Penjaminan dapat menetapkan dana jaminan yang wajib
dipenuhi oleh pemakai jasa Lembaga Kliring dan Penjaminan.

Kontrak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan penetapan dana jaminan
sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (4) mulai berlaku setelah mendapatkan
persetujuan Bapepam.

Bagian Kedua
Penitipan Kolektif

Pasal55

Efek dalam Penitipan Kolekiif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyeclesaian
dicatat dalam buku daftar pemegng Efek Emiten atas nama Lembaga Penyimpanan
dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada lembaga Penyim-
panan dan Penyelesaian yang bersangkutan.

Efek dalam Penitipan Kolekiif pada Bank Kustodian alau Perusahaan Efek yang
dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat
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atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek termaksud untuk kepentingan
pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.

Apabila Efek dalam Penitipan Kolektifpada Bank Kustodian merupakan bagian dari
portofolio Efek dari suatu Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termaksud dalam
Penitpan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Efek
tersebut dicatat dalam buku daftar pemegang Efek Emiten alas nama Bank
Kustodian untuk kepentingan pemilik unit penyertaan dari Konirak Investasi
Kolekuf tersebut.

Emiten wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada Lembaga Penyimpanan
dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atav Bank Kustodian
sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku
daftar pemegangg Efek Emiten.

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek
wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti
pencatatan dalam rekening Efek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 56

Dalam Penitipan Kolektif, Efek dari jenis dan kelas yang sama yang diterbitkan oleh

Emiten tertentu dianggap sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain.

(1

2)
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Pasal 57

Kustodian wajib mencatat mutasi kepemilikan Efek dalam Penitipan Kolektif
dengan menanbah dan mengurangi Efek pada masing-masing rekening Efek.

Emiten wajib memutasikan Efek dalam Penitipan Kolekiif yang terdafiar atas
nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dalam buku
daftar pemegang Efek Emiten menjadi alas nama Pihak yang ditunjuk oleh
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian.

Emiten wajib menolak pencatatan Efek ke dalam Penitipan Kolekiif apabila
Efek tersebut hilang atau musnah, kecuali Pibak yang menerima mutasi dimaksud
memberikan bukti dan atau jaminan yang cukup bagi Emiten.

Emiten wajib menolak pencatatan Efek masuk kedalam Penitipan Kolektif apabila
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Efek tersebut dijamin berdasarkan putusan pengadilan atau disita untuk kepentingan
pemeriksaan perkara pidana.

Pasa] 53
Pemegang rckening sewaktu-wakiu berhak menarik dana dan atau Efek dari
rekening Efeknya pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dapat menolak penarikan dana dan atau
pemutasian Efek dari rekening Efek sebagaimana dimaksud diblokir, dibekukan
alau dijaminkan.

Pemblokiran Rekening Efek sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya dapat
dilakukan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas perintah tertulis dari
Bapepam, atau berdasarkan permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Dacrah,
Kepala Kejaksaan Tinggi atau Ketwa Pengadilan Tinggi untuk kepentingan
peradilan dalam perkara perdata atau pidana.

Pasal 59
Pemegang rekening yang Effeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak
mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Efek

Emiten, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan
Efek wajib segera menyerahkan deviden, bunga, saham bonus atau hak-hak lain
sehubungan dengan pemilikan Efek dalam Penitipan Kolektif kepada pemegang
rekening.

Pasal 60

Efek dalam Penitipan Kolektif, kecuali Efek atas rekening Reksa Dana dapat di-
pinjamkan atau dijaminkan.

Pasal6l

Anggaran dasar Emiten wajib memuat ketentuan mengenai Penitipan Kolektif.

Pasal 62

Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif diatur lebih lanjut oleh Bapepam.
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BAB vilI
PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Bagian Kesatu

Pendaftaran Profesi Pemunjang Pasar Modal

Pasal 63
Profesi Penunjang Pasar Modal terdiri atas
a  Akuntan;
b. Konsultan Hukum;
c.  Penilaian:
d. Notaris; dan
€. Profesi lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Untuk dapat melakukan kegiatan di bidang pasar modal. Profesi Penunjang Pasar
Modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib terlebih dahulu terdafiar di
Bapepam.

Ketentuan mengenai pendaftaran Profesi Penunjang Pasal Modal ditetapkan dengan
Peraturan Pemerintah.

Pasaléd

Pendaftaran Profesi Penunjang Pasar Modal di Bapepam menjadi batal apabila izin
profesi yang bersangkutan dicabut.oleh instansi yang berwenang.

Jasa dari Profesi Penunjang Pasar Modal di bidang pasar modal yang telah
diberikan sebelumnya tidak menjadi batal karena batalnya pendaftaran profesi,
kecuali apabila jasa yang diberikan tersebut merupakan sebab dibatalnya pen-
daftaran atau dicabutnya izin profesi yang bersangkutan.

Dalam hal pendaftaran Profesi Penunjang Pasar Modal dibatalkan. Bapepam dapat
melakukan pemeriksaan atau penilaian atas jasa lain berkaitan dengan pasar modal
yang telah diberikan sebelumnya oleh Profesi Penunjang Pasar Modal dimaksud
untuk menentukan berlaku atau tidak berlakukan jasa tersebut.



(4) Dalam hal memutuskan bahwa jasa yang diberikan oleh Profesi Penunjang Pasar
Modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak berlaku. Bapepam dapal .
mewa jibkan perusahaan yang menggunakan jash' Profesi Penunjang Pasar Modal
lain untuk melakukan pemeriksaan dan penilaian atas .bcru_sahaan dima)csud.

Bagian Kedua
Kewajiban Profesi Penunjang Pasar Modal
]

Pasal 65

Setiap Profesi Penunjang Pasar Modal wajib mentaati kode etik dan standar profesi yang
ditetapkan oleh asosiasi profesi masing-masing sepanjang tidak bertentangan dengan
Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya.

Pasal 66

Dalam melakukan kegiatan usaha di bidang pasar modal. Profsi Penunjang Pasar Modal
wajib memberikan pendapat atau penilaian yang independen.

Pasal 67

Akuntan yang lerdaftar pada Bapepam yang memeriksa laporan keuangan Emiten,
Bursa Efek, Lembaga Kiiring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
dan Pihak lain yang melakukan kegiatan di bidang pasar modal wajib menyampaikan
laporan yang sifatnya rahasia kepada Bapepam selambat-lambatnya dalam wakw 3
(tiga) hari kerja sejak diternukan adanya hal-hat sebagai berikut :

a  pelanggaran yang dilakukan terhadap ketentvan dalam Undang-Undang ini dan
alau peraturan pelaksanaannya; atau '

b  hai-hal yang dapat membahayakan keadaan kecuangan lambaga termaksud, atau
kepentingan para nasabahnya.
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Bagian Ketiga
Standar Akuntansi

Pasal 68

Laporan keuangan yang disampaikan kepada Bapepam wajib disusun berdasarkan
prinsip akuntansi yang beriaku umum.

Tanpa mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Bapepam dapat
menentukan ketentuan akuntasi di bidang pasar modal

BABIX
EMITEN DAN PERUSAHAAN PUBLIK

Bagian Kesatu
Pernyataan Pendaftaran

Pasal 69

Yang dapat melakukan Penawaran Umum hanyalah Emiten yang telah menyampaikan
Persyaratan Pendaftaran kepada Bapepam untuk memawarkan atau menjual Efek
kepada masyarakat dan Pemyataan Pendaftaran tersebut telah efektif.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1} tidak berlaku bagi penawaran
Efek yang bersifat utang yang jatuh temponya tidak lebih dari saw tahun,
sertifikat deposito, polis asuransi, Efek yang dikeluarkan/diterbitkan atau dijamin
Pemerintah Indonesia atau Efek lain yang ditetapkan oleh Bapepam.

Pasal 0

Tidak satu Pihakpun dapat menjual Efek dalam Penawaran Umum, kecuali pembeli
atau pemesan menyatakan dalam formulir pemesanan Efek bahwa pembeli atau pemesan
telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospekiur berkenan
dengan Efek yang bersangkutan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan.

(1

Pasal 71

Penjamin Pelaksana Emisi Efek ditunjuk oleh Emiten
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Dalam hal Penjamin Pelaksana Emisi Efek lebih dari sate; maka Penjamin Pelaksana
Emisi Efek bertanggung jawab baik sendiri-sendirt maupun bersama-sama atas
penyelenggaraan Penawaran Umum.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Emiten bertanggung jawab atas kebenaran dan
kelengkapan Pernyataan Pendaftaran yang disampaikan kepada Bapepam.

Pasal 72

Setiap Perusahaan Publik wajib menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada Bapepam.

(1)
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Bagian Kedua
Tata Cara Penyampaian Pernyatasn Pendaftaran

Pasal 73

Pemnyataan Pendafiaran menjadi efektif pada hari ke-45 (empal puluh lima) sejk
diterimanya Pernyataan secara lengkap atau pada tanggal yang lebih awal jika
dinyatakan efektif oleh Bapepam.

Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bapepam dapat
menerima perubahan dan atau tambaban informasi dari Emiten atau Perusahaan
Publik.

Dalam hal Perusahaan Publik atau Emiten menyampaikan perubahan atau tam-
bahan informasi, Pernyataan Pendaftaran tersebut dianggap telah disampaikan
kembali pada tanggal diterimanya perubahan atau tambahan informasi tersebut.

Pernyataan Pendaftaran tidak dapat menjadi efektif sampai saat informasi tambahan
atau perubahan atau perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterima
dan telah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Bapepam.

Pasal 74

Bapepam wajib memperhatikan kelengkapan, kecukupan, onjektivias, kemudahan
untuk dimengerti dan kejelasan dokumen Pernyataan Pendaftaran untuk
memastikan bahwa Pernyataan Pendaftaran memenuhi prinsip ke¢terbukaan.

Bapepam tidak memberikan penilaian atas keunggulan dan kelemahan suatu Efek.



Pasal7§

Jika datam.Pernyataan Pendaftaran dinyatakan bahwa Efek akan dicatatkan pada Bursa
Efek dan ternyata persyaratan pencatatan tidak dipenuhi, maka penawaran atas Efek
batal demi hukum dan pembayaran pesanan Efek dimaksud wajib dikembalikan kepada

pemesan.

Pasal 7%

Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara penyampaian Pernyataan Pendaftaran
diatur lebih lanjut oleh Bapepam.
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Bagian Ketiga
Prospektus dan Pengumuman

Pasal 77

Setiap Prospektus dilarang memuat keterangan yang tidak benar tentang fakta
material, atau tidak memuat kelerangan yang benar tentang fakta material yang
diperlukan agar Prospektus tidak memberikan gambaran yang menyesatkan.

Setiap Pihak dilarang menyatakan baik langsung maupun tidak langsung bahwa
Bapepam telah menyelujuimengizinkan atau mengesahkan suatu Efek, ataupun telah
melakukan penelitian atas berbagai segi keunggulan atau kelemahan dari suatu
Efek

Ketentuan mengenai Prospektus diatur lebih lanjut oleh Bapepam.

Pasal78

Setiap pengumumam dalam media massa yang berhubungan dengan suatu
Penawaran Umum dilarang memuat keterangan yang tidak benar tentang fakia
material dan atau tidak memuat persyaratan tentang fakta material yang diperlukan
agar Keterangan yang dimuat di dalam pengumumantersebut tidak memberikan
gambaran yang menyesatkan.

Hal-hal yang diumumkan dan isi serta persyaratan pengumuman sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1} diatur lebih lanjul oleh Bapepam.



Bagian Keempat
Tanggung Jawab Atas Informasi Yang Tidak Benar Atan Menyesatkan

Pasal 79

(I} Jika Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Pepawaran Umum memuat informasi

2)

(3)

)

yang tidak benar tentang [akta material atau tidak memuat informasi fakta material
sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya
schingga informasi diraksud menyesatkan, maka :

a  setiap Pihak yang menandatangani Pernyataan Pendafiaran:

b. direktur atau komisaris Emiten pada waktu Pernyataan Pendafiaran men jadi
efektif;

¢. Penjamin Pelaksana Emisi Efek; dan

d  Profesi Penunjang Pasar Modal atau Pihak lain yang memberikan pendapat
atau keterangan dan atas persetujuannya dimuat dalam Pernyataan Pendaftaran

wajib bertanggung jawab baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atas kerugian
yang timbul akibat perbuatan dimaksud.

Pihak sebgaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, hanya bertanggung jawab atas
pendapat atau keterangan yang diberikannya.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku dalam hal Pihak
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) buruf ¢ dan huruf d dapat membuktikan
bahwa Pihk yang bersangkutan telah bertindak secara profesional dan telah
mengambil langkah-langkah yang eukup untuk memastikan bahwa :

a  persyaratan atau keterangan yang dimuat dalam Pernyataan Pendaftaran adalah
benar; dan

b. tidak ada fakia material yang diketahuinya yang tidak dimuwat dalam
Pernyataan Pendaftaran yang diperlukan agar Pernyataan Pendaftaran
tersebut tidak menyesatkan.

Tuntutan ganti rugi dalam hal terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksudkan
dalam ayat (1), hanya dapat diajukan dalam jangka wakt 5 (lima) tahun sejak
Pernyataan Pendafiaran efektif.
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Pasal 80

SetiapPihak yang menawarkan atau menjual Efck dengan menggunakan Prospektus
atau dengan cara lain baik tertulis maupun lisan yang memuat informasj yang
tidak benar tentang fakta material atau tidak memuat informasi tentang fakta material
dan Pihak tersebut mengetahui atau sepalutnya mengetahui mengenai hak tersebut,
wajib bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat Ferubahan dimaksud.

Pembeli Efek yang telah mengetahui bahwa informasi tersebut tidak benar dan
menyesatkan sebelum melaksanakan pembelian Efek tersebut tidak dapat mengajukan
tuntutan ganti rugi terhadap kerugian yang timbul dari transaksi Efek dimaksud.

Bagian Kelima
Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Benturan
Kepentingan, Penawaran Tender, Penggabungan,
Peleburan dan Pengambilalihan

Pasal 81

Bapepam dapat mewa jibkan Perusahaan Publik atau emiten untuk memberikan Hak
Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada sctiap pemegang saham secara profesional,
apabila Perusahaan Publik atau Emiten tersebul menerbitkan saham atau Efek yang
dapat ditukar dengan saham Perusahaan Publik atau Emiten tersebut.

Bapepam dapat mewajibkan Perusahaan Publik atau Emiten untuk memperoleh
persetujuan mayoritas pemegang saham independen, apabila Perusahaan Publik atau
Emiten tersebut melakukan transaksi dimana kepentingan ekonoms Perusahaan
Publik atau Emiten tersebut berbenturan dengan kepentingan ekonomis pribadi
direktur, komisaris atau pemegang saham utama Perusahaan Publik atau Emiten
dimaksud.

Persyaratan dan tata cara penerbitan hak memesan Efek terlebih dahulu dan transaksi
yang mempunyai benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan
ayat (2), diatur lebih lanjut oleh Bapepam.

Pasal 82

Setiap Pihak yang melakukan Penawaran Tender untuk membeli Efek Perusahaan Publik



atau Emiten wajib mengikuti ketentuan mengenai keterbukaan, kewajaran dan pelaporan
yang ditetapkan oleh Bapepam.

Pasal 83

Perusahaan Publik atau Emiten yang melakukan penggabungan, peleburan, atau
pengambilalihan perusahaan lain, wajib mengikuti ketentuan mengenai keterbukaan,
kewajaran dan pelaporan yang ditetapkan Bapepam.

BABX
PELAPORAN DAN KETERBUKAAN INFORMASI

Pasal 84

Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian,
Reksa Dana, Perusahaan Ef:zk, Penaschat Investasi, Biro Administrasi Efek, Bank
Kustodian, Wali Amanat serta Pihak lainnya yang telah memperoleh izin, persetujuan
atau pendaftaran dari Bapepam wajib menyampaikan laporan kepada Bapepam.

Pasal85
(1) Emiten yang Persyaratan Pendaftaran telah menjadi efektif atau Perusahaan Publik
wajib:
a  menyampaikan laporan secara berkala kepada Bapepam dan mengumumkan

laporan tersebut kepada masyarakat; dan

b. menyampaikan laporan kepada Bapepam dan menggumumkan kepada
masyarakat tentang material yang dapat mempengaruhi harga efek selambat-
lambatnya pada akhr hari kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya peristiwa tersebut.

(2) Perusahaan Publik atau emilen yang Persyaratan Pendaftarannya telah menjadi
efektif dapat dikecualikan dari kewajiban untuk menyampaikan laporan sebagimana
dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam.

Pasal 86

(1) Direktur atau komisaris Perusahaan Publik atau Emiten wajib melaporkan kepada



Bapepam atas kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham
perusahaan tersebut.

(2) Setiap Pihak yang memiliki sekurang-kurangnya 5% (lima perseratus) saham
Perusahaan Publik atau Emiten wajibmelaporkankepada Bapepam atas kepemilikan
danscuapperubahan kepemilikannya atas saham perusahaan tersebut.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayal (2) wajib disampaikan
selambat--lambatnya a 10 (sepuluh) hari sejak terjadinya kepemilikan atas saham
Perusahaan Publik atau Emiten tersebut,

Pasal87

Ketentuan dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84,
Pasal 85 dan Pasal 86 diatur lebih lanjut oleh Bapepam.

Pasal 88

(1) Informasi yang wajib disampaikan oleh setiap Pihak kepada Bapepam berdasarkan
ketentuan Undang-undang ini dan atau peraluran pelaksanaannya, lersedia uniuk
umum.

(2) Pengecualian ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayai (1) hanya dapal
dilakukan oleh Bapepam.

BABXI1
PENIPUAN, MANIPULASI PASAR DAN
PERDAGANGAN ORANG DALAM

Pasal 89

Dalam kegiatan perdagangan Efek, setiap Pihak dilarang secara langsung atau tidak
langsung:

a menipu atau mengelabui Pihak lain dengan menggunakan sarana dan atau cara apapun;
b. lurut serta menipu alau mengelabui Pihak Jain: dan

¢. membual pernyataan tidak benar mengenai fakta yang malerial atau tidak mengun-
gkapkan fakta yang material agar pernyataan yang dibual tidak menyesatkan



mengenai keadaan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat dengan maksud untuk
mengutungkan atau menghindarkan kerugian untuk diri sendiri atau Pihak lain atau
dengan tjuan mempengaruhi Pihak lain untuk membeli atau menjual Efek.

Pasal®0

Setiap Pihak dilarang melakukan tindakan baik langsung maupu tidak langsung dengan
tujuan untuk menciptakan gambaran semu atay menyesatkan mengenai kegiatan
perdagangan, keadaan pasar atau harga Efek di bursa Efck.

Pasal 91

Setiap Pihak baik sendiri-sendiri maupun bersamadengan Pihak lain, dilarang melakukan
2 (dua) transaksi Efek atau lebih baik langsung maupun tidak langsung sehingga
menyebabkan harga Efek di Bursa Efek tetap, naik atau turun dengan juan mem-
pengaruhi Pihak lain untuk membeli, menjual atau menahan Efek.

Pasal 92

Setiap Pihak dilarang, dengan cara apapun, membuat pernyataam atau memberikan
keterangan yang secara material tidak benar atau menyesatkan sehingga mempengaruhi
harga Efek di Bursa Efck, apabila pada saat pernyataan dibuat atau keterangan diberikan :

a Pihak yang bersangkutan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pernyataan
atau keterangan tersebut secara material tidak benar atau menyesatkan; atau

b, Pihak yang bersangkutan tidak cukup berhati-hati dalam menetukan kebenaran
material dari pernyataan atau keterangan tersebut.

Pasal93

Bapepam dapat menetapkan tindakan tertentu yang dapat dilakukan oleh Perusahaan
Efek yang bukan merupakan tindakan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 90 dan Pasal 9],

Pasal 94

Orang Dajam dari Perusahaan Publik atau Emiten yang mempunyai Informasi Orang Dalam
dilarang melakukan pembelian atau penjualan atas Efek :



a

b,

Perusahaan Publik atau Emiten dimaksud; atau

perusahaan lain yang melakukan transaksidengan Perusahaan Puhlik atau Emiten
yang bersangkutan,

Pasal 95

Orang Dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 dilarang :

a

(1)

(2

mempengaruhi Pihak lain untuk melakukan pembelian atau penjualan atas Efek
dimaksud; atau

memberi [nformasi Orang Dalam kepada Pihak manapun yang patut diduganya dapat
menggunakan informasi dimaksud untuk melakukan pembelian atau penjualan atas
Efek.

Pasal 96

Setiap Pihak yang mengusahakan untuk memperoleh Informasi Orang Dalam dari
Orang Dalam secara melawan hukum dan kemudian memperolehnya, dikenakan
larangan yang sama dengan larangan yang berlaku bagi Orang Dalam sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 94 dan Pasal 95

Pihak yang mengusahakan untuk memperoleh Informasi Orang Dalam dan
kemudian memperolehnya tanpa melawan hukum tidak dikenakan larangan yang
berlaku bagi Orang Dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 dan Pasal
95, sepanjang informasi tersebut disediakan oleh Perusahaan Publik atau Emiten
tanpa pembatasan.

Pasal 97

Perusahasn Efek yang memiliki informasi Orang Dalam mengenai Perusahaan Publik
atay Emiten dapat melakukan transaksi Efek Perusahaan Publik atau Emiten tersebut,
apabila:

a

transaksi tersebut dilakukan bukan atas tanggungannya sendiri tetapi nasabahnya;
dan

Perusahaan Efek tersebut tidak memberikan rekomendasi kepada nasabahnya
mengenar Efek yang bersangkutan,



Pasal 98

Bapepam dapal menetapkan transaksi Efek yang udak termasuk transaksi Efek yang
dilarang sebagimana dimaksud dalam Pasal 94 dan Pasal 95

BABXII
PEMERIKSAAN

Pasal 99

(1) Bapepam dapat mengadakan pemeriksaan terhadap setiap Pihak yang diduga
melakukan terlibat dalam pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan
pelaksanaannya.

)

3

Dalam rangka pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Bapepam
mempunyai wewenang untuk :

meminta keterangan dan atau konfirmasi dari Pihak yang diduga melakukan
atau terlibat dalam pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau
peraturan pelaksanaannya atau Pihak lain apabila dianggap perly;

mewajibkan Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran
terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya untuk melakukan
atau tidak melakukan kegiatan tertentu;

memeriksa dan atau membuat salinan terhadap catatan, pembukuan, dan atau
dokumen lain baik milik Pihak yang diduga melakukan atau terlihat dalam
peraturan pelaksanaannya maupun milik Pihak lain apabila dianggap perly;
dan atau

menetapakan syarat dan atau mengizinkan Pihak yang diduga melakukan atau
terlihat dalam pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan
pelaksanaannya untuk melakukan tindakan tertentu yang diperlukan dalam rangka
penyelesaian kerugian yang timbul.

Pengaturan mengenai tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.



BAB XIIl
PENYIDIKAN

Pasal 100

(1) Dalam hal Bapepam berpendapat bahwa suatu pelanggaran terhadap Undang-
undang ni dan atau peraturan pelaksanaannya mengakibatkan kerugian bagi
kepentingan pasar modal dan atau membahayakan kepentingan pemodal atau
masyarakal. Bapepam dapat menetapkan dimulainya tindakan penyidikan.

(2)

3

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Bapepam diberi wewenang
khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang
pasar modal, berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor & Tahun 1981
tentang Hukum AcaraPidana.

Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berwenang:

a

melakukan penelitian atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan
tindak pidana di bidang pasar modal;
melakukan penelitian terhadap Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam
tindak pidana di bidang pasar modal,

memanggil, memeriksa, dan meminta keterangan dan bahan bukt dari setiap
Pihak yang disangka melakukan tindak pidana di bidang pasar modal;

melakukan pemeriksaan atas pembukuan, calatan dan dokumen lain berkenaan
dengan tindak pidana di bidang pasar modal;

melakukan pemeriksaan di sctiap tempat tertentu yang diduga terdapat setiap
bahan bukti pembukuan, peneatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan
terhadap bahan yang dapat dijadikan bahan bukti dalam perkara tindak pidana
di bidang pasar modal;

memblokir Rekening pada bank atau lembaga keuangan lain dari Pihak yang
diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di bidang pasar modal;

meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana
di bidang pasar modat.

{4y Dalam rangka pelaksanaan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
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(3)

Bapepam dapat mengajukan permohonan izin kepada Menteri Keuangan untuk
memperoleh keterangan dari bank tentang keadaan keuangan tersangka pada bank
sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan.

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) memberitahukan dimulainya
penyidikan dan menyampaian hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai
dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum acara Pidana.

Dalam rangka pelaksanaan kewewenang penyidikan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1), Bapepam dapat meminta bantuan aparat penegak hukum lain.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal101

Bapepam dapat mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran Undang-
undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya yang dilakukan oleh setiap Pihak
yang memperoleh izin, persetujuan atan pendaftaran dari Bapepam.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa :
a. peringatan tertulis;
b.  denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;

pembatasan kegiatan usaha;

2]

d. pembekuan kegialan usaha;
e. pencabutan izin usaha;

f.  pembatalan persetujuan; dan
g  pembatalan pendaftaran.

Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam
ayat {1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.



BAB XV
SANKSI PIDANA

P asall02

(1) Setiap Pihak yang tetap meneruskan melakukan kegiatan di pasar modal tanpa izin,
persetujuan alau melakukan pendafiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7,
Pasal 14, Pasal 19, Pasal 29, Pasal 33, Pasal 42, Pasal 47, Pasal 49, dan Pasal 63
meskipun telash diperingaikan oleh Bapepam, diacam dengan pidana penjara
paling lama 3 (tiga) tahun dan denda setingi-tingginya Rp. 5.000.000.000,00 (tima
milyar rupiah).

(2) Setiap Pihak yang letap meneruskan melakukan kegiatan lanpa memperoleh izin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3] meskipun telah diperingatkan oleh Bapepam,
diancam dengan pinada kurungan paling lama | (satu) tahun dan denda setinggi-
tingginya Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

Pasal 103

Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaiman dimaksud dalam Pasal 89, Pasal 90,
Pasal 91, Pasal 92, Pasal 94 dan Pasal 96 ayat (1) diancam dengan pidana penjara
paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp. [5.000.000,00
(lima belas milyar rupiah)

Pasal 104

Manajer Investasi dan atau Pihak terafiliasinya yang melanggar ketentuan sebagaiamana
dimaksud dalam Pasal 41 dianeam dengan pidana kurungaan paling lama 1 (satu) tahun
dan denda setinggi-lingginya Rp. 1.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasa] 105

(1) Setiap Pihak yang tetap melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 69 meskipun telah diperingatkan oleh Bapepam, diancam
dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda setinggi-tingginya
Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).

(2) Setiap Pihak yang tetap melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana



dimaksud dalam Pasal 72 meskipun telah diperingatkan oleh Bapepam, diancam
dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda selinggi-tingginya Rp.
5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Pasal 106

Setiap Pihak yang dengan sengaja berytujuan menipu atau merugikan Pihak lain atau
menyesatkan Bapepam, menghilangkan, memusnahkan, menghapuskan, mengubah,
mengaburkan, menyembunyikan atau memalsukan catatan dari Pihak yang memperoleh
izin, persetujuan atau pendaftaran termaksud Emiten dan Perusahaan Publik, diancam
dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda setinggi-tingginya
Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Pasal 107

{1) Ancaman pidana penjara atau pidana kuruhgan dan denda sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 102, Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, dan Pasal 106 berlaku pula bagi
Pihak yang baik langsung maupun tidak langsung mempengaruhi Pihak lain untuk
melakukan pelanggaran pasal-pasal dimaksud.

(2) Ancaman pidana penjara atau pidana kurungan dan denda sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak yang dapai membuktikan bahwa ia tidak
menyebabkan baik langsung maupun tidak langsung terjadinya tindakan yang
melanggar ketentvan Pasal 102, Pasal 103, Pasal 105 atau Pasal 106.

Pasal 108

Setiap Pihak yang tidak mematuhi atau menghambat pelaksanaan ketentuan sebagai-
mana dimaksud dalam Pasal 99, diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu)
tahun dan denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 109
{1} Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2), Pasal 104 dan
Pasal 108 adalah pelanggaran.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1), Pasal 103,
Pasal 105 dan Pasal 106 adalah ke jahatan.
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BAB Xv1
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 110

Saham Reksa Dana terbuka berbentuk perseroan terbatas diterbitkan tanpa nilai
nominal.

Pada saal pendidrian Reksa Dana berbeniuk perseroan lerbatas, paling sedikit 1%
{(satu per seratur) dari modal dasar Reksa Dana telah ditempatkan dan disetor.

Pelaksanaan pembelian kembali saham Reksa Dana berbentuk perseroan terbatas dan
pengalihan lebih lanjul saham tersebut dapa: dilakukan tanpa mendapal perselujuan
Rapat Umum Pemegang Saham.

Dana yang digunakan untuk membeli kembali saham Reksa Dana berbentuk perseroan
terbatas berasal dani kekayaan Reeksa Dana.

Pasal 111

Reksa Dana yang berbentuk perseroan terbatas tidak diwajibkan untuk membentuk
dana eadangan.

Dalam hal Reksa Dana membentuk dana cadangan, maka besarnya dana eadangan
sesuat dengan ketntuan yang ditetapkan oleh Bapepam.

Pasal 112

Setiap Pihak yang menderita kerugian sebagai akibat dari pelanggaran atas Undang-

undang ini dan atau peraluran pelaksanaannya, dapat menuntut ganti rugi, baik sendiri-

sendiri maupun bersama-sama dengan Pihak lain yang memiliki tuntutan yang serupa,
terhadap Pihak alau Pihak-pihak yang berlanggung jawab alas pelanggaran tersebut.

Pasal 113

Bapepam dan Bank Indonesia wajib mengadakan konsuliasi sesuai dengan fungsinya
masing-masing dalam mengatasi kegiatan Kustodian dan Wali Amanat, atau kegiatan lain
yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang dilakukan oleh Bank
Umum di pasar modal.



BABXVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 114

Setiap perusahaan yang telah memenuhi kriteria sebagai Perusahaan Publik sebagaimana
diatur dalam Undang-undang ini dan belum menyampaikan Pernyataan Pendaflaran
kepada Bapepam sampai dengan tanggal diundangkannya Undang-undang ini wajib
memenuhi ketentuan dalam Undang-undang ini selambat-lambatnya 2 (dua) tahun setelah
Undang-undang ini diundangkan.

Pasal 115

Dengan berlakunya Undang-undang ini, maka:

i

semua peraluran yang telah dikeluarkan sebelum Undang-undang ini, dinyatakan tetap
berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini atau belum diatur
yang baru berdasarkan Undang-undang ini;

semua izin usaha, izin perorangan, persetu juan dan pendaftaran yang telah dikeluarkan
sebelum berlakunya Undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku;

Pernyataan Pendaftaran dan Permohonan izin usaha, persetujuan dan pendaftaran
yang telah diajukan sebelum berlakunya Undang-undang ini diselesaikan berdasarkan
ketentuan yang berlaku sebelum berlakunya Undang-undang ini; dan

Kegiatan Kliring, penyelesaian transaksi Efek dan penyimpanan Efek yang selama
mni dilaksanakan oleh satu perusahaan berdasarkan izin usaha sebagai Lembaga Kliring
Penyimpanan dan Penyelesaian, tetap dapat dilaksanakan untuk jangka waktu
sebagaimana ditétapakan clkeh Bapepam.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 116

Dengan berlakunya Undang-undang ini, maka Undang-undang Nomor 15 Tahun 1052
tentang penetapan “Undang-Undang Darurat tentang Bursa” (Lembaran Negara Tahun



1951 Nomor 79) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 67)
dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasali17 .
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januan 1996

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

MOERDIONO



RANCANGAN

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR .......... ver. TAHUN it
TENTANG

PASAR MODAL

UMUM

DalamGaris-garis Besar Haluan Negara ditegaskan bahwa sasaran umum
Pembangunan Jangka Panjang Kedua adalah “Terciptanya kualias manusia dan kualitas
masyarakat Indonesia yang maj dan mandiri dalam suasana tenteram dan sejahtera lahir
dan batin, dalam tata kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, yang berdasarkan
Pancasila, daJam svasana kehidupan bangsa Indonesia yang serba berkesinambungan
dan selaras dalam hubungan antara sesama manusia, manusia dengan masyarakat, manusia
dengan alam dan lingkungannya, manusia dengan “Tuhah Yang Maha Esa”. Sedangkan di
bidang ekonomi sasaran Pembangunan yang mandiri dan andal, dengan peningkatan
kemakmuran yang makin merata, pertumbuhan yang cukup tinggi dan stabilitas yang
mantap.

Untuk mencapai sasaran tersebut diperiukan berbagai sarana penun Jjang, antara lain,
tatanan hukum yang mendorong, menggerakkan, dan mengendalikan berbagai
kegiatan pembangunan di bidang ekonomi,

Salah satu tatanan hukum yang diperfukan dalam menunjang pembangunan
ekonomi adalah ketentuan di bidang pasar modal yang pada saat ini masih didasarkan
Pada Undang-undang Nomor 15 Tahun 1952 tentang penetapan “Undang-undang
Darurat tentang Bursa (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 79) sebagai Undang-
undang (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 67). Dengan lahirnya Undang-undang
tentang Pasar Modal diharapkan pasar modal dapat memberikan kontribusi yang lebih
besar dalam pembangunan ekonomi sehingga sasaran Pembangunan Jangka Panjang
Kedua di bidang ekonomi dapat tercapai.

Pasar modal mempunyai peran strategis dalam pembangunan ekonomi nasional
karena pasar modal di satu sisi adalah wahana sumber pembiayaan bagi dunia usaha untuk



pembangunan usahanya, sedangkan di sisi lain pasar modal adalah juga merupakan
sasaran berinvestasi bagi masyarakat.

Ketentuan yang mengatur tentang kegiatan pasar modal yaitu Undang-undang
Nomor 15 Tahun 1952 tentang penetapan “Undang-undang Darurat tentang Bursa
(Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 79) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara
Tahun 1951 Nomor 67) tersebut dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan
yang ada pada saat ini oleh karena ketentuan yang ada dalam Undang-undang tersebut
tidak mengatur hal-hal yang sangat penting dalam kegiatan pasar modal yaitu kewajiban
pihak-pthak dalam suatu penawaran urmum untuk memenuhi persyaratan transparasi, serta
terutama ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang perlindungan kepada masyarakat
umum. Selain itu, dengan perkembangan yang sangat pesat di bidang ekonomi, ditambah
lagi dengan globalisasi ekonomi yang semakin sulit dihindarkan, maka kiranya sudah
pada tempatnyalah apabila ketentuan-ketentuan tentang pasar modal diatur dalam suatu
Undang-undang Dasar 1945 serta Garis-garis Besar Haluan Negara.

Di dalam Undang-undang ini diatur tentang adanya kewajiban bagi perusahaan yang
melakukan penawaran umum, atau perusahaan yang memenuhi persyaratan sebagai
perusahaan publik, untuk menyampaikan informasi mengenai keadaan usahanya, baik
dari segi keuangan, manajemen, produksi dan lain-lain yang berkaitan dengan kegitan
usahanya kepada masyarakat. Informasi tersebut mempunyai arti yang sangai penting
bagi masyarakat sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan investasi. Oleh karena
itu, dalam Undang-undang im diatur mengenai adanya ketentuan yang mewajibkan pihak
yang melakukan penawaran umum dan memperdagangkan Efeknya di pasar sekunder
untuk memenuhi persyaratan keterbukaan dalam rangka transparasi. Kegagalan atas
kewajiban tersebut mengakibatkan pihak yang melakukan atau yang terkail dengan
penawaran umum bertanggung jawab atas kerugian yang dideri masyarakat, dan atau dapat
dituntut secara pidana apabila ternyata unsur penipuan. Dalam kaitannya dengan itu, di
dalam Undang-undang ini diatur pula kewajiban-kewajiban yang melindungi pihak-
pihak yang berkaitan dengan penawaran umum seperti Penjamin Emisi, Akuntan,
Konsultan Hukum, Motans, Penilai, dan profes: lainnya, untuk mematuhi kewajiban-
kewajiban yang harus mereka penuhi, disertai dengan ancaman sanksi berupa ganti rugi
dan atau sanksi pidana atas kegagalan mematuhi kewajiban yang ada berdasarkan
Undang-undang ini.



Di dalam Undang-undang ini juga diatur tentang adanya sistem perdagangan di
pasar sekunder agar Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjamin, dan Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian dapat menjalankan fungsi masing-masing agar perdagangan
dapat dilakukan secara aman, wajar dan efisien

Selanjutnya, agar kegiatan di pasar modal dapat berjalan dan dilaksankan secara
teratur, serta agar masyarakat pemodal dapat terlindungi dari praktek-prakiek yang
merugikan dan tidak sejalan dengan ketentuan yang ada dalam Undang-undang ini, maka
Badan Pengawas Pasar Modal diberi kewenangan untuk melaksanakan dan menegakkan
ketentuan yang ada dalam Undang-undang ini. Kewenangan untuk melakukan penyidikan,
Yang pelaksanaannya didasarkan pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana.




PASAL DEMI PASAL
Pasal |
Angka |
Huruf a

Yang dimaksud dengan :
1) hubungan keluarga karena “‘perkawinan” yaitu hubungan antara
seseorang dengan :

(a)
(b)

©

@

(e

suami atau istri

orang tua dari suami/istri dan sumnifistit dari anak (derajat
1 vertikal),

kakek dan nenck dari suami/istr1 dan suami/istri dan cueu
(derajat 11 verukal),

saudara dari suami/istri beserta suamifistrinya dari saudara
yang bersangkutan (derajat I1 horizontal); dan

suami/istri dari saudara orang yang bersanggkutaan
{derajat II horizontal).

2) hubungan keluarpa karena “keturunan” yailu hubungan anira

seseorang dengan :

®

(b)

()
Huruf b

orang tua dan anak (derajat I vertikal),
kakek dan nenck serta cueu (derajat I vertkaly,
saudaradari orang yang bersangkutan (derajat I1 horizontal).

Yang dimaksud dengan “pegawai” dalam huruf ini dan ketentuan lain dalam
Undang-undang ini adalah seseorang yang bekerja pada Pihak lain, dimana
Pihak lain tersebul mempunyai kewenangan untuk mengendalikan dan
mengarahkan orang dimaksud untuk melakukan pekerjaan dengan
memperoleh upah atau gaji secara berkala.



Hurufc

Sebagai contoh hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu)
atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama adalah
sebagai berikut : et

Tuan A menduduki jabatan rangkap scbagai direktur PT. X dan PT Y
atau komisaris P X dan PT 7Y atau direktur PT. X dan komisaris PT, Y.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Pengendalian” dalam huruf ini dan ketentuan lain
dalam Undnag-undang ini adalah kemampuan untuk menentukan baik
langsung maupun tidak langsung dengan cara apapun pengelolaan dan
atau kebijaksanaan perusahaan.

sebagai contoch hubungan antara perusahaan dengan pihak yang langsung
mengendalikan perusahaan tersebut adalah sebagai berikut:

Tuan A mengendalikan PT. X.

Sebagai eontoh hubungan antara perusahaan dengan Pihak yang tidak
langsung mengendalikan perusahaan tersebut adalah sebagai berikut:

Tuan A mengendalikan PT X dan PT Y dan PT X mengendalikan PT, Y.
Dengan demikian Tuan A mengendaikan secara tidak langsung PT Y.

Sebagai contoh hubungan antara perusahaan dengan Pihak yang
dikendalikan secara langsung oleh Perusahaan tersebut adalah sebagai
berikut:

PT. Y dikendalikan oleh PT. X

Sebagai contoh hubungan antara perusahaan dengan Pihak yang
dikendalikan secara tidak langsung oleh perusahaan tersebut adalah sebagai
berikut:

PT. Z dikendalikan oleh PT. Y dan PT. X dikendalikan oleh PT. X. Dengan
demikian PT. X dikendalikan secara tidak langsung oleh PT, X.

Huruf e

Sebagai contoh hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan



secara langsung oleh pihak yang sama adalah sebagai berikut:
PT. X dan Y dikendailan oleh Tuan A.

Sebagai contoh hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan
secara tidak langsung oleh Pihak yang samma adalah schagai berikut:

PT X | dikendalikan oleh PT. X 2 dan PT. Y ! dikendalikan olch PT Y2
dan selanjutnya PT. X 2 dan PT Y 2 dikendalikan oleh Tuan A. Dengan
demikian PT. X | dan PT Y | dikendalikan secara tidak langsung oleh
Tuan A

Huruf f

Angka 2

Yang dimaksud denga “Pemegang saham utama” dalam huruf ini dan
ketentuan lain dalam Undang-undang ini adalah Pihak yang secara langsung
maupun tidak langsung memiliki sckurang-kurangnya 20% (dua puluh
perseratus) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang
dikeluarkan oleh suatu perseroan terbatas atau jumlah yang leibh kecil
dan itu sebagaimana ditetapkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal.

Sebagai contoh hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham
utama adalah sebagai benkut:

Tuan A memiliki 20% (dua puluh per seratus) hak suara dari seluruh
saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh PT. X

Cukup jelas.

Angka 3

Pengertian ini mencakup pula sistem dan atay sarana untuk mempertemukan
penawaran jual dan beli Efek, meskipun sistem dan atau sarana tersebut tidak
mencakup sistem dan atau sarana uniuk memperdagangkan Efek.

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas



Angka 6

Penitipan Efek sebagaimana dimaksud dalm angka ini termaksud pula Penitipan
Kolektif .

Yang dimaksud dengan “pemegang rekening” dalam angka ini dan ketentuan
lain dalam Undang-undang ini adalah Pihak yang namanya tercatat pada rekening
Efek berdasarkan kontrak yang dibuat dengan Kustodian. Pemegang rekening
dapat merupakan pemilik atau wakil pemilik Efek yang tercatat dalam rekening
Efek. Sebagai contoh, pemilik Efek menitipkan Efek dalam rekening Efek atas
namanya Perusahaan Efek. Kemudian, Perusahaan Efek ini menitipkan Efek
tersebut dalam rekening Efek atas nama Perusahaan Efek dimaksud pada Bank
Kustodian. Selanjutnya, Bank Kustodian menitipkan Efek tersebut dalam
rekening Efek alas nama Bank Kustodian dimaksud pada Lembaga Penyimpanan
dan Penyelesalan. Dalam hal ini Bank Kustodian tercatal sebagai pemegang
rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian selaku wakil substitusi
Perusahaan Efek yang dalam hal ini mewakili pemilik Efek.

Yang dimaksud dengan “Rekening Efek" dalam penjelsan angka ini dan ketentuan
lain dalam Undang-undang ini adalah catatan yang menunjukkan posisi Efek
dan dana nasabah pada Kustodian.

Angka 7

Yang dimaksud dengan “Kliring Transaksi Bursa” dalam angka ini dan ketentuan
lain dalam Undang-undang ini adalah proses penentuan hak dan kewajiban
yang timbul dari Transaksi Bursa.

Yang dimaksud dengan “penjaminan penyelesalan Transaksi Bursa” dalam angka
ini dan ketentuan lain dalam Undang-undang ini adalah pemberian kepastian
dipenuhinya hak dan kewajiban bagi anggota Bursa Efek yang timbul dari
Transaksi Bursa.

Angka 8
Cukup jelas
Angka 9

Pemberian nasehat kepada Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam angka ini



mencakup pemberian nasehat yang dilakukan secara lisan atav tertulis
termaksud melalui penerbitan dalam media massa.

Angka 10

Media massa adalah surat kabar, majalah, film, televisi, radio dan media
elektronik lainnya, atau surat, brosur dan barng cetak lain yang dibagikan
kepada lebih dari 100 (seratus) Pihak.

Angka 11

Yang dimaksud dengan “Efek yang dimiliki bersama” dalam angka ini adalah
Efek yang dimiliki oleh lebih dari satu Pihak dan tercatat atas nama Kustodian,

Sebagai contoh Efek dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Peyimpanan dan
Penyelesaian yang terdaftar dalam buku daftar pemegang Efek Emiten atas
nama J.embaga Penyimpanan dan Penyelesaian, tetap diakui oleh Emiten bahwa
Efek tersebut dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang diwakili oleh
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. Efek dalam Penitipan Kolektif pada
Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesain, tetap diakui oleh Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian bahwa Efek tersebut dimiliki bersama oleh
ebih dari satu Pihak yang diwakili oleh Bank Kustodian atau Perusahaan
Efek tersebut.

Angka 12
Cukup jelas

Angka 13
Yang dimaksud dengan “Penjamin Emisi Efek* dalam angka ini dan ketentuan
lain dalam Undang-undang ini adalah Pihak yang membuat kontrak dengan

Emiten untuk melakukan Penawaran Umum bagi kepentingan Emiten dengan
alau tanpa kewajiban untuk membeli sisa Efek yang tidak terjual.

Yang dimaksud dengan “Perantara Pedangang Efek” dalam angka ini dan
keentuan lain dalam Undang-undang ini adalah Pihak yang melakukan kegiatan
usahajual beli Efek untuk kepentingan sendiri atau Pihak lain.

Yang dimaksud dengan “Manajer Investasi* dalam rangka im dan ketentuan



lain dalam Undang-undang ini adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola
portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolekuif
untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun dan bank
yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Angka 14
Cukup jelas
Angka 15
Cukup jelas
Angka 16
Cukup jelas
Angka 17
Cukup jelas
Angka 18

Pinjam meminjam Efek dapat terjadi dalam hal anggota Bursa Efek tidak
memiliki Efek yang mencukupi untuk menyelesaikan kewajibannya yang timbul
akibat jual beli Efek yang dilakukannya di Bursa Efek.

Kontrak lain mengenai harga Efek mencakup antara lain opsi terhadap
indeks harga saham.

Angka 19
Cukupjelas
Pasal 2
Cukupjelas
Pasal 3
Ayat (1)

Mengingat pasar modal merupakan sumber pembiayaan dunia usaha dan berbagai
media investasi bagi para pemodal yang memitiki peranan yang strategis untuk
menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, maka kegiatan paar modal



perlu mendapatkan pengawasan agar dapat dilaksanakan secara teratur, wajar
dan efisien. Untuk itu, secara operasional Bapepam diberi kewenangan dan
kewajiban untuk membina, mengatur dan mengawasi setiap Pihak yang
melakukan kegiatan di pasar modal. Pengawasan tersebut dapat dilakukan dengan
menempuh upaya-upaya baik yang bersifat preventif dalam bentuk aturan,
pedoman, bimbingan dan pengarahan maupun secara represif dalam bentuk
pemeriksaan, penyidikan dan pengenaan sanksi.

Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5 .
Huruf a
Angka 1)
Cukup jelas
Angka 2}
Cukup jelas
Angka 3)

Persyaralan dan tata cara pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud
dalam huruf ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah sesuai dengn
ketentuan dalam Pasal 42 ayalt (2),

Huruf b
Cukup jelas
Huruf ¢

Mengingat Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian mempunyai arti dan peran yang penting dalam
kegiatan pasar-moda], maka ketigm lembaga ini harus dipimpin oleh orang-
orang yang mempunyai dedikasi, integrilas dan keahlian yang diperlukan untuk



penyelenggaraan Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian.

Apabila Bapepam me nifai tindakan atau perilaku komisaris dan atau direktur
Bursa Efek, Lembaga Kiliring dan Penjaminan, atauw Lembaga Penyimpanan
dan Penyelesaian dapat membahayakan kegiatan masing-masing lembaga
tersebut. maka Bapepam dapal memberhentikan sementara komisaris dan atau
direktur tersebut sampai dengan dipilihnya komisaris dan atau direkwr yang
baru,

Apabila anggota direksi Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan atau
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian seluruhnya berhenti karena sebab
apapun sehingga terjadi kevakuman, maka untuk menjaga Kcio geiagiim
kegiatan operasional Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian, Bapepam dapat menunjuk mana jemen sementara
sampai terpilihnya manajemen sementara sampai terpilibnya manajemen yang
baru.

Huruf d

Pernyataan efekiif dalam hal ini menun jukan lengkap atau dipenuhinya seluruh
prosedur dan Persyaratan alas Pernyataan Pendaftaran yang diwajiban dalam
Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya. Pernyataan efektif
tersebut bukan merupakan izin untuk melakukan Penawaran Umum dan juga
bukan berarti bahwa Bapepam menyatakan informasi yang diungkapkan.
Perusahaan Publik atau Emiten tersebut adalah benar atau cukup. Perusahaan
Publik atau Emien yang mengajukan Pernyataan Pendafiaran bertanggungjawab
bahwa seluruh informasi dan pernyaratan yang dibuat adalah benar dan tidak
menyesatkan. Bapepam tidak menjamin kebenaran dan kelengkapan informasi
yang disampaikan dalam Pemnyataan Pendaftaran. Sesuai dengan kewenangan
yang ada pada huruf ini, Bapepam dapat menunda efektifnya Persyaratan
Pendaftaran dalam hal tata cara dan atau persyaralan Pemyataan Pendaflaran
belum dipenuhinya Persyaratan Pcndaflaran dalam pelanggaran terhadap
Undang-undang ini dan alau peraturan pelaksanaannya.

Huruf e

Cukup jelas



Huruf f
Angka 1)

Apabila suatu Pihak yang melakukan kegiatan di pasar modal
menyampaikan intormasi melalui iklan atau promosi yang tidak sesuai
dengan Undang-undang ini dan atau perawran pelaksanaanya, maka untuk
-melindungi kepentingan pemodal dan atau pasar modal, Bapepam memiliki
kewenangan untuk menghentikan iklan atau promosi tersebut dan
mewajibkan Pihak yang bersangkutan untuk meluruskannya dengan cara
memperbaiki iklan atau promosi dimaksud.

Angka 2)

Apabila iklan atau promosi tersebut pada angka 1) di atas mengakibatkan
kerugian kepada Pihak lain termaksud pemodal, maka Bapepam memiliki
kewenangan untuk mewajibkan Pihak tersebut untuk mengambil langkah-
langkah seperlunya untuk mengatasi akibat yang ditimbulkan, antara lain
berupa pembayaran ganti rugi.
Huruf' g
Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf ini adalah pemeriksaan rutin
terhadap Perusahaan Publik, Emiten dan Pihak yang memperoleh izin,
persetujuan atau pendafiaran dari Bapepam. Pemeriksaan tersebut dapat
dilakukan oleh Bapepam dengan mewajibkan para Pihak dimaksud unuk
menyampaikan laporan tertentu atau memeriksa kantor dan catatan seperti
rekening, pembukuan, dokumen, atau kertas kerja yang disusun secara manual,
mekanis, ¢lektronik atau dengan cara lain.

Huruf h

Penugasan kepada Pihak lain oleh Bapepam sebagimana dimaksud dalam huruf
ini misalnya adalah penugasan Bapepam kepada Bursa Efek untuk melakukan
pemeriksaan terhadap Perusahaan Efek yang menjadi anggota Bursa Efek.

Penugasan tersebut dapat pula diberikan kepadaAkuntan Publik untuk melakukan
pemenksaan atas penjatahan Efek yang dilakukan oleh Penjamin Emisi Efek
dalam rangka Penawaran Umum.



Huruf §

Dalain hal Bapepam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf
¢ dan huruf g dan hasil pemeriksaan tersebut dipandang perlu untuk diketahui
oleh masyarakat dalam rangka menjaga integritas pasar dan kepatuhan seiap
Pihak terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya, maka
Bapepam dapat mengumumkan hasil pemeriksaan tersebut berdasarkan
kewenangan dalam huruf ini.

Huruf j

Pemnbekuan ataupemabatalan pencatatan suatu Efek pada Bursa Efek atau
penghentian Transaksi Bursa atas Efek tertentu, dapat dilakukan oleh Bapepam
bilamana terdapat hal-hal atau kejadian yang membahayakan kepentingan
pemodal atau keadaan yang tidak memungkinkan diselenggarakannya Transaksi
Bursa atas Efek tertentu secara wajar, misalnya diketahui bahwa Emiten tidak
mengungkapkan keadaan perusahaan yang sebenarnya.

Huruf k

Penghentian kegiatan perdagangan Bursa Efek sebagimana dimaksud dalam huruf
ini dilakukan karena adanya keadaan darurat yaitu suatu keadaan memaksa di
luar kemampuan para pelaku pasar modal sebagai akibat antara lain adanya
perang, peristiwa alam seperti gempa bumi atau banjir, pemogokan, sabotase
atau huru hara.

Huruf |

Jika suatu Pihak dikenakan sanksi oleh Bursa Efek, Lembaga Kliring dan
Penjamin atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dan yang bersangkutan
tidak menerima keputusan tersebut, maka Pihak dimaksud dapat mengajukan
banding kepada Bapepam. Bapepam dapat mengabulkan permohonan banding
tersebut apabila berdasarkan hasil penclaahan Bapepam sanksi dimaksud tidak
sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan membatalkan atau mengubah
keputusan Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan atau Lembaga
Penyelesaian. Sebaiknya Bapepam dapat memolak permohonan banding tersebut
dengan menguatkan atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian apabila
permohonan banding tersebut tidak beralasan.



Huruf m
Cukup jelas
Huruf n

Tindakan tertentu yang dapat di lakukan oleh Bapepam guna mencegah
kerugian masyarakat sebagimana dimaksud dalam huruf ini misalnya adalah
menetapkan penyelesaian transaksi Bursa dengan cara dan persyaratan tertentu
dalam hal lerdapat kegagaian Lembagz Kiiring dan Penjamin untuk memberikan
jaminan aias penyelesaian Transaksi Bursa.

Huruf o
Cukup jelas
Hurufp

Penetapan surat berharga yang dimaksud dalam huruf ini dilakukan dengan
memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta
kewenagan intansi lain, misainya Bank Indonesia,

Pasal 6

Pegawai Bapepam sebagimana dimaksud dalam pasal ini adalah pegawai negeri sipil
di lingkungan Bapepam termasuk pegawai yang menduduki fabatan struktural dan
fungsional.

Pasal 7

Ayat (1)
Kerugian Bursa Efek pada dasamnya adalah menyelenggarakan dan menyediakan
sistem dan atau sarana perdagangan Efek bagi para anggotannya dan masyarakat,
Meningat perdagangan dimnaksud menyangkut dana masyarakat yang
diinvestasikan dalamn Efek, maka perdagangan tersebut harus dilaksanakan secara
tertib, wajar dan efisien Oleh karena itu penyelenggaraan kegiatan Bursa Efek
hanya dapat dilaksanakan setelah memperoieh izin usaha dari Bapepam.

Ayat (2)

Persyaratan dan tata cara perizinan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini
antara lain mengenai :



Pasal 8

a izin prinsip dan izin usaha;
b.  ketentuan yang wajib diatur dalam anggaran dasar,
c. kepengurusan;

d. permodalan; dan
e latar belakang ekonomis pendirian Bursa efek.

Ayat (1)

Perdagangan Efek yang tertib, wajar dan efisien adalah suatu perdagangan yang
diselenggarakanm berdasarkan suatu aturan yang jelas dan dilaksanakan secara
konsisten. Dengan demikian harga yang teriadi adalah mencerminkan mekanisme
pasar berdasarkan ketentuan perminiaan dan penawaran. Perdagangan Efek
yang efisien tercermin dalam penyelesaian transaksi yang cepat dengan biaya
yang relatf murah.

Ayat (2)

Bursa Efek didirikan untuk menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau
sarana perdagangan Efeck. Dengan tersedianya sistem dan atau sarana yang baik,
para anggota Bursa Efck yang sekaligus pemegang saham Bursa Efek yang
bersangkutan dapat melakukan penawaranjual dan beli Efek secara tertib, wajar
dan efisien. Disamping itu tersedianya sistem dan atau sarana dimaksud
memungkinkan Bursa Efek melakukan pengawasan terhdap anggotanya dengan
lebih efektif.

Ayat (3)

Persetujuan Bapepam atas rencana anggaran tahunan adalah untuk memastikan
bahwa rencana anggaran tahunan tersebut sesuai dengan tujian Bursa Efek
dalam rangka penyelenggaraan perdagangan Efek yang teratur, wajar dan
efisien. Sedangkan persetujuan Bapepam alas penggunaan keuntungan Bursa
Efck adalah unuk memastikan bahwa keuntungan Bursa Efek tersebul semata-
mata dipergunakan untuk tujuan pengembangan pasar modal dan Bursa Efek



Pasal 9

Oleh karcna lujuan Bursa Efek adalah unuk menyediakan sistem dan alau sarana
perdagangan Efek dan yang melakukan perdagangan Efek di Bursa Efek hanya
Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan sebagai Perantara Pedagang Efek, maka
pemegang saham Bursa Efek dibatasi hanya pada Perusahaan Efek yang telah
memperoleh izin usaha dari Bapepam sebagai Perantara Pedagang Efek.

Pasal 10
Ayat (1)
Bursa Efek merupakan lembaga yang diberi kewenangan untuk mengatur
pelaksanaan kegiatannya. Oleh karena itu ketentuan yang dikeluarkan oleh

Bursa Efek mempunyai kekuatan menikat yang wajib ditaati oleh semua Pihak
yang mempergunakan jasa Bursa Efek.

Kendatipun demikian dalam hal pembuatan peraturan mengenai kliring dan
penyelesaian Transaksi Bursa, peraturan tersebut perlu dibuat bersama-sama
dengan Lembaga Kliring dan Penjaminan,

Ayat (2)
Dalam rangka menetapkan ketentuan mengenai peralihan Efek sebagaimana

dimaksud dalam pasal ini Bursa Efek wajib memperhatikan kelaziman praktek
yang berlaku di pasar modal.

Ayat (3)
Pendapatan Bursa Efek pada dasarnya berasal dari pungutan berupa iuran anggota,
biaya transaksi, dan biaya pencatatan Efek Penggunaan pungutan dimaksud
diperkenankan untuk membiayai pelaksanaan fungsinya agar perdagangan

efek di Bursa Efek yang dilakukan oleh para angootanya dapat terlaksana dengan
tertib, wajar dan efisien.

Ayat (4)
Besarnya biya dan iuran yang ditetapkan oleh Bursa Efek harus didasarkan pada
kebutuhan bagi penyelenggaraan dan pengembangan bursa. Dalam hal dana
yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan dan pengembangan bursa sudah
mencukupi, maka biaya dan mran dimaksud dapat diturunkan.



Pasal 11
Larangan dalam pasal ini dimaksudkan untuk inenghindari timbulnya persaingan yang

tidak wajardi antara Bursa Efek. Oleh karena itu suatu Perusahaan Efek dapat menjadi
anggola lebih dari sau Bursa Efek.

Pasal 12

Agar peraturan yang dikeluarkan oleh Bursa Efck sesuai dengan ketentuan dalam
Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya, maka peraturan dimaksud
wajib mendapat persetujuan Bapepam terlebih dahulu sebelum dinyatakan berlaku.

Pasal 13
Ayat (1)

Pembentukan satuan pemeriksa pada setiap Bursa Efek dimaksud agar
pengawasan terhadap anggota Bursa Efek dan manajemen Bursa Efek dapat
dilakukan secara terus-menerus untuk memastikan bahwa setiap anggota Bursa
Efek dan manajemen Bursa Efek melakukan kegiatannya sesuai dengan Undang-
undang ini, peraturan pelaksanaannya dan atau ketertuan Bursa Efek.

Ayat (2}
Pelaporan dalam ayat ini dimaksudkan agar direksi dan dewan komisaris Bursa
Efek serta Bapepam dapat mengambil tindakan atau langkah-langkah yang
diperlukan untuk mengatasi masalah-masalah yang ditemukan baik pada anggota
Bursa Efek maupun Bursa Efek.

Ayat (3)

Ketentuan ini dimaksud agar Bursa efek mengadministrasikan semua laporan
satuan pemeriksa secara baik sehingga selalu tersedia apabila sewaktu-waktu
diperlukan oleh Bapepam.

Pasal 14
Ayal (1)

Kegiatan Lembaga Kliring dan Penjaminan pada dasarnya merupakan kelan jutan
dari kegiatan Bursa Efek dalam rangka penyelesaian Transaksi Bursa. Meningat
kegiatan tersebut menyangkut dana masyarakat yang diinvestariskan dalam Efek,



maka Lembaga Kliring dan Penjaminan harus memenuhi persyaratan teknis
tertentu agar penyelesaian Transaksi Bursa dapat dilaksanakan secara tertib, wajar
dan efisien.

Demikian pula halnya dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang
melaksanakan fungsi sebagai Kuslodian sentral yang aman dalam rangka
penitipan Efek juga diwajibkan memenuhi persyaratan teknis tertentu.
Sehubungan dengan itu kedua lembaga tersebut wajib memperoleh izin usaha
dari Bapepam.

Aval (2)
Persyaratan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam ayat ini antara lain
mengenat:
a  perselujuan izin prinsip dan izin usaha;

kelenluan yang wajib dialur dalam anggaran dasar,
c.  kepengurusan, dan
d  permodalan.
Pasal 15
Ayal (1)

Kegiatan kliring pada dasarnya merupakan suatu proses yang digunakan untuk
menetapkan hak dan kewajiban para anggota Bursa Efek atas transaksi yang
mereka Jakukan, sehingga merckamengetahui hak dan kewa jiban masing-masing.

Ayal (2)
Cukup jelas
Ayal (3)
Cukup jelas
Ayal (4)
Perselujuan Bapepam atas rencana anggaran lahunan adalah untuk memastikan

bahwa rencana anggaran tahunan tersebut sesnai dengan tujuan Lembaga Kliring
dan Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyclesaian dalam rangka



Pasal 16

penyelenggaraan kegiatan kliring, penjaminan, penyimpanan dan penyelesajan
transaksi Efek yang teratur, wajar dan efisien. Sedangkan persetujuan Bapepam
atas penggunaan keuntungan Lembaga Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian adalah untuk memastikan bahwa keuntungan
Lembaga Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
tersebut semata-mata dipergunakan uniuk wjuan pengembangan pasar modal
dan pengembangan fungsi, peran, serta sarana kedua lembaga tersebut.

Ayar (1)

Kegiatan Lembaga Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian sangat erat hubungannya dengan penyelesaian transaksi yang
terjadi di Bursa Efek, oleh karena itu pemilikan saham Lembaga Kliring dan
Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian diutamakan
kepada lembaga-lembaga yang menggunakan jasa kedua lembaga tersebut
seperti Bursa Efek, Perusahaan Efek, Biro Administrasi Efek dan Bank
Kustodian. Narmun demikian, jika kebutuhan dana penyelenggaraan Lembaga
Kliring dan Pen jaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dirasakan
tidak dapat terpenuhi oleh lembaga-lembaga tersebut, maka dimungkinkan
dibolehkannya Pihak lain untuk turut serta sebagai pemegang saham berdasarkan

persetujuan Bapepam.

Ayat (2)

Pasal 17

Kegiatan kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa merupakan satu
kesatuan dengan kegiatan Bursa Efek. Sehubungan dengan itu, dalam rangka
menjamin keselarasan antara pelaksanaan kegiatan kliring dan penjaminan
penyelesaian Transaksi Bursa dengan kegialan Bursa Efck, maka dalam ayat ini
ditentukan bahwa mayoritas saham Lembaga Kliring dan Penjaminan dimiliki
oleh Bursa Efek.

Avyar(l)

Agar kilimg dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa dapat terlaksana
secara tertib, wajar dan efisien, maka perlu suatu aturan yang jelas yang dapat




melindungi kepentingan para pemakai jasa. Untuk itu kepada Lembaga Kliring
dan Penjaminan, diberikan kwenangan untuk menetapkan peraturan-peraturan
yang mengikal dan wajib ditaati oleh para pemakai jasa tersebut.

Ayat (2)
Agar kepentingan para Pihak yang terkait dengan kegiatan Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian terlindungi, maka Lembaga Penyimpanan dan

Penyelesaian wajib menerbitkan perawran mengenai hak dan kewajiban pemakai
jasa Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
Ayal (3)
Sebgai suatu lembaga yang tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan,
maka besarnya biaya atas pemakai jasa Lembaga Kliring dan Penjaminan atau
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus disesuaikan dengan kebutuhan
dana penyelenggaraan dan pengembangan Lembaga Kliring dan Penjamianan
atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian setelah mempertimbangkan
kepentingan pemakai jasa.
Pasal 18

Agar peratura yang dikeluarkan oleh Lembaga Kliring dan Penjamian atau Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan Undang-undang ini dan atau peraturan
pelaksanaanya maka pearaturan tersebut wajib mendapar persewjuan Bapepam terlebih
dahulu sebelum dinyatakan berlaku.

Pasal 19
Ayat (1)
Huruf a

Reksa Dana berbentuk perseroan terbatas adalah Emiten yang kegiatan
usahanya menghimpun dana dengan menjual saham, dan selanjutnya dana
dari penjualan daham tersebut diinvestasikan pada berbagaijenis Efek yang
diperdagangkan di pasar modal dan pasar vang dalam bentuk portofolio.

Huruf b

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak Manajer Investasi dan Bank
Kustodian yang mengikat pemegang unit penertaan dimana Manajer



investasi dibenn wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektf
dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan Penitipan
Kolekuf.

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun danadengan
menerbitkan unit penyertaan kepada masyarakat pemodal, dan selanjutnya
dana tersebut diinvestasikan dalam portofolio Efek

Ayat (2)
Reksa Dana terbuka adalah Reksa Dana yang dapa menawarkan dan membeli
kembali saham-sahamnya dan pcmodal dengan sejumlah modal yang telah
dikeluarkan, sedangkan Reksa Dana tertutup adalah Reksa Dana yang tidak dapat
membeli kembali saham-saham yang telah dijual kepada pemodal.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Agar pengelolaan dana Kontrak Investasi Kolektif dapat dilakukan secara
profesional, maka pengelolaannya hanya dapat dilakukan oleh Manajer Investasi.

Ayat (5)

Persyaratan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam ayat ini antara lain
mengenai:

a  persetujuan prinsip dan izin usaha;
ketentuan yang wajib diatur dalam anggaran dasar;
¢ kepengurusan; dan
d  permodalan
Pasal 20

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukupjelas



Ayal (3}
Huruf a

Dalam keadaan Bursa Efek dituup atau perdagangan dimana sebagai besar
portofolio Efek Reksa Dana diperdagangkan, Reksa Dana kemungkinan
mengalami kesulitan dalam menjual Efek dalam portofolio sehingga tidak
cukup dana untuk menjual kembali sahamnya yang telah dikeluarkan.

Huruf b
Cukupjelas
Huruf ¢

Yang dimaksud dengan keadaan darurat addalah suatu keadaan memaksa
di luar kemampuan Reksa Dana sebagai akibat antara lain adanya perang,
peristiwa alam seperti gempa bumi atau banjir, pemogokan, sabotase atau

huru hara,
Huruf d
Cukup jelas
Pasal 2|
Ayat (1)

Pembelian kembali unit penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi
Kolektif dilakukan oleh Manajer Investasi dan dibebankan kepada rekening Reksa
Dana. Dana yang dipergunakan untuk membeli kembali unit penyertaan yang
dilakukan oleh Manajer Investasi berasal dari kekayaan Reksa Dana. Unit
penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap
Pihak dalam portofolio investasi kolektif.

Ayal (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Huruf a

Datam keadaan Bursa Efek ditutup dimana sebagian besar portofolio Efek
Reksa Dana diperdagangkan, Reksa Dana kemungkinan mengalami



kesulitan dalam menjual Efek dalam portofolio sehingga tidak cukup dana
untuk membeli kembali sahamnya yang telah dikeluarkan.

Huruf'b
Cukup jelas
Huruf ¢

Yang dimaksud dengan keadaan darurat adalah suatu keadaan memaksa
di luar kemampuan Manajer Investasi sebagai akibat antara lain adanya
perang, peristiwa alam seperti gempa bumi atau banjir, pemogokan, sabotase
atau huru hara,

Huruf d
Cukupjelas
Pasal 22
Ayat (1)
Cukupjelas
Ayal (2)

Kontrak sebagaimana dimaksud dalam ayat ini sekurang-kurangnya memuat
hal-hal sebagai berikut :

a rencana diinvestasi portofolio di pasar uang dan di pasar modal;
b. rencana diinvestasi Efek dalam obligasi dan saham;
c. rencana diinvestasi dalam bidang-bidang tertentu.

Ayat (3)

Kontrak sebagaimana dimaksud dalam ayat ini sekurang-kurangnya meémuat
hal-hal sebagai berikut :

a  Tencana diinvestasi portofolio di pasar uang dan di pasar modal;
rencana diinvestasi Efek dalam obligasi dan saham;
c. rencana diversifikasi diinvestasi dalam bidang industri, dan

d. larangan investai dalam bidang-bidang tertentu.



Ayal (4)
Hal-hal yang diatur oleh Bapepam antara Jan mengenai :
a  pedoman penyusunan kontrak pengelolaan inveslasi; dan
b. tata cara penyampaian rancangan kontrak pengelolaan investasi..
Pasal 23

Nilai pasar wajar suatu Efek adalah kurs Efek itu sendiri apabila Efek tersebut secara
aktif diperdagangkan di bursa Efek. Namun demikian nilai pasar wajar dapat dibeda
dengan nilai kurs apabila transaksi atas Efek tersebut tidak aktif atau tidak
ditransaksikan dalam kurun waktu tertentu. Dalam hal demikian, maka kriteria
penetuan nilai pasar wajar diperhitungkan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan
oleh Bapepam.

Yang dimaksud dengan ‘“hari bursa” adalah hari dimana bursa melakukan kegiatan.
Pasal 24

Nilai aktiva bersih adalah nilai pasar wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari
Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

Pasal 25
Ayar (1)

Larangan dalam ketentuan ini tidak termaksud dalam hal Reksa Dana membeh
obligasi dan alau menyimpan dana di bank atau menerima dan atau memberikan
pinjaman secara tidak langsung.

Ayat (2)
Cukupjelas
Ayat (3)
Hal-hal yang berkaitan dengan pembatasan inveslasi antara lain mengenai :
a jumlah investasi dalam satu jenis Efek;
b.  batasan dalam investasi pada Efek di luar negeri; dan

C.  jenis-jenis instrumen yang dilarang dibeli oleh Reksa Dana.



Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayal (2)

Untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan dalam pengelolaan dana
Reksa Dana, maka kewenangan Manajer Invesasi dan Bank Kustodian perlu
dibatasi. Manajer Investasi hanya bertindak sebagai pengelola, sedangkan
Bank Kustodian menyimpan dan mengadministrasikan Kekayaan Reksa Dana.

Untuk menjamin hal tersebut Manajer Investasi dilarang terafiliasi dengan
Bank Kustodian.

Ayat (3)

Nilai Aktiva bersih Reksa Dana tersebut dihitung dan diumumkan setiap hari
bursa.

Nilai Aktiva bersih Reksa Dana tertutup dihitung dan diumumkan sekurang-
kurangnya sekali dalam seminggu.

Pasal 27
Ayat (1)
Direksi Reksa Dana bertindak mengawasi pelaksanaan pengelolaan Reksa
Dana termaksud penyimpanan kekayaan Reksa Dana. Oleh karena itu, direksi
wajib membuat kontrak penyimpanan kekayaan Reksa Dana dengan Bank
Kustodian.
Ayat (2)

Kontrak sebagaimana dimaksud dalam ayat ini sekurang-kurangnya memuat :
a  pemisahan Efek Rekssa Dana dari Kustodian;
b. pencatatan mutasi kekayaan Reksa Dana;

c. larangan penghentian kegiatan Kustodian sebelum ditujuk Kustodian
pengganti; dan

d.  pembuatan dan penyampaian laporan kepada direksi Reksa Dana, Manajer
Investasi dan Bapepam.



Ayat (3)

Pasal 28

Hal-hal yang diatur oleh Bapepam antara lain mengenai :
a  pedoman penyusunan konrak penyimpanan; dan

b. tata cara penyampaian rancangan konlrak penyimpanan kekayaan investasi
kolektif.

Ayat (1)

Mengingasemua dana yang dikelola oleh Manajer Investasi adalah dana
masyarakal, maka perlu adanya pengamanan maksimal dengan mewa jibkan
Manajer Investasi untuk melaksanakan tugasnya dengan sebaik mungkin
untuk kepentingan Reksa Dana.

Ayat (2)

Pasal 29

Sebagai konsekuesi dari pelaksanaan tugas Manajer Investasi, maka Manajer
Investasi berdasarkan ayat ini dibebani tanggung jawab atas segala kerugian
Reksa Dana yang timbul karena kesalahannya mengelola portofolio Reksa
Dana.

Ayat (1)

Untuk melaksanakan kegiatan sebagai Perusahaan Efek diperlukan berbagai
persyaratan diantaranya keahlian dan permodalan yang cukup. Untuk
memastikan hal tersebul sebelum rnelakukan kegiatannya, maka Perusahaan
Efek diwajibkan terlebih dahulu memperoleh izin usaha dari Bapepam.

Ayal (2)

Kegialan Perusahaan Efek meliputi kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek,
Perantara Pedagang Efek dan Manajer Investasi Suvatu Perusahaan Efek
dapat memperoleh izin uniuk melakukan satu kegiatan saja atau lebih.

Ayal (3)

Walaupun Pihak yang melakukan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek,
Perantara Pedagang Efek atau Manajer Investasi alas Efek sebagaimana disaksud



dalam ayat ini tidak diwajibkan memperoleh izin usaha dari Bapepam, tetapi
apabila kegiatan tersebut merugikan pemodal dan belum ada badan pemermntah
yang mengatur dan mengawasi maka Bapepam dapal melaksanakan
kewenangannya berdasarkan Undang-undang ini dan atau peraturan
pelaksanaannya.

Ayat (4)

Persyaratan dan tata cara sebagimana dimaksud dalam ayat ini antara lain
mengenai:

a.  persyaratan kepengurusan, permodalan dan tenaga ahti; dan
b. tata cara perizinan usaha.
Pasal 30

Pihak lain yang bekerja untuk Perusahaan Efek sebagaimana dimaksud dalam pasal
ini adalah Pihak yang ditunjuk cleh Perusahaan Efek untuk melakukan tugas tertentu,
meskipun Pihak tersebut bukan karyawan Perusahaan Efek dimaksud.

Pasal 31
Ayat(l)

Wakil Penjamin Emisi Efek bertindak mewakili kepentingan Perusahaan Efek
untuk kegiatan yang bersangkutan dengan pelaksanaan penjaminan Emisi Efck.

Wakil Perantara Pedagang Efek bertindak mewakili kepenlingan Perusahaan
Efek untuk kegiatan yang bersangkutan dengan pelaksanaan perdagangan Efek.

Wakil Manajer Investasi bertindak mewakili kepentingan Perusahaan Efek untuk
kegiatan yang bersangkutan dengan pengelolan portofolio Efek

Ayat (2)

Persyaratan dan (ata cara sebagaimana dimaksud dalam ayat ini antara lain
mengenai:

a  keahlian dan pengalaman; dan

b. 1ata cara pengajuan permohonan izin.



Pasal 32

Avat (1)

Perorangan yang memiliki izin untuk bertindak sebagai Wakil Penjamin
Emisi Efek dianggap telah memiliki izin sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek.
Oleh karena itu perorangan ini dapal mewakili kepentingan Perusahaan Efek
yang melakukan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang
Efek. Sedangkan perorangan yang memiliki izin sebagai Wakil Perantara
Pedagang Efek hanya dapat mewakili kepentingan Perusahaan Efek yang
melakukan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek.

Ayat (2)

Pasal 33

Perorangan scbagaimana dimaksud dalam ayat ini bekerja untuk kepentingan
perusahaan dan nassabah perusahaan yang diwakilinya. Untuk menjaga agar
tidak terjadi benturan kepentingan, maka Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil
Perantara Pedagang Efek atau Wakil Manajer Investasi hanya boleh bekerja pada
satu Perusahaan Efek.

Ayat (1)

Kegiatan Penasehat Investasi adalah memberikan nasehat mengenai penjualan
atau pembelian Efeck dengan memperoleh imbalan jasa. Oleh karena itu
Penesehat Investasi harus memenuhi persyaratan tertentu seperti keahlian
dalam bidang analisa Efek. Untuk memastikan hal tersebut sebelum melakukan
kegiatannya, maka Penasehat Investasi diwajibkan terlebih dahulu memperoleh
izin usaha dari Bapepam.

Ayal (2)

Persyaratan dan (ala cara sebagaimana dimaksud dalam ayat ini antara lain
mengenar:

a  persyaratan yang wajib dipenuhi oleh penasehat Invesiasi;
b. tata cara pengajuan permohonan menjadi Penasehal Investasi; dan

c.  memiliki izin perorangan sebagar ahli invesiasi.



Pasal 34

Huruf a

Kegiatan usaha Perusahaan Efek atau Penasehat Investasi pada dasarnya dilandasi
oleh adanya kepercayaan dari nasabah. Oleh karena itu, dalam melaksanakan
kegiatanya Perusahaan Efek atau Penasehat Investasi harus mendahulukan dan
menjaga kepentingan nasabahnya, dan wajib menghindarkan segala tindakan
yang bertentangan dengan kepentingan nasabah yang bersangkutan.

Sebagai contoh, pegawai pemasaran Perusahaan FEfek dilarang mempengaruhi
nasabahnya yang mempunyai dana terbatas untuk diinvestasikan terhadap Efek
yang mempunyai resiko tinggi.

Hurufb

Karena hubungan antara nasabah dan Perusahaan Investasi didasarkan pada
kepercayaan yang diberikan oleh nasabah, maka nasabah sudah sewajarnya
mengharapkan bahwa pemberian jasa oleh Perusahaan Efek atau Penasehat
Investasi dilakukan secara profesional. Salah satu indikator tingkat
propesionalisme adalah kemampuan Perusahaan Efek atau Penaschat Investasi
untuk “merahasiakan” nama maupun kegiatan investaris termaksud keadaan
keuangan dari nasabah dan tidak mengungkapkan hal-hal tersebut kepada Pihak
lain tanpa izin nasabah.

Namun demikian “kerahasiaan” tersebut tidak tanpa batas, karena dalam hal-
hal tertentu Perusahaan Efek atau Penasehat Investasi, wajib mengungkapkan
hal-hal mengenai nasabahnya, misalnya antara lain untuk Kepentingan penyidikan
alau penuntutan perkara tindak pidana, atau untuk kepentingan perpajakan.

Huruf c

Sebagai Pihak yang memperoleh “kepercayaan” dari nasabahnya, maka
Perusahaan Efck atau Penasehat Investasi wajib secara benar dan jujurnya
mengungkapkan fakta meterial untuk diketahui oleh nasabah mengenai
kemampuan profesi serta keadaan keuangannya.

Huruf d

Dalam memberikan rekomendasi kepada nasabahnya untuk membeli atau
menjual suatu efek, Perusahaan Efek alau Penasehat Investasi wajib



mengungkapkan segala kepentingannya dalam Efek yang bersangkutan untuk
menghindarkan kemungkinan tet jadi benturan kepentingan. Hal ini tidak berarti
bahwa Perusabaan efek atau Penasehat Investasi tidak dapat mempunyai
kepentingan dalam suatu Efek bersamaan dengan nasabahnya, tetapi Perusahaan
Efek atau Penaschat Investasi wajib memberitabukan hal tersebut kepada
nasabahnya sebelum memberikan rekomendasi. Apabila Perusahaan Efek atau
Penaschat Investasi tidak ingin memberitabukan tentang adanya kepentingan
dalam Efek, maka Perusahaan Efek atau Penasebat Investasi dilarang memberikan
rekomendasi apapun kepada nasabahnya mengenai Efek yang bersangkutan

Kepentingan dalam Efek timbul antara lain apabila :

1. Pihak baik langsung maupun tidak langsung, secara sendiri-sendiri atau
bersama-sama dengan Pihak lain, memiliki efek atau berhak atas deviden,
bunga atau basil penjualan dan atau penggunaan Efek;

2. Pihak telah terkait dalam kesepakatan atau perjanjian untuk membeli Efek,
atau mempunyar hak untuk mengalihkan atau memindahtangankan Efek,
atau memiliki hak memesan Efek terlebih dahulu, atau waran yang berkaitan
dengan Efek;

3. Pihak yang diwajibkan membeli sisa Efek yang tidak habis terjual dalam
Penawaran Umum;

4. Pihak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Pibak lain
mengendalikan Pihak sebagaimana dimaksud dalam angka 1, angka 2 atau
angka 3.

Hurnuf e

Selain merupakan sarana pengarahan dana masyarakat, Penawaran Umum
dimaksudkan untuk menciptakan likuiditas bagi Efek yang bersangkutan,
sehingga penyebaran Efizk kepada se jumlah pemodal merupakan hal yang sangat
penting. Penguasaan Efek yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum
oleb sebagian kecil pelaku di pasar modal akan mampu menciptakan likuiditas
bagi Efek yang bersangkuian, dan dilain pihak menciptakan peluang bagi Pibak-
pihak tersebut untuk memanfaatkan keadaan pasar terbadap Efek tersebut untuk
memperkaya diri sendiri.



Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dalam hal terjadi kelebihan permintaan
dalam Penawaran Umum, Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin
Emisi Efek wajib mendahulukan kepentingan pihak lain yang tidak terafiliasi
yang memesan Efek daripada pesanan Penjamin Emisi Efek sendiri, Agen
Penjualan maupun semua Pihak yang terafilast.

Pasal 35
Huruf a dan huruf b

Karena hubungan antara nasabah dengan Perusahaan Efek atau Penasehat Onvestasi
didasarkan pada kepercayaan, maka sudah sepatutnya Perusahaan Efek atau Penasehal
Investasi mengetahui keinginan, kemampuan serta latar belakang dari nasabah, Dengan
mengetahui hal-hal tersebut, maka Perusahaan Efek atau Penaseha Invesasi dapat
menentukan arah dalam pemberian jasanya sesuai dengan keaadaan nasabah, sehingga
dapal dihindarkan keadaan dimana Perusahaan Efek atau Penasehat Investasi
menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan unwuk kepentingan sendiri untuk
kepentingan sendiri dengan mengorbankan kepentingan nasabahnya.

Selain itu, Perusahaan Efek atau Penasehat Investasi wajib menyimpan dengan baik
segala catatan yang berhubungan dengan pesanan, transaksi maupun kegiatan investasi
nasabah sehingga wajar sewaktu-waktu diketahui oleh nasabah untuk kepentingan
pembuktian,

Pasal 36
Huruf a

Efek nasabah yang dikelola oleh Perusahaan Efek merupakan titipan nasabah,
dan bukan merupakan bagian kekayaan dari Perusahaan Efek.

Olen karena itu, Efek nasabah tersebut harus disimpan dalam rekening yang
erpisah dari rekening Perusahaan Efek. Selanjutnya, karena nasabah tersebut
bukan merupakan bagian darni kekayaan Perusahaan Efek, maka dalam hal
Perusahaan Efek yang bersangkutan pailit atau dilikuidasi, maka Efek nasabah
tersebut bukan merupakan bagian dari harta kepailitan ataupun harta yang
dilikuidasi. dengan demikian, semua kreditur atau Pihak lain yang mempunyai
hak tagih terhadap Perusahaan Efek, tidak mempunyai hak untuk menuntut
Efek nasabah yang dikelola oleh Perusahaan Efek.



Huruf b

Disamping kewa jiban untuk meimnisahkan Efek nasabah dari kekayaan Perusahaan
Efek, maka Perusahaan Efek juga wajib menyelenggarakan pembukuan secara
terpisah untuk masing-masingnasabahnya agar tidak terjadi pencampuran Efek
diantara nasabahnya, serta menyediakan tempat penntimpanan yang amnan atas
harta nasabah agar terhindar dari kemungkinan hilang, rusak atapun resike
kecurian.

Dengan pembukuan secara terpisah tersebut, maka masing-masing nasabah
Perusahaan Efek dapat mudah mengeiahui jumlah Efeknya, dan dapat
menggunakannya untuk kepentingan pembuktian.

Pasal 37

Perusahaan Efek yang beriindak sebagai Perantara Pedagang Efek wajib
mendahulukan kepentingan nasabahnya yang tidak terafiliasi, sehingga apabila
nasabah tersebut telah menginstruksikan Perusahaan Efek untuk menjual dan atau
membeli suatu Efek yang tercaiat pada Bursa Efek, maka Perusahaan Efek yang
bersangkutan tdak dapat membeli dan atau menjual Efek tersebut atas perintah
nasabahnya yang terafiliasi atau uhk kepentingan sendiri. Hal ini diperlukan untuk
menghindarkan terjadinya benturan kepentingan antara nasabah Perusahaan Efek yang
tidak terafiliasi dengan nasabah yang terafiliasi atau Perusahaan Efek itu sendiri.

Pasal 38

Apabila Penjamin Emisi Efek dan Emiten telah sepakat untuk melaksanakan
Penawaran Umum bedasarkan jenis kontrak yang ditentukan, maka Pihak tersebut
wajib melakukan Penawaran Umum tersebut sesuai dengan kontrak yang dibuat dan
untuk itu harus dicantumkan dalam Propekius.

Kontrak penjaminan emisi Efek dapat berbeniuk kesanggupan penuh (full
commitment) atau kesanggupah terbaik (best effori). Dengan full commitment,
Penjamin Emisi Efek bertanggung jawab mengambil sisa Efek yang tidak terjual,
sedangkan dengan best effort, Penjamin Emisi Efek tidak bertanggungjawab terhadap
sisa Efek yang tidak terjual, tetapi hanya berusaha sebaik mungkin untuk men jualkan
Efek Emiten.



Pasal 39
Dengan dimuatnya dalam Prospektus adanya hubungan sebagaimana dimaksud dalam
pasal ini pemodal dapat mengetahui dan menilai sejauhmana tingkat independensi
dari Perusahaan Efek dimaksud yang bertindak selaku Penajamin emisi Efek atas
Efek yang ditertibkan oleh Emiten.

Pasal40

Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi Reksa Dana dari pengenaan komisi
secara tidak wajar oleh Perusahaan Efek yang bertindak sckaligus sebagai Mana jer
Investasi dan scbagai Perantara Pedagang Efck untuk Reksa Dana, atau oleh Perantara
Pedagang Efek yang terafiliasi dengan Perusahaan Efek yang bersangkutan.

Pasal 41

Mengingat keputusan investasi harus dilakukan semata-mata untuk kepentingan
pemegang saham Reksa Dana berbentuk perseroan terbatas alau pemegang unit
penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, maka Manajer Investasi dilarang menerima
imbalan dalam bentuk apapun yang dapat mempengaruhi keputusan dalam melakukan
pembelian stau penjual Efek untuk Reksa Dana.

Komisi yang diperoich Perusahaan Efek dalam rangka pemberian jasa sebagai

Perantara Pedagang Efek dengan idak melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 40 dan imbalan lain yang berkaitan dengan pengelolaan dana investasi

sebagimana dituangkan dalam kontrak pengelolaan dana investasi bukan merupakan

imbalan yang dilarang berdasarkan ketentuan ini.

Pasal 42

Ayat (1)
Kegiatan penitipan adalah salah satu kegiatan Bank Umum sebagaimana
dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perbankan. Oleh
karena itu Bank Umum tidak lagi memerlukan izin untuk melakukan kegiatan
penitipan. Namun untuk melakukan kegiatan sebagai Kustodian yang merupakan
kegiatan yang lebih luas dari kegiatan penitipan dan terkait dengan kegiatan
lembaga lainnya seperti Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan
Efek, dan Reksa Dana, maka Bank Umum tetap memerlukan persetujuan
Bapepam.



Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Perusahaan Efek tidak
memerlukan izin atau persetujuan secara terpisah untuk melakukan kegiatan
sebagai Kustodian, oleh karena izin yang telah diberikan sebagai Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian atau Perusahaan Efek sudah mencakup kegiatan
Kustodian.

Ayat(2)
Persyaratan dan (ata cara sebagaimana dimaksud dalam ayat ini antara lain
mengenai:
a  kesiapan penyediaan sarana;
b. tenaga ahli; dan
¢. penaggung jawab kegiatan Kustodian pada Bank Umum tersebut.

Pasal 43

Ayal (1)
Cukupjelas

Ayat 2)
Cukupjelas

Ayat (3)
Oleh karena Efek yang tersimpan atau tercatat pada rekening Efek bukan
merupakan harta Kustodian, maka Efek tersebut tidak dapat diambil atau disita
oleh krebitur. Dalam hal Kustodian mengalami kepailitan, semua Efek yang

dititipkan pada Kustodian tersebut tidak dimasukkan dalam harta kepailitan dan
wajib dikembalikan kepada pemegang rekening yang bersangkutan.

Pasal 44

Bentuk perintah tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dapat berupa surat
yang ditandatangani atau bentuk perintah lainnya sesuai dengan kontrak yang dibuat
antara Kustodian dengan Pemegang rekening.

Pasal 45

OLeh karena Efek dalam rekening Efek dititipkan dan diadministrasikan pada
Kustodian, maka sudah sepatutunya pemegang rekening perlu mendapatkan



perlindungan dari kerugian yang timbul akibat kesalahan Kustodian, antara lain
karena :

L.
2

‘Pasal 46

hilang atau rusaknya harta atau catatan mengenai harta dalam penitipan;
keterlambatan dalam penyerahan harta keluar dari penitipan; atau

kegagalan pemegang rekening menerima keuntungan berupa deviden, bunga
atau hal-hal lain atas harta dalam penitipan.

Agat (1)

Pada prinsipnya, keserasian diperlukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat
yang menginvestasikan atau akan menginvestasikan dananya melalui pasar
modal. Meskipun demikian, pemberian keterangan mengenai Rekening Efek
oleh Kustodian atau Pihak terafiliasinya kepada Pihak sebagaimana dimaksud
dalam huruf a sampai dengan fayat ini memungkinkan dalam rangka pelaksanaan
fungsinya masing-masing.

Dengan berlakunya ketentuan dalam ayar ini bagi Pihak Kusodian, maka berarti
ketentuan dalam ayat ini menyimpangi ketentuan mengenai kerahasiaan Bank
sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan,
Peyimpanagan ini diperlukan agar Bapepam dapat melaksanakan fungsi
pengawasan sesuai dengan wewenang yang ditentukan dalam Undang-
undang ini.

Penyimpangan ini juga diperlukan, antara lain untuk memungkinkan pelak-
sanaan penerapan sistem perdagangan efek, dan kliring, penjaminan dan
penyelesaian atas Transaksi Bursa serta penyimpanan Efek, dimana lembaga-
lembaga yang terkait saling memerlukan keterangan mengenai rekening Efek
dan Lembaga Kliring dan Penjaminan perlu diberi kesempatan uniuk memperoleh
keterangan mengenai Efek pada Kustodian, termaksud Bank Kustodian.

Disamping itu, dalam rangka penyelenggaraan daftar pemegang Efek dan
pembagian hak-hak yang berkaitan dengan Efek, termaksud deviden, Biro
Administrasi Efek juga perlu diberikan kesempatan untuk memperoleh
keterangan mengenai rekening Efek pada Kustodian, termaksud Bank
Kustodian.



Ayat (2)
Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi jaminan bahwa keterangan yang
diperoleh Pihak tersebut ada ayat (1) buruf a s/d f tidak di salah gunakan. Dengan
adanya ketentuan tersebut ditegaskan bahwa Pihak-pihak tersebut harus
memegang teguh kerasihaan Rekening Efek yang diperolehnya.

Ayal (3)
Cukupjelas

Pasal 47

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Persyaratan dan talacara sebagaimana dimaksud dalam ayat ini antara lain
mengenai :
a  kesiapan penyediaan sarana ;
b. tenaga ahlai ; dan
c. permodalan.

Pasal 48
Ayat (1}
Cukupjelas
Ayal (2)
Cukup jelas
Pasal 49
Ayal (1)

Oleh karena Efek bersifat utang adalah merupakan surat pengakuan utang yang
sifatnya sepihak dan para pemegangnya tersebar luas, maka untuk mengurus
dan mewakilimereka selaku kreditur, perlu dibentql(ul;embaga perwaltamanatan.
Agar Walai Amanat dapat mewakili kepentingan para pemegang Efek bersifat
utang tersebut, maka diletapkan Bank Umum sebagai Pihak yang dapat



menyelenggarakan kegiatan perwaliamanatan karena mempunyat jaringan
kegiatan usaha yang luas. Namun demikian, untuk mengantisipasi perkembangan
Pasar Modal, maka dimungkinkan Pihak lain, selain Bank Umum; untuk
melakukan kegiatan sebagai Wali Amanat berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Ayat (2)

Kegiatan usaha sebagai Wali Amanat adalah merupakan salah satu kegiatan Bank
Umum sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang
perbankan. Oleh karena itu Bank Umum tidak lagi memerluksan izin untuk
melakukan kegiatan Wali Amanat. Namun untuk melakukan kegiatan tersebut,
Bank Umum tetap memerlukan pendaftaran di Bapepam.

Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 50
Ayat (1)
Ketentuan ayat ini dimaksudkan untuk menghindari adanya benturan kepentingan

antara Wali Amanat selaku wakil pemegang Efek bersifat utang dengan
kepentingan Emiten dimana Wali Amanat mempunyai hubungan Afiliasi.
Ayat (2)

Sejak ditandatangani kontrak perwaliamanatan antara Emiten dengan Wali
Amanat maka sejak saat itu Wal Amanat terlah sepakat dan mengikatkan diri
untuk mewakili pemegang Efek bersifat utang, tetapi perwakilan tersebut akan
berlaku epektif pada saat Efek bersifat utang telah dialokasikan kepada para
pemedal. Dalam hal ini, Walt Amanat diberi kuasa berdasarkan Undang-undang
ini untuk mewakili pemegang Efek bersifat utang dalam melakukan tindakan
hukum yang berkaitan dengan kepentingan pemegang Efek bersifat utang tersebut
termasuk melakukan penuntutan hak-haknya pemegang Efek bersifat utangbaik
didalam maupun diluar pengadilan tanpa memerlukan surat kuasa kusus dari
pemegang Efek bersifat utang dimaksud.

Ayar (3)

Ketentuan ayat ini dimaksudkan sama dengan maksud ayat (1) pasal im yaitu



untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan antara Wali Amanat selaky
wakil pemegang Efek bersifat utang dengan kepentingan Wali Amanai sebagai
Kreditur atau debitur dari Emiten.

Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 51
Kontrak perwaliamanatan harus memuat antara lain ketentuan mengenai :
a. uang pokok dan bunga serta manfaat lain dari Emiten;,
jatuh tempo;
¢ jaminan (jika ada),
agen pembayaran; dan
e. tugas dan fungsi Wali Amanat.
Pasal 52

Ketentuan dalam pasal ini memberikan hak kepada pemegang Efek bersifal utang
untuk menuntut ganti rugi kepada Wali amanat yang lalai dalam melaksanakan
tugasnya sehingga mengakibatkan kerugian kepada pemegang Efek bersifal utang
dimaksud.

Pasal 53

Larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dimaksudkan untuk menghindari
terjadinya benturan kepentingan dari Wali Amanat selaku wakil pemegang Efek
bersifat utang dengan kepentingan Wali Amanat selaku penanggung yang justru wajib
memenuhi kewajiban Emiten terhadap pemegang Efek bersifat utang dalam hal
terjadi wanprestasi

Pasal 54
Ayat(])

Yang dimaksud dengan "penyelesaian pembukuan” (book entry setllement)
adalah pemenuhan hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat adanya
Transaksi Bursa yang dilaksanakan dengan cara mengurangi Efek dari



rekening Efek yang satu dan menambahkan Efek dimaksud pada rekening Efek
yang lain pada Kustodian.

Peralihan hak atas Efek terjadi pada saat penyerahan Efek atau pada waktu Efek
dimaksud dikurangkan dari Rekening Efek yang satu dan kemudian ditambahkan
pada rekening Efek yang lain.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kiiring” adalah proses penentuan hak dan kewajiban
anggota bursa yang timbul sebagai akibat adanya Transaksi Bursa.

Setiap Transaksi Bursa wajib diselesaikan oleh para Pihak yang melakukan
Transaksi Bursa oleh karena Transaksi Bursa merupakan rangkaian transaksi
yang saling terkait dari waktu ke waktu dimana transaksi yang terjadi terlebih
dahulu dipergunakan sebagai dasar transaksi berikutnya, sehingga pembatalan
Transaksi Bursa awal akan mempengaruhi Transaksi Bursa berikutnya.

Oleh karena itu Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib menjamin penyelésaian
Transaksi Bursa dengan merealisasikan pemenuhan hak dan kewajiban masing-
masing anggota Bursa Efek yang melakukan Transaksi Bursa.

Ayat (3)

Oleh karena kegiatan Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjamin, dan
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian merupakan satu kesatuan kegiatan yang
saling berkaitan mulai dari kegiatan transaksi sampai dengan penyelesaian
transaksi, maka ketiga lembaga dimaksud wajib menjamin terlaksananya kegiatan
terse but secara efisien dan aman. Untuk menjami pelaksanaan kegiatan terszbut,
maka ketiga lembaga dimaksud wa jib membuat kontrak tertulis diantara mereka
yang antara lain memuat penentuan waktu dan tahap-tahap penyelesaian transaksi,
Jumlah dan cara pemenuhan dana jaminan yang wajib dipenuhi oleh anggota
Bursa Efek dan penentuan biaya transaksi dan penyelesaian transaksi.

Ayal (4)
Cukupjelas
Aya (5)
Cukup jelas



Pasal 55

Avyat(1)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa para pemegang rekening
pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian berdasarkan Undanng-undang
im diakui sebagai pemilik Efek atau Pihak yang berhak atas Efek dimana
kepentingannya diwakili oleh LLembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan
mencatatkan nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut dalam
buku daftar pemegang Efek Emiten.

Ayat (2)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa berdasarkan Undang-
undang ini pemilik atau Pihak yang berhak atas Efek yang tercatat pada rekening
Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah para pemegang
rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek, meskipun nama yang
tercatat pada rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah
nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.

Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dalam hal ini mewakili kepentingan
pemnegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud.

Ayat (3)

Ketentuan ini dimaksudkan bahwa berdasarkan Undang-undang ini ke-
seluruhan pemilik unit penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi
Kolektif adalah Pihak yang memiliki atau berhak atas Efek yang termasuk dalam
portofolio Reksa Dana dimaksud. Kepemilikan tersebut diwakili oleh Bank
Kustodian dengan mencatatkan nama Bank Kustodian tersebut dalam buku daftar
pemegang efek Emiten. Bank Kustodian dalam hal ini semata-mata bertindak
selaku wakil dari keseluruhan pemilik unit penyertaan Reksa Dana dimaksud.

Ayat (4)

Konfirmasi sebagaimana dimaksud dalam ayat ini dapat berupa keiernagan
tertulis atau bentuk lain yang menerangkan jumlah Efek yang tercatat dalam
buku daftar pemegang Efek Emiten atas nama [.embaga Penyimpanan dan
Penyelesaian yang mewakili kepentingan pemegang rekening atau Bank



Kustodian yang mewakili kepentingan unit penyertaan Reksa Dana berbentuk
Kontrak Investasi Kolektif.

Ayat (5)

Pasal 56

Ketentuan dalam ayat ini mewajibkan Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian, Bank Kustodian atau perusahaan Efek untuk memberikan tanda
bukti pencatatan sebagai konfirmasi kepada pemegang rekening dari Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efiek dimaksud.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi penyelesaian transaksi Efek, Efek dalam
Penitipan Kolektif dianggap sepadan.

Dalam hal inj Efek dianggap memilik: sifat yang sama dengan uang, misalnya apabila
sescorang hendak mencairkan uang, dari rekeningnya pada bank, maka yang
bersangkutan tidak dapat menuntut atau mensyaratkan kepada bank agar uang yang
dicairkan tersebut adalah fisik uang yang dahulu disetorkan nasabah tersebut
kepada bank.

Dengan demikian pemegang rekening Efek tidak dapat menuntut pemilikan suatu
Efek berdasarkan nomor Efek atau seri tertentu berdasarkan jumlah, jenis dan
kelasnya.

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayal (2)

Walaupun I_embag Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian tercatat
dalam buku daftar pemegang Efek Emiten, namun pemegang rekening pada
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dapat
menginstruksikan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian
agar namanya atau Pihak lain yang ditunjuk oleh yang bersangkutan dicatat
dalam buku dafiar pemegang Efek Emiten. Lembaga Penyimpanan dan
Penyclesaian atau Bank Kustodian yang menerima instruksi tersebut wajib
melaksanakannya dengan memerintahkan Emiten agar mencatatkan nama Pihak



tersebut atau Pihak lain yang ditunjuk oleh yang bersangkuian dalam buku daftar
pemegang Efek Emiten. Emiten yang menerima instruksi tersebut, wajib
melaksanakannya sesuai dnegan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat

mlL

Ayat (3)

Ketentuan ayat ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa efek yang dimaksukkan
dalam Penitipan Kolektif adalah Efek yang baik dalam arti bebas dari
permasalahan termasuk dari gugatan Pihak manapun yang menyatakan berhak
atas Efek dimaksud. Hal ini diperlukan agar efek yang masuk dalam Penitipan
Kolektif benar-benar Efek yang siap untuk diperjualbelikan. Oleh karena itu
Efek yang hilang atau musnah dianggap Efek yang bermasalah, sehingga tidak
dapat dimasukkan dalam Penitipan Kolekiif. Namun demikian apabila terdapat
bukti dan atau jaminan yang cukup, Emiten dapat menerima pencatatan Efek
dimaksud ke dalam Penitipan Kolekuif dan mengambil alih tanggung jawab
terhadap pencatatan Efek dimaksud ke dalam Penitipan Kolektif.

Avat (4)

Pasal 58

Efek yang dijaminkan, diletakkan dalam sita jaminan berdasarkan putusan
pengadilan atau disita untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana juga
diaggap Efek yang bermasalah sebagaimana halnya dengan penjelasai ayat (3)
pasal ini. Atas dasar ilu Efek tersebut tidak dapai dimasukkan dalam Penitipan
Kolektif berdasarkan ketentuan ayat ini.

Ayat (1)

Oleh karena dana dan atau Efek dalam rekening Efek pada Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian merupakan milik dari pemegang rekening, maka
pemegang rekening yang bersangkutan dapat menarik dana dan atau Efek tersebut
sewaktu-wakiu berdasarkan kelentuan ayat ini.

Ayat (2)

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dapat membekukan rekening Efek
untuk pemenuhan Transaksi Bursa yang dilakukan uniuk kepentingan pemegang
rekening atau dijaminkan oleh pemegang rekening untuk suawu periklanan.



Pasal 59

Ayal(l)

Oleh karena pemcgang rekening adalah Pihak yang memiliki atau berhak atas
rekening Efek, maka sudah dengan sendirinya Pihak tersebut mempunyai hak
suara ataw Efek yang tercatal dalam rekening Efek yang bersangkutan. Untuk
itu berdasarkan ketentuan ayat ini ditegaskan bahwa pemegang rekening adalah
Pihak yang berhak untuk hadir dan memberikan hak suara dalam Rapat Umum
Pemegang Efek walaupun Efek terscbut tercatat atas nama Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dalam buku daftar
pemegang Efek Emiten. Fungsi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan
Bank Kustodian dalam bal ini adalah selaku Kustodian yang mewakili
kepentingan pemegang rekening.

Ayal (2)

Pasal 60

Ketentan dalam ayat ini dimaksudkan untuk menjamin agar hak pemegang
rekening berupa dividen, bunga, saham bonus atau hak lain dapat segera diterima
olch pemegang rekening yang bersangkutan. Hal ini diperlukan untuk
menghindari kerugian yang mungkin timbul yang diderita oleh pemegang
rekening akibat keterlambatan penyerahan hak dimaksud.

Keientuan dalam pasal ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pemegang rekening
sewaktu-waktu dapat meminjamkan atau menjaminkan Efek yang tercatal dalam
rekening Efek tanpa mengeluarkan Efek terscbut dari Penitipan Kolektif. Hal mi
diperiukan agar peminjaman atau penjamin Efek itu terlaksana dengan aman dan
efisien. Peminjaman ataw penjaminan Efek dilakukan dengan pemberitahuan secara
tertulis oleh pemegang rekening kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
atau Bank Kustodian yang menerangkan jumlah, jenis Efek yang dipinjamakan atau
dijaminkan, Pihak yang menerima pinjaman atau penjamin dan persyaratan

peminjaman atau penjaminan,

Pasal 61

Ketentuan mengenai Penitipan Kolekiif wajb dimasukkan dalam anggaran dasar
Emiten agar ketentuan anggaran dasar dimaksud sesuai dengan ketentuan Undang-



undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya. Hal ini diperlukan agar pemegang
Efek khususnya pemegang saham secara jelas mengetahui dan dapat melaksanakan
hak-haknya atas Efek yang tercatat dalam Penitipan Kolektif. Adapun hal-hal yang
wajib diatur dalam anggaran dasar, antara lain meliputi :

a,

b.

d.
Pasal 62

kesepadan Efek;

kewajiban untuk menerbitkan sertifikal atau konfirmasi kepada Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian,

hak suara, hak-hak atau dividen dan hak-hak lain yang dimiliki oleh pemegang
rekening atas saham dalam Penitipan Kolektif; dan

pengatihan kepemilikan dalam Penitipan Kolektif.

Cukupjelas

Pasal 63

Ayat (1)

Huruf a
Akuntan adalah Akuntan Negara atau Akuntan Publik yang telah
memperoleh izin dari Menteri Keuangan yang tugasnya memberikan
pendapat atas laporan keuangan suatu perusahaan.
Hurufb
Konsultan Hukum adalah ahli hukum yang memberikan pendapat hukum
kepada Pihak lain.
Huruf ¢
Penilai adalah Pihak yang memberikan penilaian atas aset perusahaan.
Hurud d
Notaris adalah Pejabat umum yang berwenang membuat akte otentik.
Huruf e

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menampung kemungkinan diperlukannya



Jjasa profesi lain untuk memberikan pendapal atau penilaian sesuvai dengan
perkembangan pasar modal di masa mendatang.
Ayal (2)
Karena pendapat dan atau penilaian Profesi Penunjang Pasar Modal sangat
penting bagi pemodal dalam mengambil keputusan investasinya, maka kegiatan
profesi tersebut di pasar modal perlu diawasi dengan mewa jibkannya mendaftar
di Bapepam.
Ayal (3)
Persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat ini antara lain
mengenai:
a  sarana dan prasarana;
b. kualifikasi pendidikan; dan

c.  izin profesi yang memerlukan izin dari instansi yang berwenang.

Pasal 64
Ayat (1)
Karena izin profesi merupakan salah satu persyaratan bagi pendaflarannya di
Bapepam, maka apabila izin profesi tersebut dicabut dengan sendirinya
pendafiaran di Bapepam menjadi batal
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "jasa lain” adalah jasa yang bukan menjadi penyebab
dibatalkannya pendaftaran atau dicabutnya izin profesi yang bersangkutan
sebagaimana dimaksud dalam ayal (2)
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 65

Cukup jelas



Pasal 66

Ketentuan ini dimaksudkan agar pendapat atau penilaian yang diberikan oleh
Profesi Penunjang Pasar Modal dilakukan secara profesional dan bebas dari
pengaruh Pihak yang memberikan tuags dan menggunakan jasa Profesi Penunjang
Pasar Modal tersebut dan atau afiliasinya, sehingga pendapatl atau penilaian yang
diberikan objektf dan wajar.

Pasal 67

Ketentuan tentang kewajiban untuk melaporkan adanya pelanggaran dalam jangka
waktu 3 (tiga) han dimaksudkan agar Bapepam dapat mengetahw hal tersebut
sedini mungkin dan dapat segera mengambil tindakan yang diperlukan untuk
mengurangi atau mencegah kemungkinan kerugian yang lebih besar bagi
masyarakat pemodal.

Pasal 68
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "prinsip akuntansi yang berlaku umum” adalah Prinsip
Akuntansi Indonesia yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntans: Indonesia.
Ayat (2)
Meskipun pengaturan suatu hal tertentu sudah diatur dalam Prinsip Akuntansi
Indonesia, tetapi apabila belum mencakup hal-hal yang dibutuhkan di pasarmodal
seperti dalam menetapkan ketentuan mengenai hal tersebut secara khusus untuk
melindung1 kcpentingan publik.
Pasal 69
Ayat (1)

Kegiatan penawaran Umumn merupakan salah satu cara untuk menghimpun
dana masyarakat. Untuk itu kepentingan masyarakat yang akan menanamkan
dananya pada Efck perlu mendapatkan perlindungan. Oleh karena itu setiap Pihak
yang bermaksud menghimpun dana melalu Penawaran Umum diwajibkan
terlebih dahulu menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada Bapepam dan
Penawaran Umum tersebut baru dapat dilakukan setelah Pemyataan Pendaftaran
dimaksud efektif.



Ayal (2)
Cukup jelas
Pasal 70

Dengan ketentuan ini, pemodal mempunyai kesempatan memahami isi Prospekius
sebagai dasar untuk mengambil keputusan investasinya.

Pasal 71
Avyat (1)
Cukupjelas
Ayal (2)
Ketentuan ayat ini dimaksudkan untuk memberikan hak kepada pemodal untuk

menuntut ganti rugi kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek baik sendiri-sendiri
maupun bersama-sama.

Ayat (3)
Cukup jetas
Pasal 72

Untuk melindungi kepentingan pemegang saham perusahaan yang telah memenuhi
persyaratan sebagai Perusahaan Pubtik maka perusahaan yang bersangkutan wajib
menyampaikan Pernyataan Pendaftaran

Pasal 73
Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan agar Emiten memperoleh kepastian bahwa dalam
hal Pernyataan Pendaftaran yang disampaikannya kepada Bapepam telah lengkap
dan memenuhi persyaratan dan prosedur yang ditetapkan, maka Pernyataan
Pendaftaran tersebut menjadi efektif dengan sendirinya pada hari-45 (empat puluh
limat) apabila Bapepam tidak melakukan sesuatu.

Ayat (2)
Cukup Jelas



Ayal (3)
.Dalam hal Bapepam meminia perubzhan dan atau tambahan informasi dari
Emiten atau Perusahaan Publik maka penghitungan waktu untuk efektifnya
Pemyataan Pendaftaran dihitung sejak tanggal diterimanya tambahan informasi
atau perubahan dimaksud.

Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 74
Ayal (1)
Cukup jelas
Ayal (2)

Bapepam tidak melakukan penilaian atas kualitas Efek yang ditawarkan. Yang
men jadi kewajiban Bapepam dalam rangka Penawaran Umum adalah pemenuhan
persyaratan keterbukaan informasi oleh Emiten yang dicantumkan dalam
prospektus, oleh karena itu keputusan untuk melakukan investasi sepenuhnya
ada pada pemodal.

Pasal 75

Rencana pencatalan Efek di Bursa Efek merupakan salah satu hal penting yang
dijadikan dasar pertimbangan keputusan untuk melakukan investasi oleh pemodal.
Oelah karena itu apabila janji tersebut tidak dapat dipenuhi maka penawaran umum
tersebut menjadi batal demi hukum dan Emiten serta Penjamin Emisi Efek wajib
mengembalikan uang pesanan Efek kepada pemesan.

Pasal 76 e
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini antara lain mengenai :
a  bentuk dan isi Pernyataan Pendaftaran; dan
b.  bentuk dan isi Prospektus.



Pasal 77

Aya (1)
Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan agar masyarakat memperoleh keterangan
ata informasi yang sebenamya mengenai Emiten yang diperlukan sebagai dasar
pertimbangan untuk menetapkan keputusan investasinya.

Ayat (2)
Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah adanya Pihak-pihak yang
menggunakan keterangan yang tidak benardengan menyebutkan bahwa Bapepam
telah memberikan persetujuan, atau izin atau pengesahan atau penelitian atau
penilaian atas berbagai segi keungpgulan suate Efek dengan maksud untuk
mempengaruhi masyarakat agar membeli Efek yang ditawarkan.

Ayat (3}

Ketentuan yang diatur lebih lanjut oleh Bapepam antara lain mengenai bentuk
dan isi Prospektus serta penetapan informasi tertulis yang bukan merupakan
Prospektus. Hal-hal yang dimuat dalam Prospekius antara lain mengenai :

uraian tentang Penawaran Umum;

a
b. tujuan dan penggunaan dana Penawaran Umum;

c. analisis dan pembahasan mengenai kegiatan dan keuangan;
d. resiko usaha;
e  data kewvangan;
f  keternagan dari segi hukum;
g informasi mengenai pemesanan pembelian Efek; dan
h. keterangan {entang anggaran dasar.

Pasal 78

Ayat (1)

Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan agar masyarakat memperoleh keterangan
atau informasi yang sebenarnya mengenai Emiten yang diperlukan sebagai dasr
pertimbangan untuk menetapkan investasinya.



Avyat (2)

Pasal 79

Kelentuan dalam ayat ini dimaksudkan uniuk memungkinkan agar pengumuman
yang dibual dalam rangka Penawran Umum tidak menyesatkan. Hal-hal yang
diumumkan antara lain mengenai :

a nama Emiten;
jenis Efek yang ditawarkan;
c. jenis industri Emiten;
d. nama dan alamat Agen Penjual; dan

¢ nama Penjamin Emisi Efek.

Avyat(l)

Cukup jelas

Ayat (2)

Tanggung jawab masing-masing Profesi Penunjang Pasar Modal terbatas pada
pendapat ataw keternagan yang diberikannya dalam rangka Pernyataan
Pendaftaran. Olah karena itu pemodat hanya dapat menuntut ganti rugi atas
kerugian yang timbul akibat dari pendapat atau penilaian yang diberikan Profesi
Penunjang Pasar Modal.

Ayat (3)

Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau Profesi Penunjang Pasar Modal tidak
dapat dituntut ganti tugi atas kerugian yang diderita oleh pemodal apabila
Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau Profesi Penunjang Pasar Modal tersebut
telah melakukan penitaian atau memberikan pendapatnya secara profesional
dalam arti peker jaannya telah dilaksanakan sesua:i dengan norma pemeriksaan,
prinsip-prinsip dan kode etik masing-masing profesi, dan pendapatnya atau
penilaiannya itu telah diberikan secara independen. Selain itu Penjamin Pelaksana
Emisi Efek atau Profesi Penunjang Pasar Modal telah melakukan langkah-
langkah konkrit yang diperlukan uniuk memastikan kebenaran dari pemyataan
atau keternagan yang diungkapkan dalam Pernyataan Pendaftaran.



Ayal {4)
Cukup jelas
Pasal 80
Ayat(l)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukupjelas
Pasal 81
Ayat (1)
Yang dimaksud "hak memesan Efek terlebih dahulu" adalah hak yang melekat

pada saham yang memberikan kesempatan bagi pemegang saham yang
bersangkutan untuk membeli Efek baru sebelurn ditawarkan kepada Pihak lain.

Ayat (2)
Unuk melindungi kepentingan pemegang saham independen yang umumnya
merupakan pemegang saham minoritas dari kemungkinan adanya penetapan
harga yang tidak wajar atas transaksi yang dilakukan cleh Emiten disebabkan
adanya benturan kepentingan antara pribadi direktur, komisaris atau peregang
saham utama, maka Bapepam dapat mewajibkan Emiten untuk terlebih dahulu
memperoleh persetujuan mayorilas dari pemegang saham independen.

Ayat (3)

Persyaratan dan tata eara sebagaimana dimaksud dalam ayat ini antara lain

mengenai:

a.  bentuk dan isi Pernyataan Pendaftaran dalam rangka penerbitan hak
memesan Efek terlebih dahulu;

b. dokumen-dokumen yang wajib disampaikan dalam Pernyataan Pendafiaran
tersebut;

c.  bentuk dan isi Prospektus dalam rangka penerbiatan hak memesan Efek
terlebih dahulu; dan



d. tata cara pelaksanaan penentuan korum dan suara dalam Rapal Umum
Pemegang Saham untuk Memperoleh persetujuan pemegang saham
independen.

Pasal 82

Yang dimaksud dengan "penawaran tender” adalah penawaran melalui media massa
untuk memperoleh saham atau Efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham
dengan cara pembelian atau pertukaran,

Pasal 83

Mengingat penggabungan, peleburan atau pengambilalihan dapat menimbulkan
kerugian bagi pemegang saham publik dan kemungkinan adanya penilaian yang tidak
wajar atas asset Perusahaan Publik atau Emiten, maka Perusahaan Publik atau Emiten
wajib memenuhi ketentuan mengenai keterbukaan, kewajaran dan pelaporan yang
ditetapkan oleh Bapepam.

Pasal 84

Yang dimaksud dengan "laporan’ adalah laporan berkala maupun laporan insidentil
lainnya.
Pasal 85
Ayat (1)
Oleh karena informasi mengenai Perusahaan Publik atau Emiten mempunyai
peranan yang penting bagi pemodal, maka disamping untuk efektivitas
pengawasan oleh Bapepam, kewajiban untuk menyampaikan dan mengumumkan

laporan bagi Perusahaan Publik atau Emiten dimaksudkan juga agar informasi
mengenai jalannya usaha perusahaan tersebut selalu tersedia bagi masyarakat.

Huruf a

Informasi berkala tentang kegiatan usaha dan keadaan keuangan Perusahaan
Publik dan Emiten diperlukan oleh Pemodal sebagail dasar pengambilan
keputusan investasi atas Efek Oleh karena itu Perusahaan Publik atau
Emiten wajib menyampaikan laporan berkala untuk setiap akhir periode
tertenu kepada Bapepm dan laporan tersebut terbuka untuk umum,



Huruf b

Selain tambahan dari Japoran berkala sebagaimana dimaksud dalam huruf
adi atas, maka apabila terjadi peristiwa yang sifatnya material, Perusahaan
Publik dan Emiten wajib menyampaikan laporan kepada Bapepam dan
mengumumkannya kepada masyarakat selambat-lambaitnya dua hari setelah
terjadinya peristiwa yang sifatnya marerial tersebut.
Ayat(2)
Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk memberikan kewenangan kepada
Bapepam untuk menetapkan persyaratan tertentu dimana Perusahaan Publik atau
Emiten yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektiftidak diwajibkan
meyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Persyaratan
dimaksud antara lain berupa penentuan maksimal jumlah pemegang saham dan
modal disetor Perusahaan Publik yang tidak diwajibkan untuk menyampaikan
laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Ketentuan ini tidak berarti bahwa
Perusahaan Publik yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif tidak
wajib menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meskipun
uidak memenuhi persyaratan sebagai Perusahaan Publik.

Pasal 86
Ayal (1)
Karena kedudukannya yang penting tersebut, maka direktur atau komisaris

Perusahaan Publik atau Emiten wajib mengungkapkan perubahan kepemilikan
Efeknya,

Ayat (2}
Cukup jelas
Ayat (3)
Jangka waktu laporan kepemilikan atau perubaban kepemilikan sebagaimana
dimaksud dalam ayat ini dihitung sejak ter jadinya transaksi.
Pasal 87

Ketentuan dan tata cara penyampaian laporan yang akan diatur oleh Bapepam
memuat antara lain :



T P

3

> d.
Pasal 88

bentuk dan isi laporan;
pihak yang dapat menandalangani laporan;
batas waktu penyampaian laporan; dan

cara penyampaian laporan.

Ayat (1)

Informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat ini antara lain berupa Prospektus,
Pernyataan Pendaftaran, permohonan izin usaha,izin perorangan, persetujuan
dan pendaftaran profesi, laporan berkala dan laporan lainnya, tersedia untuk
umum.

Ayat (2)

Pasal 89

Sesuai dengan prinsip keterbukaan yang berlaku di pasar modal, maka pada
dasarnya informasi atau keterangan yang dimuat dalam Pernyataan Pendaftaran
termasuk Prospektus atan permohonan izin usaha, izin perorangan, persetujuan
dan pendaftaran profesi serta informasi lainnya yang wajib disampaikan oleh
setiap Pihak kepada Bapepam adalah terbuka untuk umum. Hal ini disebabkan
karena informasi atau keternagna tersebut penting artinya bagi masyarakat dalam
melakukan investasi ataupun kegiatan usaha di pasar modal. Namun demikian
terdapat informasi atau keterangan tertentu yang tidak terbuka untuk umum
karena alasan tertentu antara lain adanya kemungkinan informasi tersebut akan
digunakan oleh Pihak lain terutama pesaing sehingga merugikan Pihak yang
menyampaikan informasi atau keterangan tersebut. Oleh karena itu Bapepam
atas permintaan dari Pihak yang diwajikban untuk menyampaikan informasi
atau keternagan tersebut dapat mempertimbangkan untuk pengecualian terhadap
ketentuan dalam ayat (1) pasal ini.

Pengecualian keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat ini antara
lain formula rahasia produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan.

Perkembangan pasar modal sangat tergantung dari keyakinan dan kepercayaan
masyarakal pemodal untuk melakukan investasi dalam Efek. Keyakinan dan



kepercayaan tersebut dapat ierpengaruh oleh adanya tindak pidana berupa penipuan
atau pengelabuan yang merugikan masyarakai pemodal. Sehubungan dengan itu, maka
tindak pidana dimaksud perlu diancam dengan sanksi yang relatif berat berdasarkan
Undang-undang ini.

Kegialan perdagangan Efek meliputi kegiatan penawaran, pembelian dan atau
penjualan Efek yang terjadi dalam rangka Penawaran Umum, atau terjadi di Bursa
Efek, maupun kegiatan penawaran, pembelian dan atau penjualan Efek diluar bursa
atas Ffek Emiten atau Perusahaan Publik.

Pasal 90

Masyarakat pemodal sangat memerlukan informasi mengenai kegiatan perdagangan,
keadaan pasar atau harga Efek di Bursa Efek yang tercermin dari kekuatan penawaran
jual dan penawaran beli Efek sebagai dasar untuk mengambil keputusan investasi
dalam Efek. Sehubungan dengan itu ketentwan ini melarang adanya tindakan yang
dapat meniciptakan gambaran semua inengenat kegiatan perdagangan, keadaan pasar
atau harga Efek, seperti :

a  melakukan transaksi Efek yang tidak mengakibatkan perubahan kepemilikan;
atau

b.  melakukan penawaranjual atau penawaran beli Efek pada harga tertentu, dimana
Pihak tersebut juga telah bersekongko! dengan Pihak lain yang melakukan
penawaran beli atau penawaran jual Efek yang sama pada harga yang kurang
lebih sama.

Pasal 91

Ketentuan ini melarang dilakukannya serangkaian transaksi Efek oleh saw Pihak
atau beberapa Pihak yang bersekongkol, sehingga menciplakan harga Efek yang sermua
di Bursa Efek karena tidak didasarkan pada kekuatan permintaan jual atau beli Efek
yang sebenarnya dengan maksud menguniungkan diri sendiri atau Pihak lain.

Pasal 92

Pihak seperti halnya juru bicara Emiten, pers, atau Pejabat Pemeriniah sesuai dengan
fungsi atau jabatannya masing-masing, sering membuat pernyataan atau memberikan
keterangan kepada masyarakal yang berpengaruh terhadap harga Efek di Bursa Efek.
Sesuai dengan ketentuan pasal ini, Pihak tersebut dilarang membuat pernyataan



atau memberikan kelerangan yang secara material berpengaruh terhadap harga Efek
di Bursa Efek, apabila yang bersangkutan mengetahui atau sepatutnya mengetahui
bahwa pernyataan atau keterangan tersebut tidak benar atau menyesatkan atan yang
bersangkutan tidak cukup berhati-hati untuk menentukan kebenaran pernyataan atau
keterangan tersebut.

Pasal 93
Tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal ini antara lain menyangkut :

a  stabilisasi harga Efek dalam rangka Penawaran Umum sepanjang hal tersebut
dicanturnkan dalam Prospektus; dan

b. penjualan dan pembelian Efek oleh Perusahaan Efek selaku pembentuk pasar
untuk rekeningnya sendiri secara terus menerus untuk menjaga likuiditas
perdagangan Efek.

Pasal 94

Crang Dalam adalah :

a  komisaris, direktur atau pegawai Perusahaan Publik atau Emiten;
Pemegang saham utama Perusahaan Publik atau Emiten;

c. peforangan yang karena kedudukan atau profesinya atau karena hubungan
usahanya dengan Perusahaan Publik atau Emiten memungkinkan orang tersebut
memperoleh Informasi Orang Dalam; atau

d. perorangan yang dalam waktu 6 (enam) bulan terkahir tidak lagi meajadi Pihak
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, atau huraf c di atas.
Sebagai contoh penjelasan huruf d adalah Tuan A berhenti sebagai direkwr pada

tanggal 1 Januari. Namun demikian Tuan A masih dianggap sebagai Orang Dalam
sampai dengan tanggal 30 Juni pada tahun yang bersangkutan.

Yang dimaksud dengan "kedudukan” dalam penjelasan huruf ¢ ini adalah jabatan
pada lembaga, institusi atau badan Pemerintah.

Yang dimaksud dengan "hubungan usaha” dalam penjelasan huruf c ini adalah
hubungan kerja atau kemitraan dalam kegiatan usaha antara lain hubungan kerja atau
kemitraan dalam kegiatan usaha antara lain hubungan nasabah, pemasok, koniraktor,
pelanggan dan kreditur.



Yang dimaksud dengan “Informasi Orang Dalam” dalam penjelasan hurufc ini dan
ketentuan lain dalam Undang-undang ini adalah informasi material yang belum tersedia
untuk umum. Sedangkan yang dimaksud dengan "informasi material” dalam hal ini
adalah informasi penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian atau fakta yang
dapat mempengaruhi harga Efek pada Bursa Efek dan atau keputusan untuk melakukan
investasi.

Sebagai contoh informasi material adalah antara lain informasi mengenai :

1.

2
3
4
5.
6.
7

penggabungan usaha (merger), pengambilalihan (acquistion), peleburan usaha
(consclidation) atau pembentukan usaha patungan;

pemeczhan saham atau pembagian dividen saham (stock dividen);
pendapatan dan dividen yang luar biasa sifatnya;

perolehan atau kehilangan kontrak penting;

produk atau penemuan baru yang berarti;

perubahan tahun buku perusahaan; dan

perubahan dalam pengendalian atau perubahan penting dalam manajemen;

sepanjang informasi tersebut dapat mempengaruhi harga Efek dan atau keputusan
untuk melakukan investasi atas Efek.

Huruf a

Orang dalam dari suatu Perusahaan Publik atau Emiten yang mempunyai
Informasi Orang Dalam dilarang melakukan kegiatan penjualan atau pembelian
Efek dari Perusahaan Publik atau Emiten, karena pada dasarnya kedudukan Orang
Dalam menimbulkan kewajiban untuk selalu mendahulukan kepentingan
Perusahaan Publik atau Emiten dan secara tidak langsung kepenlingan para
pemegang saham secara keseluruhan, termasuk di dalamnya kewajiban untuk
tidak menggunakan informasi atau fakta material yang belum terbuka untuk
umum mengenai Perusahaan Publik atau Emiten untuk kepentingan sendiri atau
pihak lain. Apabila Orang Dalam mempunyai Informasi Orang Dalam ingin
melakukan penjualan dan atau pembelian Efek dari Perusahaan Publik atau
Emiten tersebut, maka Orang Dalam wa jib mengungkapkan atau mengumumkan
informasi tersebut sesual dengan persyaratan keterbukaan yang berlaku.




Sehubungan dengan itu, maka pengungkapan atau pengumuman informasi
kepada umum tersebut pada dasarnya hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan
Publik atau Emiten itu sendiri, kecuali apabila Orang Dalam yang bersangkutan
diberikan kewenangan khusus untuk melakukan hal tersebut untuk kepentingan
Perusahaan Publik atau Emiten.

Huruf b

Pasal 95

Disamping larangan di atas, maka Orang Dalam dari suatu Perusahaan Publik
atau Emiten yang mempunyai Informasi Orang dalam mengenai perusahaan lain
yang melakukan transaksi dengan Perusahaan Publik atau Emiten yang
bersangkutan, dikenakan larangan yang sama. Artinya, meskipun yang
bersangkutan bukan Orang Dalam dari perusahaan lain tersebut, tetapi karena
informasi mengenai perusahaan lain tersebut lazimnya diperoleh karena
kedudukannya pada Perusahaan Publik atau Emiten yang melakukan transaksi
dengan perusahaan lain tersebut, maka apabila Orang Dalam melakukan
pembelian atau penjualan Efek dari perusahaan lain tersebut, hal itu berarti Orang
Dalam yang bersangkutan telah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan
kepadanya oleh Perusahaan Publik atau Emiten tersebut.

Yang dimaksud dengan “transaksi" dalam huruf ini adalah semua bentuk transaksi
yang terjadi antara Perusahaan Publik atau Emiten dengan perusahaan lain,
termasuk transaksi atas Efek dari perusahaan lain tersebut yang dilakukan oleh
Perusahaan Publik atau Emiten yang bersangkutan.

Orang Dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 dilarang mempengaruhi Pihak
lain untuk melakukan pembelian dan atau penjualan atas Efek dari Perusahaan Publik
atau Emiten yang bersangkutan walaupun Orang Dalam dimaksud tidak memberikan
Informasi Orang Dalam kepada Pihak lain, karena hal itu berarti membuka kesempatan
bagi Pihak lain untuk melakukan pembelian atau penjualan Efek berdasarkan Informasi
Orang Dalam, Dalam hal demikian, OLa ;&_Da]am tersebut telah menyalahgunakan
kepercayaan yang diberikan kepadanya aleh Perusahaan Publik alau Emiten. sElain
larangan tersebut, Orang Dalam dilarang memberikan Informasi Orang Dalam kepada
Pihak lain yang diduga akan menggunakan infomrasi tersebut untuk melakukan
pembelian dan atau penjualan Efek, karena Orang Dalam mempunyai kewajiban untuk



tidak menyalahgunakan informasi yang dipercayakan kepadanya. Hal ini berarti pula,
bahwa Orang Dalam mempunyai kewajiban untuk berhati-hati agar Informasi Orang
Dalam tidak tersebar sehingga dapat disalabgunakan oleb Pibak lain.

Pasal 96

Ayat (1)

Setiap Pihak yang dengan sengaja berusaha seeara melawan hukum untuk
memperoieh dan pada akhirnya memperoieb Informasi Orang Dalam mengenai
Perusahaan Publik atau Emiten. juga dikenakan larangan yang sama sepertl yang
berlaku bagi Orang Dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 dan Pasal 95,
Artinya, mereka dilarang untuk melakukan transaksi atas Efek yang bersangkutan,
serta dilarang mempengarubi Pihak lain untuk melakukan pembelian dan atau
penjualan atas Efek tersebut atau memberikan Informasi Orang Daiam tersebut
kepada Pihak lain yang patut diduga akan menggunakan informasi tersebut untuk
melakukan pembelian dan penjualan Efek.

Ayat (2)

Pasal 97

Larangan scbagaimana dimaksud dalam Pasal %4 dan Pasai 95 tidak beriaku
bagi Pihak seiain Orang Dalam yang memperoieh Informasi Orang Dalam tanpa
mejawan hukum apabila informasi tersebut disediakan bagi siapa pun yang
meminta tanpa pembatasan.

Sebagai contob, apabila seseorang yang bukan Orang Dalam meminta
infommrasi dari Perusahaan Publik atau Emiten dan kemudian memperoiehnya
dengan mudah tanpa pembatasan, maka orang tersebut tidak dikenakan
larangan yang berlaku bagi Orang Dalam.

Namun demikian, apabila pemberian Informasi Orang Dalam disertai dengan
persyaratan untuk merahasiakannya atau persyaratan iain yang bersifat
pembatasan, maka terhadap Pihak yang memperoleh Infomrasi Orang Dalam
berlaku larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal %4 dan Pasal 95.

Dengan ketentuan ini. Perusahaan Efek yang memiliki Informasi Orang Dalam
mengenai Perusahaan Publik atau Emiten dilarang melakukan transaksi atas Efek
dan Perusahaan Publik atau Emiten tersebut apabiia dilakukan atas tanggungannya



sendir. Selain itu, Perusahaan Efek yang bersangkutan dilarang memberikan
rekomendasi kepada nasabahnya mengenai Efek dimaksud

Pasal 98

Transakst Efek tertentu tidak termasuk dalam transaksi Efek sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 94 dan Pasal 95 ditetapkan dengan peraturan Bapepam. Sebagai contoh,
transaksi Efek terientu sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini adalal transaksi Efek
antar Orang Dalam,

Pasal 99
Ayat (1)

Sebagai konsekuensi dari pelaksanaan fungsi sebagai badan pengawas terhadap
kegiatan di pasar modal, Bapepam pertu diberikan kewenangan untuk melakukan
pemeriksaan terhadap setiap Pihak yang diduga telah, sedang atau mencoba
melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan
atau perawran pelaksanaannya. Dengan kewenangan ini Bapepam dapat
mengumpulkan data, Informasi, dan atau keternagna lain yang diperlukan sebagai
bukn atas pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan
pelaksanaannya.

Avat (2)
Dalam rangka pemeriksaan, Bapepam dapat meminta keterangan dan atau
konfirmasi, dan memeriksa catatan, pembukuan dan atan dokumen lain darj Pihak

yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap Undang-undang
ini dan atav peraturan pelaksanaannya, atavpun Pihak lain apabiladianggap perlu.

Disamping itu, Bapepam dapat memerintahkan dihentikannya suatu kegiatan
yang merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan
pelaksanaannya. Sebaliknya, Bapepam dapat memerintahkan dilakukannya suatu
kegiatan tertentu apabila dipandang perlu untuk mengurangi kerugian yang timbul
dan atau mencegah kerugian lebih lan jut. Bapepam dapat pula menetapkan syarat
dan atua mengizinkan dilakukannya penyelesaian tertentu atas kerugian yang
ditimbulkan dari kegiatan yang merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang
in dan alau peraturaan pelaksanaannya. Penyelesaian dimaksud antara lain berupa
penyelesaian secara perdata diantara para Pihak.



Data, informasi, bahan, dan atau keterangan lain yang dikumpulkan dalam rangka
“pemeriksaan, tersebut dapat digunakan oleh Bapepam untuk menetapkan sanksi
administrasi. Apabila Bapepam menetapkan untuk meneruskan "pemeriksaan”
yang dilakukan ke tahap "penyidikan”, maka data, informasi, bahan, dan atau
keternagan lain tersebul dapat digunakan sebagai bukli awal dalam tahap
“penyidikan”,

Hal ini tidak berarti bahwa tindakan “penyidikan” harus didahului oleh tindakan
“pemeriksaan”. Artinya, apabila Bapepam berpendapat bahwa suatu kegiatan
yang dilakukan itu merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan
atau peraturan pelaksanaannya dan mengakibatkan kerugian terhadap
kepentingan pasar modal dan atau membahayakan kecpentingan pemodal dan
masyarakat, maka tindakan "penyidikan” dapat mulai dilakukan.

Aya (3)
Cukupjelas
Pasal 100
Ayat (1)
Pelanggaran yang terjadi di pasar modal sangat beragam dilihat dari segi jenis,
modus operandi maupun kerugian yang mungkin ditimbulkannya. Kepada
Bapepam perlu diberikan wewenang untuk menimbang konsekuensi dari

pelanggaran yang terjadi, dan wewenag untuk meneruskannya ke tahap
"penyidikan” berdasarkan pertimbangan dimaksud.

Tidak semua pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan
pelaksanaannya di bidang pasar modal harus dilanjutkan ke tahap “penyidikan”,
karena hal tersebut justru dapat menghambat kegiatan penawaran dan atau
perdagnagan Efek secara keseluruhan.

Apabila kerugian yang ditimbulkan membahayakan sistern pasar modal atau
kepentingan pemodal dan atau masyarakat, atau apabila tidak tercapai
penyelesaian atas kerugian yang telah timbul, maka Bapepam dapat memulai
tindakan “penyidikan” dalam rangka penuntutan tindak pidana.



Ayal (2)
Penyidikan di bidang pasar modal adalah serangkaian tindakan penyidik untuk
mencari serta mengumpulkan bukti yang diperlukan, sehingga dapat membuat
terang tentang tindak pidana di bidang pasar modal yang terjadi, dan guna
menemukan tersangka serta mengetahui besarnya kerugian yang ditimbulkannya.
Penyidik di bidang pasar modal adalah Pejabat Pegawa Negeri tertentu di
lingkungan Bapepam yang diangkat oleh Menteri Kehakiman sesuai dengan
ketentuan perwran perundang-undangan yang berlaku.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas
Horufb
Cukupjelas
Huruf¢
Cukup jelas
Hurufd
Cukupjelas
Hurufe
Cukupjelas
Huoruf f
Cukup jelas
Hunuf g
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukupjelas



Ayal (6)

Aparat penegak hukum lain yang dimaksud dalam ayat ini antara lain dari
Kepolisian Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Imigrasi Departemen
Kehakiman, dan Kejaksaan.
Pasal 10}
Ayat (I)
Pihak yang dimaksud dalam Ayat ini adalah Emiten, Perusahaan Publik, Bursa
Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian, Reksa Dana, Perusahaan Ef ek, Penasehat Investasi, Wakil Penjamin
Emisi Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek, Waki Manajer Investasi, Biro

Administrasi Efek, Kustodian, Wali Amanat, Profesi Penunjang Pasar Modal
dan Pihak lain yang telah mempercleh izin persetujuan atau pendaftaran dari

Bapepam.
Ayat (2)
Hurufa
Cukupjelas
Hurufb
Cukupjelas
Hurufc
Cukup jelas
Huruf d
Cukupjelas
Hurufe
Cukup jelas
Huruf f
Cukupjelas
Huruf g
Cukup jelas



Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 102
Ay (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukupjelas
Pasal 103
Cukup jelas
Pasal 104
Cukup jelas
Pasal 105
Aya(l)
Cukup jelas
Ayat(2)
Cukupjeilas
Pasal 106
Cukup jelas
Pasal 107
Ayat (1)
Cukupjelas
Ayat (2)
Cukupjelas
Pasal 108
Cukup jelas



Pasa] 109
Ayal (1)
Cukup jelas

Ayal (2)

Cukup jelas
Pasal 110

Ayal (1)
Nilai saham Reksa Dana adalah cermin dari nilai bersih portofolionya, karcna
asset Reksa Dana hanya portofolio itus. Nilai aktiva bersih (Net Asset Value)
Reksa Dana sama dengan nilai bersih portofolionya. Net Asset itu sendiri
sebenamya sama dengan nilai nominal. Perubahan Nilai aktiva bersib berjalan

terus, berarti nilai nominal berubah pula. Oleh karena st saham Reksa Dana
diterbitkan tanpa nilai nominal.
Ayat (2)

Penyetoran modal pada waktu pendirian Reksa Dana berbentuk perseroan terbatas
oleh pendiri hanya dimaksudkan untuk merintis pendirian Reksa Dana dimaksud.
Untuk itu pendiri cukup diwajibkan untuk melakukan pemenuhan modal
ditempatkan dan disetor pada waktu Reksa Dana tersebut didirikan sckurang-
kurangnya 1% (satu per seratus) dari modal dasar Reksa Dana. Pemenuhan modal
selanjutnya akan dilakukan oleh pernodal yang telah membeli saham Reksa Dana
tersebut pada waktu Penawaran Umnum.

Ayat (3)
Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham tidak diperlukan karena pembelian
kembali saham-sahamnya yang lelah dikeluarkan oleh Reksa Dana dan

pengalihan lebih lanjut saham tersebut dapat terjadi setiap saat dalam hal
pemegang saham Reksa Dana menjual kembali saham dimaksud.

Ayat (4)
Dana dimaksud antara lain kas dan hasil penjualan portofolio Reksa Dana.



Pasal 111
Ayal (-]) dan Ayat (2)

Pada dasarnya seluruh keuntungan Reksa Dana dibagikan kepada pemegang
saham, namun Reksa Dana dapat membentuk dana cadangan untuk di-
investasikan kembali schingga meningkatkan nilai aktiva bersih Reksa Dana.
Besarnya dana cadangan tersebut wajib mengikuti ketentuan sebagaimana
ditetapkan Bapepam. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari pembentukan dana
cadangan yang merugikan pemegang saham.

Pasal 112

Ketentuan pasal ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa setiap Pihak yang
melakukan pelanggaran wajib mengganti kerugian kepada Pihak-pihak yang
dirugikan sebagai akibat pelanggaran yang dilakukannya. Tuntutan ganti rugi
tersebut dapat dilakukan oleh setiap Pihak yang dirugikan baik sendiri-sendiri
maupun bersama-sama.

Pasal 113
Cukupjelas
Pasal 114
Cukupjelas
Pasal 115
Huruf a
Cukup jelas
Hurufb
Cukup jelas
Huruf ¢
Cukup jelas
Huruf d
Cukupjelas



Pasal 116
Cukup jelus
Pasal- 117

Clikup jelas
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 1995
TENTANG
PASARMODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

a  bahwa tujuan pembangunan nasional adalah terciptanya suatu masyarakat adil
dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

b. bahwa Pasar Modal mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan nasional
sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha dan wahana investasi
bagi masyarakat;

¢. bahwa agar Pasar Modal dapat berkembang dibutuhkan adanya landasan hukum
yang kukuh untuk lebih menjamin kepastian hukum pihak-pihak yang melakukan
kegiatan di Pasar Modal serta melindungi kepentingan masyarakat pemodal dari
praktek yang merugikan;

d. bahwa sejalan dengan hasil-hasil yang dicapai pembangunan nasional serta dalam
rangka antisipasi atas globalisasi ekonomi, Undang-undang Nomor 15 Tahun 1952
tentang penetapan “Undang-undang Darurat tentang Bursa” (Lembaran Negara Tahun
1951 Nomor 79) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1952
Nomor 67} dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu membentuk
Undang-undang tentang Pasar Modal;

Mengingat:
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;

2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara
Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);



Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
UNDANG-UNDANG TENTANG PASAR MODAL

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :
1. Afiliasi adalah :

a

f.

hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajaf kedua,
baik secara horizontal maupun vertikal,;

hubungan antara Pihak dengan pegawai, direktur, atau komisans dari Pihak
tersebut;

hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota
direksi atau dewan komisaris yang sama;

hubungan antara perusahaan dengan Pihak, baik langsung maupun tidak
langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;

hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun
tidak langsung, oleh Pihak yang sama, atau

hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham utama.

2. Anggota Bursa Efek adalah Perantara Efek yang telah memperoleh izin usaha dari
Bapepam dan mempunyai hak untuk mempergunakan sistem dan atau sarana Bursa
Efek sesuai dengan peraturan Bursa Efek.

3. Biro Admunistrasi Efek adalah Pihak yang berdasarkan kontrak dengan Emiien



10.

11.

12.
13.

14,

melaksanakan pencatatan pemilikan Efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan
Efek.

Bursa Efek adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sisiem dan atau
sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek Pihak-pihak lain
dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka

Efek adalah sural berharga, yaitu sural pengakuan utang, sural berharga komersial,
saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif,
kontrak berjangka atas Efek, dan setiap dari vatif dari Efek.

Emiten adalah Pihak yang melakukan Penawaran Umum.

Informasi atau Fakta Material adalah informasi atau fakta penting dan relevan
mefgenal pefistiwa, kejadian, atau fakta yang dapal mempengaruhi harga Efek dan
Bursa Efek dan atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau Pihak lain yang
berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut,

Kustodian adalah Pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang
berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-
hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang
menjadi nasabahnya.

Lembaga Kiiring danPenjaminan adalah Pihak yang menyelenggarakan jasa kliring
dan penjamin penyelesaian Transaksi Bursa.

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah pihak yang menyelenggarakan
kegiatan Kustodian sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek, dan Pihak lain.

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek
untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok
nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri
kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menteri adaiah Menteri Kevangan Republik Indonesia.

Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penmawaran Umum dan
perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang
diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.

Penasihat Investasi adalah Pihak yang memberi nasehat kepada Pihak:lain mengenai



19.

20.

21.

22.

23.

24,
25,

penjualan atau pembelian Efek dengan memperoleh imbalan jasa.

Penawaran Umum adalah kegialan perawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten
untuk menjual Efek kepada masyarakal berdasarkan tata cara yang diatur dalam
Undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya.

Penitipan Kolektif adalah jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh
lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian.

Penjamin Emisi Efek adalah Pihak yang membuat kontrak dengan Emiten untuk
melakukan Penawaran Umum bagi kepentingan Emiten dengan atau Lanpa kewa jiban
untuk membeli sisa Efek yang tidak ter jual

Penawaran Pedagang Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli
Efek umuk kepentingan sendiri atau Pihak lain.

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan kepada Badan
Pengawas Pasar Modal oleh Emiten dalam rangka Penawaran Umum atan
Perusahaan Publik.

Perseroan adalah perseroan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal | angka 1
Ketentuan Umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Perusahaan efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin
Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan atau Manajer Investasi.

Perusahaan Publik adalah Perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-
kurangnya oleh 300 (liga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor
sekurang-kurangnya Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah
pemegang saham dan modal diselor yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pihak adalah orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok
yang terorganisasi,

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang dimiliki oleh Pihak.

Prinsip Keterbukaan adalah pedoman umum yang mensyaratkan Emiten, Perusahaan
Publik, dan pihak lain yang wnduk pada Undang-undang ini untuk menginformasikan
kepada masyarakal dalam wakewu yang tepat seluruh Informasi Material mengenai
usahanya atau Efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal
terhadap Efek dimaksud dan atau harga dari Efek tersebut.



26. Prospekius adalah setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum
dengan tujuan agar Pihak iain membeli Efek.

27. Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari
masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio Efek oleh
Manajer Investasi.

28 Transaksi Bursa adalah kontrak yang dibuat oleh Anggota Bursa Efek sesuai
persyaratan yang diteniukan oleh Bursa Efek mengenai jual beli Efek, pinjam
meminjam Efek, atau konirak lain mengenai Efek atau harga Efek.

29. Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan
setiap Pihak dalam portofolio invesiasi kolektif.

30. Waii Amanat adalah Pihak yang mewakili kepentingan pemegang Efek yang bersifat
uang.

Pasal 2
Menteri menetapkan kebijaksanaan umum di bidang Pasar Modal.

BABII
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL

Pasal3

(1} Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal
dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal yang selanjutnya disebut Bapepam.

(2) Bapepam berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri.

Pasal 4

Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
dilaksanakan oleh Bapepam dengan tujuan mewujudkan terciptanya kegiatan Pasar
Modal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan
masyarakat.



Pasal$
(1) Dalam melaksanakan Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4,
Bapepam berwenang untuk :
a  member:

1) izin usaha kepada Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjamin,
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Reksa Dana, Perusahaan
Efek, Penasehat Investasi, dan Biro Administrasi Efek;

2) izin orang perseorangan bagi Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil
Perantara Pedagang Efek, dan Wakil Manajer Investasi; dan
3) persetujuan bagi Bank Kustodian;
b. mewajibkan pendaftaran Profesi Penunjang Pasar Modal danWali Amanat;

€. menetapkan persyaratan dan fata cara pencalonan dan Memberhentikan untuk
sementara waktu komisaris dan atau direktur serta menunjuk manajemen
sementara Bursa Efek, Lembaga Kiiring dan Penjamin, serta Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian sampai dengan dipilihnya komisaris dan atau
direktur yang bary;

d.  menetapkan: persyaratan dan tata cara Pernyataan Pendaftaran serta menyatakan,
menunda, atau membaltaikan efektifnya Pernyataan Pendaftaran;

e. mepgadakan pemeriksaan dan penyidikan terhadap setiap Pihak dalam hal
terjadi peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran terhadap Undang-
undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya;

f.  mewajibkan setiap Pihak untuk :

1) menghentikan atau memperbaiki iklan atau promosi yang berhubungan
dengan kegiatan di Pasar Modal; atau

2) mengambii langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi akibat
yang timbu] dari ikian atau prornosi dimaksud;

g melakukan pemeriksaan terhadap :

1) setiap Emiten Perusahaan Publik yang telah atau diwajibkan menyampaikan
Pernyataan Pendaftaran kepada Bapepam; atau



2) Pihak yang disyaratkan memiliki izin usaha, izin orang perseorangan,
persetujuan. atau pendaftaran profesi berdasarkan Undang-undang ini:

menunjuk Pihak lain untuk melakukan pemeriksaan tertentu dalam rangka
pelaksanaan wewenang Bapepam sebagaimana dimaksud dalam hurul g;

mengumumkan hasil pemeriksaan;

membekukan atau membatalkan pencatatan suaw Efek pada Bursa Efek atau
menghentikan Transaksi Bursa Efek tertentu untuk jangka wakiu tertentu guna
melindungi kepenlingan pemodal;

menghentikan kegiatan perdagangan Bursa Efek untuk jangka waktu tertentu
guna melindungi kepentingan pemodal:

memeriksa keberadaan yang diajukan oleh Pihak yang dikenakan sanksi oleh
Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, alau Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian dan Pelaksanaan serta memberikan kepulusan membataikan
atau menguatkan pengenaan sanksi dimaksud;

menetapkan biaya perizinan, persetujuan, pendaflaran, pemeriksaan dan
penelitian serta biaya lain dalam rangka kegiatan pasar modal,

melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah kerugiah masyarakat
sebagai akibal pelanggaran alas ketentuan di bidang pasar modal;

memberikan penjelasan lebih lanjut yang bersifat tehnis atas Undang-
undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya:

menetapkan instrumen lain sebagai efek selain yang telah ditentukan dalam
Pasal | angka 5 ; dan

melakukan hal-hal lain yang diberikan berdasarkan Undang-undang ini.



BABI1
BURSA EFEK, LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN, SERTA
LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN

BagianKesatu
Bursa Efek
Paragraf |

Perizinan

Pasal 6

1) Yang dapal menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Bursa Efek adalah
Perorangan yang telah memperoleh izin usaha dan Bapepam.

2)  Persyaratan dan taia cara perizinan Bursa Efek sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Paragraf 2
Tujuan dan Kepedulian

Pasal 7

(1) Bursa Efek didirikan dengan tujuan menyelenggarakan perdagangan efek yang
teratur, wajar, dan efisien.

{2) Dalam rangka meneapai wjuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Bursa Efek
wajib menyediakan sarana pendukung dan mengawasi kegiatan Anggota Bursa
Efek.

{3y Rencana anggaran tahunan dan penggunaan laba Bursa Efck wajib disusun sesuvai
dengan ketentuan yang ditetapkan oleh dan dilaporkan kepada Bapepam.

Pasal §

Yang dapat menjadi pemegang saham Bursa Efek adalah perusahaan Efek yang ielah
memperoleh wn usaha untuk melakukan kegiatan sebagai Perantara Pedagang Efek.
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Paragraf 3
Peraturan Bursa Efek dan Satuan Pemeriksa

P asal9

Bursa Efek wajib menetapkan peraturan mengenai keanggotaan pencatatan,
perdagangan, kesepakatan Efek, kliring dan penyelesaian Transaksi Bursa, dan hal-
hal lain yang berkaitan dengan kegiatan Bursa Efek.

Tata cara peralihan Efek sehubungan dengan Transaksi Bursa ditetapkan oleh Bursa
Efek

Bursa Efek dapat menetapkan biaya pencatatan Efek, iran keanggotaan dan biaya
transaksi berkenaan dengan jasa yang berkaitan.

Biaya dan iuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) disesuaikan menurut
kebutuhan pelaksanaan pelaksanaan fungsi Bursa Efek

Pasal 10

Bursa Efek dilarang membuat ketentuan yang menghambat anggotanya menjadi Anggota
Bursa Efek lain atau menghambat adanya persaingan yang sehat

Pasal 11

Peraturan yang wajib dibuat oleh Bursa Efek, termasuk perubahannya, mulai berlaku
setelah mendapat persetujuan Bapepam.

oy
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Pasal 12

Bursa Efek wajib mempunyai satuan pemeriksa yang bertugas menjalankan
pemeriksaan berkala atas pemeriksaan sewaktu-waktu terhadap anggotanya serta
terhadap kegiatan Bursa Efek

Pimpinan satuan pemeriksa wajib melaporkan secara langsung kepada direksi,
dewan komisaris Bursa Efek, dan Bapepam tentang masalah-masalah material yang
ditemuinya serta yang dapat mempengaruhi suatu Perusahaan Efek Anggota
Bursa Efiek atau Bursa Efek yang bersangkutan.

Bursa Efek wajib menyediakan semua laporan satuan pemeriksa setiap saat apabiia
diperlukan oleh Bapepam.
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Bagian Kedua
Lembaga Kliring dan Penjaminan serta Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian

Paragrap |
Perizinan

Pasal I3

Yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebapai Lembaga Kliring dan
Penjaminan atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah Perseroan yang
telah memperoleh izin usaha dari Bapepam.

Persyaratan dan tata cara perizinan Lembaga Kliring dan Penjaminan scria
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesajian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
diatur lebih lanjut dengan Perawran Pemerintah.

Paragraf2
Tujuan dan Kepemilikan

Pasal 14

Lembaga Kliring dan Penjaminan didirikan dengan tujuan menyediakan jasa kliring
dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa yang teratur, wajar, dan efisien.
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian didirikan dengan tujuan menyediakan
jasa Kustodian sentral dan penyediaan transaksi yang teratur, wajar, dan efisien.
Lembaga Kliring dan Penjaminan serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
dapat memberikan jasa lain berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam.
Rencana anggaran tahunan dan penggunaan laba Lembaga Kliring dan Pznjaminan

serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib disusun sesuai dengan
ketentuan yang ditetapkan oleh dan dilaporkan kepada Bapepam.

Pasal 15

Yang dapal menjadi pemegang ssham Lembaga Kliring dan Penjaminan serta
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah Bursa Efck, Perusahaan Efek, Biro
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Administrasi Efek, Bank Kustodian, atau Pihak lain atas persetujuan Bapepam.
Mayorilas. saham Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib dimiliki oleh Bursa
Efek.
Paragraf 3
Peraturan Lembaga Kliring dan Penjaminan serta Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian
Pasal 16

Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib menetapkan paraturan mengenai kegialan
klirng dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa, termaksud ketentuan mengenai
biaya pemakaian jasa.

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib menetapkan peraturran mengenai
jasa Kustodian sentral dan jasa penyelesaian transaksi Efek, termaksud ketentuan
mengenai biaya pemakaian jasa.

Penentuan biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) disesuaikan
menurut kebutuhan pelaksanaan fungsi Lembaga Kliring dan Penjaminan atau
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Pasall?

Peraturan yang wajib ditetapkan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan atau Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian, termaksud perubahannya, mulai berlaku setelah mendapat
persetujuan Bapepam.

BABIV
REKSADANA

Bagian Kesatu
Bentnk Hukum dan Perizinan

{1} Reksa Dana dapat berbentuk :

a  Perseroan; atau

b.  Kontrak investasi koleklif.
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5}

D

(2)

3)

()

@

Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dapat bersifat terbuka
atau lertutup.

Yang dapal menjalankan usaha Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
hurul a adalah Perceroan yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam.

Reksa Dana sebagaimana dimaksud datam ayau (1) hurul b hanya dapa dikelola oleh
Manajer Investasi berdasarkan kontrak.

Persyaratan dan tata cara perizinan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam ayat
(3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 19

Pemegang saham Rcksa Dana terbuka dapat menjual kembali sahamnya kepada

Reksa Dana.

Dalam hal pemegang saham melakukan penjualan kembali, Reksa Dana terbuka

wajib membeli saham-saham tersebut.

Pengecualian ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya dapat

dilakukan apabila;

a  Bursa Elek di mana sebagian besar Portofolio elek Reksa Dana diperdagangan
ditutup.

b. perdagangan Elek atas sebagian besar Portofolic Efek Reksa Dana di Bursa
Efek dihentikan;

¢. keadaan darurat; atau

d.  terdapat hal-hal lain yang ditetapkan dalam kontrak pengelolaan investasi
setelah mendapatkan persetujuan Bapepam.

Pasal 20

Manajer Investasi sebagai pengelola Reksa Dana terbuka berbentuk kontrak
investasi kolekuf dapat menjual dan membeli kembali Unit Penyertaan secara terus-
menerus sampai dengan jumlah Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam kontrak.

Dalam hal pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali, Manajer
Investasi wajib membeli kembali Unit Penyertaan tersebut



(3) Pengecualian ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayal (2) hanya dapai
dilaikukan apabila :

a  Bursa Efek di mana scbagian besar Portofolio Efek Bursa Dana diperda-
gangkan ditulup;

b. perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio Efek Reksa Dana di Bursa
Efek dihentikan;

c¢. keadaan darurat; atau

d.  terdapat halhal yang ditetapkan dalam kontrak pengelolaan investasi setelah
mendapal petselujuan Bapepam.

BagianKedua

Pengelolaan

Pasal2l

{1) Pengelolaan Reksa Dana, bak yang berbentuk Perseroan maupun yang berbentuk
kontrak investasi berdasarkan kontrak.

(2} Kontrak pengelolaan Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dibuat
antara Mana jer Investasi dan Bank Kustodian

(3). Kontrak pengelolaan Reksa Dana terbuka berbentuk kontrak investasi kolektif
dibuat antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut
oleh Bapepam. Eiil

P asal22

Manajer Investasi Reksa Dana terbuka berbentuk Perseroan dan kontrak investasi
kolektif wajib menghitung nilai pasar wajar dari Efek dalam portofolio setiap hari
bursa berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam.

Pasal 23
Nilai saham Reksa Dana terbuka berbentuk Perseroan dan nilai unit penyertaan kontrak



investasi kolektif ditentukan berdasarkan nilai aktiva bersih.

(N
@)
3

n
2

3

(n

(2)

(3

(H

@)

(n

Pasal 24
Reksa Dana dilarang menerima dan atau memberikan pinjaman secara langsung;
Reksa Dana dilarang membeli saham atau Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya;
Pembatasan investasi Reksa Dana diatur lebih lanjut oleh Bapepam.

Pasal 25
Semua kekayaan Reksa Dana wajib disimpan pada Bank Kustodian

Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilarang terafiliasi dengan
Manajer Investasi yang mengelola Reksa Dana.

Reksa Dana wajib menghitung nilai akt: /a bersih dan mengumumkannya,

Pasal 26

Kontrak penyimpanan kekayaan Reksa Dana berbentuk Perseroan dibuat oleh
Direksi Reksa Dana dengan Bank Kustodian

Kontrak penyimpanan kekayaan investasi kolektif dibual antara Manajer
Investasi dan Bank Kustodian.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh
Bapepam.

Pasal 27

Manajer Investasi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab
menjalankan tugas sebaik mungkin semata-mata untuk kepentingan Reksa Dana.

Dalam Manajer Investasi tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1), Manajer Investasi tersebut wajib bertanggung jawab alas segala
kerugian yang timbul karena tindakannya.

Pasal 28

Saham Reksa Dana terbuka berbentuk Persoalan diterbitkan tanpa nilai nominal.
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Pada saat pendirian Reksa Dana berbentuk Perseroan, paling sedikit £+ (satw
perseratus ) dan modal dasar Reksa Dana iclah ditempatkan dan di setor.

Peclaksanaan pembeiian kembali saham Reksa Dana berbenwik Perseroan dan
pengalihan lebih lanjul saham tersebut dapat dilakukan tanpa mendapat
persetujuan Rapal Unum Pemegang Saham

Dana yang digunakan untuk membeli kembal saham Reksa Dana berbentuk
Perseroan berasal dari kekayaan Reksa Dana,

Pasal
Reksa Dana yang berbentuk Perseroan tidak diwajibkan untuk membentuk dana
cadangan.

Dalam hal Reksa Dana membentuk dana cadangan, besarnya dana cadangan sesuai
dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam.

BABV
PERUSAHAAN EFEK, WAKIL PERUSAHAAN EFEK,
DAN PENASEHAT INVESTASI

BagianKesatu
Perizinan Perusahaan Efek

Pasal 30

Yang dapat melakukan kegtatan usaha sebagai Perusahaan Efek adalah Perseroan
yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam.

Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud dalam
ayal (1) dapat melakukan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek, PerantaraPedagang
Efek, dan atau Manajer Investasi serta kegiatan lain sesuai dengan ketentuan yang
ditetapkan oleh Bapepam

Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi efck, Perantara
Pedagang Efek, dan atau Manajer Invesiasi hanya untuk Efek yang bersifat utang
yang jatuh lemponya udak lebih dan satu tahun, sertifikat deposito, polis asuransi,
Efek yang diterbitkan atau dijamin Pemerintahan Indonesia. atau Efek lain yang



ditetapkan oleh Bapepam tidak diwajibkan wwok mompesoleh izin usaha sebagai
Perusahaan Efek.

{4) Persyaratan dan ta cara perizinan Perusahaan Efek diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Pemerintah.

Pasui 31

Perusahaan Efck bertanggung jawab terhadap segala kegintan yang berkaitan dengan
Efek yang dilakukan oleh direktur, pegawai, dan Pihak lain yang bekerja untuk
perusahaan tersebut.

Bagian Kedua
Perizinan Wakil Perusahaan Efek

Pasal 32

(1) Yang dapat melakukan kegiatan sebagai Wakil Penjamin Emisi Ef ek, Wakil Perantara
Efek, atau Wakil Manajer Investasi hanya orang perseorangan yang telah memperoleh
izin dari Bapepam.

(2) Persyaratan dan tata cara perizinan untuk bertindak sebagai Wakil Perjamin
Emisi Efek diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 33

(1) Orang perseorangan yang memiliki izin untuk bertindak sebagai Wakil Penjamin
Emisi Efek dapat bertindak sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek.

(2) Orang Perseorangan yang memiliki izin untuk bertindak sebagai Wakil Penjamin
Emisi Efck, Wakil Perantara Pedagang Efek, atau Wakil Manajer Investasi dilarang
bekerja pada lebih dari satu Perusahaan Efek.
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Bagian Keti
Perizinan Panasehat Investas

Pasal M4

Yang dapat melakukan kegiatan sebagai Penaschal Investasi adalah Pihak yang
telah memperoleh izin usaha dan Bapepam.

Persyaratan dan tata cara perizinan Penaschat Investasi diatur tehih lanjut dengan
Peraturan Pemerintah.

Bagian K tesapmt
Pedoman Periiakn
Pasal 35

Perusahaan Efek atau Penasehat Investasi dilarang :

a

menggunakan pengaruh atau mengadakan tekanam yang bertentangan dengan
kepentingan nasabah;

mengungkapkan nama atau kegiatan nasabah, kecuali diberi instruksi secara tertulis
oleh nasabah atau diwa jibkan menurul peraturan perundang-undangan yang berlaku;

mengemukakan secara tidak benar atau tidak mengemukakan fakita yang material
kepada nasabah mengenai kemampuan usaha atau keadaan keuangannya;

merckomendasikan kepada nasabah untuk membeli atau menjual Efek tanpa
memberitahukan adanya kepentingan Perusahaan Efek dan Penasehat Investas:
dalam Efek tersebut; atau

membel atau memiliki Efek untuk rekeming Perusahaan Efek itu sendin atau untuk
rekening Pihak terafilias: jika terdapat kelebihan permintaan beli dalam Penawaran
Umum datam hal Perusahaan Efek tersebut bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek
atau agen penjualan, kecuali pesanan Pihak yang tidak terafiliasi telah terpenuhi
seturuhnya.



Pasal36
Perusahaan Efek atau Penasehat Investasi wajib:
a.  mengetahui latar belakang, keadaan keuangan, dan tujuan investasi nasabahnya; dan

b. membuat dan menyimpan cataian dengan bajk mengenai pesanan, transaksi, dan
kondisi keuangannya.

Pasal37
Perusahaan Efek yang menerima Efek dari nasabahnya wajib :

a.  menyimpan Efek tersebut dalam rekening yang terpisah dar rekening Perusahaan
Efek; dan

b.  menyelenggaraan pembukuan secara terpisah untuk seliap nasabah dan menyediakan
lempal penyimpanan yang aman atas harta nasabahnya sesual dengan tatacara
yang ditetapkan cleh Bapepam.

Pasal38

Perusahaan Efek yang ditindak sebagai Peraniara Pedagang Efek dilarang melakukan
transaksi alas Efek yang tercatal pada Bursa Efek untuk Pihak terinfinilasi atau
kepentingan sendini apabila nasabah yang tidak terafiliasi dari Perusahaan Efek tersebut
telah memberikan intruksi untuk membeii dan atau menjual Efek yang bersangkutan dan
Perusahaan Efek tersebut belum melaksanakan instruksi tersebut.

Pasal ¥

Menjamin Emisi Efek wajib mematuhi semua ketentuan dalam kontrak penjaminan
Emisi Efek sebagaimana dimuat dalam Pernyataan Pendaftaran,

Pasal40

Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek harus mengungkapkan
dalam prospektus adanya hubungan Afiliasi atau hubungan lain yang bersifat material
antara Perusahaan Efek dengan Emiten.



Pasal4|

Dalam hal Perusahaan Efek bertindak sebagai Manajer Investasi dan juga sebagai
Perantara Pedagang Efek atau Pihak terafiliasi dart Perusahaan Efek tersebuwr bertindak
sebagai Perantara Pedagang Efek untuk Reksa Dana Perusahaan Efek atau Pihak terafiliasi
dimaksud dilarang memungut komisi atau biaya dari Reksa Dana yang lebih tinggi dari
komisi atau biaya yang dipungut oleh perantara Pedagang Efek yang tidak terafiliasi.

Pasal 42

Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Manajer Investast atau pihak terafiliasinya
dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun, baik langsung maupun tidak
langsung yang dapat mempengaruhi Manajer Investasi yang bersangkutan untuk
membeli atau men jual Efek untuk Reksa Dana.

BAB VI
LEMBAGA PENUNJANG PASAR MODAL
Bagian kesatu

Kustodian

Paragrap 1
Persetujuan

Pasal 43

Yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian adalah Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Efek, atau Bank Umum yang telah
mendapat persetujuan Bapepam.

Persyaratan dan tata cara pemberian persetujuan bagi Bank Umum sebagai Kustodian
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.



Paragraf2
Efek yang dititipkan

Pasal 44

(1} Kustodian yang menyelenggarakan kegiatan penitipan bertanggung jawab untuk
menyimpan Efek pemilik pemegang rekening, dan memenuhi kewajiban lain
sesuat dengan kontfak antara Kustodian dan pemegang rekening dimaksud.

(2) Efek yang dititipkan wajib dibukukan dan dicatat secara tersendiri

(3) Lfek yang disimpan awau dicaiat pada rekemng Efek Kusodian bukan merupakan
bagian dari barta Kustodfan tersebut.

Pasal 45

Kustedian hanya dapat mengeluarkan Efek atau dana yang tercatat pada rekening Efek
atas perintah tertulis dari pemegang fekening ataw pihak yang diberi wewenang untuk
bertindak atas namanya.

Pasal 46

Kustodian wajib membefikan ganti fugi kepada pemegang rekening atau setiap
kerugian yang timbul akibat kesalahannya.

Pasal 47

(1} Kustodian atau pihak tefafiliasinya dilarang memberikan ketefangan mengenai
fekening Efek nasabah kepada Pihak manapun, kecuali kepada :

a

Pihak yang ditunjuk secara tertulis oleh pemegang fekening atau ahli waris
pemegang rekening ;

Polisi, Jaksa, atau Hakim untuk kepentingan pengadilan perkara pidana;
Pengadilan untuk kepentingan pengadilan pefkara perdata alas perminiaan
Pihak-pihak yang berperkara:

Penjabat Pajak untuk kepentingan perpajakan;

Bapepam, Bursa Efek, Lembaga Klifing dan Penjaminan. Emiten, Biro
Administrasi Efek. atau Kustodian lain dalam rangka melaksanakan
fungsinya masing-masing atau
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f.  Pihak yang memberikan jasa kepada Kuslodian, termasuk konsultan, Konsulian
Hukum dan Akuntan.

Setiap piltak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) lwruf a sampai dengan huruf [
yang memperolell keterangan mengenai rekening Efek nasaball dari Kustodion atau
afiliasinya dilarang memberikan keterangan dimaksud kepada Pillak manapun,
kecuali diperiukan dalam pelaksanaan fungsinya masing-masing.

Pemerintalt untuk memperolelt keterangan mengenai rekening Efek nasaball
secbagaimana dimaksud dalam ayal (1) wruf b, huruf ¢. dan huruf diajukan olelt
kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung, atau
Pejabat yang ditunjuk, dan Direktur Jendrai Pajak kepada Bappam untuk
memperolch persetujuan dengan menyebutkan nama dan jabatan polisi, jaksa,
hakim atau pejabat pajak, nama atau nomor pemegang rekenin, sebab-sebab
keterangan diperlukan, dan alasan permintaan dimaksud.

Bagian kedua
Biro Administrasi Efek

Pasal 48

Yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Biro A dministrasi Efek adalah
yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam.

Persyaratan dan tala cara perizinan Biro Administrasi Efek sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) diatur lebih lanjut demrgan Peraturan Pemerintah.

Pasal 8

Perdaftaran pemilikan Efek dalam buku daftar pemegang Emiten dan pembagian
hak yang berkaitan dengan Efek dapat dilakukan olell Biro Adminisirasi cfek
berdasarkan kontrak yang dibuat oleh Emiten dengan Biro administrasi Efek
dimaksud.

Kontrak sebagaimana dimaksud daiam ayat (1) wajib secara jelas memuat hak dan
kewajiban Biro Administrasi Efek dan Emiten, lermaksud kewajiban kepada
pemegang Efek.
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Bagian Ketiga
WaliAmanat

Pasal 50
Kegiatan usaha sebagai Wali Amanat dapat dilakukan oteh :
a  Bank Umum; dan
b.  Pihak lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Untuk dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Wali Amanat, Bank Umum
alau Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib tertebih dahulu
terdaftar di Bapepam.

Persyaralan dan tata cara pendaftaran Wali Amanat diatur tehih lanjut dengan
Peraturan Pemerintah.

Pasal 51

Wali Amanat dilarang mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten, kecuali
hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal
Pemerintah.

Wali Amanat mewakili kepentingan pemegang Efek bersifal utang baik di dalam
maupun di luar pengadilan.

Wali Amanat ditarang mempunyai hubungan kredin dengan Emiten dalam jumlah
sesuai dengan ketentuan Bapepam yang dapat mengakibatkan benturan Kepentingan
antara Wali Amanat sebagai kreditur dan wakil pemegang Efek bersifat utang.

Penggunaan jasa Wali Amanat ditentukan dalam peraturan Bapepam.

Pasal 52

Emiten dan Wali Amanat wajib membuat kontrak perwaliamanatan sesuai dengan

ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam.



Pasal 53
Wali Amanat wajib memberikn ganti rugi kepada pemegang Elek bersifat utang
atas kerugian karena kelalaiannya dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana diatur
dalam Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya serta kontrak
perwailamanatan.

Pasal 54

Wali Amanat dilarang merangkap sebagai penanggung dalam Emisi Efek bersifat ulang
yang sama.

BAB VII
PENYELESAIAN TRANSAKSI BURSA DAN PENITIPAN
KOLEKTIF

Bagian Kesatu

Penyelesaian Transaksi Bursa

Pasal5s

(1) Penyelesaian Transaks: Bursa dapat dilaksanakan dengan penyelesaian pembukuan,
penyelesaian fisik, alau cara lain yang ditetapkan dengan Peraluran Pemerintah.

{2) Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib menjumin penyelesaian Transaksi Bursa.

(3) Tata cara dan jaminan penyclesaian Transaksi Bursa sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) dan ayat (2} didasarkan pada kontrak antara Bursa Efek, Lembaga Kliring
dan Penjamin, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

(4} Untuk menjamin penyelesaian Transaksi Bursa sebagaimana dimaksud dalam ayat
(2), Lembaga Kliring dan Penjaminan dapat menetapkan dana jaminan yang wajib
dipenuhi oleh pemakai jasa Lembaga Kliring dan P2njaminan.

(5) Kontrak scbagaimna dimaksud dalam ayat (3) dan peactapan dana jaminan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) mulai berlaku setelah mendapat persetujuan
Bapepam.
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Baginn Kedua
Penitipan Kolektif

Pasal 56

Efek dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
dicatat dalam buku daftar pemegang Efek Emiten atas nama Lembaga
Penyimpanan dan penyelesaian-untuk kepenlingan pemegang rekening pada
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang bersangkutan.

Efek dalam Penitipan Kolekuf pada Bank Kusiodian ataui Perusahaan Efek yang
dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan
pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.

Apabila Efek dalam Penjaminan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian
dari portofolio Efek dari suatu kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam
Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Efek
tersehut dicatal dalam buku daftar pemegang Efek Emiten atas nama Bank
Kustodian untuk kepentingan pemilik unit Penyertaan dari kontrak investasi
kolektif tersebut.

Emiten wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada Lembaga Penyimpanan
dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1} atau Bank Kustodian
sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku
daftar pemegang Efek Emiten.

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek
wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai tanda bukt
pencatatan dalam rekening Efek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1} dan ayat (2).

Pasal 57

Dalam Penitipan Kolektif, Efekdarijenis dan klasifikasi yang samaditerbitkan oleh Emiten
tertentu dianggap sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dan yang lain. -
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Pasal58

Kustodian wajib mencatat mutasi kepemimpinan Efek dalam Penitipan Kolekti
dengan menambah dan mengurangi Efek pada masing-masing rekening Etek.

Emiten wajib memutasikan Efek dalam Penitipan Kolekiif yang terdafiar atas
nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atan Bank Kustedian dalam buku
daftar pemegang Efek Emiten menjadi atas nama Pihak yang meminta mutasi
dimaksud memberikan bukii dan atau jaminan yang cukup bagi Emiten.

Emiten wajib memolak penecatatan Efek ke dalam Penitipan Kolektif apabila Efek
tersebut  hilang atau musnah, kecuali Pihak yang meminta mutasi dimaksud
memberikan bukti dan atau juminan yang cukup bagi Emiten.

Emiten wajib menolak pencatatan Efek ke dalam Penitipan Kolektif apatila Efck
tersebut dijaminkan, diletakan dalam sita jaminan berdasarkan penetapan pengadiian
atau sita uniuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana.

Pasal59
Pemegang rekening sewaktu-waktu berhak menarik dana dan atau Efek dari
rekening Efeknya pada Lembaga Penyimpanan dan Penyeiesaian.
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dapat memolak penarikan dana dan
atau pemutasian Efek dan rekening Efek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
jika rekening Efek dimaksud diblokir, dibekukan, atau dijaminkan.
Pemblokiran rekening Efek sebagaimana dimaksud dalam ayat (2} hanya

Pasal 68

Akuntan yang terdafiar pada Bapepam yang memeriksa laporan keuvangan Emiten,
Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penyimpanan dan Penyelesaian, dan Pihak lain yang
melukukan kegiatan di bidang Pasar Modal wajib menyampaikan pemberitahuan yang
bersifat rahasia kepada Bapepam selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja
sejak ditemukan adanya hal-hal sebagai berikut

A&

pelanggaran yang dilakukan terhadap ketentan Undang-undang ini dan atas peraturan
pelaksanaannya;dan

bal-hal yang dapat membahayakan keadaan keuangan lembaga dimaksud atau
kepentingan para nasabahnya.



BagianKetiga
Standar Akuntansi

Pasal 69

(1) Laporan keuangan yang disampaikan kepada Bapepam wajib disusun berdasarkan

@

(n

2

prinsip akuntansi yang berlaku umum,

Tanpa mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Bapepam dapat
menentukan ketentuan akuntasi di bidang Pasar Modal.

BABIX
EMITEN DAN PERUSAHAAN PUBLIK
Bagian kesatu
Pernyataan Pendaftaran

Pusal 70

Yang dapal melakukan Penawaran Umum hanyalah Emiten yang telah menyampaikan
Pernyataan Pendaftaran kepada Bapepamn untuk menawarkan atan menjual Efek
kepada masyarakat dan Pernyataan Pendafiaran tersebut telah efektif,

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak yang
melakukan:

a  penawaran Efek yang bersifat utang yang jatuh temponya tidak lebih dari satu
tahun;

b.  penerbitan sertifikat deposito;
c.  penerbitan polis asuransi;
d.  penawaran Efek yang diterbitkan dan dijamin Pemerintah Indonesia; atau

e. penawaran Efek yang ditetapkan oleh Bapepam.



Pasal7l

Tidak saw Pihak pun dapat menjual Efek Penawaran Umum, kecuah pembeli atau pemesan
menyatakan dalam formulir pemesanan Efck bahwa pembeli atau pemesan telah
menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenan dengan
Efek yang bersangkutan sebelum atau pada saa1 pemesanan dilakukan.

(h
(2)

(3)

Pasal 72
Penjamin Pelaksana Emisi Efek ditunjuk oleh Emiten.

Dalam hal Penjamin Pelaksanaan Emisi Efek lebih dari satu, Penjamin Pelaksana
Emisi Efek bertunggung jawab baik sehari-hari maupun bersama-sama atas
penyelenggaraan Penawaran Umum

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Emiten bertanggung jawab atas kebenaran dan
kelengkapan Pernyataan Pendaftaran kepada Bapepam.

Pasal?3

Setiup Perusahaan Publik wajib menyampaikan Pendafiaran kepada Bapepam

(D

(2)

&)

(1)

Bagian Kedua
Tata Cara Penyampaian Pernyataan Pendaftaran

Pasal 4

Pernyataan Pendafiaran menjadi efekuf pada hari ke-45 (keempat puluh lima) sejok
diterimanya pernyataan Pendaftaran sccara lengkap atau pada tanggal yang lebih
awatl jika dinyatakan efektif oleh Bapepam,

Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bapepam dapat meminta
perubahan dan atau tambahan informasi dari Emiten atau Perusahaan Publik,

Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik menyampaikan perubahan atau tambahan
informasi, Pernyataan Pendaftaran tersebut dianggap telah disampaikan kembali
pada tanggal diterimanya perubahan atau tambahan informasi tersebut.

Pasal 75

Bapepam waijib memperhatikan kelengkapan, kecukupan, objektivitas, kemudaban



untuk dimengerti, dan kejelasan dokumen Pernyataan Pendaftaran umuk memaz.ikan
babwa Pernyataan Pendaftaran memenubi Prinsip Keterbukaan.

(2) Bapepam tidak memberikan penilaian atas keunggulan dan kelemahan suatu Efek.

Pasal 7%

Jika dalam Pernyataan Pendaflaran dinyatakan bahwa Efek akan dicatatkan pada Bursa
Efek dan ternyata persyaratan pencatatan tidak dipenubi, penawaran atas Efek baial demi
bukum dan pembayaran pesanan Efek dimaksud wajib dikembalikan kepada pemesan.

Pasat77

Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara penyamipaian Pernyataan Pendaftaran
diatur lebih lanjut oleh Bapepam.

Bagian Ketipa
Prospektus dan Pengumuman

Pasal 78

(1) Setiap Prospektus ditarang memuat keterangan yang tidak benar tentang Fakia
Material atau tidak memuat keterangan yang benar tentang Fakta Material yang
diperlukan agar Prospektus tidak memberikan gambaran yang menyesatkan.

(2) Setiap Pibak dilarang menyatakan, baik langsung maupun ridak langsung, bahwa
Bapepam telah menyetujui, mengizinkan, alau mengesabkan suatu Efek, atau telah
melakukan penelitian atas berbagai segi keunggulan atau kelemahan dari suatu Efek.

(3) Ketentvan mengenai Prospektus diatur lebih lanjut oleh Bapepam.

Pasal 9

(1) Setiap pengumuman datam media massa yang berbubungan dengan suatu Penawaran
Umum dilarang memuat keterangan yang tidak benar tentang Fakta Material dan
atau tidak memual pernyataan tentang Fakta Material yang diperlukan agar
keterangan yang dimuat di dalam pengumurnan lersebut tidak memberikan
gambaran yang menyesatkan.



(2) Hal-hal yang ditumumkan dan isi serta persyaratan pengumuman scbagaimana
dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bapepam

Bagian Keempat
Tanggung Jawab Atas Informasi Yang
Tidak Benar Ataun Menyesatkan

Pasal 80

() Jika Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum memuat informasi
yang tidak benar tentang Fakta Material atau tidak memuat informasi tentang Fakta
Material sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini dan atau peraturan
pelaksanaannya sehingga informasi dimaksud menyesatkan, maka :

a. setiap Pihak yang menandatangani Pernyataan Pendaftaran;

b. dircktur dan komisaris Emiten pada waktu Pernyataan Pendaftaran menjadi
efektif

c. Penjamin Pelaksana Emisi Efek; dan

d  Profesi Penunjang Pasar Modal atau Pihak lain yang memberikan pendapat
alau keterangan dan atas persetujuannya dimuat dalam Pernyataan Pendaftaran
wajib bertanggung jawab, baik sehari-hari maupun bersama-sama, atas
kerugian yang timbul akibat perbuatan dimaksud.

(2) Pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) buruf d hanya bertanggung jawab atas
pendapat atau keterangan yang diberikannya.

(3) Ketenluan scbagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku dalam hal Pihak
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) buruf ¢ dan huruf d dapat membuktikan
bahwa pihak yang bersangkutan telah bertindak secara profesional dan telah
mengambil langkah-langkah yang cukup untuk memastikan bahwa:

a.  pernyataan atau keterangan yang dimuat dalam pernyataan Pendaftaran adalah
benar; dan

b. tidak Fakia Material yang diketahuinya yang tidak dimuat dalam Pernyataan
Pendaftaran yang diperlukan agar Pernyataan Pendaftaran tersebut tidak
menyesatkan.
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Tuntuan ganti rugl dalam hal terjadi pelanggaran sebagatmana dimaksud dalam
avat (1) hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Pernyvataan

Pendaftaran efektif.

Pasal 81

Setiap pihak yang menawarkan atau menjual Efek dengan menggunakan Prospekius
atau dengan cara lain, baik tertulis maupun lisan, yang memuat informasi yang
tidak bemar ientang Fakta Material atau tidak memuat informasi tentang Fakta
Material dan pihak tersebut mengetahui atau sepatutnya mengetahui mengenai hal
tersebut wajib bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatan

dimaksud.

Pembeli Efek yang telah mengetahui bahwa informasi tersebul tidak benar dan
menyesatkan sebelum melaksanakan pembelian Efek tersebut tidak dapat mengajukan
tuntutan ganti rugi terhadap kerugian yang timbul dari iransaksi Efek dimaksud.

Bagijan Kelima
Hak Memesan Efek Terlebib Dahulu, Benturan Kepentingan,
Penawaran Tender, Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan

Pasal 8

Bapepam dapal mewa jibkan Emiten atau Perusahaan Publik untuk memberikan hak
memesan Efek terlebih dahulu kepada setiap pemegang saham secara profesional
apabila Emiten atau Perusahaan Publik tersebut menerbitkan saham atau Efek vang
dapat ditukar dengan saham Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.

Bapepam dapat mewajibkan Emiten atau Perusahaan Publik untuk memperoleh
persetujuan mayoritas pemegang szham independen apabila Emiten atau
Perusahaan Publik tersebut melakukan transaksi dimana kepentingan ekonomis
Emiten atau Perusahaan Publik tersebut berbenturan dengan kepentingan ekonomis
pribadi direktur, komisaris, atau pedagang saham utama emiten atau Perusahaan
Publik dimaksud.

Persyaratan dan (ata cara penerbitan hak memesan Efek terlebih dahulu dan transaksi



yang mempunyai bantuan kepentingan sebagamana dimaksud dalam ayal (1) dan
avat (2) diatur lebih lanjut oleh Bapepam

Pasal 83
Settap Pibak yang melakukan penawaran tender untuk membeli Efek Emiten atau
Perusahaan Publik wajib mengikuti ketentuan mengenai keterbukaan, kewajiban, dan
pelaporan vang ditetapkan oleh Bapepam.

Pasal 84

Emiten atau Perusabaan Publk yung melakukan penggabungan. peleburan, atau
pengambilalihan perusahaan lam wajb mengikuti ketentuan mengenw keterbukuan,
kewajaran, dan pelaporan vang diletapkan oleh Bapepam dan peraturan perundang-

undang lainnya vang berluku.

BABX
PELOPORAN DAN KETENTUAN INFORMASI

Pasal 85

Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesatan,
Reksa Dana, Perusabaan Efek, Penasebat Investasi, Biro Admintstrasi Efek. Bank
Kustodian, Wali Amanat, dan Pihak lainnya yang telab memperoleh izin, persetujuan,
atau pendaftaran dari Bapepam wajb menyampaikan laporan kepada Bapepam.

Pasal 86
() Emiten yang Persyaratan Pendaftarannya telab menjadi efektif atau Perusahaan
Publik wajib :
a4  menyampaikan laporan secara berkala kepada Bapepam dan mengumumkan

laporan tersebui kepada masyarakat; dan

b.  menyampatkan laporan kepada Bapepam dan mengumumkan kepada masyarakat
lenlang peristiwa material yang dapat mempengarchi barga Efek selambat-
lambatnya pada akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya peristiwa tersebut.
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Emiten atau Perusahaan Publik yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi
efektif dapat dikecualikan dari kewajiban untuk menyampaikan laporan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh
Bapepam.

Pasal87

Direktur atau komisaris Emiten atau Perusahaan Publik wajib melaporkan kepada
Bapepam atas kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham
perusahaan tersebut,

Setiap Pihak yang memiliki sekurang-kurangnya 5% (lima perseratus) saham Emiten
alay Perusahaan Publik wajib melaporkan kepada Bapepam atas kepemilikan dan
setiap perubahan kepemilikannya atas saham perusahaan tersebut.

Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) wajib disampaikan

selambat-tambatnya 10 (sepuiuh) hari sejak terjadinya kepemilikan atau perubahan
kepemilikan atas saham Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.

Pasal 83

Ketentuan dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85,
Pasa} 86 dan Pasal 87 diatur lebih ianjut oleh Bapepam.

(1

@

Pasal 89

Informasi yang wajib disampaikan oleh setiap Pihak kepada Bapepam berdasarkan
ketentuan Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya tersedia untuk
umum.

Pengecualian ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat
dilakukan oleh Bapepam.



BABXI
PENIPUAN, MANIPULASE PASAR, DAN
PERDAGANGAN ORANG DALAM

Pasal 90

Dalam kegiatan perdagangan Efek, setiap Pihak dilarang secara langsung atay tidak

langsung :

a  menipu atau mengelabui Pihak lain dengan menggunakan sarana dan atau cara apapun.

b turui serat menipu atau mengelabui Pihak lain; dan

c. membuatl pernyataan lidak benar menganai fakta yang material atau tidak
mengungkapkan fakta yang material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan
mengenai keadaan yang tlerjadi pada saal pernyataan dibuat dengan maksud untuk
menguntungkan alau menghindarkan kerugian untuk diri sendiri atau Pihak lain
atau dengan tujuan mempengaruhi Pihak lain untuk membeli atau menjual Efek.

Pasal 91

Setiap Pihak dilarang melakukan tindakan, baik langsung maupun tidak langsung,
dengan (ujuan untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai
kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga Efek & Bursa Efek.

Pasal92

Setiap Pihak, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Pihak lain dilarang
melakukan 2 (dua) transaksi Efek atau lebih, baik langsung maupun tidak langsung,
sehingga menyebabkan harga Efek di Bursa Efek tetap, naik atau turun dengan wjuan
mempengaruhi Pihak lain untuk membeli, menjual atau menahan Efek.

Pasal 93
Setiap Pihak ditarang, dengan cara apapun membuat pernyataan atau memberikan

keterangan yang secara matenial tidak benar atau menyesatkan sehingga mempengaruhi
harga Efek di Bursa Efek apabila pada saat pernyataan dibuat atau keterangan diberikan .

a  Pihak yang bersangkutan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pernyataan
atau keterangan tersebut secara material tidak benar atau menyesatkan; atau

b. Pihak vang bersangkutan tidak cukup berhati-hati dakum menentukan kehenaran
material dari pernyataan atau keterangan tersebut



Pasal 94

Bapepam dapal menetapkan tindakan tertentu yang dapat dilakukan oleh Perusahaan
Efek yang bukan merupakan tindakan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal
91 dan Pasal 22

Pasal 95
Orang dalam dari Emiten atau Perusahaan Publik yang mempenyai informasi orang
dalam dilarang mejakukan pembelian atau penjualan atas Efek :
a  Emiten atau Perusahaan Publik dimaksud; atau

b.  perusahaan lain yang melakukan transaksi dengan Emiten atau Perusahaan Publik
yang bersangkutan,

Pasal 96
Orang dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dilarang :

a.  mempengarvhi Pihak lain untuk melakukan pembelian atau penjualan atas Efek
dimaksud; atau

b.  member: informasi orang dalam kepada Pihak mana pun yang patut diduganya
dapat menggunakan informasi dimaksud unuk melakukan pembelian atau penjualan
atas Efek.

Pasal 97

(1) Setiap Pihak yang berusaha untuk memperoleh informas: orang dalam dari orang
dalam secara melawan hukum dan kemudian memperolehnya dikenakan larangan
yang sama dengan larangan yang berlaku bagi orang dalam sebagaiamana dimaksud
dalam Pasal 95 dan Pasal 96

(2) Setiap Pihak yang berusaha untuk memperoleh informasi orang dalam dan kemudian
memperolehnya tanpa melawan hukum tidak dikenakan laragan yang berlaku bagi
orang dalam sebagaiman dimaksud dalam Pasal 95 dan Pasal 96, sepanjang informasi
tersebut disediakan oleh Emiten atau Perusahaan Publik tanpa pembatasan.



Pasal 98
Perusahuan Efek yang memiliki informasi orang dalum mengenai Emiten atau
Perusahaan Publik dilarang melakukan transaksi Efek Emiten atau Perusahaan
Publik tersebut, kecuali apabila:
2. ransaksi tersebut dilakukan bukan atas tanggungannya sendiri, tetapi atas peuntah
nasabahnya; dan
b. Perusahaan Efek tersebut tidak memberikan rekomendasi kepada nasababnya
mengenai Efek yang bersangkutan

Pasal 99

Bapepam dapat menetapkan transaksi Efek yang tduk termaksud transaksi Efek yang
dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dan Pasal 96

BAB XII
PEMERIKSAAN

Pasal 100
(1) Bapepam dapat mengadakan pemeriksaan terhadap setiap Pibak yang diduga
melakuakn atau lerlibai dalam pelanggaran terhadap Undang-undang i Jan atau

peraturan pelaksanaannya.

(2) Dalam rangka pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam avat (1) Bapepam

mempunyal wewenang untuk :

a  meminta keterangan dan atau konfirmasi dari Pibak yang diduga meclukukan
atau terlibal dalam pelanggaran terhadap Undang-undang im dan alau
peraturannya atau Pibak lain apabila dianggap perly;

b. mewajibkan Pihak yang diduga melakukan atau terlibai dalam pelanggaran
terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksananya untuk melakukan
atau tidak melakukan kegiatan tertentu,

¢.  memeriksa dan atau membuat salinan terbadap catatan, pembukuan. dan ayat
dokumen lain. baik milik Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam
pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya
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(3

maupun milik pihak lain, apabila dianggap perlu; dan atau

J.  menctapkan syarat dan atau mengizinkan Pihak yang diduga melakukan atau
terlibat dalam pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan alau peraturan
pelaksanaannya untuk melakukan tindakan tertentu yang diperlukan dalam
rangka penyelesaian kerugian yang timbui.

Pengaturan mengenai tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayal
{ I}, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Setiap Pegawai Bapepam yang diberi tugas atau Pihak lain yang ditunjuk oleh
Bapepam untuk melakukan pemeriksaan dilarang memanfaatkan untuk diri sendiri
alau mengungkapkan informasi yang diperolch berdasarkan Undang-undang ini
kepada Pihak mana pun, selain dalam rangka upaya mencapai tujuan Bapepam atau
jika diharuskan oleh Undang-undang lainnya.

BAB Xili
PENYIDIKAN

Pasal 101

Dalam hal Bapepam berpendapat pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan alau
peraturan pelaksanaannya mengakibatkan kerugian bagi kepentingan Pasar
Modal dan atau membayangkan kepentingan pemodal atau masyarakat, Bapepam
mcnetapkan dimulainya tindakan penyidikan.

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Bapepam diberi wewenang
khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang
Pasar Modal berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara
Pidana.

Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berwenang:

a.  menerima laporan, pemberitahuan, atau pengaduan dari seseorang teniang adanya
undak pidana di bidang Pasar Modal;

b. melakukn penelitian atas kebenaran laporan atau keteranganberkenan dengan
tindak pidana di bidang Pasar Modal;

c. melakukan penclitian terhadap Pihak yang diduga melakukan atau terlibat
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(5)

(6)

)

dalam tindak pidana di bidang Pasar Modal.

J.  memanggil, memeriksa, dan meninta keterangan dan barang bukti dari setinp
Pihak yang disangka melakukan, atau sebagai sanksi dalam indak pidana di
bidang Pasar Modal; 2

¢ melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenan
dengan tindak pidana di bidang Pasar Modal;

f.  melakukan pemeriksaan di setiap tempat tertentu yang diduga terdapar setiap
barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan
penyitaan terbadap barang yang dapatdijadikan bahan bukti dalam perkara tindak
pidana di bidang Pasar Modal;

g memblokir Rekening pada bank atau lembaga keuangan lain dari Pihak yang
diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di bidang Pasar Modal;

h  meminta bantuan abli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana
di bidang Pasar Modal; dan

.. menyatakan saat dimulai dan dihentikannya penyidikan.

Dalam rangka pelaksanaan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
Bapepam mengajukan permohonan izin kepada Menteri untuk memperoleh
keterangan dari bank tentang keadaan kcuangan tersangka pada bank sesuai
dengan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan.

Penyidikan sebagimana dimaksud dalam ayal (2) memberitahukan dimulainya
penyidikan dan penyampaian basil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai
dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1), Bapepam dapat meminta bantu aparat penegak hukum lam.

Setiap pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Bapepam yang diberi
tugas untuk melakukan penyidikan dilarang memanfaatkan untuk diri sendini atau
mengungkapkan informas: yang diperoleh berdasarkan Undang-undang ini kepada
Pihak manapun, selain dalam rangka upaya untuk mencapai tujuan Bapepam atau
jika diharuskan oleb Undang-undang lainnya.
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BAB XIV
SANGSI ADMINISTRATIF

Pasal 102

Bapepam mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran Undang-undang ini
dan atau perawran pelaksanaannya yang dilakukan oleh setiap Pihak yang mem-
peroleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Bapepam.

Sanksi adminisratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:
a  pernngatan tertulis;

b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uvang terteniu;

c. pembatasan kegiatan usaha;

d pembekuan kegiatan usaha;

e.  pencabutan izin usaha;

f. pembatalan persetujuan; dan

g pembatalan pendaftaran,

Ketentuan lebih fanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1} dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 103

Setiap Pihak yang melakukan Kegiatan di Pasar Modal tanpa izin, persetujuan, atau
pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 13, Pasal 18, Pasal 30, Pasal
34, Pasal 43, Pasal 48, Pasal 50, dan Pasal 64 diancam dengan pidana penjara paling
lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Setiap Pihak yang melakukan Kegiatan tanpa memperoleh izin sebagimana dimaksud
dalam Pasal 32 diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (saw) tahun dan
denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (saru miliar rupiah).



Pas2i104

Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal
91, Pasal 92, Pasal 93, Pasd 95, Pasal 96, Pasal 97, ayat (1), dan Pasal 98 diancam dengan
pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak
Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 105

Manajer Investasi dan atau Pihak treafiliasinya yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 42 diancam dengan pidana kurungan paling lama | (saw) tahun
dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 106

(1) Setiap Pihak yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 70 diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan
denda paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 107

Setiap Pihak yang dengan sengaja bertujan menipu atas merugikan Pihak lain atau
menyesatkan Bapepam, menghilangkan, memusnahkan, menghapuskan, mengubah,
mengaburkan, menyembunyikan, atas memalsukan catatan dari Pihak yang memperoleh
izin, persetujuan, atau pendafiaran termasuk Emiten dan Perusahaan Publik diancam dengan
pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00
(lima miliar rupiah).

Pasall08

Ancaman pidana penjara atau pidana kurungan dan denda sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 105, Pasal 106, dan Pasal 107 berlaku pula bagi
Pihak yang, baik langsung maupun tidak langsung, mempengaruhi Pihak lain untuk
melakukan pelanggaran Pasal-Pasal dimaksud.

Pasal 109

Setiap Pihak yang tidak mengetahui atau menghambai pelaksanaan ketentuan sebagaimana



dimaksud dalam Pasal 100, diancam dengan pidana kurungan paling fama | {saiu) tahun
dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (saiu miliar rupiab).

Pasal 110
{I) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2). Pasal 105.dan Pasal
109 adalah pelanggaran.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayal (1), Pasal 104, Pasal
106, dan Pasal 107 adalah ke jahatan.

BAB XVI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 111

Seuiap Pihak yang menderita kerugian sebagai akibai dari pelanggaran atas Undang-
undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya dapat menunin gami rugi, baik sendiri-
sendiri maupun bersama-sama dengan Pibak lain yang memiliki tuntutan vang serupa,
terhdap Pihak arau Pihak-Pihak vang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebul.

Pasal 112

Bapepam dan Bank Indonesia wajib mengadakan konsultasi dan atau kordinasi sesuai
dengan fungsi masing-masing dalam mengawasi kegiatan Kustidion dan Wali Amanal
scrta Kegiatan lain vang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
dilakukan oleh Bank Umum di Pasar Modal.

BABXVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 113

Setiap perusabaan vang telab memenuhi kriteria sebagai Perusabaan Publik
Sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dan belum menyvampaikaan Pemnyataan
Pendaftaran Pada Bapepam sampai dengan tanggal diundangkannya Undang-undang ini
wajib memenubi keteniuan dalam Undang-undang ini selambal-lambatnya 2 {dua) tabun



sefelah Undang-undang ini diundangkan

Pasal 14

Dengan berlakunya Undang-undang ini, maka :

a.

semua peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya
tetap berlaku sepanjang tidak berlentangan dengan Undang-undang ini alau belumn
diatur yang baru berdasarkan Undang-undang 1ni;

semua 1zin usaha, izin orang perorangan, persetujuan, dan pendaftaran yang telah
dikeluarkan sebelum berlakunya Undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku;

Pernyataan Pendaftaran dan permohonan izin usaha. persetujuan, dan pendaftaran
yang telah diajukan sebelum berlakunya Undang-undang ini dinyatakan diselesaikan
berdasarkan ketenluan yang berlaku sebelum berlakunya Undang-undang ini; dan
kegiatan kliring, penyelesaian transaksi Efek, dan penyimpanan Efek yang selama
ini dilzksanakan oleh salu perusahaan berdasarkan izin usaha sebagai Lembaga Kliring
Penyimpanan dan Penyelesaian telap dapat dilaksanakan untuk jangka wakitu
sebagaimana ditetapkan oleh Bapepam.

BAB XVIil
KETENTUANPENUTUP

Pasal 115

Dengan berlakunya Undang-undang ini, Undang-undang Nowmor 15 Tahun 1952 (entang
penetapan “Undang-undang Darurat tentang Bursa” (Lerbaran Negara Tahun 1951 Nomor
79) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 67) dinyatakun tidak

berlaku lagi

Pasal 116

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal | Januan 1996

Agar setiap orang mengetahuinya, memenntahkan perundangan Undang-undang ini dengan
penempatannya dalam Lembara Negara Republik Indonesia.
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PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 1995
TENTANG
PASARMODAL

UMUM

Pembangunan nasional merupakan pencerminan kehendak untuk terus-menerus
meningkatkan kesejahteran dan kemakmuran rakyat Indonesia secara adil dan merata,
serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan negara yang maju dan
demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pencerminan kehendak
ini antara lain dituangkan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara yang menegaskan hahwa
“Sasaran Umum Pembangunan Jangka Panjang Kedua adalah terciptanya kualitas manusia
dan kualitas masyarakat Indonesia yang maju dan mandiri dalam suasana tenteram dan
sejahtera lahir dan batin, dalam tata kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang
berdasarkan Pancasila, dalam suasana kehidupan bangsa Indonesia yang serba
berkeseimbangan dan seralas dalam hubungan aniara sesama manusia, manusia dengan
masyarakat, manusia dengan alam dan dilingkungannya, manusia dengan Tuban Yang
Maha Esa”. Sedangkan di bidang ekonomi sasaran Pembangunan Jangka Panjang Kcdua,
anlara lain, adalah terciptanya perekonomian yang mendiri dan andal, dengan peningkatan
kemakmuran rakyat yang makin merata, pertumbuhan yang cukup tinggi, dan stabilitas
nasional yang mantap.

Dalam rangka mencapai sasaran tersebut diperlukan berbagai sarana penunjang, antara
Jain berupa tatanan hukum yang mendorong, menggerakkan, dan mengendalikan berbagai
kegiatan pembangunan di bidang ekonomu.

Salah satu tatanan hukum yang diperlukan dalam menunjang pembangunan ekonomi
adalah ketentuan di bidang Pasar Modal yang pada saat ini masih didasarkan pada Undang-
undang Nomor 15 Tahun 1952 tentang penetapan “Undang-undang Darura( tentang Bursa™
(Lembaran Negara Tahun 195F Nomor 79) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara
Tahun 1952 Nomor 67) Dengan lahirnya Undang-undang tentang Pasar Modal diharapkan
Pasar Modal dapat memberikan kontrubusi yang lebih besardalam pembangunan sehingga
sasaran pembangunan di bidang ekonomu dapat lercapal.



Pasar Modal bertujuan menun jang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka
meningkatkan pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas ekonomi pasional ke arah
peningkatan kesejateraan rakyat. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut. Pasar Modal
mempunyai peran strategis sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha,
termaksud usaha menengah dan kecil untuk pembangunan usahanya, sedangkan & sisi
lain Pasar Modal juga merupakan wahana investasi bagi masyarakat, termaksud pemodal
keeil dan menegah.

Ketentuan yang mengatur tentang kegiatan Pasar Modal yaitu Undang-undang Nomor
15 Tahun 1952 tentang penctapan ‘“‘Undang-undang Darurat tentang Bursa” (Lembaran
Negara Tahun 195 Nomor 79) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Talun 1952
Nomor 67) tersebut dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada
pada saat ini oleh karena ketentuan yang ada dalam Undang-undang tersebut tidak mengatur
hal-hal yang sangat penting dalam kegiatan Pasar Modal, yaitu kewajiban Pihak-pihak
dalam suatu Penawaran Umum untuk memenuhi Prinsip Keterbukaan, serta terutama
ketentvan-ketentuan yang mengatur tentang perlindungan kepada masyarakal umum.

Selain itu, dengan perkembangan yang sangat pesat di bidang ekonomi ditambah lagi
dengan globalisasi ekonomi, maka sudah saatnya apabila ketentuan-ketentuan tentang
kegiatan Pasar Modal diatur dalam suatu Undang-undang yang baru, dengan tetap mengaeu
pada Pancasila dan Undang-Undang Diasar 1945.

Di dalam Undang-undang ini diatur tentang adanya kewajiban bagi perusahaan yang
melakukan penawaran Umum atau perusahaan yang memenuhi persyaratan sebagai
Perusahaan Publik untuk menyampatkan informasi mengenai keadaan usahanya, baikdari
segi keuangan, manajemen. produksi maupun hal yang berkaitan dengan kegiatan usahanya
kepada masyarakat. Informasi tersebut mempunyai arti yang sangat penting bagi masyarakal
sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan investasi. Oleh karena itu dalam Undang-
undang ini diatur mengenai adanya ketentuan yang mewajibkan Pihak yang melakukan
Penawaran Umum dan memperdagangkan efeknya di pasar sekunder untuk memenuhi
Prinsip Kelerbukaan Kegagalan atas kewajban terssbut mengakibatkan Pihak yang
melakukan atau yang lerkail dengan Penawaran Umum bertanggung jawab atas kerugian
yang diderita masyarakat dan dapat diluntul secara pidana apabila ternyata terkandung
unsur menipuan Dalam kaiiannya dengan itu, di dalam Undang-undang imi dialur pula



kewajiban-kewajiban yang me iingkupi Pihak-Pihak yvang berkaitan dengan Penawaran
Umum sepertiPen jaminanEmisi Efek, Akuntan, Konsulian Hukum, Notaris, Penilai, dan
profesi lainnya, untuk mematuhi kewajiban-kewajiban yang harus mereka penuhi, disertaj
dengan ancaman berupa sanksi ganti rugi dan atau ancaman pidana aias Kegagalan mematuhi
kewajiban yang ada berdasarkan Undang-undang ini.

Didalam Undang-undang ini juga diatur tentang adanya sitem perdagangan di pasar
sckender agar Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan
dan Penytlesaian dapat menjalankan fungsi masing-masing agar perdagangan dapat
ditakukan secara teratur, wajar, dan efisien.

Selaajutnya, agar kegiatan di Pasar Modal dapat berjalan dan dilaksanakan secara
teralur dan wajar, serta agar masyarakat pemodal terlindungi dari praktek yang merugikan
dan tidak sejalan dengan ketentuan yang ada dalam Undang-undang ini, maka Badan
Pengawas Pasar Modal diberi kewenangan untuk melaksanakan dan mencgakkan kewentuan
yang ada dalam Undang-undang ini. Kewenangan tersebut antara lain kewenangan untuk
melakukan penyidikan, yang pelaksanannya didasarkan pada Kitab Undang-undang Hukum
Aeara Pidana.

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Angka 1
Hurufa
Yang dimaksud dalam huruf ini dengan :

) hubungan keluarga karena perkawinan” adalah hubungan seseorang
dengan:

a) suami atau istri

b) orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak
(derajad I vertikal),

¢) kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atav istri dan
eucu (derajad 11 vertikal),

d) saudara dari suami atau istri berserta suami atau istrinya dari



saudara yang bersangkutan (dei'ajad Il honzontaly;

€) suami atau wiri dari suami saudasa orang yang bersangkutan
{derajad Il horizontal).

2) "hubungan keluarga karema keturunan” adalah hubagan seseorang
dengan:
a) orang tua dan anak (derajat I verttikal);
b) kakek dan nenek serat cucu {derajal II vertikal), dan
c.  saudara dari orang yang bersangkutan (derajat I] horizontal).
Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pegawai” dalam huruf ini adalah seseorang yang
bekerja pada Pihak lain, di mana Pihak lain tersebut mempunyai kewenangan
untuk mengendalikan dan mengarahkan orang dimaksud untuk melakukan
pekerjaan dengan memperoleh upah atau gaji secara berkala.

Huruf ¢

Sebagai contoh, hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapal 1
(satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama
adalahsebagai berikut :

Tuan A menduduki jabatan rangkap sebagai Direktur PT. X dan PT. Y.
Komisaris PT X dan Komisaris PTY.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pengendalian “dalam huruf ini adalah kemampuan
untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa
pun pengelolaan dan atan kebijaksanaan perusahaan,

Sebagai contoh, hubungan perusahaan dengan Pihak yang langsung
mengendalikan perusahaan tersebut adalah sebagai berikut :

Tuan A mengendalikan PT X.

Sebagai contoh, hubungan perusahaan dengan Pihak yanlg tidak langsung
mengendalikan perusahaan tersebut adalah sebagai berikut :



Tuan A mengendalikan PT X dan PT X mengendalikan PTY,
Dengan demikian, Tuan A mengendalikan secara tidak langsung PTY.

Sebagai contoh, hubungan antara perusahaan dan Pihak yang dikendalikan
secara langsung oleh perusahaan tersebut adalah sebagai berikut

PT Y dikendalikan oleh PT X

Sebagai contoh. hubungan antara perusahaan dan Pihak yang dikendalikan
secara tidak langsung oleh perusahaan tersebut adalah sebagai berikut :

PT Z dikendalikan oleh PT Y dan dikendalikan oleh PT X
Dengan demikian, PT Z dikendalikan secara tidak langsung oleh PT X.
Huruf e.

Sebagai contoh, hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan
secara langsung oleh Pihak yang sama adaiah sebagai berikut :

PT X dan P Y dikendalikan oleh Tuan A

Sebagai conoh, hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan
secara tidak langsung oleh Pihak yang sama adalah sebagai berikut :

PT. X 1 dikendalikan oleh PT. X 2 dan PT Y | dikendalikan oleh PT Y 2,
selapjutnya PT. X 2 dan PT Y 2 dikendalikar oleh Tuan A, Dengan
demikian, PT X | dan PT. Y | dikendalikan secara tidak langsung oleh
Tuan A

Humuff

Yang dimaksud dengan “pemegang saham utama’” dalam huruf ini adalah
Pihak yang, baik seeara langsung maupun tidak langsung, memiliki
sekurang-kurangnya 20% (dua puluh perseratus) hak suara dari seluruh
saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu Perseroan
atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan oleh Badan
Pengawas Pasar Modal,

Sebagai contoh, hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama
adalah sebagai berikut :



Tuan A memiliki 20% (dua puluh perseratus) hak suara dari seluruh saham
yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan cleh PT. X.

Angka 2
Cukup jelas
Angka 3
Cukupjelas
Angka 4

pengertian ini meneakup pula sistern dan aiau sarana untuk mempertemukan
penawaran jual dan beli Efek, meskipun sistem dan ataw sarana tersebul tidak
meneakup sistem dan atau sarana untuk memperdagangkan Efek.

Angka 5

Yang dimaksud dengan “derivaif dari Efek” dalam angka ini adalah turunan dari
Efek, baik yang bersifat utang maupun yang bersifat ekuitas, seperti opsi dan
waran

Yang dimaksud dengan “opsi” dalam penjelasan angka ini adalah hak yang
dimiliki oleh Pihak untuk membeli dan menjual kepada Pihak lain atas se jumlah
Ffek pada harga dan dalam wakew tertenu.

Yang dimaksud dengan “waran* dalam penjelsan angka ini adalah Efek yang
diterbitkan oleh suatu perusahaan yang memben hak kepada pemegang Efek
untuk memesan saham dari perusahaan tersebut pada harga tertentu setefah 6
(enam) bulan atau lebih sejak Efek dimaksud diterbitkan.

Angka 6
Cukup jelas
Angka 7
Sebagai contoh, Informasi atau Fakta Material, adalah antara lain informasi
mengenai;
a  penggabungan usaha (merger), pengambilalihan (acquisition) peleburan
uszha (consolidation) atau pembentukan usaha patungan;



b. pemecahan saham atau pembagian dividen saham (stock dividend);

c. pendapatan dan dividen yang luar biasa sifatnya;

d  perolehan atau kehilangan kontrak penting;

¢. produk atau penemuan baru yang berarti;

f.  perubahan tahun buku perusahaan; dan

h. perubahan dalam pengendalian atau perubahan penting dalam manajemen;

sepanjang informasi terse but dapat mempengaruhi harga Efek dan alau keputusan
pemodal, calon pemodal, alau Pihak lain yang berkepentingan atas informasi
atau fakta tersebut

Angka 8

Penitipan Efek sebagaimana dimaksud dalam angkaini termaksud pula Penitipan
Kolekiif.

Yang dimaksud dengan “pemegang rekening” dalam angka ini adalah Pihak
yang namanya tercatat pada rekening Efek berdasarkan kontrak yang dibuat
dengan Kustodian. Pemegang rekening dapat merupakan pemilik atau wakil
pemilik Efek yang tercatat dalam rekening Efek.

Sebagai contoh, pemilik menitipan Efek dalam rekening Efek atas namanya pada
Perusahaan Efek Kemudian, Perusahaan Efek ini menitipkan Efek tersebut dalam
rekening Efck atas nama Perusahaan Efek dimaksud pada Bank Kustedian.
Selanjutnya, Bank Kustodian menitipkan Efek tersebut dalam rekening Efek
atas nama Bank Kustodian dimaksud pada Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian. Dalam hal ini, Bank Kustodian tercatat sebagai pemegang reking
pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian selaku wakil subtitusi Perusahaan
Efek yang dalam hal ini mewakili pemilik Efek.

Yang dimaksud dengan *‘rekening Efek™ dalam penjelsan angka ini adalah catatan
yang menunjukkan posisi Efek dan dana nasabah pada Kustodian.

Angka 9

Yang dimaksud dengan “kliring Transaksi Efek dalam angka ini adalah proses
penentuan hak dan kewajiban yang timbul dari Transaksi Bursa.



Yang dimaksud dengan “penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa” dalam angka
ini adalah kepastian dipenuhinya hak dan kewajiban bagi Anggota Bursa Efek
yang Umbul dari Transaksi Bursa,
Angka 10
Cukupjelas
Angka 11
Cukupjelas
Angka 12
Cukup jelas
Angka 13
Cukup jelas
Angka 14

Pemberian naschat kepada Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam angka ini
mencakup pemberian nasehat yang dilakukan secara lisan atau tertulis, termaksud
melalui penerbitan dalam media massa.

Angka 15
Penawaran Umum dalam angka ini meliputi penawaran Efiek oleh Emiten yang
dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia atau kepada warga negara Indonesia
dengan menggunakan media massa ataw ditawarkan kepada lebih dari 100
(seratus) Pihak atau telah dijual kepada lebih dari 50 (lima puluh) Pihak dalam
batas nilai serta batas wakeu tertentu. :

Penawaran Efek di wilayah Republik Indonesia mefiputi penawaran Efek yang
dilakukan oleh Emiten dalam negerj atau asing, baik kepada pemodal Indonesia
maupun asing, yang dilakukan di wilayah Republik Indonesia melalui pemenuhan
Prinsip Keterbukaan.

mum be
negar Indonesm,
mahndungl warga negars indonesia vang
Efck yang dilawarkan ol
wilayah Rebuplik Indonesia.



Penawaran Efek kepada lebih dari 100 (seratus) Pihak tersebut tidak dikaitkan
dengan apakah Penawaran tersebul diikuti deagan pembelian Efek atau tidak.
Sedangkan penjualan Efek kepada lebih dari 50 lima puluh) Pihak tersebut iebih
ditekankan kepada realisasi penjualan Efek dimaksud tanpa memperhatikan
apakah penjualan tersebut dilakukan melalui penawaran atau tidak.

Yang dimakud denganb “media massa*“ dalam penjelasan angka ini adalah surat
kabar, majalah, film, televisi, radio dan media elektronik lainnya, serta surat,
brosur dan barang cetak lain yang dibagikan kepada lebih dari 100 (sertus) Pihak.

Jumlah 100 (seratus) Pihak dalamn penawaran Efek dan 50 (lima puluh) Pihak
dalam penjual Efek sebagaimana dimaksud dalam angka ini dapat berubah sesuai
dengan perkembangan Pasar Modal Perubahan tersebut ditetapkan lebih lanjut
oleh Bapepam

Angka 16
Yang dimaksud dengan “Efek yang dimiliki bersama dalam angka ini adalah

Efek yang dimiliki oleh lebih dari satu Pihak yang tercatat atas nama Kustodian.

Sebagai contoh, Efek dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan
dan Penyelesaian yang terdaftar dalam buku daftar pemegang Efek Emiten atas
nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tetap diakui oleh Emiten bahwa
Efek tersebut dimiliki bersama oleh lebih dar satu Pihak yang diwakili oleh
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. Efek dalam Penitipan Kolektif pada
Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tetap diakui oleh Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian bahwa efek tersebut dimiliki bersama oleh lebih
dari satu Pihak yang diwakili oleh Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.

Angka 17
Cukup jelas

Angka 18
Cukup jelas

Angka 19
Cukupjetas



Angka20
Cukupjelas
Angka 2|
Cukup jelas
Angkaz2
Cukup jelas
Angka 23
Cukup jelas
Angka24
Culup jelas
Angka 25
Cukupjelas
Angka26
Cukup jelas
Angka27
Cukupjelas
Angka 28
Pinjam-meminjam efek dapat terjadi dalam hal Anggota Bursa cfek tidak

memiliki Efek yang mencukupi untuk menyelesaikan kewa jibannya yang timbul
akibat jual beli Efek yang dilakukannya di bursa Efek.

Kontrak lain mengenai harga Efek mencakupi, antara lain opsi terhadap indeks
harga saham.
Angka 29
Cukupjelas
Angka 30
Cukupjelas



Pasal 2
Kebijaksanaan umum adalah kebijaksanaan di bidang Pasar Modal yang secara
langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kebijaksanaan fiskal, moneter, dan
kebijiksanaan ekonomi makro pada umumnya.

Pasal 3-

Ayat (I)
Mengingat Pasar Modal merupakan sumber pembiayaan dunia usaha dan sebagai
wahana investasi bagi para pemodal yang dimiliki peranan yang strategis untuk
menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, kegiatan Pasar Modal perlu
mendapatkan pengawasan agar dapat dilaksanakan secara teratr, wajar, dan
efisien. Untuk itu, secara operasional Bapepam diberi kewenangan dan kewajibn
untuk membina kegiatan di Pasar Modal. Pengawaan tersebut dapat dilakukan
dengan menempuh upaya-upaya, baik yang bersifat preventif dalam bentuk
aturan, pedoman, pembimbingan, dan pengarahan maupun secara represif dalam
bentuk pemeriksaan, penyidikan, dan pengenaan sanksi.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 4
Cukupjelas

Pasal 5

Huruf a

Angka 1
Cukup jelas
Angka 2
Cukup jelas

Angka 3

Cukupjelas



Huruf b

Cukup jelas

Huruf ¢

Calon anggota direksi atan komisaris Bursa Efek, Lembaga Kliring dan
Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib memenuhi
persyaratan yang ditetapkan oleh Bapepam.

Persyaratan tersebut meliputi, antara lain :

1.

orang perorangan warga negara Indonesia dan cakap melakukan perbuatan
hukum.

tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi direktur atau komisaris yang
dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;

tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;

tidak pernah melakukan perbuatan perbuatan tercela di Pasar Modal pada
khususnya dan di bidang keuangan pada umumnya;

memiliki akhlak dan moral yang baik;
memiliki keahlian di bidang Pasar Modal, dan

tidak pernah melakukan pelanggaran yang material atas ketentuan peraturan
perundang-undangan Pasar Modal,

Tata cara pencalonan anggota direksi alau komisaris Bursa Efek, Lembaga Kliring
dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah sebagai
berikut:

1%

caton diteliti direksi atau komisaris diajukan kepada Bapepam untuk diteliti
sesuai dengan persyaratan yang lelah ditetapkan oleh Bapepam.

apabila calon anggota direksi atau komisaris dimaksud telah memenuhi
persyaratan, Bapepam wajib memberikan persetujuannya. Apabila
berdasarkan hasil penelitian Bapepam, calon dimaksud tidak smemenuhi
persyaratan, Bapepam menolak pencalonan tersebut; dan

calon anggota direksi atau komisaris yang telah disetujui Bapepam diangkat
oleh rapat UmumPemegang Saham.



Bapcpam dapal memberhentikan uniuk semenlara wakiu anggota direksi atau
komisans Bursa Elek. Lembaga Klinng dan Pemjaminan. sena Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian apabila anggota direksi atau komisasis
terscbut, antara lain :

I.  kehilangan kewarganegaraan Indonesia atau tidak cakap metakukan
perbuatan hukum;

2. dinyatakan pailit;
3. dihukum karema inclakukan tidak pidana;

4, melakukan perbuatan terccla & bidang Pasar Modal pada khususnya dan di
bidang keuangan pada umumnya,

5. tidak memiiiki akhlak dan moral yang baik: dan

6. meclakukan pelanggaran yang cukup materila alas ketenluan peraturan
perundang-undangan Pasar Modal.

Dalam hal Bapepam méemberihentikan sementara seluruh anggota direksi,
Bapepam dapat menunjuk Pihak yang berasal, baik dari dalam maupun
fuar Bursa efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan serta Lembaga Penyimpanan
dan Penyclesaian sebagai manajemen sementara. Sclanjuinya, Bursa
Efek. Lembaga Klining dan Penjaminan scrta Lembaga Penyimpanan
dan Penyelesaian wajb menyelenggarakan Rapal Umum Pemegang Saham
uniuk mengangkat anggota direksi atau komisaris yang baru.

Buruf d

Pernyataan cfekufl dalain hal ini menunjukan lengkap atau dipenuhinya
seturuh prosedur dan persyaratan atas Pernyataan Pendaftaran yang di-
wajibkan dalam Undang-undang im dan atau peraturan pelaksanaannya.
Pernyataan efckif tersebut bukan merupakan izin untuk melakukan Penawaran
Urnum dan juga hukan berarti bahwa Bapepain menyatakan informasi
yang diungkapkan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut adalah benar
ataw cukup.

Emiter atau Perusashaan Publik yang mengajukan Pernyataan Pendaftaran
bertanggung jawab hahwa sclurub informasi dan pernyataan, yang dibuai
adalah benar dan tdak menvesatkan Bapepam tdak menjamin kebenaran dan

kelengkapan informasi yang disampaikan dalam Pernyalaan Pendaltaran.



Sesuai dengan hewenangan yang ada pada hurul inf, Bapepam dapat menunda
ef ckuif! nyi} Pernyataan Pendaf laran dalam hal tata cara dan atau pei'syaratan
Pernyataan Pendaftaran belum dipenuhi. Disamping i, Bapepam dapat
membatalkan efeklilmya Pernyataan Pendaftaran dalam hal diperoleh informasi
baru yang menunjukan adanya pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan
atau peraturan pelaksanaannya.

Huruf ¢
Cukupjclas
Huruf f
Angka I

Apabila suatu Pihak yang melakukan kegiatan di Pasar Modal
menyampaikan nformasi melaluar iklan atau promosi yang lidak sesuai
dengan Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya, untuk
melindungi kepentingan pemodal dan atau pasar modal. Bapepam memiliki
kewenangan untuk menghentikan iklan ataw promosi tersebut dan
mewajibkan Pihak yang bersangkutan untuk meluruskannya dengan cara
memperbaiki iklan atau promosi dimaksud.

Angka 2

Apabila iklan atau promosi tersebut pada angka 1) di atas mengakibatkan
kerugian kepada Pihak lain termasuk pemodal, Bapepam memiliki
kewenangan untuk mewa jibkan Pihak tersebut mengambil langkah-angkah
yang diperfukan untuk mengatasi akibat yang ditimbulkan, antara lain berupa
pembayaran ganti rugi.
Huruf g
Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dafam huruf ini adalah pemeriksaan rutin

terhadap Emilen, Perusahaan publik, dan Pihak yang memperoleh izin,
persetujuan atau pendaftaran dari Bapepam.

Pemeriksaan tersebut dapat dilakukan oleh Bapepam dengan mewajihkan paca
Pihak dimaksud untuk menyampaikan laporan tertentu atau memeriksa kantor
dan catatan seperu rekening. pembuokuan. doknmen, atau kertas kerja yang



disusun secara manual, mekanis, elekironik atau dengan cara lain.

Huruf h

Penugasan kepala Pihak lain oleh Bapepam sebagaimana dimaksud dalam hurul
ini, misalnya, adalah penegasan Bapepam kepada Bursa Efek untuk melakukan
pemeriksaan terhadap Perusahaan Efek yang menjadi Anggota Bursa Efek.

Penugasan tersebut dapat pula diberikan kepada Akuntan atau Pihak lain untuk
melakukan pemeriksaan dalam kasus tertentu di mana jasa Akuntan atau Pihak
lain yang bersangkutan diperlukan.

Huruf

Dalam hal Bapepam melakukar pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf
e dan huruf g dan hasil pemeriksaan tersebut dipandang perlu untuk diketahui
oleh masyarakat dalam rangka menjaga imlegritas pasar dan kepatuhan setiap
Pihak terhadap Undang-undang ini dan atau peraaturan pelaksanaannya, Bapepam
dapat mengumumkan hasil pemeriksaan tersebut berdasarkan kewenangan dalam
huruf ini.

Huruf

Pembekuan atau pembatalan pencatatan suatu Efek pada Bursa Efek atau
penghentian Transaksi Bursa Efek tertentu dapat dilakukan oleh Bapepam bila
mana terdapat hal-hal atau kejadian yang membahayakan kepentingan pemodal
atau keadaan yamg tidak memungkinkan diselenggarakannya Transaksi Bursa
atas Efek tertentu secara wajar, misalnya diketahui bahwa Emiten tidak
mengungkapkan keadaan perusahaan yang sebenarnya.

Hurufk

Yang dimaksud dengan “keadaan darurat” dalam huruf imi adalah suatu keadaan
" luar kemampuan Pthak sebagai akibat, antara lain, adanya perang,
peristiwa alam seperti gempa bumi atas banjir, pemogokan, sabotase atau huru-
hara, wrunnya sebagaimara besar atau keseluruhan harga Efczk yang tercata di
Bursa Efek sedemtkian besardan maaterial sifainya yang terjadi secara mendadak
(crash), alau kegagalan sistemn perdagangan alau penyelsaian transaksi.



Huruf |

Jika svatu Pihak dikenakan sanksi oleh Bursa Efek, Lembaga Kliring dan
penjaminan atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dan yang
bersangkutan tidak menerima sanksi tersebut, maka Pihak dimaksud dapat
mengajukan keberatan atas pengenaan sanksi tersebui kepada Bapepam.
Bapepam dapat mengabulkan permohonan tersebul apabila berdasarkan hasil
penelaahan Bapepam sanksi dimaksud tidak sesuai dengan ketentuan yang
berlaku dengan membatalkan atau mengubah keputusan Bursa Efek, Lembaga
kliring dan Penjaminan atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
Sebaiknya, Bapepam dapat menolak permohonan tersebut dengan menguatkan
keputusan Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan atau Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian apabila keberatan atas pengenaan sanksi tersebut
tidak beralasan.
Hurufm

Yang dimaksud dengan “ biaya perizinan” dalam huruf ini adalah biaya-biaya
yang dipungut dalam rangka pemberian izin yang diketuarkan Bapepam kepada
Pihak-Pihak yang akan melakukan kegiatan di Pasar Modal, misalnya pemberian
izin kepada Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Efek, Wakil Penjamin Emisi Efek,
Wakil Perantara Pedagang Efek, Wakil Manajer Investasi, dan Penasehat
Invesasi.

Yang dimaksud dengan "biaya persetujuan” dalam hurufini adalah biaya-biaya
yang dipungut datam rangka pemberian persetujuan yang diketuarkan oleh
Bapepam kepada Pihak-Pihak yang akan melakukan kegiatan di Pasar Modal
seperti pemberian perselujuan kepada bank yang akan bertindak sebagai
Kustodian.

Yang dimaksud dengan "biaya pendaftaran" dalam huruf ini adatah biaya-biaya
yang dipungul dalam tangka pendaftaran Wali Amanat dan Profesi Penunjang
Pasar Modal yang meliputi pendafiaran Akuntan, Penilai, Notaris, dan Konsultan
Hukum.

Yang dimaksud dengan "biaya pemeriksaan dan penetitian” dalam huruf ini,



antara lain, biaya-biaya yang dipungut dalam rangka penelaahan dokumen
Pernyataan Pendaftaran dan pemeriksaan yang melibatkan Pihak lain dalam
rangka pemeriksaan khusus yang dilakukan oleh Akuntan.

Yang dimaksud dengan "biaya lain” dalam huruf ini, antara lain biaya-biaua
yang dipungut dalamn pemberian informasi yang dibutubkan oleh pemodal.

Semua penerimaan dari pungutan biaya-biaya yang ditetapkan berdasarkan
ketentuan dalam huruf ini merupakan penerimaan negara dan disetor ke kas
negara.

Mengingat cakupan tugas Bapepam yang cukup luas termasuk mengantisipasi
perkembangan masa datang, kepada Bapepam perlu disediakan anggaran yang
memadai dari Anggaran dan Pendapat Belanja Negara (APBN) agar dapat
melaksanakan tugasnya dengan sebaik-batknya.

Hurufn

Yang dimaksud dengan “tindakan yang diperlukan untuk mencegah kerugian
masyarakat” dalam huruf ini adalah tindakan-tindakan yang bersifat penting dan
segera harus diambil untuk melindungi masyarakat dari pelanggaran Undang-
undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya, antara lain mencakup :

1.  memutuskan cara penyelesaian transaksi dalam hal Lembaga Kliring dan
Penjaminan tidak mampu menyelesaikan transaksi tertentu;

2. mengambil tindakan-tindakan penting dalam hal terjadi pemalsuan saham
seperti pengusulan pencekalan terhadap Pihak tertentu kepada Direktur
Jenderal Imigrasi. Departemen Kehakiman melalui Jaksa Agung,

3. mewajibkan Bursa Efek untuk mengubah peraturan yang dibuatnya apabila
peraturan tersebut bertentangandenganperaturan Pasar Modal yang berlaku,

4. mewajibkan Emiten untuk menggunakan dana hasil emisi sesuai dengan
tujuan yang telah diungkapkan dalam Prospektus; dan

5. menyetujui dilakukannya perubahan atas penggunaan dana hasil emisi
dengan syarat bahwa hal tersebut telah memperoleh putusan Rapat Umum
Pemegang Saham,



Hurut o
Cukupjelas

Hurufp

Dalam menetapkan instrumen lain sebagai Efek dalam huruf imi dilakukan dengan
memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta
kewenangan instansi fain, misalnya Bank Indonesia.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "melakukan hal-hal lain” daiam huruf imi adalah
kewenangan selain yang ditetapkan pada huruf a sampai dengan huruf p.

Kewenangan lain yang diberikan kepada Bapepam, antara lain mengenai :

I rencana anggaran tahunan dan penggunaan laba Bursa Efek wajib disusun
sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh dan dilaporkan kepada
Bapepam sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (3);

2. persetujuan atas peraturan yang wajib dibuat oleh Bursa Efek. termasuk
perubahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;

3. penetapan jasa lain yang dapat diberikan oleh Lembaga Kliring dan
Penjaminan serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana
ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (3); dan

4. rencana anggaran tahunan dan penggunaan laba Lembaga Klinng dan
Penjaminan serta Leinbaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang wajib
disusun sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh dan dilaporkan kepada
Bapepam sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 14 ayat *4},

Pasal 6
Ayat (1}

kegiatan Bursa Efek padadasarnya adalah menyelenggarakan dan menyediakan

sistem dan atau sarana perdagnagan Efek bagi para anggotlanya. Mengingal

perdagangan dimaksud menyangkut dana masyarakat yang diinvestasikan dalam

Efek, perdagangan tersebut harus dilaksanakan secara leratur, wajar, dan efisiem.

Oteh karena itu, penyelenggaraan kegiatan Bursa Efek hanya dapat dilaksanakan
setelab memperoleh izin usaba dari Bapepam



Avyat (2}

Pasal 7

Yang dimaksud dengan “persyaratan dan tata cara perizinan" dalam ayat ini

adalah ketentuan mengenai, antara lain :

a  izin usaha;

b. ketentuan yang wajib diatur dalam anggaran dasar;
c.  kepengurusan,

d. permodalan; dan

e. latar belakang ekonomis pendirian Bursa Efek

Ayat(l)

Perdangan Efek secara teratur, wajar, dan efisien adalah suatu perdangan yang
diselenggarakan berdasarkan suatu aturan yang jelas dan dilaksanakan secara
konsisten. Dengan demikian, harga yang terjadi mencerminkan mekanisme pasar
berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran. Perdagangan Efek yang efisien
tercermin dalam penyelesaian transaksi yang cepat dengan biaya yang relatif
murah.

Ayat (2)

Bursa Efek didirikan untuk menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan
alau sarana perdagangan Efek Dengan tersedianya sistem dan atau sarana yang
baik, para Anggoia Bursa Efek yang sekaligus pemegang saham Bursa Efek
yang bersangkutan dapat melakukan penawaran jual dan beli Efek secara
teratur, wajar, dan efisien. Disamping itu, tersedianya sistem dan atau sarana
dimaksud memungkinkan Bursa Efek melakukan pengawasan terhadap
anggotanya dengan lebih efektif.

Ayat (3)

Dalam menysusun rencana anggaran tahunan dan penggunaan laba, Bursa Efek
wajib berpedomen pada prinsip efisien Pasar Modal dan memperhatikan
ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam yang menyangkut, antara lain, hal-hal
sebagai berikut :



£

meningkatkan sistem atau sarana perdagangan Efek;

meningkatkan sistem pembinaan dan pengawasan terhadap anggota Bursa
Efek:

mengembangkan sistem pencatatan Efek yang efisien;

mengembangkan sistem kliring dan penyelesaian Transaksi Bursa dan hal-
hal lain yang berkaitan dengan Bursa Efek;

meningkatkan sistem pelayanan informasi;

melakukan kegiatan pengembangan Pasar Modal melalui kegiatan promosi
dan penelitian; dan

meningkatkan kemampuan sumber daya manusia.

Rencana anggaran tahunan dan penggunaan laba Bursa Efek diputuskan oleh
Rapat Umum Pemegang Saham dan diajukan kepada Bapepam.

Apabila berdasarkan hasil penelitian Bapepam rencan anggaran tahunan dan
penggunaan laba Bursa Efek tidak sesuai dengan hal-hal tersebur diatas,
Bapepam dapat menolak rencana anggaran tahunan dan penggunaan laba
tersebuy. Dalam ha Bapepam menolak rencana anggaran tahunan dan penggunaan
laba dimaksud, Direksi Bursa Efek wajib melakukan penyesuaian dan meminta
persetujuan komisaris Bursa Efek sebelum diajukan kembali kepada Bapepam
untuk memperoleh persetujuan. Rencana anggaran tahunan dan penggunaan
laba dimaksud dilaksanakan setelah memperoleh persctujuan Bapepam.

Pasal 8

Oleh karena ijuan Bursa Efek adalah untuk menyediakan sistem dan atau sarana
perdagangan Efek dan yang dapat melakukan perdagangan Efek di Bursa Efek hanya
Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan sebagai Perantara Pedagang Efek,
pemegang saham Bursa Efek dihatasi hanya pada Perusahaan Efek yang telah
memperoleh izin usaha dari Bapepam sebagai Perantaran Pedagang Efek.

Pasal 9

Ayat (1)

Bursa Efek merupakan lembaga yang diberi kewenangan untuk mengatur
pelaksanaan kegiatannya. Oleh karena itu, ketentuan yang dikeluarkan oleh Bursa




Efek mempunyai kekuatan mengikat yang wajib ditaati oleh Anggota Bursa Efek,
Emiten yang Efeknya tercatat di Bursa Efek tersebut, Lembaga Kliring dan
Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Kuslodian atau Pihak
lain yang mempunyai hubungan kerja secara kontraktual dengan Bursa Efek.

Kendatipun demikian, dalam hal pembuatan peraturan mengenai kliring dan
penyelesaian Transaksi Bursa peraturan tersebut perlu dibuat bersama-sama
dengan Lembaga Kliring dan Penjaminan.

Yang dimaksud dengan "hal-hal lain" dalam ayat ini adalah kewenangan Bursa
Efck untuk menetapkan aturan tentang pemeriksaan terhadap Anggota Bursa
Efek, aturan yang berkaitan dengan mekanisme koordinasi pelaksanaan fungsi
Bursa Efek dengan Lembaga Kliring dan Penjaminan serta Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian, dan untuk mengantisipasi perkembangan di masa
yang akan datang.-

Kesepadanan Efek adalah sifat dari Efek yang dapat dipertukarkan dengan Efek

sejenis yang mempunyai nilai yang sama dan diterbitkan oleh Emiten yang sama.
Ayal (2)

Dalam rangka menetapkan ketentuan mengenai peralihan Efek sebagaimana

dimaksud dalam ayal ini, Bursa Efek wajib memperhatikan kelaziman praktik

yang berlaku di Pasar Modal. Peralihan Efek yang dimaksud dalam hal ini
adalah peralihan hak yang melekat pada Efek.

Ayat (3)

Pendapatan Bursa Efek pada dasarnya berasal dari pungutan berupa iuran
anggota, biaya transaksi, dan biaya pencatatan Efek. Penggunaan pungutan
dimaksud diperkenankan untuk membiayai pelaksanaan fungsinya agar
perdagangan Efek di Bursa Efek yang dilakukan oleh para anggotanya dapat
terlaksana dengan teratur, wajar, dan efisien.

Ayat (4)
Besarny a biaya dan iuran yang ditetapkan oleh Bursa Efek harus didasarkan
pada kebutuhan bagi penyelenggaraan dan pengembangan Bursa Efek. Dalam

hal dana yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan dan pengembangan Bursa Efzk
sudah mencukupi, biaya dan iuran dimaksud dapat diturunkan.



Pasal 10

Larangan dalam Pasal ini dimaksudkan untuk menghindari timbulnya persaingan yang
tidak sehat diantara Bursa Efek. Oleh karena itu suatu Perusahaan Efck dapat menjadi
anggota lebih dari sat Bursa Efek.

Pasal 11

Agar peraturan yang dikeluarkan oleh Bursa Efek sesuai dengan ketentuan dalam
Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya, peraturan dimaksud wajib
mendapat persetujuan Bapepam terlebih dahulu sebelum dinyatakan berlaku.

Pasal 12
Ayat (1)

Pembentukan satuan pemeriksa pada setiap Bursa Efek dimaksudkan agar
pengawasan terhadap Anggota Bursa Efek dan manajemen Bursa Efek dapal
dilakukan secara terus-menerus untuk memastikan bahwa setiapAnggota Bursa
Efek dan manajemen Bursa Efek melakukan kegiatannya sesuai dengan Undang-
undang ini, peraturan pelaksanaannya dan atau ketentuan Bursa Efek.

Ayat(2)
Pelaporan dalam ayat ini dimaksudkan agar direksi dan dewan komisaris Bursa
Efek serta Bapepam dapat mengambil tindakan atau langkah-langkah yang

diperiukan untuk mengatast masalah-masalah yang ditemukan, baik pada
Anggota Bursa Efek maupun Bursa Efek.

Ayat (3)

Ketentuan ini dimaksudkan agar Bursa Efek mengadministrasikan semua Japoran
satuan pemeriksa secara baik schingga selalu tersedia apabila sewaktu-waktu
diperlukan oleh Bapepam.

Pasal 13
Ayat (1)

Kegatan |.embaga Kliring dan Penjaminan pada dasarnya merupakan kelanjutan
dari kegiatan Bursa Efek dalam rangka penyelesaian Transaksi Bursa. Mengingat
kegiatan tersehut menyangkut dana masyarakat yang diinvestasikan daiam

Cl




Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan harus memenuhi persyaratan teknis
tertentu agar penyelesaian Transaksi Bursa dapat dilaksanakan secara teratur,
wajar, dan efisien.

Demikian pula halnya dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang
melaksanakan fungsi sebagai Kustodian sentral yang aman dalam rangka
penitipan Efek juga diwajibkan memenuhi persyaratan teknis tertentu.
Sehubungan dengan itu, kedua lembaga tersebut wajib memperoleh izin usaha
dan Bapepam.

Ayat (2)

Pasal 14

Yang dimaksud dengan “persyaratan dan tata cara perizinan" dalam ayat ini adalah
ketentuan mengenai, antara lain :

a.  izin usaha;
b. ketentuan yang wajib diatur dalam anggaran dasar;
¢ kepengurusan; dan

d  permmodalan

Ayat (1}

Kegiatan kliring pada dasarnya merupakan suatu proses yang digunakan untuk
menetapkan hak dan kewajiban para Anggotan Bursa Efek atas transaksi
yang mereka lakukan sehingga mereka mengetahui hak dan kewajiban masing-
masing.

Ayat (2)

Cukupjelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “jasa lain" dalam ayat ini dianiaranya adalahjasa yang
berhubungan dengan hak pemodal, seperti distribusi dokumen mengenai kuasa
dalam pemnberian hak suara, distribusi laporan tahunan, pemrosesan hak memesan
Efzk terlebih dahulu, penerimaan Efek dalam rangka penawaran tender, serta
pemberian jasa penyelesaian terhadap Kustodian sentral asing.



Ayat (4)

Pasal 15

Dalam menyusun rencana anggaran lahunan dan penggunaan laba, Lembaga
Kliring dan Penjaminan serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib
berpedoman pada prinsip efisiensi Pasar Modal dan memperhatikan ketentuan
yang diletapkan oleh Bapepam yang menyangkul, antara lain, hal-hal sebagai
berkut :

@ menyelenggarakan peningkatan pelayanan kliring dan penjaminan serta
penyelesaian Transaksi Bursa secara teratur, wajar, dan efisien;

b. menyelenggarakan peningkatan pelayanan jasa Kustodian Sentral dan
penyelesaian transaksi secara teratur, wajar, dan efisien;

c. meningkatkan kegiatan penyelesaian Transaksi Bursa seeara pembukuan
yang aman; dan

d  mengembangkan sistem keamanan penyimpanan Efek.

Rencana anggaran tahunan dan penggunaan laba Lembaga Kliring dan
Penjaminan serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian diputuskan oleh Rapat
Umum Pemegang Saham dan diajukan kepada Bapepam.

Apabila berdasarkan hasil penelitian Bapepam, rencana anggaran tahunan dan
penggunaan laba Lembaga Kliring dan Penjmainan scrta Lembaga Penyimpanan
dan Penyelesaian tidak sesuai dengan hal-hal tersebut diatas, Bapepam dapat
menolak rencana anggaran tahunan dan penggunaan laha tersebut. Dalam hal
bapepam menolak rencana anggaran tahunandan penggunaan laba dimaksud,
maka direksi Lembaga Kliring dan Penjaminan serta Lembaga Penyimpanan
dan Penyelesaian wajib melakukan penyesuaian dan meminta persetujuan
Komisaris Lembaga Klriing dan Penjmainan serta Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian sebelum diajukan kembali kepada Bapepam untuk memperoleh
persetujuan. Rencana anggaran tahunan dan penggunaan laba dimaksud dapat
dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan Bapepam.

Ayat (1)

Kegiatan Lembaga Kliring dan Penjaminan serta Lembaga Penyimpanan dan



Penyelesaian sangat erat hubungannya dengan penyelesaian transaksi yang ter jadi
di Bursa Efek. Oleh karena itu, pemilikan saham Lembaha Kliring dan
Penjaminan serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian diutamakan kepada
lembaga-lembaga yang menggunakanjasa kedua lembaga tersebut, seperti Bursa
Efek, Perusahaan Efek, Biro Administrasi Efek, dan Bank Kustodian. Namun,
Jika kebutuhan dana penyelenggaraan Lembaga Kliring dan Penjaminan serta
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dirasakan tidak dapat terpenuhi oleh
lembaga-lembaga tersebut, dimungkinkan Pihak lain turut serta sebagai
pemegang saham berdasarkan persctujuan Bapepam.

Ayat (2)

Kegiatan kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa merupakan
satu kesatuan dengan kegiatan Bursa Efek Schubungan dengan itu, dalam
rangka menjmain keselarasan antara pelaksanaan kegiatan kliring dan pen jaminan
penyelesaian Transaksi Bursa deng'an kegiatan Bursa Efck, dalam ayat ini
ditentukan bahwa mayoritas saham Lembaga Kliring dan Penjaminan
dimiliki oleh Bursa Efek

Mayoritas saham adalah pemegang saham yang memiliki lebih dari 50%
flima puluh perseratus) dari modal yang ditempatkan dan disetor perusahaan,

Pasal 16

Avyat(ly
Agar kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa dapat terlaksana
secara teraturs, wajar, dan efisien, perlu suatu aturan yang jelas yang dapat
melindungi kepentingan para pemakai jasa. Untuk itu, kepada Lembaga Kliring
dan Penjaminan diberi kewenangan untuk menctapkan peraturan-peraturan
yang mengikat dan wajib ditaati oleh para pemakai jasa tersebut.

Ayat (2)

Agar kepentingan para Pihak yang terkail dengan kegiatan Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian terlindungi, Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian wajib menerbitkan peraturan mengenai hak dan kewajiban pemakai
Jasa Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.



Ayat (3)

Sebagai suatu lembaga yang tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan,
besarnya biaya alas pemakaian jasa Lembaga Kliring dan Penjaminan atau

lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus disesuaikan dengan kebutuhan

dana penyelenggaraan dan pengembangan Lembaga Kliring dan Penjmainan

atau lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian setelah mempertimbangkan

kepentingan pemakai jasa.

Pasal 17

Agar peraturan yang dikeluarkan oleh Lembaga Kliring dan Pen jaminan atau Lembaga
Penyimpanan dan Penyetesaian sesuai dengan Undang-undang ini dan atau peraturan
pelaksanaannya, peraturan tersebul wajib mendapat persetujuan Bapepam terlebih
dahuiu sebelum dinyatakan berlaku.

Pasal 18
Ayal (1)

Huruf a
Reksa Dana berbentuk Persercan adalah Emiten yang kegiatan usahanya
menghimpun dana dengan menjual saham, dana selanjutnya dana dari
penjualan saham tersebut diinvestasikan pada berbagai jenis Efek yang
diperdagangkan di Pasar Modal dan pasar uang.

Huruf b

Ayat (2)

Kontrak investasi kolektif adalah kontrak antara Mana jer Investasi dan Bank
Kustodian yang mengikat pemegang Unit Penyertaan dimana Manajer
Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif
dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan Penitipan
Kolektif.

Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif meghimpun dana dengan
menerbitkan Unit Penyertaan kepada masyarakat pemodal dan selanjutnya
dana tersebut diinvestasikan pada berbagai jenis Efek yang diperdagangkan
di Pasar Modal dan di pasar uang.



Reksa Dana terbuka adalah Reksa Dana yang dapat menawarkan dan membeli
kembali saham-sahamnya dart pemodal sampai dengan sejumlah modal yang
telah dikeluarkan, sedangkan Reksa Dana tertutup adalah Reksa Dana yang tidak
dapat membeli kembali saham-saham yang telah dijual kepada pemodal.

Avyat (3)
Cukupjelas
Ayat (4)

Agar pengelolaan dana kontrak investasi kolektif dapat dilakukan secara
profesional, pengelofaannya hanya dapat dilakukan oleh Manajer Investasi.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan”persyaratan dan tata cara perizinan" dalam ayat ini adalkh
ketentuan mengenai, antara lain ;

a.  izin usasa;
b. ketentvan vang wajib diatur dalam anggaran dasar;
¢. kepengurusan;dan
d permodalan. 1
Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Huruf a

Yang dimaksud dengan "sebagian besar” dalam huruf ini adalah se jumlah
nilai tertentu yang dapat mempengaruhi secara material perhitungan nilai
protofolio dan nilai aktiva bersih per saham Reksa Dana. Perhitungan nilai
portofolio dan nilai aktiva bersth per saham berdasarkan harga Efek-Ef ek



di Bursa Efek di mana portofolio Reksa Dana diperdagangkan. Apabila
Bursa Efek tersebut ditutup, tidak ada harga bagi Efek yang menjadi dasar
perhitungan nilai portofolio dan nilai akti- bersih per saham dari Reksa
Dana.

Hurnuf b

Yang dimaksud dengan “sebagian besar” dalam huruf ini adalah sebagaimana
dimaksud dalam huruf a Apabila suatu Efek yang menjadi bagian portofolio
Reksa Dana dihentikan perdagangannya di Bursa Efek, maka tidak ada
harga bagi Efek tersebut.

Huruf ¢

Yang dimaksud dengan “keadaan darurat” dalam huruf ini adalah
sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 5 huruf k

Huruf d

Pasal 20
Ayat(l)

Ketentuan dalam huruf ini dimaksudkan untuk mengantisipasi
perkembangan Pasar Modal yang memungkinkan adanya situasi di luar
huruf a, huruf b, dan huruf c yang lazimnya diatur berdasarkan kontrak
para Pihak berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak sebagaimana diatur
dalam Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Oleh karena itu,
bila ada hal-hal lain di luar huruf a, huruf b, dan huruf ¢ tersebut, perlu
persetujuan terlebih dahulu dan Bapepam sebelum kontrak berlaku dan
mengikat para Pihak.

pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk kontrak investasi
kolektif dilakukan oleh Manajer Investasi dan dibebankan kepada rekening Reksa
Dana. Dana yang dipergunakan untuk membeli kembali Unit Penyertaan yang
dilakukan oleh Manajer Investasi berasal dari kekayaan Reksa Dana.

Ayat (2)

Cukup jelas



Ayat (3)
Huruf a

Yang dimaksud dnegan 'sebagian besar” dalam huruf inj adalah sejumlah
nilai tertentu yangdapat mempengaruhi secara material perhitungan nilai
portofolio dan nilai aktiva bersih per Unit Penyertaan Reksa Dana.
Perhitungan nilai portofolio dan aktiva bersih per Unit Penyertaan
berdasarkan harga Efek-efek di Bursa Efek di mana portofolio Reksa Dana
diperdagangkan. Apabila Bursa efek tersebut ditutup, maka tidak ada harga
bagi Efek yang menjadi dasar perhitungan nilai portofolio dan nilai aktiva
bersih per Unit Penyertaan dari Reksa Dana.

Hurufb

Yang dimaksuddengan "sebagian besar” dalam huruf ini adalah sebagaimana
dimaksud dalam huruf a. Apabila suatu Efek yang menjadi bagian portofolio
Reksa Dana dihentikan perdagangannya di Bursa Efek, maka tidak ada
harga bagi Efek tersebut.

Hunuf ¢

Yang dimaksud dnegan “keadaan darurat" dalam huruf ini adalah
sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 5 huruf k.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “hal-hal lain" dalam huruf ini adalah sebagaimana
dimaksud dalam penjelasan Pasal 19 ayat (30 huruf d

Pasal 21
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "pengelolaan Reksa Dana" adalah pengelolaan dana
Reksa dana oleh Menteri Investasi.
Ayat 92)

yang dimaksud dnegan "kontrak pengelolaan" dalam ayat ini, antara lain
memuat:

a  rencana diversifikasi portofolio di pasar uang dan di Pasar Modal;



b. rencana diversifikasi Efek dalam obligasi dan saham;
¢ rencana diversifikasi investasi dalam bidang industri; dan
d. larangan investasi dalam bidang-bidang tertentu.

Ayat(3)
Yang dimaksud dengan "kontrak pengelolaan" dalam ayat ini antara lain
memuat;
a  rencana diversifikasi portofolio di pasar uang dan di Pasar Modal;
b. rencana diversifikasi Efek dalam obligasi dan saham;
¢ rencana diversifikasi investasi dalam bidang industri; dan
d. larangan investasi dalam bidang-bidang tertentu.

Ayat (4)
Yang dimaksud dnegan"ketentuan yang akan diatur lebih lanjut oleh Bapepam™
dalam ayat ini, antara lain mengenai :
a. pedoman penyusunan kontrak pengelolaan investasi, dan
b. tata cara penyampaian rancangan kontrak pengelolaan investasi.

Pasal 22

Nilai pasar wajar suatu Efek adalah harga pasar atau kurs Efek itu senidir apabila
Efek tersebut secara aktif diperdagangkan di Bursa Efek. Namun, nilai pasar wajar
dapat berbeda dengan hargapasarapabila ransaksi atas Efek tersebut tidak aktif atau
tidak ditransaksikan dalam kurun waktu tertentu. Dalam hal demikian, kriteria
penentuan nilai pasar wajar diperhitungkan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan
oleh Bapepam.

Yang dimaksud dengan "hari bursa” dalam Pasal ini adalah hari & mana Bursa Efek
melakukan kegiatan.
Pasal 23

Yang dimaksud dengan "nilai aktiva bersih” dalam Pasal ini adalah nilai pasar yang
wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh
kewajibannya.




Pasal 24

Avyat(l)

larangan dalam ketentuan ini tidak termasuk dalam bal Reksa Dana membeli
obligasi, Efek lain yang bersifat utang, dan atau menyimpan dana di bank.

Ayal (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

pasal 25

Hal-hal yang berkaitan dengan pembatasan investasi, antara lain mengenai :
a. jumlah investasi dalam satu jenis Efek;
b.  batasan dalam investasi pada Efek di luar negeri, dan

€. jenis-jenis instrumen yang dilarang dibel oleh Reksa Dana.

Ayat (1)

Kekayaan Reksa Dana terdiri dari vang kas dan Efek, antara lain sertifikat
deposito, surat berharga komersial, saham, obligasi, dan tanda bukti utang.

Kewajiban penyimpanan kekayaan Reksa Dana pada Bank Kustodian
dimaksudkan untuk mengamankanp kekayaan Reksa Dana. Oleh karena itu, perlu
adanya pemisahan fungsi penyimpanan yang dilakukan oleh Bank Kustodian
dan fungsi pengelolaan yang dilakukan oleh Manajer Investasi.

Ayat (2)

Untuk mengindari terjadinya benturan kepentingan dalam pengelolaan dan Reksa
Dana. kewenangan Manajer Investasi dan Bank Kustodian perlu dibatasi. Manajer
Investasi hanya bertindak sebagai pengelola, sedangkan Bank Kustodian
menyimpan dan mengadministrasikan kekayaan Reksa Dana. Untuk menjmain
hal tersebut Manajer Investasi dilarang terafiliasi dengan Bank Kustodian.

Ayat (3)

Nilai aktiva bersih Reksa Dana terbuka dihitung dan diumumkan setiap hari
bursa.



Nilai aktiva bersith Reksa Dana tertutup dihitung dan diumuwmkan sekuvrang-
kurangnya sekali dalam seminggu.

Pasal 26

Aya (1)
Direksi Reksa Dana bertindak mengawasi pelaksanaan pengelolaan Reksa Dana,
termasuk penyimpanan kekayaan Reksa Dana. Oleh karena itu, direksi wajib
membuat kontrak penyimpanan kekayaan Reksa Dana dengan Bank
Kustodian.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “kontrak penyimapanan kekayaan” dalam ayal ini, antara
lain memuat :
a. pemisahan Efek Reksa Dana dari Kustodian;
b. pencatatan mutasi kekayaan Reksa Dana;
c. larangan penghentian kegiatan Kustodian sebelum ditunjuk Kustodian

pengganti; dan

d pembuatan dan penyampaian laporan kepada Manajer Investasi dan
Bapepam,

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "ketentuan yang akan diatur lebih lanjut oleh
Bapepam" dalam ayat ini, antara lain mengenai :

a. pedoman penyusunan kontrak penyimpanan; dan

b. ata cara penyampaian rancangan kontrakPenyimpanankekayaan investasi
kolekuf.

Pasal 27
Avyat (1)

Mengingat semua dana yang dikelola oleh Manajer Investasi adalah dana
masyarakat, perlu adanya pengamanan maksimal dengan mewa jibkan Manajer
Investas) untuk melaksanakan tugasnya dengan sebaik mungkin untuk
kepentingan Reksa Dana.



Ayat (2)

Manajer Investasi berdasarkan ayat ini dibebani tanggungjawab atas kerugian
Reksa Dana yang timbul karena pengelolaan yang tidak dilakukan dengan itikad
baik dan tidak dengan penuh tanggung jawab untuk kepentingan Reksa Dana.

Pasal 28

Ayat (1)
Nilai saham Reksa Dana adalah cerminan dari nilai bersih portofohionya. Setiap
ada perubahan inilai pertofolio, maka nilai aktiva bersih per saham berubah
pula.
Pemodal moembeli st mimjuol saham Rekza Dany sesuad dang

han
nilnd aktiva bersii poe sahant e seladu. besubab-ubah sesunl dengan

pukeibantangan nilw porofolionyva. Olch kitens wu, sabam Reliss Dina
diterbitkan tanpa ntfai nominal.

Avyat (2)

Penyetoran modal pada waktu pendirian Reksa Dana berbentuk Perserpan
oleh pendiri, hanya dimaksudkan untuk merintis pendirian Reksa Dana
dimaksud. Unwk itu, penirt cukup diwajibkan untuk melakukan pemenuhan
modal ditemtapkan dan disetor pada waktu Reksa Dana tersebut didirikan
sekurang-kurangnya 1% (saiu perseratus) dari modal dasar Reksa Dana.
Pemenuhan modal selanjutnya sampai dengan modal dasar akan dilakukan
melalui Penawaran Umum karena Reksa Dana adalah wadah untuk menghimpun
dana dari masyarakat pemodal untuk selanjuinya diinveslasikan dalam
Portofolio efek.

Ayat (3)
Persetujuan Rapat umum Pemegang Saham tidak diperlukan karena pembelian
kembali saham-sahamnya yang telah dikeluarkan oleh Reksa Dana dan

pengalihan lebih lanjut saham tersebut dapat terjadi setiap saat dalam hal
pemegang saham Reksa Dana menjual kembali saham dimaksud.



Ayat (4)

Pasal 29

Dana yang dimaksud dalam ayat ini, antara lain, adalah kas dan hasil penjualan
portofolio Reksa Dana.

Ayat (1) dan Ayat (2)

Pasal 30

Pada dasarnya semua keuntungan yang diperoleh Reksa Dana akan dibagikan
sebagai dividen kepda pemegang saham Reksa Dana.

Reksa Dana tidak mempunyai pinjaman dari Pihak ketiga. Oleh karena itu, tidak
diperlukan dana cadangan untuk melindungi dana Pihak ketiga. Akan tetapi,
untuk mempertahankan dan meningkatkan nilai investasinya, Reksa Dana
dapat membentuk dana cadangan.

Ayat (1)

Untuk melaksanakan kegiatan sebagai Perusahaan Efek diperlukan berbagai
persyaratan diantaranya keahlian dan permodalan yang cukup.

Ayat (2)

Izin usaha sebagai Penjamin Emist Efek berlakujuga scbagal izin usaha Perantara
Pedagang Efek. Dengan demikian, Perusahaan Efzk yang telah memiliki izin
tersebut, disamping bertindak sebgai Penjamin Emisi Efek, juga dapat bertindak
sebagai Perantara Pedagang Efck.

Sedangkan Pcrusahaan Efek yang hanya memiliki izin usaha sebagai Perantra
Pedagang Efek tidak dapat melakukan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efck.

Ayat (3)

Pihak yang melakukan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara
Pedagang Efek, atau Manajer Investasi atas Efek sebagaimana dimaksud dalam
ayat ini tidak diwajibkan memperoleh izin usaha dari Bapepam.

namun, karena kegiatan dimaksud dapat dilakukan oleh Pihak yang telah
mendapatkan izin usaha dari Bapepam, dan juga karena ada kemungkinan Efek
baru yang diperdagangkan dalam kegiatan tersebut belumn ada badan pemerintah



yang mengatur dan mengawasinya, maka Bapepam dapat melaksanakan
kewenangannya berdasarkan Undang-undang ini dan aiau peraturan
pelaksanaaannya.

Ayal (4)
Yang dimaksud dengan "persyaratan dan ata cara perizinan” dalam ayat ini adalah
ketentuan mengenai, antara lain :
a = persyaratan kepengurusan, permodalan dan tenaga ahli; dan
b. tala cara pengajuan permohonan izin.
Pasal 31

Yang dimaksud dengan "segala kegiatan yang berkaitan dengan Efek” dalam Pasal
ini adalah kegiatan yany r‘ilaksanakan oleh Perusahaan Efek yang meliputi, antara
lain kegiatan sebagai Penja:un Emisi Efck, Perantara Pedagang Efek dan Manajer
Investasi.

Yang dimaksud dengan “pegawai” dalam Pasal inj adalah sebagaimana dimaksud
dajam Penjelasan Pasal | angka | huruf b.

Yang dimaksud dengan "Pihak lain yang bekerja untukPerusahaan Efek” dalam Pasal

ini adalah Pihak yang ditunjuk oleh Perusahaan Efek untuk melakukan tugas tertentu

meskipun Pihak terscbut bukan pegawai Perusahaan Efek dimaksud,

Pasal 32

Avyat(l)
Wakil Penjamin Emisi Efek bertindak mewakili kepentingan Perusahaan Efek
untuk kegiatan yang bersangkutan dengan pelaksanaan penjaminan emisi Efek,
Wakil Perantara Pedagang Efek bertindak mewakili kepentingan Perusahaan
Efek unwuk kegiatan yang bersangkutan dengan pelaksanaan perdaganganEfek.

Wakil Manajer Investasi bertindak mewakili kepentingan Perusahaan Efek untuk
kegiatan yang bersangkutan dengan pengelolaan Portofolio Efek.

Ayal (2)

Yang dimaksud dengan "persyaratan dan tala eara perizinan” dalam ayat ini adalah
ketentuan mengenai antara lain ;



Pasal 33

a.  keahlian dan pengalaman; dan

b. tata cara pengajuan permohonan izin.

Ayal (1)

Izin unwk bertindak sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek berlaku juga sebagai
izin Wakil Perantara Pedagang Efek. Oleh karena itu, orang persecrangan yang
memiliki izin Wakil Penjamin Emisi Efck dapal mewakili Perusahaan Efek
yang melakukan kegiatan Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara
Pedagang Efek.

Sedangkan orang perseorangan yang memiliki izin Wakil Perantara Pedagang
Efek hanya dapat mewakili kepentingan Perusahaan Efek yang melakukan
kegiatan sebgai Perantara Pedagang Efek.

Ayat(2)

Pasal M4

Orang perseorangan secbagaimana dimaksud dalam ayat ini bekerja untuk
kepentingan perusahaan dan nasabah perusahaan yang diwakilinya. Untuk
menjaga agar tidak terjadi benturan kepentingan, Wakil Penjamin Emisi Efek,
Wakil Perantara Pedagang Efek, atau Waki Manajer Investast hanya dapat bekerja
pada satu Perusahaan Efek.

Ayat (1)

Kegiatan Penasihat Investasi adalah memberikan nasihat mengenai penjualan
atau pembelian Efek dengan memperoleh imbalan jasa. Oleh karena itu, Penasihal
Investasi harus memenuhi persyaratan tertentu seperti keahlian dalam bidang
analisis Efek Termasuk dalam kegiatan Penasihal Investasi adalah kegiatan
yang dilakukan oleh perusahaan pemeringkat Efek. Untuk memastikan hal
tersebut sebelum melakukan kegiatannya, Penasihai Investasi diwajibkan
terlebih dabhuly memperoleh izin vsaha dari Bapepam.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "persyaratan dan tata cara perizinan" dalam ayat ini
adalah ketentuan mengenai, antara lain :



a  persyaratan yang wajib dipenuhi oleh calon Penasihat Investasi, antara lain
memiliki izin orang perseorangan sebagai Wakil Mana jer Investasi; dan

b. tata cara pengajuan permohonan menjadi Penasihat Investasi.
Pasal 35
Huruf a

Kegiatan usaha Perusahaan Efek atau Penasihat Investast pada dasarnya dilandasi
oleh adanya kepercayaan dari nasabah. Oleh karena itu, dalammelaksanakan
kegiatannya Perusahaan Efek atau Penasihat Investasi harus mendahulukan dan
menjaga kepentingan nasabahnya sepanjang kepentingan nasabah tersebut tidak
bertentnagan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib
menghindarkan segala tindakan yang bertentangan dengan kepentingan
nasabah yang bersangkutan.

Sebagai contoh, pegawai pemasaran Perusahaan Efek dilarang mempengaruhi
nasabahnya yang mempunyai dana terbatas untuk diinvestasikan terhadap Efek
yang mempunyai risiko tinggi.

Hurufb
Cukup jelas

Hunuf ¢

Sebagai Pihak yang memperoleh kepercayaan dari nasabahnya, Perusahaan
Efek atau Penasihat Investasi wajib secara benar dan sejujurnya mengungkapkan
Fakta Material untuk diketahui oleh nasabah mengenai kemampuan profesi
keadaan keuangannya.

Huruf d

Larangan yang dimaksud dalam huruf ini adalah untuk menghindarkan
kernungkinan terjadinya benturan kepentingan Perusahaan Efek atau Penasihat
Investasi dengan mewa jibkan mereka untuk mengungkapkan segala kepentingan
dalam Efek yang bersangkutan.

Dajam ha] Perusahaan Efek atau Penasihal Investasi mempunyai kepentingan
dalam suatu Efek bersamaan dengan nasabahnya, mereka wajib memberi-
tahukan hal tersebut kepada nasabahnya sebelum memberikan rekomendasi.



Kepentingan dalam Efek umbul, antara lain apabila :

1. Pihak, baik langsung maupun tidak iangsung, secara sendiri-sendiri atau
bersama-sama dengan Pihak lain memiliki Efek atau berhak atas dividen,
bunga atau hasil penjuaian dan atau penggunaan Efek;

2. Pihal telah terikat dalam kesepakatan atau perjanjian untuk membeli Efe,
mempunyai hak untuk mengalibkan atau memindahtangankan Efek, alau
memiliki hak memesan Efek terlebih dahulu,

3. Pihak yang diwajikban membeli sisa Efck yang tidak habis terjual daiam
Penawaran Umum; dan

4. pihak, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Pthak iain,
mengendalikan Pihak sebagaimana dimaksud dalam angka |, angka 2, angka
3, penjelasan huruf d.

Huruf e

ar

Pasal 3b

Selain merupakan sarana pengerahan dana masyarakat, Penawaran Umum
dimakstidkan untuk menciptakan likuiditas bagi Efek yang bersangkutan. Oleh
karena itu, penycbaran Efek kepada sejumlah besar pemodal merupakan hal
yang sangat penting. Penguasaan Efek yang ditawarkan dalam rangka Penawaran
umum oleh sebagian kecil pelaku di Pasar Modal tidak akan mampu menciptakan
likuiditas bagi Efek yang bersangkutan. Di lain pihak hal itu dapat menciptakan
peluang bagi Pihak-pihak tersebut untuk memanfaatkan keadaan pasar untuk
memperkaya diri sendiri.

Untuk mencapai tujuan tersebut, dalam hai terjadi kelebihan permintaan dalam
Penawaran Umum, Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi
Efek wajib mendahulukan kepentingan Pihak lain yang tidak terafiliasi yang
telah memesan Efek daripada pesanan Penjamin Emisi Efek sendiri, agen

penjualan, dan semua Pihak yang terafiliasi.

Huruf a dan Huruf b

Karena hubungan antara nasabah dan Perusahaan Efek atau Penasihat Investasi
didasarkan pada kepercayaan, sudah sepawinya Perusahaan Efek atau Penasihat
Investasi mengetahui keinginan, kemampuan, serta latar belakang nasabah.



Pasal 37

Dengan mengetahui hal-hal tersebut, Perusahaan Efek atau Penasihai Investasi
dapat menentukan arah dalam pemberianja.sanya sesuai dengan keadaan nasabah
sehingga dapat dihindarkan keadaan dimana Perusahaan Efek atau Penasihat
Investasi menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan untuk kepentingan
sendiri dengan mengorbankan kepentingan nasabahnya,

Selain itu, Perusahaan Efek atau Penasihat Investasi wajib menyimpan dengan
baik segala catatan yang berhubungan dengan pesanan, transaksi, dan kegiatan
investasi nasbah. Dengan demikian, catatan tersebut sewaktu-waktu dapat
diketahui oleh nasabah untuk kepentingan pembuktian.

Huruf a

Efek nasabah yang dikelola oleh Perusahaan Efek merupakan titipan nasabah,
bukan merupakan bagian kekayaan dari Perusahaan efek. Oleh karena iw, Efek
nasabah tersebut harus disimpan dalam rekening yang terpisah dari rekening
Perusahaan Efek,

Karena Efek nasabah tersebut bukan merupakan bagian dari kekayaan
Perusahaan Efek, dalam hal Perusahaan Efek yang bersangkutan pailit atau
dilikuidasi, Efek nasabah tersebut bukan merupakan bagian dari harta kepailitan
ataupun harta yang dilikuidasi. Dengan demikian, semua kreditur atau Pihak
lain yang mempunyai hak tagih terhadap Perusahaan Efek tidak mempunyai
hak untuk menuntut Efek nasabah yang dikelola oleh Perusahaan Efek.

Hurufb

Di samping kewajiban untuk memisahkan Efek nasabah dari kekayaan
Perusahaan Efek, Perusahaan Efek juga wajib menyelenggarakan pembukuan
secara terpisah untuk setiap nasabahnya agar tidak terjadi pencampuran Efek di
antara nasabahnya. Selain itu, Perusahaan Efek juga menyediakan tempat
penyimpanan yang aman atas harta nasabah agar t erhinar dari kemungkinan
hilang, rusak ataupun risiko kecurian,

Dengan pembukuan secara lerpisah tersebut, setiap nasabah Perusahaan Efek

dapat secara mudah mengetahui jumlah Efeknya dan menggunakannya untuk
kepentingan pembuktian.



Pasal 38

Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini berlaku Perusahaan Efek yang
bertindak selaku perantara Pedagang Efek dalam hal yang besangkutan akan membeli
Efek untuk kepentingan sendiri atau Pihak terafiliasinya di mana pada saat yang
bersamaan terdapal pesanan beli dan Pihak yang tidak terafiliasi dengan persyaratan
ransaksi Efek yang sama atau lebih tinggi dari persyaratan transaksi Efek untuk
kepentingan Perantara Pedagang Efek yang bersangkutan atau Pihak terafiliasinya.
Akan tetapi, dalam hal Perantara Pedagang Efek dimaksud membeli Efek dengan
persyaratan transaksi Efek yang lebih tinggi dibandingkan dengan persyaratan yang
diajukan oleh Pihak yang tidak terafiliasi, Perantara Pedagang Efek dimaksud dapat
membeli Efek tersebut, baik untuk kepentingan dirinya sendiri maupun Pihak
terafiliasinya.

Misainya, Pihak yang tidak terafiliasi dengan Perantara Pedagang Efek mengajukan
pesanan beli atas saharn PT X dengan harga rp. 10.000,00 sementara pada saat yang
bersamnaan Perantara. Pedagang Efek tersebut bermaksud membeli saham yang sama
dengan harga di atas Rp. 10.000,00. Dalam hal ini, Perantara Pedagang Efek tersebut
dapat membeti saham dimaksud baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk
kepentingan Pihak terafiliasinya.

Contoh lain, Pihak yang tidak terafiliasi dengan Perantara Pedagang efek menga jukan
pesanan jual aias saham PT X dengan harga Rp. 10.000,00 sementara pada saat yang
bersamaan Perantara Pedagang Efek tersebut bermaksud menjal saham yang sama
dengan harga yang lebih rendah dari Rp. 10.000,00. Dalam hal ini, Perantara Pedagang
Efek dimaksud dapat menjual saham tersebut untuk kepentingan sendiri maupun
untuk kepentingan Pihak terafiliasinya.

Pasal 39

Apabila Penjamin Emisi Efek dan Emiten telah sepakat untuk melaksanakan
Penawaran Umum berdasarkan jenis kontrak yang ditentukan, Pihak tersebut wa jib
melakukan Penawaran Umum tersebut sesuat dengan konirak yang dibuat dan untuk
itu harus dicantumkan dalam Prospektus.

Kontrak penjaminan emisi Efek dapat berbentuk kesanggupan penuh (full
commitment) atau kesanggupan terbaik (best effort). Dengan kesanggupan penuh,



Penjamin Emisi Efek bertanggung jawab mengambil sisa Efek yang tidak terjual,
sedangkan dengan kesanggupan terbaik. Penjarnin Emisi Efek tidak bertanggungjawab
terhadap sisa Efek yang tidak terjual, tctapi berusaha dengan sebaik-baiknya uniuk
menjualkan Efek Emilen,

Pasal 40

Pada dasarnya Emiten dapat menerbitkan Efek lanpa menggunakan jasa Penjamin
Emisi Efek. Dalamn hal inji, peneiapan harga dilaksanakan oleh Emiten yang
bersangkutan. Penggunaanjasa Penjamin Emisi Efek dimaksudkan untuk membantu
Emiten memasarkan dan atau menjual Efek yang ditawarkan sehingga ada kepastian
perolehan dana hasil penjualan Efek dimaksud. Sedangkan keputusan untuk melakukan
investasi terhadap Efek yang ditawarkan sepenubinya berada di langan pemodal. Oleh
karena ity, penggunaan jasa Penjamin Emusi Efek yang terafiliasi dengan Emiten
pada dasarnya dapat dipersamakan dengan penawaran Efek tanpa menggunakan jasa
Penjamin Emisi Efek. Namun, penjaminan tersebut harus benar-benar memperhatikan
adanya kemungkinan benturan kepentingan.

Dengan demikian, hubungan amtara Emiten dan Penjamin Emisi Efek udak menjadi
faktor dominan bagi pemodal sepanjang hubungan dimaksud diungkapkan seeara
jelas dalam Prospekius.

Dengan dimuatnya dalam prospektus adanya hubungan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal ini pemodal dapat mengelahui dan menilai sejauhmana tingkat independensi
dari Pcrusahaan Efek dimaksud yang bertindak selaku Penjamin Emisi Efek atas
Efek yang diterbitkan olch Emiten.

Yang dimaksud dengan “hubungan lain yang bersifat marerial” dalam Pasal i, antara
lain meliputi hubungan bisnis yang bersifat material antara Emiten dan Penjamin
Emisi Efek seperti hubungan utang-piutang dan pemberian jasa tertentu.

Pasal 41

Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan Reksa Dana dari pengenaan
komisis secara lidan wajar oleh Perusahaan Efek yang bertindak sekaligus sebagai
manajer Investasi dan sebagai Perantara Pedagang Efek untuk Reksa Dana atau oleh
Perantara Pedagang Efek yang terafiliasi dengan Perusahaan Efek yang bersangkutan.



Pasal 42

Mengingat keputusan investasi harus dilakukan semata-mata untuk kepentingan
pemegang saham Reksa Dana berbentuk Perseroan atau pemegang Unit Penyertaan
kontrak investasi kolektif, Manajer Investasi dilarang menerima imbalan dalam bentuk

apapun yang dapat mempengaruhi keputusannya dalam melakukan pembelian atau
penjualan Efek untuk Reksa Dana tersebut.

Komisi yang diperoleh Perusahaan Efek dalam rangka pemberian jasa sebagai
Perantara Pedagang Efek dengan tidak melanggar kelentuan scbagaimana dimaksud
dalam Pasa] 41 dan imbalan lain yang berkaitan dengan pengelolaan dana investasi
sebagaimana dituangkan dalam kontrak pengelolaan invesiasi bukan merupakan
imbalan yang dilarang berdasarkan ketentuan ini.

Pasal 43

Ayal (1)

Kegiatan penitipan adalah salah saw kegiatan Bank Umum sebagaimana
dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perbankan. Oleh
karena itu Bank Umum tidak lagi memeriukan izin untuk melakukan kegiatar
penitipan. Namun, untukmelakukan kegiatan sebagai Kustodian yang merupakan
kegiatan yang lebih luas dari kegiatan penitipan dan terkait dengan kegiatan
lembaga lainnya seperti Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan
Efek, dan Reksa Dana, maka Bank Umum tetap memerlukan persetujuan
Bapepam.

Lembaga Penyimpanan dan Pcnyelesaian aiau Perusahaan Efek tidak
memerlukan izin atau persetujuan secara terpisah untuk melakukan kegiatan
sebagai Kustodian karena izin yang telah diberikan sebagai Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian atau Perusahaan Efek sudah mencakup kegiatan
Kustodian

Ayal (2)

Yang dimaksud dengan "persyaratan dan tata cara pemberian persetu juan” dalam
ayat ini adalah ketentuan mengenai, antara lain

a  persyaratan penycdiaan sarana;



b.  persyaratan tenaga ahii,

C. persyaratan penanggung jawab kegiatan Kustodian pada Bank Umum
tersebut; dan

d tata cara pengajuan permohonan untuk mempercleh persetujuan,
Pasal 44

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Oleh karena Efek yang disimpan atau dicatat pada rekening Efek bukan
merupakan harta Kustodian, Efek tersebut tidak dapat diambil atau disita olch
kreditur Kustodian. Dalam hal Kustodian mengalami kepailitan, semua Efek

yang dititipkan pada Kustodian tersebut tidak dimasukkan dalam harta kepailitan
dan wajib dikembalikan kepada pemegang rekening yang bersangkutan.

Pasal 45

Bentuk perintah tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini dapat berupa surat
yang ditandatangani atau bentuk perintah lainnya sesual dengan kontrak yang dibuat
antara Kustodian dan pemegang rekening.

Pasal 46

Oleh karena Efek dalam rekening Efek dititipkan dan diadministrasikan pada
Kustodian, sudah sepatutnya pemegang rekening perlu mendapat perlindungan dari
kerugian yang timbul akibat kesalahan Kustodian antara lain karena :

a  hilang atau rusaknya harta atau catatan mengenai harta dalam penitipan;
b.  keterlambatan dalam penyerahan harta keluar dari penitipan; atau

c.  kegagalan pemegang rekening menerima keuntungan berupa dividen, bunga,
atau hak-hak lain atas harta dalam penitipan.



Pasal 47

Ayal (1)

Pengecualian dalam ayat ini diperlukan, antara lain untuk memungkinkan
pelaksanaan penerapan sistem perdagangan Efzk, kliring, penjaminan dan
penyelésaian atas Transaksi Bursa, serta penyimpanan Efek, di mana lembaga-
lembaga yang terkait saling memerlukan keterangan mengenai rekening Efek.
Untuk maksud tersebut, Bursa Efek dan Lembaga Kliring dan Penjaminan perlu
diberi kesempatan untuk memperoleh keterangan mengenai rekening Efek pada
Kustodian, termasuk Bank Kustodian.

Di samping itu, dalam rangka penyelenggaraan daftar pemegang Efek dan
pembagian hak-hak yang berkaitan dengan Efzk, termasuk dividen, Biro
Administrasi Efek juga perlu diberikan kesempatan untuk memperoleh
keterangan mengenai rekening Efek pada Kustodian, termasuk Bank Kustodian.

Ketentuan ini juga diperlukan agar Bapepam dapat melaksanakan fungsi
pengawasan sesuai dengan wewenang yang ditentukan dalam Undang-undang
ini.

Ayal (2)

Ketentuan dalam ayat ini menegaskan bahwa walaupun Pihak sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f dapat memperoleh
keternagan mengenai rekening Efek nasabah Kustodian atau Pihak terafiliasinya
tidak berarti bahwa Keterangan tersebut dapat diberikan kepada Pihak lain
dengan bebas. Keterangan mengenai rekening Efek dimaksud hanya dapat
diberikan kepada Pihak lain semata-mata dalam pelaksanaan fungsinya.

Sebagai contoh, Biro Administrasi Efek menerima keterangan mengenai
rekening Efek nasabah dari Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, kemudian
Biro Administrasi Efek meneruskannya kepada Emiten untuk menentukan
pemegang saham yang berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam Rapat
Umum Pemegang Saham.

Ayat (3)

Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang diberikan kewenangan oleh
Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, dan Ketua Mahliamah



Agung untuk memperoleh keterangan mengenai rekening Efek.
Pasal 48
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayal (2)

Yang dimaksud dengan "persyaratan dan tata eara perizinan” dalam ayat ini adalah
ketentuan mengenai, antara lain :

a  persyaratan penyediaan sarana,
b.  persyaratan tenaga ahli;
e.  persyaratan permodalan; dan
d. lata eara pengajuan permohonan izin,
Pasal 49
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 50
Ayat (1)

Oleh karena Efek bersifat utang adalah merupakan surat pengakuan ulang
yang sifatnya sepihak dan para pemegangnya tersebar luas, maka untuk
mengurus dan mewakiti mereka selaku kreditur, perlu dibentuk lembaga
perwaliamanatan. Agar Wali Amanat dapat mewakili kepentingan para
pemegang Efek bersifat utang tersebut, ditetapkan Bank Umum sebagai Pihak
yang dapal menyelenggarakan kegiatan perwaliamanatan karena mempunyai
jaringan kegiatan usaha yang luas. Namun, untuk mengantisipasi
perkembangan Pasar Modal, dimungkinkan Pihak lain, selain Bank Umum, untuk
melakukan kegiatan sebagai Wali Amanat berdasarkan Peraturan Pemerintah.



Ayal (2)
Kegiatan usaha sebagai Wali Amanat merupakan salah satu kegiatan Bank Umum
sebagaimana ditetapkan dalam perawran perundang-undangan di bidang
perbankan. Oleh karena itu, Bank Umum tidak lagi memerlukan izin untuk
melakukan kegiatan sebagai Wali Amanar. Namun, untuk melakukan kegiatan
tersebut, Bank Umum tetap memerlukan pendafiaran di Bapepam.

Ayat (3}

Yang dimaksud dengan “persyaratan dan taia cara pendafiaran Wali Amanat"
dalam ayat in1 adalah ketentuan mengenai, antara lain

a  persyaralan tenaga ahli;
b. persyaratan permodalan; dan
c.  tata cara pengajuan pemmohonan pendaftaran.

Pasal 51

Ayal (1)

Ketentuan ayat ini dimaksudkan umuk menghindari terjadinya benturan
kepentingan antara Wali Amanat selaku wakil pemegang Efek bersifat utang
dan kepentingan Emiten di mana Wali amanal mempunyai hubungan
Afiliasi. Hal ini diperlukan agar Wali Amanai dapal melaksanakan fungsinya

secara independen sehingga dapal melindungi kepentingan pemegang Efek
bersifat utang secara maksimal.
Ayat (2)

Sejak ditandatangani kontrak perwaliamanatan antara Emiten dan Wali
Amanat, Wali Amanai telah sepakat dan mengikatkan diri untuk mewakili
pemegang Efek bersifat utang, ietapi perwakilan tersebut akan berlaku efiektif
Pada saat Efek bersifat bersifat utang telah dialokasikan kepada para pemodal.
Dalam hal ini, Wali Amanat diberi kuasa berdasarkan Undang-undang ini
untuk mewakili pemegang Efek bersifat utang dalam melakukan tindakan hukum
yang berkaitan dengan kepentingan pemegang Efek bersifat utang tersebut,
termasuk melakukan penuntutan hak-hak pemegang Efek bersifat utang, baik di
dalam maupun di luar pengadilan tanpa memerlukan surat kuasa khusus dari




pemegang Efek bersifat utang dimaksud.
Ayal (3)

Ketentuan ayat ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya benturan
kepentingan antara Wali Amanal selaku wakil pemegang Efek bersifat utang
dan kepentingan Wali Amanat sebagai kreditur atau debitur dari Emiten. Hal ini
dperlukan agar Wali Amat dapat melaksanakan fungsinya secara independen
schingga dapat melindungi kepentingan pemegang Efek bersifat utang secara
maksimal.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "penggunaan jasa Wak Amanat" dalam ayat ini adalah
penggunaan jasa WaliAmanat oleh Emiten dalam penerbitan Efek yang bersifat
ulang jangka panjang, seperti obligasi.

Pasal 52

Yang dimaksud dengan "ketentuan yang harus ditetapkan oleh Bapepam” dalam ayat
ini adalah hal-hal yang harus dimuat dalam kontrak perwaliamanatan antara Emiten
dan Wali Amanat, anfara lain mengenai :

a. uiang pokok dan bunga serta manfaal lain dari Emiten,
b.  saal jatuh tempo;
¢ jaminan (jika ada);
d.  agen pembayaran; dan
€. tugas dan fungsi Wali Amanat.
Pasal 53

Ketentuan dalam Pasa] ini memberikan hak kepada pemegang Efek bersifat utang
untuk menuntut ganti rugi kepada Wali Amanat yang lalai dalam melaksanakan
tugasnya sehingga mengakibatkan kerugian kepada pemegang Efek bersifat utang
dimaksud.

Pasal 54

Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini dimaksudkan untuk menghindarkan
terjadinya benturan kepentingan Wali Amanat selaku wakil pemegang Efek



bersifal utang dengan kepentingan Wali Amanat selaku penanggung yang justru
wajih memenuhi kewajiban Emiten terhadap pemegang Efek bersifal utang dalam

hal terjadi wanpretasi oleh Emiten,
Pasal 55

Ayal (1)
Yang dimaksud dengan “penyelesaian pemhukuan” (book entry settlement) dalam
ayat ini adalah pemenuhan hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat
adanya Transaksi Bursa yang dilaksanakan dengan cara mengurangi Efek
dan rekening Efek yang satu dan menambahkan Efek dimaksud pada rekening
Efek yang lain pada Kustodian, yang dalam hal ini dapat dilakukan sccara
eietronik.
Peralihan hak atas Efek terjadi pada saat penyerahan Efek atau pada waktu
Efek dimaksud dikurangkan dari Rekening Efek yang satu dan kemudian
ditambahkan pada rekening Efek yang lain.
Yang dimaksud dengan "penyelesaian fisik" dalam ayat ini, adalah penyelesaian
Transaksi Bursa yang dilakukan langsung oleh setiap Perantara Pedagang Efek
yang melakukan transaksi, berdasarkan serah terima fisik warkat Efek.
Yang dimaksud dengan “cara lain" dalam ayat ini antara lain adalah:

a  Penyelesatan Transaksi Bursa secara langsung pada daftar pemegang Efek
tanpa melalut rekening Efek pada Kustodian;

b.  Penyelesaian Transaksi Bursa secara internasional atau melalui negara lain;
¢ Penyelesaian Transaksi Bursa secara eiektronik atan cara lain yang mungkin

ditemukan dan diterapkan di masa datang sesuai dengan perkembangan
teknologi: dan

d.  Penyelesaian Transaksi Bursa lain yang wajib dilaksanakan apabila terdapat
peraturan perundang-undangan baru.
Ayat (2)
Setiap Transaksi Bursa wajib diselesaikan oleh para Pihak yang melakukan

Transakst Bursa karena merupakan transaksi yang saling terkail dari waktu
ke waktu. Transaksi yang terjadi sebelumnya merupakan dasar bagi transaksi



undang ini, pemilik atau Pihak yang berhak atas Efek yang tercatal pada
rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah para
pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek, meskipun nama
yang tercatat pada rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian adalah nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.

Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dalam hal in1 mewakili kepentingan
pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud.

Ayat (3)

Ketentuan ini dimaksudkan bahwa berdasarkan Undang-undang ini
keseluruhan pemilik Unit Penyertaan Reksa Dana berbenwk kontrak investas
kolektif adalah Pihak yang memiliki atau berhak atas Efck yang termasuk
dalam portofolio Relsa Dama dimaksud. Kepemilikan tersebut diwakili oleh
Bank Kustodian dengan mencatatkan nama Bank Kustodian tersebut dalam buku
daftar pemegang Efek Emiten. Bank Kustodian dalam hal ini semata-mata
bertindak selaku wakil dari keseluruhan pemilik Unit Penyertaan Reksa Dana
dimaksud.

Ayal (4)

Konfirmasi sebagaimana dimaksud dalam ayat ini dapat berupa keternagan
tertulis atan bentok lain yang menerangkan jumlah Efek yang tercatat dalam
buku daftar pemegang Efck Emiten atas nama Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian yang mewakili kepentingan Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk
kontrak investasi kolekuif.

Ayat (5)

Pasal §7

Ketentzan dalam ayat ini mewajibkan Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek untuk m_emberikan tanda
bukti pencatatan sebagai konfirmasi kepada pemegang rekening dari
Lembaga Peyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, ataw Perusahaan
Efek dimaksud.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi penyelesaian transaksi Efek, Efek dalam

Penitipan Kolektif dianggap sepadan.



Dalam hal im Efek dianggap memiliki sifat yang sama dengan vang, misalnya apabila
sescorang hendak mencairkan uang dari reckeningnya pada bank. maka yang
bersangkutan tidak dapat menuntut atau mensyaratkan kepada bank agar uang yang
dicairkan tersebut adalah fisik uang yang dahulu disetorkan nasabah tersebut
kepada bank.

Dengan demikian, pemegang rekening Efek tidak dapat menuntut pemilikan suatu

Efek berdasarkan nomor, seri, atav ciri-ciri tertentu dari Efek. Pemegang rekening

hanya dapat menuntut berdasarkan jumlah, jenis, dan kelas Efek.

Pasal 58

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Walaupun Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian
tercatat dalam buku daftar pemcgang Efek Emiten, pemegang rekening pada
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dapat
menginstruksikan Lembaga Penyimpnanan dan Penyelesaian atau Bank
Kustodian agar namanya atau Pihak lain yang ditunjuk oleh yang bersangkutan
dicatat dalam buku daftar pemegang Efek Emiten. Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian atau Bank Kustodian yang meneruma instruksi tersebut wajib
melaksanakannya dengan memerintahkan Emiten agar mencatatkan nama
Pihak tersebut atau Pihak lain yang ditanjuk oleh yang bersangkutan dalam buku
daftar pemegang Efek Emiten. Emiten yang menerima instruksi tersebut
wajib melaksanakannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam ayat ini.

Ayat (3)
Ketentuan ayat ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa Efek yang
dimasukkan dalam Penitipan Kolektif adalah Efek vang baik dalam arti bebas
permasalahan, termasuk dari gugatan Pihak manapun yang menyatakan berhak
atas Efek dimaksud. Hal ini dperlukan agar Efek yang masuk dalam Penitipan
Kolektif benar-benar Efek yang siap untuk diperjualbelikan. Efek yang hilang
atau musnah dianggap Ffek yang bermasalah, sehingga tidak dapat dimasukkan



dalam Penitipan Kolektif. Namun, kemungkinan dapai terjadi bahwa Efek yang
hilang atau musnah tersebut dimiliki oleh Pihak dan tidak dialihkan kepada Pihak
lain serta Pihak tersebut dapat membuktikan bahwa Efek tersebut adalah milik
sendiri. Dalam hal ini, Emiten dapat menerima pencatatan Efek dimaksud ke
dalam Penitipan Kolektif dan mengambil alih tanggung jawab terhadap
pencatatan Efek dimaksud ke dalam Penitipan Kolektif.

Ayat (4)

Pasat 59

Efek yang dijaminkan, diletakkan dalam sila jaminan berdasarkan penctapan
pengadifan, atau disita untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana
dianggap Efek yang tidak bebas untuk ditransaksikan. Atas dasar itu, Efek tersebut
lidak dapat dimasukkan dalam Penitipan Kolektif berdasarkan ketentuan
ayat L

Ayal (1)

Oleh karena dana dan atau Efek dalam Rekening Efek pada Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian merupakan milik dari pemegang rekening,
pemegang rekening yang bersangkutan dapat menarik dana dan atau Efck
sewaktu-waktu berdsarkan ketentuan ayal jni.

Ayat (2)

Dengan pemtlokiran, pembekuan, atau penjaminan atas rekening Efek
berarti bahwa dana dan atau Efek yang lerdapat dalam rekening Efek tersebut
tidak dapat ditarik atau dimutasikan. Alas dasar itu, apabila terdapat
permintaan untuk menarik ataw memutasikan dana dan atau Efek dalam
rekening Efek dimaksud, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dapat
menolak permintaan tersebut.

Ayal (3)

Pasal 60

Cukupjelas

Ayat (1}

Oleh karena pemegang rekening adalah Pihak yang memiliki atau berhak



atas rekening Efek, sudah dengan sendirinya Pihak tersebut mermpunyai hak
suara atas Efek yang tercatat dalam rekening Efek yang bersangkutan. Untuk ru
berdasarkan ketentuan ayat int ditegaslam bahwa pemegang rekening adalah
Pihak yang berhak untuk hadir dan memberikan hak suara dalam Rapat Umum
Pemegang Efek walaupun Efek tersebut iercatal atas nama Lembaga
Penyinpanan dan Penyelesaian arau Bank Kustodian dalam buku daftar
pemegang Efek Emiten. Fungsi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan
Bank Kustodian dalam hal ini adalah selaku Kusiodian yang mewakili
kepentingan pemnegang rekening,
Ayat (2)

Ketenwan dalam ayal ini dimaksudkan untuk menjamin agar hak pemegang
rekening berupa dividen, bunga, saham bonus, atau hak lain dapat segera
diterimna oleh pemegang rekening yang bersangkutan. Hal ini diperlukan untuk
menghindari Kerugian yang nungkin timnbul yang diderita oleh pemegang
rekening akibat keterlambatan penyerahan hak dimaksud.

Pasal 61

Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan unwk menegaskan bahwa pemegang
rekening sewakiu-waktu dapat meiminjamkan atau menjamiankan Efek yang
tercatat dalain rekening Efek tanpa mengeluarkan Efek tersebut dari Penitipan
Kolektif. Hal ini diperlukan agar peminjaman atau penjaminan Efek itu terlaksana
dengan aman dan efisien. Peminjaman atau penjaminan Efek dilakukan dengan
pemberitahuan secara tertulis oleh pemegang rekening kepada Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian yang menerangkanjumlah, jenis
Efek yang dipinjamkan atau dijaminkan, Pihak yang menerima pinjaman atau
Penjaminan, dan persyaratan peminjaman atau penjaminan.

Pasal 62

Yang dimaksud dengan "ketentuan mengenai Penitipan Kolektif* dalam Pasal ini
adajah ketentuan mengenai hal-hal yang wajib dimuat dalam anggaran dasar
Emiten, antara lain ;

a.  kesepadanan Ef:l;



b. kewajiban untuk menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian;

¢.  hak suara, hak atas dividen, dan hak-hak lain yang dimiliki oleh pemegang
rekening Efek dalam Penitipan Kolektif; dan

d. pengalihan kepemilikan dalam Penitipan Kolektif.

Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif diperlukan agar pemegang Efek, khususnya
pemegang saham, secara jelas mengetahui dan dapat melaksanakan hak-haknya atas
Efek yang tercatat dalam Penitipan Kolektf.

Pasal 63
Cukup jelas
Pasal 64
Ayat (1)
Huruf a

Akuntan adalah Akuntan yang telah memperoleh izin dani Menteri dan
terdaftar di Bapepam.

Huruf b

Konsultan Hukum adalah ahli hukum yang memberikan pendapat hukum
kepada Pihak lain dan terdaftar di Bapepam.

Huruf ¢

Penilai adalah Pihak yang memberikan penilaian atas asset perusahaan dan
terdaftar di Bapepam.

Huruf d

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan
terdaftar di Bapepam.

Huruf e

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menampung kemungkinan
diperlukannya jasa profesi lain untuk memberikan pendapat atau
penilaian sesuai dengan perkembangan Pasar Moda! di masa mendatang
dan terdafiar di Bapepam.



Ayal (2)

Karena pendapat dan atau penilaian Profesi Penunjang Pasar Modal sangal
penting bagi pemodal dalam mengambil keputusan investasinya, maka kegiatan
profesi tersebut di Pasal Modal perlu diawasi dengan mewajibkannya
mendaftar di Bapepam.

Ayat (3)

Pasal 65

Yang dimaksud dengan "persyaralan dan tata cara pendaflaran” dalam ayat ini
adalah ketentunan mengenai, antara lain :

a.  persyaratan sarana dan prasarana;
b.  persyaratan kuahfikasi pendidikan;

C.  persyaratan izin profesi bagi profesi yang memerlukan izin dari instansi
yang berwenang; dan

d. tata cara pengajuan permohonan pendafiaran.

Ayat (1)

Karena izin profesi merupakan salah satu persyaralan pendaftaran di
Bapepam, maka apabila izin profesi tersebut dicabul, dengan sendirinya
pendafiaran di Bapepam menjadi batal.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayal (3)

Dalam hal tertentu Profesi Penunjang Pasar Modal dapat memberikan lebih
dari satu jenis jasa. Demikian juga halnya satu jenis jasa dapai diberikan yang
sifatnya berulang-ulang berdasarkan penugasan secara periodik. Selanjutnya
pemberian jasa dimaksud dapat diberikan kepada satu Pihak atau lebih. Dalam
hal pencabutan pendaftaran berhubungan dengan pemberian salah satu jenis jasa
kepada Pihak tertentu atau pemberian jasa pada salah satu periode kepada Pihak
tertentu, Bapepam dapal melakukan pemeriksaan atas jasa lain atau jasa yang
diberikan untuk periode lainnya, baik untuk Pihak tersebut maupun Pihak lainnya.



Yang dimaksud dengan “jasa lain" dalam ayat ini adalah jasa yang bukan
menjadi penyebab dibatalkannya pendafiaran atau dicabutnya izin profesi
vang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam ayal (2). Pemeriksaan atas
Jasa lain dimaksud diperlukan dalam rangka untuk memperoleh kepastian
tentang dampak yang mungkin timbul akibal dari pembatalan tersebut.

Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 66

Kode etik dan standar profesi merupakan suatu standar pemenuhan kualitas
minimal jasa yang diberikan kepada nasabahnya, dan merupakan suatu kewajiban
bagi setiap Profesi Penun jang Pasar Modal untui menaatinya. Namun, dalarn hal kode
etik dan standar profesi dimaksud bertentangan dengan Undang-undang ini dan
peraturan pelaksanaannya, Profesi Penun jang Pasar Modal harus mengikuti ketentuan
yang diawur dalam Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya. Hal ini
penting untuk melindungi kepentingan para pemodal.

Pasal 67

Ketentuan ini dimaksudkan agar pendapat atau penilaian yang diberikan oleh
Profesi Penunjang Pasar Modal dilakukan secara profesional dan bebas dari
pengaruh Pihak yang memberikan tugas dan menggunakan jasa Profesi Penunjang
Pasar Modal tersebut dan atau afiliasinya sehingga pendapat atau penilaian yang
diberikan objektif dan wapr.

Pasal 68

Ketentuan tentang kewajiban untuk melaporkan adanya pelanggaran dalam jangka
waktu 3 (tiga) hari dimaksudkan agar Bapepam dapat mengetahui hal tersebut
sedini mungkin dan dapat segera mengambil tindakan yang diperlukan untuk
mengurangi atas mencegah kémungkinkan kerugian yang lebih besar bagi
masyarakat pemodal.

Pemberitahuan yang sifatnya rahasia kepada Bapepam dalam Pasal ini adalah

Penyampaian informasi secara rahasia tentang adanya pelanggaran yang dilakukan
terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya



atau hal-hal yang dapat membahayakan keadaan keuangan lembaga dimaksud atau

kepentingan para nasabahnya.

Pemberitahuan dimaksud wajib disampaikan kepada Bapepam secara tertulis.

Pasal &9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “prinsip akuntansi yang berlaku umum" dalam ayat ini
adalah Standar Akuntansi Keuangan yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan
Indonesia dan praktik akuntansi lainnya yang lazim berlaku di Pasar Modal.

Ayat (2)

Pasal 70

Meskipun pengaturan suatu hal tertentu sudah diatur dalam Standar
Akuntansi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan ayat (1), tetapi
apabila belum mencakup hal-hal yang dibutuhkan di Pasar Modal seperti
dalam rangka memenuhi asas keterbukaan, Bapepam dapat menetapkan
ketentuan mengenai hal tersebut seeara khusus untuk melindungi
kepentingan publik.

Ayat (1)

Kegiatan Penawran Umum merupakan salah satu eara untuk menghimpun
dana masyarakat. Untuk itu, kepentingan masyarakat yang akan menanamkan
dananya pada Efek perlu mendapatkan perlindungan. Oleh karena itu, setiap
Pihak yang bermaksud menghimpun dana meclalui Penawaran Umum
diwajibkan trlebih dahulu menyampaikan Pernyataan Pendafaran kepada
Bapepam dan PenaWaran Umum tersebut baru dapat dilakukan setelah
Pernyataan Pendafiaran dimaksud efektif.

Ayat (2)

Pengecualian pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
diperlukan mengingat pembinaan, pengaturan, dan pengawasan Efek dimaksu
dalam burndf a, huruf b, dan huruf c ayat ini dilaksanakan oleh instansi lain.
Khusus untuk penawaran Efek yang dilerbitkan atau dijamin oleh Pemerintah
Indonesia, ketentuan ayat (1) juga tidak berlaku mengingat Pemerintah sebagai



Pihak yang menerbitkan atau menjamin Efek dimaksud memiliki kemampuan
untux memenuhi segala kewajiban dalam penerbitan Efek tersebut Sedangkan
pengecualian terhadap Efek lain yang ditetapkan oleh Bapepam dimaksudkan
untuk mengantisipasi kemnungkinan adanya penerbitan Efek yang oleh karena
satu dan lain hal harus dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud dalam

ayal (1).
Pasal 1

Dengan ketentuan ini, pemodal mempunyai kesempatan memahami isi Prospektus
sebagai dasar untuk mengambil keputusan investasinya.

Pasal 72
Ayal (1}
Cukup jelas
Ayal (2)

Yang dimaksud dengan "sendiri-sendiri maupun bersama-sama” dalam ayat
ini adalah bahwa dalam ha! terdapat lebih dan satu Penjamin Pelaksana
Emisi Efek. pemodal dapat menuntut ganti rugi kepada satu atau lebih
Penjamin Pelaksana Emisi Efek apabila terjadi kerugian yang diderita pemodal
akibat kelalaian para Penjamin Pelaksana Emisi Efek termaksud.

Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 73

Untuk melindungi kepentingan pemegang saham perusahaan yang telah memenuhi
persyaratan sebagai Perusahaan Publik, perusahaan yang bersangkutan wajib
menyampaikan Pernyataan Pendafiaran.

Pasal 74
Ayal (1)

Ketentuan ini dimaksudkan agar Emiten memperoleh kepastian bahwa dalam
hal Pernyataan Pendaftaran yang disampaikannya kepada Bapepam telah
lengkap dan memenuhi persyaratan dan prosedur yang ditetapkan, apabila



Bapepam tidak melakukan sesuatu, Pernyataan Pendaftaran tersebut menjadi
cfekiif dengan sendirinya pada hari ke-45 (keempat puluh fima).

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat(3)

Dalam hal Bapepam meminta perubahan dan atau tambahan nformasi dari
Emiten atau Perusahaan Publik, penghitungan wakw untuk efektifnya
Pernyataan Pendaftaran dihitung sejak tanggal dilerimanya tambahan
informasi atau perubahan dimaksud.

Ayat (4)

Pasal 75

Terdapat kemungkinan bahwa Pernyataan Pendafiaran yang disampaikan
kepada Bapepam beium lengkap dan belum memenuhi persyaratan schingga
efektifnya Pernyataan Pendaftaran akan melebihi jangka waktu 45
(empat puluh lima) hari.

Dalam hal ini, Bapepam dapat meminta perubahan dan atau tambahan
informasi kepada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan.
Pernyataan Pendaftaran baru dapat dinyatakan efektif apabila :

a  perubahan dan atau tambahan informasi yang diminta oleh Bapepam
telah dipenuhi; dan

b.  perubahan dan atau tambahan informasi dimaksud telah memenuhi
persyaratan.

Ayat (1)

Cukup jelas

Avat (2)

Bapepam tidak melakukan penilaian atau kualitas Efek yang ditawarkan
Keputusan untuk melakukan investasi sepenuhnya ada pada pemodal.




Pasal 76

Rencana pencatatan Efek di Bursa efek merupakan salabh satu hal penting yang

dijadikan dasar pertimbangan keputusan untuk melakukan investasi oleh pemodal.
Oleh karena itu, apabila janji tersebut tidak dapat dipenuhi penawaran umum
tersebut menjadi hatal demi hukum dan Emiten serta Penjamin Emisi wajib

mengembalikan uang pesanan Efek kepada pemesan.

Pasal 77

Yang dimaksud dengan "persyaratan dan lata cara penyampaian Pernyataan
Pendafiaran” dalam pasal ini adatah keteniuan mengenai, antara tain :

a

[+3

Pasal 78

persyaraian tentang jenis dokumen yang termasuk dalam Pernyataan
Pendaftaran;

persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pihak yang melakukan Penawaran
Umum;dan

tata cara penyampaian Pernyataan Pendaftaran,

Aya (1)

Prospekius merupakan salah satu dokumen pokok dalam rangka Penawaran
Umum. Oleh karena itu, informasi yang terkandung di dalamnya hans memuat
hal-hal yang benar-benar menggambarkan keadaan Emiten yang bersangkutan
schingga keternagan atau informasi dapat dijadikan sebagai dasar
pertimbangan untuk menetapkan keputusan investasinya. Apabila informast
vang disajikan lidak benar tentang fakia yang material atau tidak mengung-
kapkan informasi yang benar tentang fakta yang material hal tersebut dapat
mengakibatkan pemodal megnambit keputusan investasi yang tidak tepal.

Ayal (2)

Kelentuan ini dimaksudkan untuk mencegah adanya Pihak-Pihak yang
menggunakan kelerangan yang tidak benar dengan menyebutkan bahwa
Bapepam lelah memberikan persetujuan, izin, pengesahan, peneclitian. atau
penilaian atas berbagai segi keunggulan suatu Efek dengan maksud untuk
mempengaruhi masyarakat agar membeli Efek yang ditawarkan.



Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “ketentuan mengenai Propektus” dalam ayat ini, antara
lain bentuk dan isi Prospektus.

Prospektus tersebut sekurang-kurangnya memuat:
a  uraian tentang Penawaran Umum;
b. Iujuan dan penggunaan dana Penawaran Umum;
¢ analisis dan pembahasan mengenai kegiatan dan keuangan;
d. risiko usaha;
e. data keuangan;
f.  keterangan dari segi hukum;
informasi mengani pemesan pembelian Efek; dan

keterangan tenlang anggaran dasar.

Pasal 79
Ayal (1)
Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan agar masyarakat mempercleh
keterangan atau informasi yang sebenarnya mengenal Emiten yang
diperlukan sebagai dasar pertimbangan untuk menetapkan keputusan
investasinya.
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan ketentuan tentang “persyaratan pengumunan” dalam
ayat ini, antara lain mengenat :

a nama Emiten;
b. jenis Efek yang ditawarkan;
jenis industri Emiten;
d. nama dan alamat agen penjualan (jika ada);, dan

e. nama dan alamat Penjamin Emisi Efek (jika ada).



Pasal 80

Ayau 1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Tanggung jawab masing-masing Profesi Penunjang Pasar Modal terbatas
pada pendapat atau keterangan yang diberikannya dalam rangka Pernyataan
Pendaftaran. Oleh karena itu, pemodal hanya dapal menuntut ganti rugi atas
kerugian yang timbuil akibat dari pendapat atau penilaian yang diberikan
Profesi Penunjang Pasr Modal.

Aya (3)

Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau Profesi Penunjang Pasar Modal tidak
dapal dituntut ganli rugi atas kerugian yang diderita oleh pemodal apabila
Penjamin Pelaksana Emisi Efck atau Profesi Penunjang Pasas Modal tersebut
telah melakvkan penilaian ataz memberikan pendapatnya secara profesional,
dalam aru pekerjaannya telah ditaksanakan sesuai dengan norma pemerik saan,
prinsip-prinsip dan kode elik masing-masing profesi, dan pendapalnya atau
penifaiannya itu telah diberikan secara independen. Selain itu, Penjamin
Pelaksana Emisi Efek atau Profesi Penunjang Pasar Modal telah melakukan
langkah-langkah kongkrel yang diperlukan untuk memastikan kebenaran dari
pernyataan atau keterangan yang diungkapkan dalam Pernyataan Pendaftaran.

Ayat (4)

Pasal 8]

Cukup jelas

Ayal (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pasal 82

Cukup jelas

Ayat (1)



Yang dimaksud dengan "hak memcsan Efek terlebih dahulu" dalam ayat ini
adalah hak yang melekat pada saham yang memberikan kesempalan bagi
pemegang saham yang bersangkutan untuk membeli Efek baru sebelum
ditawarkan kepada Pihak lain.

Ayat (2)

Untuk melindungi kepentingan pemegang saham independen yang umumnya
merupakan pemegang saham minoritas dari kemungkinan adanya penetapan
harga yang tidak wajar atas transaksi vang dilakukan oleh Emiien
disebabkan oleh adanya benturan kepentingan antara pribadi direktur,
komisaris, atau pemegang saham utama, Bapepam dapat mewajibkan Emiten
untuk terlebih dahulu memperoleh persetujuan mayoritas dari pemegang
saham independen.

Ayat (3)

Pasal 83

Yang dimaksud dengan "persyaratan dan tata cara penerbitan hak memesan
Efek terlebih dahulu dan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan”
dalam ayat ini adalah ketentuan mengenai, antara lain :

a  bentuk dan isi Pernyataan Pendaftaran dalam rangka penerbitan hak
memesan Efek terlebih dahulu;

b. dokumen-dokurnen yang wajib disampaikan dalam Pernyataan pendaftaran
tersebut;

c.  bentuk dan isi Prospektus dalam rangka penerbitan hak memesan
Efek terlebih dahulu; dan o

d. t@ta cara pelaksanaan penentuan korum dan suara dalam Rapat Umum
Pemegang Saham untuk memperoleh persetujuan pemegang Saham
independen.

Yang dimaksud dengan “penawaran tender” dalam Pasal ini adalah penawaran melalui
media massa untuk memperoleh Efek bersifat ekuitas dengan cara pembelian atau

pertukaran dengan Efek lainnya.

Yang dimaksud dengan “Efek bersifat ekuitas® dalam penjelasan Pasal ini adalah



saham atau Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung
hak untuk memperoleh saham.

Mengingat penawaran tender melibatkan penawaran untuk membeli Efek dan
pemegang saham publik yang dapat berakibat berkurangnya juinlah pemegang saham
secara signifikan dan ada kemungkinan perusahaan yang bersangkutan tidak lagi
memenuhi persyaratan sebagal Perusahaan Publik, pemegang saham publik
tersebut perlu memperoleh perlindungan. Perlindungan kepada pemegang saham
publik tersebut dilakukan terutama agar transaksi penawaran tender dilakukan
dengan wajar.

Kewajaran di atas, terutama dalam hal perolehan informai yang benar tentang
rencana penawaran tender yang diusulkan, termasuk penetapan harga, tata cara
penjualan Efek, serta persyaratan tertentu yang dapat mengakibatkan batalnya
penawaran tender dimaksud.

Pasal 84

Ketentuan yang dimaksud dalam Pasal ini ditunjukan untuk melindungi kepentingan
pemodal dani prakiek yang merugikan petnodal dalam transaksi penggabungan,
peleburan, atau pengambilalihan, termasud penyertaan yang melibatkan Emiten atau
Perusahaan Publik dengan mewajibkan Emiten atau Perusahaan Publik dimaksud
untuk memenuhi Prinsip Keterbukaan dan pelaporan yang ditetapkan oleh
Bapepam. Pelaksanaan ketentuan ini dilakukan tanpa tengurangi ketentuan
Undang-undang Nomor | Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Pasal 85
Yang dimaksud dengan “Laporan” dalam Pasal ini adalah laporan berkala dan
laporan insidental lainnya.
Pasal 86
Ayat(l)
Oleh karena informasi mengenai Emiten atau Perusahaan Publik
mempunyai peranan yang penling bagi pemodal, disamping untuk

efektivitas pengawasan oleh Bapepam, kewajiban untuk menyampaikan dan
mengumumkan laporan bagi Emiten atae Perusahaan Publik dimaksudkan



Juga agar informasi mengenal jalannya usaha perusahaan tersebut selalu
tersedia bagi masyarakat.

Huruf a

Informasi berkala tentang kegiatan usaha dan keadaan keuangan Emiten
atau Perusahaan Publik diperlukan oleh Pemodal sebagai dasar
pengambilan keputusan investasi atas Efek. Olef karena itu, Emiten atau
Perusahaan Publik wajib menyampaikan laporan berkala untuk sctiap
tersebut terbuka untuk umum.

Hurufb

Selain tambahan dan laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam huruf
a di atas, apabila terjadi peristiwa yang sifatnya material, Emiten atau
Perusahaan Publik wajib menyampaikan laporan kepada Bapepam dan
mengumumkannya kepada masyarakat selambat-lambatnya pada akhir hari
kerja ke-2 (kedua) setelab terjadinya perisiwa yang sifatnya material
terse but.

Ayat (2)

Pasal 87

Ketentuan dalam ayat ini dimaksukan untuk memberikan kewenangan
kepada Bapepam untuk menetapkan persyaratan tertentu di mana Emiten atau
Perusahaan Publik yang Pernyataan Pendafiarannya telah menjadi efekuf
tidak diwajibkan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1). Persyaratan dimaksud, antara lain, berupa penentuan maksimal jumlah
pemegang saham dan modal disetor Perusahaan Publik yang tidak diwajibkan
untuk menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
Ketentuan ini tidak berarti bahwa Perusahaan Publik yang Pernyataan
Pendaftarannya tclah menjadi cfekdif tidak wajib menyampaikan laporan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meskipun tidak memenuhi persyaratan
sebagai Perusahaan Publik.

Ayat (1)

Karena kedudukannya yang penting tersebut, direktur atau komisaris Emiten



atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan perubahan kepemilikan
Efeknya.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Jangka waktu pelaporan kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini
dihitung sejpk terjadinya transaksi.

Pasal 88

Yang dimaksud dengan “Ketentuan dan iata cara penyampaian laporan yang akan
diatur oleh Bapepam” dalam Pasal ini, antara lain :

a  bentuk dan isi laporan;
b. Pihak yang dapat menandatangani laporan,
batas waktu penyampaian laporan; dan

0

d.  tata cara penyampaian laporan.
Pasal 89

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “Informasi” dalam ayat ini, antara lain Pernyataan
Pendaftaran termaksud Prospektus, permohonan izin usaha, izin orang
perorangan, persetujuan dan pendaftaran profesi, laporan berkala, dan laporan
lainnya.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “pengecualian” dalam ayat ini, antara lain berupa formula
rahasia produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan.

Pasal 90

Yang dimaksud dengan “kegiatan perdagangan Efek, dalam Pasal i adalah yang
meliputi kegiatan penawaran, pembelian, dan atau penjualan Efek yang terjadi dalam
rangka Penawaran Umum, atau terjadi di Bursa Efek, maupun kegiatan penawaran,
pembelian dan atau penjualan Efek di luar Bursa Efck aias Efek Emiten atau
Perusahaan Publik.



Pasal 91

Masyarakat pemodal sangal memerlukan informasi mengenai kegiatan perdagangan,
keadaan pasar, alau harga Efek di Bursa Efek yang tercermin dari kekuatan penawaran
jual dan penawaran beli Efek sebagai dasar untuk mengambil keputusan investasi
dalam Efek. Sehubungan dengan itu, ketentuan int melarang adanya tindakan yang
dapat menciptakan gambaran semu mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar,
atau harga Efek, antara lain :

a  melakukan transaksi Efek yang tidak mengakibatkan perubahan pemilikan; atau

melakukan penawaran jual atau penawaran beli Efek pada harga tertenty, di
mana Pihak tersebut juga telah bersekongkol dengan Pihak yang melakukan
penawaran beli atau penawaran jual Efek yang sama pada harga yang kurang
lebih sama.

Pasal 92
Ketentuan ini melarang dilakukannya serangkaian transaksi Efek olch satu Pthak
alau beberapa Pihak yang bersekongkol, sehingga menciptakan harga Efek yang semu

di Bursa Efek karena tidak didasarkan pada kekuatan permintaan jual dan beli Efek
yang sebenarnya dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau Pihak Jain.

Pasal 93
Cukup jelas
Pasal %4
Yang dimaksud dengan “ tindakan teftentu” dalam Pasal ini, antara lain
menyangkut :
a  stabilitas harga Efek dalam rangka Penawaran Umum sepanjang hal tersebut
dicantumkan dalam Prospektus; dan

b. penjualan dan pembelian Efek olsh Perusahaan Efek selaku pembentuk pasar
untuk rekeningnya sendiri secara terus-menerus uniuk menjaga likviditas
perdagangan Efek.

Pasal 95
Yang dimaksud dengan “orang dalam” dalam Pasal int adalah:



komisaris, direktur, atau pegawai Emiten atau Perusahaan Publik;
Pemegang saham utama Emiten atau Perusahaan Publik;

¢  orang perorangan yang karena kedudukan atau profesinya atau karena hubungan
usahanya dengan Emiten atau Perusahaan Publik memungkinkan orang tersebut
memperoleh informasi orang dalam; atau

d.  Pihak vang dalam waku 6 (enam} bulan terakhir tidak lagi menjadi Pitmk
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, buruf b, atau huruf ¢ di atas. ;

Yang dimaksud dengan “kedudukan” dalam penjelansan huruf ¢ ini adalah jabatan
pada lembaga, instansi, atau badan Pemerintahan.

Yang dimaksud dengan “hubungan usaha“ dalam penjelasan huruf ¢ ini adalah
hubungan kerja atau kemitraan dalam kegiatan usaha, antara lain hubungan
nasabah, pemasck, kontraktor, pelanggan, dan kreditur,

Sebagai contoh penjelasan huruf d adalah Tuan A berhenti sebagai direkwr pada
tanggal | Janvari. Namun demikian Tuan A masih dianggap sebagai orang dalam
sampai dengan tanggal 30 Juni pada tahun yang bersangkutan.

Huruf a

Larangan bagi orang dalam untuk melakukan pembelian atau penjualan atas
Efek Emilen atau Perusahaan Publik yang bersangkutan didasarkan atas
kepentingan bahwa kedudukan orang dalam seharusnya mendahulukan
kepentingan Emiten, Perusahaan Publik, atau pemegang saham secara
keseluruhan termaksud di dalamnya untuk tidak menggunakan informasi
orang dalam untuk kepentingan diri sendiri atau Pihak lain.

Fluruf b

Ix samping larangan tersebut dalam huruf a, orang dalam dari spatu Emiten
atau Perusahaan Publik yang melakukan transaksi dengan perusahaan fain
juga dikenakan larangan untuk melakukan transaksi atas Efek dari perusahaan
lain tersebut. Hal ini karena informasi mengenai perusahaan lain tersebut
tazimnya diperoieh karena kedudukannya pada Emiten atau Perusahaan
Publik yang melakukan transaksi dengan perusahaan lain tersebul.

Yang dimaksud dengan “transaksi® dalam horuf ini adalah semua bentuk



transaksi yang terjadi antara Emiten ataw peruszhaan Publik dan Perusahaan
lain, termaksud transaksi atas Efek perusahaan lain tersebut yang dilakukan oleh
Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan.

Pasal 96

Orang dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dilarang mempengaruhi Pihak
lain untuk melakukan pembelian dan aau penjvalan atas Efek dari Emiten atau
Perusahaan Publik yang bersangkutan, walaupun orang dalam dimaksud tidak
memberikan informasi orang dalam kepada Pihak lain, karena hal ini dapat
mendorong Pihak lain untuk melakukan pembelian atav penjualan Efek
berdasarkan informasi orang dalam.

Selain itu, orang dalam dilarang memberikan informasi orang dalam kepada
Pihak lain yang diduga akan menggunakan informasi tersebut untuk melakukan
pembelian dan atau penjualan Efek. Dengan demikian, orang dalam mempunyai
kewajiban wnuk berhati-hati dalam menyebarkan informasi agar informasi
tersebut tidak disalahgunakan oleh pihak yang menerima informasi tersebut untuk
melakukan pembelian atau penjualan atas Efek.

Pasal 97

Ayar (1)

Setiap Pihak yang dengan sengaja Secara melawan hukum unwk memperoleh
dan pada akhirnya memperoleh informaaai orang dalam mengenai Emiten atau
Perusahaan Publik,jug dikenakan larangan yang sama seperti yang berlaku bagi
orang dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dan Pasal 96. Artinya, mereka
dilarang untuk melakukan transaksi atas Efek yang bersangkutan, serta dilarang
mempengaruhi Pihak lain untuk melakukan pembelian dan alau penjualan atas
Efek tersebut atau memberikan informasi orang dalam tersebui kepada Pihak
lain yang patut diduga akan menggunakan informasi tersebut untuk melakukan
pembelian dan penjualan Efek.

Sebagai contoh perbuatan melawan hukum, antara lain :
Ja. berusaha memperoleh informasi orang dalam dengan cara mencuri;

b berusaha memperoleh informasi orang dalam dengan cara membujuk orang
dalam; dan



c. berusaha memperoleh informasi orang dalam dengan cara kekerasan atau
ancaman.

Ayat (2)
Sebagai contoh, apabila seseorang yang bukan orang dalam meminta
informasi dari Emiten atau Perusahaan Publik dan kemudian memperolehnya

dengan mudah lanpa pembatasan, crang tersebul tidak dikenakan larangan
yang berlaku bagi orang dalam

Namun, apabila pemberian informasi orang dalam disertai dengan persyaratan
untuk merahasiakannya atau persyaratan lain yang bersifal pembahasan,
terhadap Pihak yang memperoleh informasi orang dalam berlaku larangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dan Pasal 96.

Pasa] 98

Ketentuan Pasal ini memberikan kemungkinan Perusahaan Efek untuk melakukan
transaksi Efek semata-mata untuk kepentingan nasabahnya karena salah satu kegiatan
perusahaan Efek adalah sebagai Perantara Pedagang Efek yang yang wajib melayani
nasabahnya dengan sebaik-baiknya. Dalam melaksanakan transaksi Efek dimaksud,
Perusahaan Efek tidak memberikan rekomendasi apapun kepada nasabahnya tersebut.
Apabila larangan dalam Pasal ini dilanggar, Perusahaan Efek melanggar ketentuan
orang dalam sebagimana dimaksud dalam Pasal 95 dan Pasal 96

Pasal 99
Transaksi Efek tertentu yang tidak termasuk dalam transaksi Efek sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 95 dan Pasal 96 ditetapkan dengan peraturan Bapepam.

Sebagai contoh, transaksi Efck tertentu sebagimana dimaksud dalam Pasal inj
adabh (ransaksi Efek antar orang dalam.

Pasal 100
Ayat (1)

Sebagai konsekuensi dari pelaksanaan fungsi sebagai badan pengawas
terhadap kegiatan Pasar Modal, Bapepam perlu diberikan kewenangan untuk
melakukan pemeriksaan terhadap setiap Pihak yang diduga telah, sedang atau
meneoba melakukan atan menyuruh, twrut serta, membujuk, atau membantu



melakukan pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau Peraturan
pelaksanaannya. Dengan kewenangan ini, Bapepam dapat mengumpulkan data,
informasi, dan atau keterangan lain yang diperlukan sebagi bukt atas pelanggaran
terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya,

Ayat (2)

Dalam rangka pemeriksaan, Bapepam dapat meminta keterangan dan atau
konf wmasi, serta memeriksa catatan, pembukuan, dan atau dokumen lain dari
Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap Undang-
undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya terhadap Pihak lain apabila
dianggap perlu.

Disamping itu, Bapepam dapat memerintahkan dihentikannya suatu kegiatan
yang merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan
pelaksanaannya, seperti memerintahkan Emiten atau Perusahaan Publik untuk
menghentikan pemuatan iklan dalam media massa yang memuat informasi
yang menyesatkan, Sebaliknya, Bapepam dapat memerintahkan dilakukannya
suatu kegiatan tertentu apabila dipandang perlu untuk mengurangi kerugian
yang timbul dan atau mencegah kerugian lebih lanjut, seperti mewajibkan
Emiten atau Perusahaan Publik unuk memperbaiki iklan yang dimuat dalam
media massa. Bapepam dapat pula menetapkan syarat dan atau mengizinkan
dilakukannya pcnyelesaian tertentu atas kerugian yang ditimbulkan dari
kegiatan yang merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atauw
peraturan pelaksanaannya. Penyelesaian dimaksud antara lain berupa
penyelesaian secara perdata diantara para Pihak.

Data, informasi, bahan, dan atau keterangan lain yang dikumpulkan dalam
rangka pemeriksaan fersebut dapat digunakan olch Bapepam uniuk menhetapkan
sanksi administratif. Apabila Bapepam menetapkan uniuk meneruskan
pemeriksaan yang dilakukan ketahap penyidikan, data, informasi, bahan, dan
atau keterangan lain tersebut dapat digunakan sebagai bukti awal dalam tahap
penyidikan.

Hal ini tidak berarti bahwa lindakan penyidikan harus didahului oleh tindakan
pemeriksaan. Artinya, apabila Bapepam berpendapat bahwa suatu kegiatan
yang dilakukan pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan



pelaksanaannya dan mengakibatkan kerugian terhadap kepentingan Pasar
Modal dan aiau membahayakan kepentingan pemodal dan masyarakat, maka
tindakan penyidikan dapat dimulai dilakukan.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “tata cara pemeriksaan” dalam ayat ini adalah
ketentuan mengenai, antara lain :

a lata cara penyusun program pemeriksaan:
.t

b tata cara pelaksanaan pemeriksaan; dan
c. tata cara pelaporan hasil pemeriksaan.

Ayal (4)
Yang diamksud dengan “pegawai Bapepan sebagaimana dimaksud dalam
ayat int adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Bapepam.

Pasal 101

Avyat (1)
Pelanggaran yang terjadi di Pasar Modal sangat beragam dilihat dari segi
jenis, modus operandi, atau kerogian yang mungkin ditimbulkannya. leh karena
itu, Bapepam diberikan wewenang untuk mempertimbangkan konsekuensi
dari pelanggaran yang terjadi dan wewenang untuk meneruskannya ke tahap
penyidikan berdasarkan pertimbangan dimaksud.
Tidak semua pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan
pelaksanaannya di bidang Pasar Modal harus dilanjutkan ke tzhap penyidikan

karena hal tersebut justru dapat menghambat kegiatan penawaran dan atau
perdagangan Efek secara keseluruhan.

Apabila kerngian yang ditimbulkan membahayakan sistem Pasar Modal atau
kepentingan pemodal dan atau masyarakat, atau apabila tidak tercapai
penyelesaian atas kerugian yang telah timbul, Bapepam dapat memulai
tindakan penyidikan dalam rangka penuntutan tindak pidana.

Tindakan untuk penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini oleh
Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bapepam dilakukan setelah
memperoleh penetapan dari Ketua Bapepam.



Ayat (2)

Penyidikan di bidang Pasar Modal adalah serangkain tindakan penyidik untuk
memberi serta mengumpulkan bukti yang diperlukan sehingga dapat membuat
terang tentang tindak pidana di bidang Pasar Modal yang terjadi, menemukan
tersangka, serta mengetahui besarnya kerugian yang ditimbulkannya. Penyidik
di bidang Pasar Modal adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan
Bapepam yang diangkat oleh Menteri Kehakiman sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (3)
Huruf a
Cukupjelas
Hurnufb
Cukupjelas
Huruf ¢
Cukupjelas
Hurufd
Cukupjelas
Huruf e
Cukupjelas
Huruf f
Cukupjelas
Huruf g
Cukupjelas
Hurufh
Cukup jelas
Hurufi

Tindakan untuk memulai dan menghentikan penyidikan sebagaimana



dimaksud dalam huruf ini Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
Bapepam dilakukan setelah memperoleh penetapan dari Ketua Bapepam.
Ayal (4)
Ketentuan dalam ayat ini menegaskan bahwa untuk memperoleh ketengan
mengenai keadaan keuangan tersangka di bank sehubungan dengan
penyidikan, Bapepam harus terlebih dahulu memperoleh izin dari Menteri.
Apabila penyidikan tersebut tidak berkaitan dengan keadaan keuangan tersangka
di bank, Bapepam tidak memerlukan izin dari Menteri.

Ayat (5)
Cukup jelas
Ayal (6)
Yang dimaksud dengan “aparat penegak hukum lain” dalam ayat ini antara

lain aparat hukum dari Kepolisian Republik indonesia Direktorat Jenderal
Imigrasi, Departemen Kehakiman, dan Kejaksaan Agung.

Ayat (7)
Cukup jelas
Pasal 102
Ayat(l)

Dalam menerapkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat
ini, Bapepam perlu memperhatikan aspek pembinaan terhadap Pihak
dimaksud.

Pihak yaag dimaksud dalam ayat ini adalah Emiten, Perusahaan Publik,
Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjamianan, I.embaga Penyimpanan
dan Penyelesaian, Reksa Dana Peusahaan Efek, Penasehat Investasi Wakil
Penjaminan Emisi Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek, Wakil Manajer
Investasi. Biro administrasi Efck, Kustodian, Wakil Amanat, Profesi
Penunjang Pasar Modal, dan Pihak lain yang telah memperoleh izin,
persetujuan, atau pendafiaran dari Bapepam. Ketentuan dalam ayar ini berlaku
Juga bagi direkwur, Komisaris, dan setiap Pihak yang memiliki sekurang-



kurangnya 5% (lima perseratus) saham Emiten atau Perusahaan publik
scbagaimana dalam Pasal 87 Undang-undang ini.
Ayar(2)
Hurufa
Cukup jelas
Hurufb
Cukup jelas
Huruf
Cukup jelas
Hurufd
Cukup jelas
Hurufe
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukupjelas
Pasal 103
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat 2)
Cukupjelas
Pasal 104
Cukup jelas



Pasal 105
Cukup jelas
Pasal 106
Ayat (1)

Ayat ini menegaskan bahwa setiap Penawaran Umum harus dilakukan
sesuzi dengan Ketentuan yang diatur dalam Pasal 70 ayat (1). Sesuai
dengan Ketentuan Pasal langka 6, Emiten diartikan sebagai Pihak yang
melakukan Penawaran Umum sehingga wajib menyampaikan Pernyataan
Pendaftaran Kepada Bapepam dan Pernyataan Pendaftaran tersebut telah
menjadi efektif. Olch karena itu, setiap Pihak yang bermaksud melakukan
Penawaran Umum wajib memenuhi ketentvan Pasal 70 ayat (1) dan apabila
dilarang diancam dengan pidana berdasarkan ketentuan ayal ini.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Pihak” dalam ayat ini adalah Perusahaan Publik
sehagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 22,

Pasal 107
Cukup jelas
Pasal 108
Cukupjelas
Pasal 109
Cukup jelas
Pasal 110
Ayat ()
Cukupjelas
Ayat {2)
Cukup jelas
Pasal 111
Cukup jelas



Pasal 112
Cukup jelas
Pasal 113 -
Cukup jelas
Pasal 114
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf ¢
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Pasal 115
Cukup jelas
Pasal 1i6
Cukup jelas
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